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Lebih dari dua milenium lalu, dunia dihadapkan dengan bencana 
yang dianggap sebagai tulah. Dan saat ini pun, dunia kembali tercengang 
dengan kedatangan si Corona. Badai virus yang tidak pernah disangka akan 
meluluhlantakkan tidak hanya kesehatan, namun juga ekonomi, sosial dan 
budaya masyarakat. Pada Oktober 2020, 23,3 juta orang terinfeksi dan 
741.000 orang meninggal. Isolasi, kolaps, karantina, jarak, resesi, 
kemiskinan, risiko, ketakmampuan bayar, sampai kebangkrutan adalah kata-
kata yang wira-wiri di hadapan semua negeri. Perdebatan siapakah yang 
menjadi panglima dalam masa ini – kesehatan atau ekonomi - seakan tak 
kunjung berakhir.  
Dan badai pandemi terasa tidak mau berkompromi dengan semua 
kegelisahan, derita dan upaya. Dia tetap menyerang, sampai pada triwulan III 
– 2020, perekonomian dunia terkontraksi sebesar 5,2 persen (Bank Dunia, 
2020) dan menggerus ekonomi Indonesia sebesar -3,49 persen (BPS, 2020). 
Semua sendi perekonomian merasakan kemerosotan yang lebih dahsyat 
dibandingkan krisis ekonomi global pada tahun 1998. 
Di antara sekian sektor ekonomi, Usaha Mikro Kecil Menengah 
(UMKM) merupakan sektor yang paling terdampak. Bila biasanya UMKM 
kuat dan liat, kali ini pun dia tidak mampu menangkisnya. Usaha mikro yang 
memiliki intensitas aktivitas fisik tinggi langsung kehilangan peluang, usaha 
kecil mulai kesulitan dengan permodalan dan pemasaran, usaha menengah 
pun mengalami nasib yang serupa, ditambah dengan ketidakmungkinan 
mempekerjakan tenaga kerja secara penuh.  
Bisakah mereka bangkit sendiri? Ataukah perlu ada disain intervensi 
khusus untuk membuat UMKM bertahan pada masa pandemi, dan tetap 
tumbuh pada masa setelahnya? Berbagai riset menunjukkan UMKM 
memiliki kelebihan terhadap fleksibilitas perubahan, termasuk didalamnya 
mengkonfigurasi ulang sumberdaya untuk menangkap peluang perubahan 
lingkungan. Namun kelebihan ini saja tidak cukup. Perlu adanya intervensi 
dari pemerintah, akademisi dan usaha besar untuk membantu UMKM tetap 
ada.  
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Buku UMKM, Jejak, Aksi dan Solusi Saat Pandemi. Sebuah 
Antologi ISEI bagi Negeri ini memuat 15 tulisan yang membahas 
bagaimana UMKM terdampak COVID-19, menggeliat dan bertahan, serta 
strategi dan kebijakan yang perlu dilakukan untuk mendukung keberadaan 
UMKM. Artikel yang ditulis oleh Kurniati; Rahutami; Ngatindriatun, 
Nadya Pertiwi dan Leha; Saddewisasi; serta Firmansyah dan Oktavilia  
memberikan gambaran umum UMKM yang terkena pandemi COVID-19. 
UMKM sebagai bagian penting dalam ekosistem ekonomi tidaklah mungkin 
ditinggalkan. Intervensi pemerintah dan kehendak berubah di UMKM 
menjadi kata kunci. Kebijakan yang tepat, sinergi antara pemerintah pusat, 
daerah dan pelaku ekonomi menjadi landasan bagi kebangkitan UMKM. Dan 
tentunya,  UMKM sendiri perlu untuk selalu belajar terhadap lingkungan 
pasar, teknologi dan pesaing yang berubah dinamis.  
Sisi manajemen UMKM terlihat dalam beberapa tulisan oleh 
Sumastuti dan Violinda; Prajanti, Rahman dan Putri;  Soliha; Anik; 
Rizal, Musthofa dan Prayitno; serta Edris, Sumekar dan Agustiani.  Para 
penulis ini melihat bahwa pemilihan strategi bertahan yang tepat sangat 
dibutuhkan terutama untuk menghadapi industri 4.0. Penguasaan teknologi, 
pelatihan ICT, penggunaan pemasaran yang tidak konvensional, bantuan 
permodalan untuk pengembangan teknologi, pelatihan kompetensi SDM, dan 
pembentukan kluster UMKM merupakan keniscayaan.  
Di sisi lain, UMKM pun tidak lepas dari sisi keuangan termasuk 
didalamnya adalah faktor pelaporan, risiko dan manajemen keuangan. Para 
penulis yaitu Purnamasari dan Chrismastuti; Purwani; Mutamimmah 
dan Muharam;  serta Hidajat melihat adanya kebutuhan penyediaan 
informasi keuangan, pengelolaan keuangan untuk menurunkan risiko 
keuangan, mitigasi risiko bisnis yang berbasis diversifikasi keuangan dan 
investasi, serta inklusi keuangan melalui crowdfunding menjadi langkah agar 
UMKM dapat bertahan dalam jangka panjang. Di samping itu,  menjadi 
tugas Lembaga profesi akuntan dan akademisi untuk membantu peningkatan 
kapasitas dan kapabilitas UMKM dalam penyediaan informasi akuntansi.  
Antologi ini mengajak kita untuk mengarungi gagasan-gagasan 
anggota ISEI cabang Semarang dalam menempatkan UMKM sebagai bagian 
dari ekosistem ekonomi yang tangguh. Mengutip pepatah bahasa latin “Dum 
spiro, spero” – ―selama saya bernafas, saya berharap‖. Semoga pandemi 
COVID-19 segera berlalu.  
 
 







In the midst of chaos, there is also opportunity (Sun Tzu) 
 
Assalamu’alaikum Wr.Wb. 
           Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas karunia dan 
kesempatan yang diberikan kepada kami, sehingga buku dengan judul 
―UMKM: Jejak, Aksi dan Solusi Saat Pandemi : Sebuah Antologi ISEI Bagi 
Negeri” telah terselesaikan dengan baik. 
Tema tentang UMKM ini sangat menarik untuk dikaji karena 
pandemi Covid-19 benar-benar berdampak pada keberlangsungan usaha. 
Sekitar 84,20% Usaha Mikro dan Kecil (UMK) mengalami penurunan 
pendapatan atau lebih besar 1,91% bila dibandingkan dengan dampak yang 
diterima oleh Usaha Menengah dan Besar (UMB) yaitu sebesar 82,29%, 
akibat dari penurunan permintaan, kendala pada rekan bisnis dan kendala 
terkait pegawai serta operasional (BPS, 2020). 
Krisis Pandemi Covid-19 berbeda dari krisis yang pernah dialami 
oleh Indonesia sebelumnya. Perbedaanya terletak pada penyebab krisis yang 
diakibatkan dari guncangan langsung terhadap sisi penawaran dan 
permintaan yang kemudian mengubah struktur perilaku konsumen dan 
produsen yang harus menyesuaikan dengan situasi bisnis yang ada saat ini. 
Hal ini mengakibatkan UMKM dituntut untuk mampu berinovasi dan 
beradaptasi dengan teknologi sekecil apapun yang dimilikinya agar dapat 
bertahan di tengah guncangan krisis ini. Selain itu, UMKM diyakini mampu 
bertahan terhadap krisis ekonomi yang pernah dialami Indonesia dikarenakan 
UMKM tidak akan mengalami kebangkrutan seperti usaha besar yang 
memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap kondisi pasar global seperti 
pinjaman modal asing atau usaha dengan bahan baku dari luar negeri. Maka 
dari itu UMKM diharapkan dapat bertahan dalam kondisi krisis ini dan tetap 
memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB).  
Menurut Badan Riset dan Inovasi Nasional Kementerian Riset dan 
Teknologi (RISTEK-BRIN) salah satu tren teknologi selama pandemi Covid-
19 yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM adalah kebiasaan belanja daring 
(e-commerce), dimana saat ini belanja daring telah menjadi suatu kebiasaan 
baru yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Kegiatan belanja daring 
menjadi salah satu kebiasaan baru yang efektif dalam rangka meumutus 
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penyebaran Covid-19 dan sejalan dengan prinsip Less Contact Economy 
yang digaungkan oleh pemerintah. Less Contact Economy dapat tercipta 
apabila pelaku ekonomi sudah terbiasa dengan teknologi yang menjadi 
media perantaranya. Maka dari itu, dalam hal ini UMKM diharapkan dapat 
mengambil peran dalam memanfaatkan platform digital yang ada untuk 
dapat beradaptasi dengan kondisi yang baru, menciptakan pelayanan-
pelayanan digital dan ikut serta dalam menciptakan kebiasaan baru Less 
Contact Economy. 
Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Semarang merasa 
terpanggil untuk ikut berkontribusi dalam memberikan pemikiran sebagai 
alternatif solusi terhadap permasalahan UMKM, karena UMKM merupakan 
unit bisnis yang paling terdampak dibanding unit bisnis lain. Buku ini 
diharapkan bisa memberikan insight, dan best practices dalam pengelolaan 
UMKM dengan harapan agar UMKM  tetap bisa bertahan, tangguh dan  
tumbuh terutama dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini.  
         Buku ini disusun oleh dosen-dosen anggota Ikatan Sarjana Ekonomi 
Indonesia (ISEI) Cabang Semarang yang berasal dari berbagai Perguruan 
Tinggi di Jawa Tengah, yaitu: Universitas Diponegoro, Universitas Negeri 
Semarang, Universitas Semarang, Universitas Islam Sultan Agung, 
Universitas Katolik Soegijapranata, Universitas Stikubank, STIE BPD 
Jateng, Universitas AKI, Universitas PGRI, Universitas  Bina Nusantara, 
Universitas Muria Kudus, dan Universitas Darul Ulum Islamic Centre 
Sudirman.  
        Buku ini dapat terselesaikan dengan baik atas kontribusi berbagai pihak, 
Oleh karena itu kami mengucapkan terimakasih kepada  Ikatan Sarjana 
Ekonomi Indonesia (ISEI) Pusat (Jakarta), dan juga kepada semua pihak 
yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Sebagai sebuah kumpulan 
pemikiran tentu saja ISEI Cabang Semarang sangat terbuka untuk 
mendiskusikan lebih lanjut dengan berbagai pihak, agar memperkaya 
wawasan kita semua dan dengan harapan tulisan-tulisan dalam buku ini 
makin mencerahkan. Selamat menikmati! 
 
Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 
                                                               Semarang, 27 Desember 2020 
                                                         Ketua Umum ISEI Cabang Semarang, 
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Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan seluruh dunia, 
diantisipasi dengan berbagai kebijakan di semua bidang. Pembatasan sosial 
dan bisnis yang bertujuan mengurangi dan menghentikan dampak 
penyebaran virus, ternyata menimbulkan dampak pada perekonomian dan 
bisnis UMKM di Indonesia. Pembatasan sosial dan bisnis (Pembatasan 
Sosial Berskala Besar - PSBB) menimbulkan dampak negatif bagi aktifitas 
produksi, konsumsi, perdagangan dan investasi. Sebab itu, kegiatan ekonomi 
menukik dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. 
Perekonomian Indonesia triwulan III-2020 terhadap triwulan III-2019 
yang dapat dilihat dari rilis Badan Pusat Statistik, mengalami kontraksi 
sebesar 3,49 persen (y-on-y). Aktivitas perekonomian lebih kecil 
dibandingkan tahun sebelumnya.  Meskipun demikian, perekonomian 
Indonesia mengalami peningkatan pada triwulan III-2020 dibandingkan 
triwulan II 2020, sebesar 5,05 persen. Hal ini menunjukkan bahwa 
perekonomian bergerak membaik sejak triwulan II ke triwulan III 2020.  
Pada pertumbuhan ekonomi dari triwulan II ke triwulan III 2020 ini, 
sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah sektor 
Transportasi dan Pergudangan sebesar 24,28 persen. Hal ini dikarenakan 
masyarakat sudah mulai melakukan pergerakan dan aktifitas ekonomi 
dengan menerapkan protokol kesehatan. Pertumbuhan ekonomi triwulan III 
dari sisi pengeluaran, ditopang oleh pertumbuhan komponen Pengeluaran 
Konsumsi Pemerintah (PK-P) yang tumbuh sebesar 16,93 persen (BPS, 
2020).  
Updating data perekonomian ini tidak hanya ditunggu oleh 
pengambil kebijakan, tetapi juga praktisi usaha dan masyarakat karena 
penting untuk menyusun kebijakan dan analisis ekonomi pada masa pandemi 
Covid-19. Diperlukan strategi kebijakan yang tepat karena di satu sisi 
masyarakat didorong untuk tinggal di rumah (melalui kebijakan yang 
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membatasi kegiatan di pusat-pusat perekonomian, pasar, pusat perbelanjaan 
dan aktifitas sosial masyarakat lainnya), namun di sisi lain perekonomian 
menjadi sangat melambat dan beban anggaran pemerintah semakin berat. 
Pandemi Covid-19 adalah ujian ketahanan suatu bangsa.  Vivian 
Balakrishnan, Menteri Luar Negeri Singapura menyatakan bahwa pandemi 
Covid-19 adalah acid test (uji kelaikan cepat) bagi ketahanan kesehatan 
publik, modal sosial serta sistem tata kelola pemerintahan (Modjo, 2020). 
Dampak pandemi Covid-19 ini membawa keterpurukan bangsa-bangsa 
dunia. Semua bidang menjadi tergagap-gagap menghadapi bencana ini. 
Tidak hanya pada bidang kesehatan yang tiba-tiba dihadapkan pada 
ketersediaan dan ketercukupan alat kesehatan. Permintaan yang mendadak 
meningkat menimbulkan pasar alat kesehatan menjadi tidak terkendali pada 
masa awal pandemi. Bahkan negara-negara maju seperti Amerika Serikat, 
dan beberapa negara di eropa juga mengalami krisis di bidang Kesehatan. 
Penyakit Coronavirus 2019 (Covid-19) pertama kali meletus di China pada 
Desember 2019. Melansir data dari laman Worldometers, hingga Rabu 23 
Desember 2020, total kasus Covid-19 di dunia terkonfirmasi sebanyak 
78.297.099 (78 juta) kasus (Kompas.com, 2020). 
Beberapa penelitian dan proyeksi tentang kapan berakhirnya pandemi 
Covid-19 ini dilakukan oleh banyak peneliti di seluruh dunia, beberapa 
diantaranya adalah de Walque (2020) dan Walker et al. (2020) 
memperkirakan kematian global apabila tidak ada kebijakan pembatasan 
pergerakan orang. Dampak ekonomi Covid-19 juga di teliti oleh sejumah 
ekonom di seluruh dunia. Hausmann (2020) dalam kajiannya menyatakan 
bahwa akan terjadi goncangan pasokan. Dampak goncangan perekonomian 
terjadi dari transmisi pada sektor usaha yang pekerjanya terinfeksi akan 
mengurangi kapasitas produksi. Hal ini diperkuat oleh penelitian Atkeson 
(2020), yang menyatakan bahwa ketika 10 persen dari populasi terinfeksi, 
infrastruktur keuangan dan ekonomi utama akan menghadapi kekurangan 
tenaga kerja yang berdampak bagi perekonomian.  
Selain itu pembatasan kegiatan ekonomi karena kontaminasi virus 
menyebabkan guncangan permintaan (Guerrieri et al., 2020). Pemodelan 
ekonomi yang dilakukan oleh Eichenbaum, Rebelo, dan Trabandt (2020) dan 
Sumner, Hoy, dan Ortiz-Juarez, 2020) menunjukkan bahwa kebijakan 
penanggulangan penyakit akan menyelamatkan nyawa tetapi memperburuk 
ukuran resesi ekonomi. Efek jangka panjang apabila tidak segera diantisipasi 
adalah terjadi lonjakan pengangguran dan kemiskinan. Penelitian serupa 
dilakukan di beberapa negara Asia yang memiliki karakteristik yang sama 
dengan perekonomian Indonesia, antara lain oleh Gustavsson dan Larsson 
(2020), Wang, Hong, Li, dan Gao (2020);,Zachariadis, Ozcan, dan Dinçkol 
(2020), Javed dan Ayaz (2020), dan Yi (2020). 
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Penjelasan dampak ekonomi lebih lanjut adalah berkaitan dengan 
dampak bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Kebijakan 
penerapan social distancing dipastikan berdampak bagi pelaku UMKM. 
Indonesia memiliki pengalaman baik tentang bagaimana UMKM mampu 
bertahan pada masa krisis. Namun demikian dari berbagai kajian yang 
dilakukan oleh Lembaga kajian pemerintah maupun beberapa Lembaga 
dunia menilai dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian lebih 
parah dibandingkan krisis pada 1997–1998. Hal ini karena banyak UMKM 
menutup usahanya sehingga mengakibatkan pengangguran yang sangat 
tinggi. Krisis ekonomi di Indonesia pada 1997-1998 hanya berdampak pada 
bisnis besar dan UMKM masih dapat aktif menjalankan kegiatan ekspornya 
dan menopang perekonomian Indonesia (Santia, 2020). Penurunan skala 
ekonomi UMKM ini dinilai berbahaya karena menciptakan pengangguran 
yang besar, hal ini dikarenakan jumlah unit usaha UMKM di Indonesia 
sangat besar. Efek selanjutnya adalah akan terjadi penurunan daya beli yang 
berpotensi menimbulkan peningkatan kemiskinan dan kelaparan (Syafri, 
Sangadji dan Utami, 2020).  Seperti yang diprediksi Bank Dunia, kemiskinan 
di seluruh dunia diperkirakan akan mencapai lebih dari 100 juta orang pada 
akhir tahun ini. Untuk ketenagakerjaan, International Labour Organization 
(ILO) memperkirakan bahwa pandemic Covid-19 berdampak hingga 61,2 
persen tenaga kerja dunia (World Bank, 2020).   
Kajian The United Nations Industrial Development Organization 
(UNIDO) tentang dampak Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia berjudul 
―COVID 19 – Impact Assessment on SME in Indonesia‖, menunjukkan 
bahwa UMKM paling menderita akibat pandemi COVID-19 dan 6% dari 
pengusaha UMKM yang menjadi responden pada kajian itu memperkirakan 
setidaknya setengah dari karyawan mereka tidak dapat kembali bekerja. 
Studi tersebut juga menunjukkan bahwa jika pembatasan COVID-19 tetap 
diberlakukan, terdapat risiko signifikan bahwa UMKM dapat terpaksa 
menutup bisnis mereka dalam waktu enam bulan. Meskipun demikian, 
pengusaha UMKM yang menjadi responden survei memiliki tingkat 
optimisme yang sama bahwa pertumbuhan dan pemulihan akan mungkin 
terjadi jika kondisi pembatasan gerak dicabut. Kajian UNIDO ini juga 
merekam bahwa pengusaha UMKM mengalami permasalahan utama di 
bidang keuangan. Lebih dari 90% responden menyatakan bahwa kekurangan 
arus kas dilaporkan sebagai masalah operasi utama selama pandemi. Masalah 
keuangan yang dihadapi UMKM ini termasuk pembayaran gaji dan BPJS, 
pembayaran bunga dan angsuran pinjaman, dan biaya tetap lain yang 
menjadi beban. Survei ini juga menunjukkan bahwa pembatasan jarak 
interaksi lebih rentan dihadapi UMKM. Mereka lebih cepat dan lebih parah 
terpengaruh dibandingkan bisnis lain. Sebanyak 81% responden bahkan 
memperkirakan akan terdapat orang yang kehilangan pendapatan pada 2020. 
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Penurunan permintaan pasar yang dramatis dan tiba-tiba telah menjadi 
ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup UMKM di Indonesia. 
Berbagai kajian dampak Covid-19 terhadap UMKM terhadap 
beberapa daerah di Indonesia, juga menunjukkan kondisi yang tidak jauh 
berbeda. Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi dengan jumlah 
fluktuasi kasus Covid-19 terbanyak di Indonesia. Seperti halnya berbagai 
daerah di Indonesia perekonomian Jawa Tengah pada Triwulan III-2020 
sangat terdampak Covid-19. Dibandingkan triwulan III tahun 2019, 
pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada Triwulan III-2020 mengalami 
kontraksi sebesar -3,93 persen (y-on-y). Nilai kontraksi ekonomi triwulan 
III-2020 ini masih lebih baik dari angka revisi Triwulan II-2020 yang 
terkontraksi sebesar -5,92% (BPS Jawa Tengah, 2020). Pandemi covid-19 
berdampak pada semua bidang tidak terkecuali pelaku UMKM di Jawa 
Tengah. Kajian ini disusun sebagai masukan dan rekomendasi bagi upaya 
membangkitkan UMKM di Jawa Tengah di tengah pandemi Covid-19.  
 
PEMBAHASAN  
COVID-19 menyebar dari orang ke orang melalui droplet saluran 
pernapasan dan kontak langsung (Huang et al., 2020). Di banyak negara, 
pengendalian penularan COVID-19 menggunakan beberapa kebijakan antara 
lain pelacakan kontak, isolasi, karantina, pembatasan jarak sosial, dan 
pembatasan aktifitas kerumunnan sosial masyarakat, selain itu juga 
kampanye persuasif untuk menjalankan pekerjaan dari rumah (Wilder-Smith 
dan Freedman, 2020; Brynjolfsson et al., 2020). Indonesia menjalankan 
kebijakan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) di Jakarta, Indonesia 
(Syafri, Sangadji, dan Utami, 2020). Sebagai upaya mencegah meluasnya 
wabah Covid-19, pemerintah mengijinkan daerah untuk melakukan 
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Aturan PSBB tertuang dalam PP 
No 21 tahun 2020 tentang PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan 
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang kemudian dibuat pedoman 
pelaksanaannya dengan Permenkes No 9 tahun 2020. Daerah yang telah 
memenuhi syarat tertentu, boleh mengajukan PSBB kepada pemerintah 
pusat.  
Kebijakan ekonomi pada masa wabah ini seharusnya beriringan, 
mengikuti dan mendukung kebijakan di bidang kesehatan yaitu mencegah 
wabah Covid-19 meluas dan hilang atau selesai. Meskipun demikian, 
permasalahan ekonomi ternyata sangat kompleks dan tidak sederhana, yang 
dapat dikesampingkan selain fokus pada kebijakan kesehatan. Wabah Covid-
19 telah membuat perekonomian merosot melalui banyak jalur, seperti jalur 
permintaan masyarakat – jatuhnya permintaan produk oleh masyarakat dan 
ekspor, jalur produksi dengan turunnya produktivitas tenaga kerja akibat 
pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pengurangan jam kerja pada 
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perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik, UMKM, dan sektor informal, sulitnya 
impor bahan untuk produksi, serta melumpuhkan jalur transportasi dan 
distribusi barang dan orang. Banyak sektor ekonomi termasuk di dalamnya 
adalah pelaku UMKM. Terlebih karena UMKM sebagian besar merupakan 
jenis usaha yang masuk kategori informal, yang jumlahnya sangat banyak.  
Persoalan sosial ekonomi yang juga muncul akibat wabah Covid-19, 
terutama pasca PSBB, adalah persoalan menurunnya pendapatan masyarakat, 
yang menyebabkan turunnya daya beli. Sehingga kebijakan dibidang 
ekonomi dihadapkan pada pilihan jika PSBB dilakukan dengan ketat agar 
dapat berhasil mencegah wabah meluas, maka mobilitas masyarakat makin 
terbatas, yang dapat semakin menyulitkan kondisi ekonominya. Persoalan 
ekonomi jangka pendek yang harus disiapkan strategi mitigasinya oleh 
pemerintah daerah, salah satunya adalah membangkitkan Kembali UMKM 
dan sektor informal agar tetap bertahan di masa pandemi. Meskipun sebagian 
masyarakat masih merasa aman-aman saja dari sisi pendapatan, yaitu 
pegawai negeri atau pegawai perusahaan yang kuat bertahan, namun tidak 
dapat diabaikan bahwa sebagian masyarakat sangat menggantungkan hidup 
dari usaha pada sektor informal dan UMKM.  
 
Kebijakan pemerintah pusat memulihkan ekonomi nasional dan 
UMKM 
Keadaan ekonomi Indonesia masih lebih baik dibandingkan negara 
terangga pada level regional maupun dunia. Beberapa negara mengalami 
kontraksi yang sangat dalam misalnya Singapura sebesar 41,2%, Amerika 
Serikat diperkirakan sekitar 10%, dan Inggris sekitar 15%. Sementara itu, 
Bank Dunia memprediksi ekonomi global pada tahun 2020 akan mengalami 
kontraksi sebesar 5,2% dan Indonesia 0,3%, merupakan negara kedua terbaik 
ekonominya sesudah Vietnam yang diperkirakan pertumbuhan ekonominya 
positif. Beberapa ekonom dan pengamat ekonomi, juga pelaku bisnis di 
tanah air masih optimis berdasarkan beberapa pengamatan dan prediksi 
terhadap kondisi ekonomi di Indonesia di masa yang aka datang. Tingkat 
optimisme masyarakat ini sangat penting terutama untuk mensukseskan 
berbagai resep kebijakan pemulihan ekonomi yang akan dilaksanakan oleh 
pemerintah. Masyarakat perlu bergoton-royong agar upaya pemulihan 
ekonomi nasional dapat lebih cepat menunjukkan hasil. Berbagai kebijakan 
kebijakan tersebut harus didukung oleh pemerintah daerah. Peran Pemda 
sangat stretagis terutama dalam mendorong percepatan dan efektivitas 
pemulihan ekonomi nasional. Hal ini dikarenakan Pemda lebih memahami 
struktur ekonomi daerah, demografi, dan kondisi sosial ekonomi 
masyarakatnya. Kebijakan di bidang anggaran yaitu kebijakan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga disinergikan untuk mendorong 
percepatan pemulihan ekonomi di daerah. 
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Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah 
mengeluarkan PP 23/2020 tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional 
(Program PEN). Program ini bertujuan melindungi, mempertahankan, dan 
meningkatkan kemampuan ekonomi Pelaku Usaha dalam menjalankan 
usahanya. Pemerintah Indonesia menyiapkan anggaran mulai dari yang 
digunakan untuk menahan dampak terutama bagi keluarga yang paling 
rentan, sampai pada program pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-
19. Jumlah anggaran total sampai tahap ke-3 program stimulus mencapai Rp 
695,2 trilyun. Anggaran ini meningkat dari anggaran sebelumnya yaitu Rp 
405,1 trilyun. Perincian dana tersebut adalah untuk kesehatan Rp 87,55 
trilyun dan untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 
607,65 trilyun. Anggaran PEN terdiri dari perlindungan sosial sebesar Rp 
203,90 trilyun, insentif usaha Rp 120,61 trilyun, dan UMKM Rp 123,46 
trilyun, pembiayaan korporasi Rp 53,57 trilyun, serta untuk sektoral K/L dan 
Pemda sebesar Rp 106,11 trilyun (Kemenkeu RI, 2020).  
Kebijakan pemerintah pada level nasional selain PEN antara lain 
adalah Program perlindungan sosial yang terkait dengan keluarga rentan 
mencakup bantuan kepada keluarga harapan (PKH), bantuan sembako, 
bansos, kartu pra kerja, diskon listrik, bantuan langsung tunai (BLT) Dana 
Desa dan lainnya. Insentif usaha mencakup pembebasan pajak, penurunan 
tarif pajak dan lainnya. Untuk UMKM mencakup subsidi bunga, penjaminan 
modal kerja PPh UMKM, pembiayaan investasi pada koperasi, dan lainnya. 
Selain itu, program pembiayaan korporasi yaitu untuk pemberian kredit 
modal kerja, dan lainnya. Anggaran pemerintah pusat ini disinergikan 
dengan anggaran dan kebijakan pemerintah daerah untuk melakukan 
tindakan-tindakan inovatif dan rekayasa ekonomi bagi pemulihan ekonomi 
khususnya UMKM di daerah. Khusus untuk UMKM, pemerintah berusaha 
menggerakkan dunia usaha melalui pemberian insentif/stimulus kepada 
UMKM dan korporasi. Berbagai stimulus tersebut diantaranya adalah 
penundaaan angsuran dan subsidi bunga kredit perbankan, subsidi bunga 
melalui Kredit Usaha Rakyat dan Ultra Mikro, penjaminan modal kerja 
sampai Rp10 miliar dan pemberian insentif pajak misalnya Pajak 
Penghasilan (PPh Pasal 21) yang ditanggung Pemerintah. Untuk korporasi, 
Pemerintah memberikan insentif pajak antara lain bebas PPh Pasal 22 impor, 
pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dan pengembalian pendahuluan PPN; 
menempatkan dana Pemerintah di perbankan untuk restrukturisasi debitur. 
Pemerintah juga memberikan penjaminan modal kerja untuk korporasi yang 
strategis, prioritas atau padat karya (Nainggolan, 2020)  
Pelaksanaan di lapangan, kebijakan-kebijakan tersebut dikombinasi 
dengan kebijakan pemda yang bersifat spesifik dan jangka pendek. Dalam 
hal penerapan PSBB, kebijakan ini perlu dikerjakan dengan lebih fokus, 
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karena PSBB dinilai dapat menimbulkan ketidaktercapaian stimulus 
ekonomi apabila tidak dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian.  
 
Kondisi UMKM di Jawa Tengah pada Masa Pandemi Covid-19 
Wilayah Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu yang cukup 
banyak masyarakatnya terpapar Covid-19. Sampai dengan tanggal 25 
Desember 2020  dengan sumber data dari 
https://corona.jatengprov.go.id/data, jumlah akumulasi kasus terkonfirmasi 
Covid-19 mencapai hampir 90.000 kasus (Hasil penjumlahan angka dirawat, 
sembuh, dan meninggal). Dampak pandemi ini sudah pasti dirasakan oleh 
pelaku ekonomi terutama UMKM di Jawa Tengah.  Dinas Koperasi dan 
UMKM di  Jawa Tengah yang melakukan survei sejak bulan Maret 2019, 
melalui https://dinkop-
UMKM.jatengprov.go.id/dampakcovid/pemetaan/UMKM menunjukkan 
setidaknya terdapat 42.000 UMKM yang terdampak Covid-19. Data pada 
Tabel 1 menunjukkan bahwa Sebagian besar UMKM di Jawa Tengah 
mengalami penurunan jumlah asset, omset dan jumlah tenaga kerja, selain itu 
mengalami peningkatan jumlah hutang. 
Pemetaan berdasarkan jenis usaha UMKM, menunjukkan jumlah 
UMKM yang terkena dampak paling berat pada periode April dan Mei 2020 
adalah UMKM makanan/ minuman (65,64%), UMKM Fashion (9,7%) dan 
UMKM Perdagangan sebesar 8,13% (Tabel 2). Berdasarkan aspek 
permasalahan yang dihadapi (Tabel 3), Sebagian besar UMKM menyatakan 
menghadapi permasalahan pemasaran (56,13%) dan Pembiayaan (26.23%)  
Tabel 1. Responden Pemetaan Dampak Covid 19 terhadap UMKM di 




























































































































Tabel 2. Pemetaan Dampak Covid 19 terhadap UMKM di  
Jawa Tengah Berdasarkan Jenis Usaha 
UMKM berdasar Jenisnya 
Periode Pemetaan 
15/4/2020 (%) 6/5/2020 (%) 
Makanan / minuman     7,180      69.44     12,645      65.64  
Fashion        756        7.31       1,868        9.70  
Perdagangan        758        7.33       1,567        8.13  
Jasa        577        5.58          972        5.05  
Pertanian / peternakan        571        5.52          966        5.01  
Handycraft        369        3.57          863        4.48  
Lain-lain        129        1.25          384        1.99  
Sumber: Dinas Koperasi UMKM Provinsi Jawa Tengah, 2020 
 
Tabel 3. Pemetaan Dampak Covid 19 terhadap UMKM di  
Jawa Tengah berdasarkan Permasalahan yang Dihadapi 
UMKM Permasalahannya 
Periode Pemetaan 
15/4/2020 (%) 6/5/2020 (%) 
Pemasaran      5,999       58.02      10,814       56.13  
Pembiayaan      2,430       23.50        5,054       26.23  
Bahan Baku         598         5.78            972         5.05  
Produksi         162         1.57            164         0.85  
Lain-lain      1,151       11.13        2,261       11.74  
Sumber: Dinas Koperasi UMKM Provinsi Jawa Tengah, 2020 
 
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Koperasi dan 
UMKM Pemprov Jateng melakukan antisipasi dampak Covid-19 melalui 
program jaring pengaman ekonomi. Program tersebut diantaranya 
dilaksanakan melalui Bimbingan teknis produksi, pameran, pendataan 
UMKM yang terdampak COVID-19. Selain itu juga melaksanakan berbagai 
kebijakan pemulihan yang bersinergi dengan kebijakan pemulihan yang 
dilaksanakan oleh pemerintah pusat.  
 
Beberapa Strategi Pemulihan Ekonomi Daerah dengan Protokol 
Kesehatan untuk UMKM  
Dalam rangka mengakselerasi pemulihan kegiatan ekonomi dengan 
tetap menerapkan protokol kesehatan secara simultan, program kebijakan 
pemerintah yang terap bagi jenis usaha yang berklasifikasi UMKM dinilai 
paling cepat menggerakkan perekonomian karena paling sesuai dan paling 
mudah menyesuaikan diri. Hal ini dikarenakan karakteristik yang dimiliki 
oleh UMKM, yaitu jumlah tenaga kerja yang terbatas (sedikit) dan 
kebutuhan modal kerja yang tidak banyak. Jumlah tenaga kerja yang tidak 
terlalu banyak (bahkan sebagian besar UMKM mempekerjakan anggota 
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keluarga) menyebabkan protokol kesehatan dapat dijalankan dengan lebih 
sederhana dibandingkan perusahaan besar. Jumlah modal yang tidak besar 
untuk menjalankan produksi dan kecilnya jumlah aset yang dimiliki, 
menyebabkan UMKM lebih mudah untuk menyesuaikan diri dengan lebih 
cepat dan kembali bergerak aktif dengan mudah.  Bahkan UMKM dinilai 
sangat fleksibel dalam beralih jenis usaha maupun melakukan inovasi usaha. 
Dari sisi pemasok, pelaku UMKM hanya memerlukan jumlah pemasok 
(supplier) yang cenderung sedikit dan tidak beragam jenisnya, sehingga 
penanganan dan pemulihan terhadap rantai pasoknya (supply chain) lebih 
sederhana dan segera. 
Jumlah UMKM yang sangat banyak unit usahanya, dinilai akan lebih 
cepat memulihkan dan menggerakkan usaha rakyat. Pemulihan UMKM 
berarti juga akan memulihkan pendapatan masyarakat dan daya beli 
masyarakat dengan lebih cepat, sehingga dapat mencegah meluasnya 
kemiskinan. Di samping itu, strategi stimulus ekonomi bagi UMKM ini 
sekaligus dapat mencegah bertambahnya pengangguran bahkan menciptakan 
lapangan kerja baru bagi korban PHK.  
Hal penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa pemulihan 
aktivitas usaha dengan protokol kesehatan ini berbeda dengan pemulihan 
akibat krisis ekonomi biasa, sehingga diperlukan kreativitas dan rekayasa-
rekayasa. Berikut ini adalah empat belas strategi yang ditawarkan dalam 
rangka pemulihan UMKM di Jawa Tengah. Strategi ini ini dapat dilakukan 
oleh pemerintah provinsi dan kabupaten-kota, dan atau masyarakat, dengan 
pengembangan teknis di lapangan yang menyesuaikan jenis usaha dan 
kekhususan di masing-masing UMKM. Strategi yang dimaksud adalah 
sebagai berikut: 
1. Strategi umum yang dapat dilakukan Pemda adalah melaksanakan 
kombinasi kebijakan dan anggaran dengan yang dikucurkan oleh 
pemerintah pusat. Berkaitan dengan hal ini, pendataan UMKM sasaran 
harus sangat akurat. Jenis pemberian bantuan produktif ini dalam bentuk 
uang tunai lebih utama daripada bantuan barang, agar lebih fleksibel 
dalam penggunaannya, karena sebagian akan digunakan sebagai modal 
kerja oleh UMKM.  
2. Menciptakan permintaan terhadap produk UMKM. Strategi ini 
dimaksudkan agar UMKM tidak sia-sia berproduksi, dan barang yang 
diproduksi dapat terserap oleh pasar. Peran pemerintah melalui belanja 
dapat menjadi andalan utama dalam menciptakan permintaan. Pertama, 
dengan membeli langsung produk UMKM ini, dan kedua, dalam bentuk 
BLT kepada masyarakat terdampak. BLT dapat menaikkan daya beli 
dan belanja masyarakat, yang tinggal diarahkan untuk berbelanja produk 
UMKM daerah. Belanja pemerintah ini dapat merupakan gabungan 
bantuan pemerintah pusat dan daerah. 
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3. Melaksanakan event pasar murah – kumpulan produk UMKM, yang 
dapat diakses secara online dan offline – yang dapat menjadi strategi 
lanjutan dari belanja pada strategi peningkatan permintaan. Selain itu, 
dapat membuat forum-forum marketplace berbasis internet oleh Pemda 
atau masyarakat untuk memasarkan produk-produk UMKM setempat. 
4. Menjamin distribusi barang lancar dan murah, dengan protokol 
kesehatan yang ketat. Jika memungkinkan, transportasi barang 
dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, bentuk kebijakannya dapat berupa 
subsidi biaya distribusi.  
5. Melakukan rekayasa transaksi di pasar tradisional dan modern. Misalnya 
penyediaan tempat membayar khusus di luar arena los dan kios; pembeli 
tidak mendekat ke penjual untuk memilih dan menawar barang (dapat 
menggunakan bantuan teknologi sederhana misalnya fasilitas kamera); 
atau mengembangkan aplikasi tawar-menawar, sehingga mengurangi 
penumpukan orang di dalam los dan kios. 
6. Mendukung sisi produksi dengan kombinasi kebijakan pusat seperti 
pinjaman modal bunga ringan dan kebijakan subsidi bunga oleh Pemda 
sehingga dapat menjadi lebih ringan atau nol.  Kebijakan ini simultan 
dengan kebijakan mendorong permintaan produk. Strategi lain adalah 
membangkitkan dan menggalakkan kembali peran koperasi sebagai soko 
guru perekonomian, yang dalam aksi lapangannya, aktif sebagai 
pemodal bagi UMKM. Suntikan dana pusat bagi koperasi dikombinasi 
dengan dana dari daerah untuk memperkuat permodalan koperasi.  
7. Strategi subsidi untuk distribusi input produksi bahkan pembelian input, 
terutama pada industri yang bisa cepat pulih dan menampung tenaga 
kerja cukup banyak, seperti UMKM yang terkait dengan produk 
pertanian dan industri makanan minuman. Sebagai contoh kebijakan, 
OECD menyatakan bahwa di beberapa negara maju bahkan melakukan 
subsidi upah jangka pendek bagi pekerja UMKM. Peran koperasi yang 
beranggotakan UMKM juga dapat mengurus distribusi barang-barang 
input dan output sehingga lebih efisien.  
8. Meningkatkan digitalisasi dalam operasi UMKM. Dengan dukungan 
institusi pemerintah, perguruan tinggi dan masyarakat, digitalisasi yang 
mencakup pemasaran, logistik, sistem pembayaran dan permodalan 
dapat menjangkau lebih banyak UMKM. Dari beberapa kajian 
dibuktikan bahwa UMKM yang sudah terdigitalisasi adalah UMKM 
yang mampu bertahan dalam krisis. 
9. Pelatihan dan pendampingan UMKM. Pelatihan ini diutamakan kepada 
UMKM yang memerlukan, juga yang memiliki fleksibilitas untuk 
beralih usaha, terutama kepada UMKM yang memiliki potensi pasar 
yang besar, misalnya UMKM yang memproduksi peralatan yang terkait 
dengan kebutuhan kesehatan di masa pandemi, dan lain-lain. 
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10. Memunculkan dan menguatkan Gerakan Masyarakat untuk membeli 
produk UMKM lokal. Masyarakat juga didorong untuk berbelanja di 
warung-warung terdekat. 
11. UMKM perlu dibantu dan dicarikan solusi kreatif untuk beradaptasi 
pada new market condition karena pasar akan berbeda selama pandemi 
Covid-19 berlangsung, bahkan setelah Covid-19 selesai. Strategi ini 
dapat dilakukan dalam jangka pendek ke jangka menengah (dalam 
hitungan minggu/bulan).  
12. Strategi jangka menengah adalah segeranya dilaksanakan pemetaan pada 
UMKM yang memiliki daya tahan krisis untuk dijaga kesinambungan 
produksinya, dan diperbesar skala usahanya. Strategi yang cocok dengan 
protokol kesehatan adalah membuka cabang UMKM tersebut, atau 
perluasan usaha yang dilakukan oleh keluarga/pihak lain (skala ekonomi 
secara keseluruhan terpenuhi, dengan sasaran pasar lokal, domestik, 
bahkan ekspor).  
13. Strategi jangka pendek ke menengah, kebijakan relaksasi pajak, 
penundaan angsuran dan penghapusan utang (jika mungkin) mulai 
dilakukan dan dievaluasi implementasinya. Strategi ini sejalan dengan 
kebijakan pusat, dan pelaksanaannya terfokus di daerah.  
14. Strategi yang lebih panjang, perlu dipertimbangkan strategi subtitusi 
impor (antara daerah dan antar negara) oleh UMKM setempat, dan 
orientasi pasar ekspor (antar daerah dan antar negara), terutama antar 
negara, yang nampaknya muncul kesempatannya di masa krisis. 
 
KESIMPULAN 
Pandemi Covid-19 telah menyebabkan economic shock. Strategi 
pembatasan gerak dan aktifitas ekonomi masyarakat konteks upaya 
penanggulangan penyebaran virus secara langsung mempengaruhi fungsi 
bisnis. Permasalahan yang dihadapi UMKM adalah menghadapi demand 
shock dan juga berpotensi menghadapi guncangan pada supply change 
karena kebijakan di bidang Kesehatan. Hal positif yang menjadi pendorong 
bagi keberlanjutan perekonomian adalah bahwa pasar tercipta sesuai kondisi 
dan pelaku ekonomi akan beradaptasi dan menyesuaikan kondisi. Hal ini 
kemudian memunculkan alasan divergensi yaitu mendekatkan kesenjangan 
teknologi yang selama ini dihadapi oleh pelaku UMKM. Masih banyak 
peluang dan ceruk pasar bagi pelaku UMKM di daerah untuk kembali 
bangkit.  Kajian ini menawarkan berbagai strategi jangka pendek, jangka 
menengah, jangka panjang dan jangka yang lebi panjang lagi, yang dapat 
diimplementasikan pada level daerah untuk menggerakkan perekonomian 
daerah dan UMKM di daerah secara lebih cepat. Diperlukan kerjasama yang 
sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pelaku ekonomi 
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untuk kembali berupaya bangkit dari krisis, didukung oleh berbagai stimulus 
dari pemerintah pusat dan daerah.  
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Perubahan lingkungan organisasi semakin dinamis, tidak pasti dan 
semakin sulit diprediksi (Temouri et al., 2020). Perkembangan teknologi, 
bencana alam, perubahan iklim, pendemik global yang terjadi di awal abad 
ke-21, merevolusi cara kerja dan cara hidup manusia serta menjadi tantangan 
bagaimana organisasi beradaptasi dan menangkap peluang perubahan 
(Bernstein et al., 2019; George et al., 2020; Xu et al., 2020). Teknologi baru, 
degradasi sumberdaya, pendemik global, telah banyak merubah bagaimana 
cara hidup, cara kerja dan bagaimana organisasi dijalankan (Gassam, 2020; 
Irimiás & Mitev, 2020). Teknologi digital pada awal abad ke-21 telah 
banyak merubah produksi dan pelayanan banyak organisasi melalui 
otomatisasi dan berbasis online (George et al., 2020; Jarrahi, 2018). Green 
economic memaksa banyak perusahaan untuk beroperasi sesuai standar 
sustainable (George et al., 2020). Akhir-akhir ini, pendemik global Covid-19 
pada awal tahun 2020 telah meningkatkan ketidakpastian global (Alon, 2020; 
Atkinson et al., 2020; Hamilton, 2020; Xu et al., 2020). Perkembangan 
teknologi, bencana alam dan pendemik yang lebih besar tidak dapat 
diprediksi dan juga berpeluang terjadi kembali pada masa-masa akan datang 
(George et al., 2020). 
Pendemi Covid-19 tidak hanya memberikan ancaman kesehatan, 
namun juga berdampak pada lingkungan ekonomi, sosial dan budaya 
masyarakat. Pada kondisi pendemik, setiap wilayah atau negara dapat setiap 
saat terisolasi dengan wilayah lain (Hamilton, 2020). Pada kondisi karantina 
wilayah, organisasi bisnis perlu merubah rantai pasok dan rantai permintaan 
dari antar wilayah ke rantai pasok-permintaan lokal atau merubah rantai 
pasok-permintaan ke wilayah lain yang tidak terisolasi (Alon, 2020; 
Atkinson et al., 2020). Permintaan produk dan layanan yang higenis juga 
dapat meningkat pada saat pendemi (Berry et al., 2020). Pendemik 
mendorong penerapan modul protokol kesehatan (higenitas lingkungan, cuci 
tangan, jarak sosial, pakai masker, cek suhu badan, screening dan strerilisasi 
diri dan lingkungan) (Xu et al., 2020). Layanan on-line dan layanan delivery 
mengalami peningkatan selain layanan offline. Proses produksi berubah 
seperti melalui pengaturan jam kerja, manajemen sub kontraktror, teknologi 
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hybrid antara manual dan otomatisasi (Berry et al., 2020). Pelayanan 
administrasi, konsultasi, pemasaran, layanan distribusi barang, pelatihan 
sdm, kerjasama banyak menggunakan teknologi internet (Berry et al., 2020). 
Masyarakat dengan pelbagai sektor kehidupan harus hidup dalam 
masa ketidakpastian pada situasi pandemi. Pada kondisi ketidakpastian, 
setiap organisasi perlu mempunyai kapasitas dinamik (Teece, 2018; Teece et 
al., 1997) untuk beradaptasi, belajar memahami perilaku dan perkembangan 
lingkungan internal dan eksternal, memecahkan masalah secara kreatif dan 
inovatif dalam menangkap peluang perubahan. Kapabilitas dinamis yaitu 
kemampuan organisasi untuk menekankan pembaruan sumber daya, untuk 
mengintegrasikan, membangun, dan mengkonfigurasinya kembali menjadi 
kapabilitas dan kompetensi baru (Teece, 2018; Teece et al., 1997). 
Perubahan skala kecil tidak banyak merubah strategi, struktur, proses 
organisasi karena perubahan lingkungan masih dalam rentang kendali 
perusahaan. Organisasi hanya perlu menambahkan modul-modul untuk 
adaptasi, melalui: teknologi, kontrol dan proses. Perubahan skala besar 
sering memaksa organisasi merubah strategi, budaya, dan kompetensi inti 
perusahaan. Organisasi yang kompeten ahli dalam memproduksi produk 
tertentu, akan terpaksa mentransformasi kompetensi intinya karena 
perubahan permintaan dan selera pasar, kelangkaan bahan baku dan 
perubahan teknologi. 
Ukuran yang ramping membuat UMKM mempunyai kelebihan 
terhadap fleksibilitas perubahan (Callaway et al., 2009). Ukuran yang 
ramping memberikan kelebihan UMKM dalam mengkonfigurasi ulang 
(insert, upgrade, delete, hybrid, combine, blended) sumberdaya untuk 
menangkap peluang perubahan lingkungan (Callaway et al., 2009; Singh et 
al., 2013). Namun demikian, UMKM terutama di negara berkembang  pada 
umumnya mempunyai kendala kapasitas manajemen karena ukuran (skala 
ekonomi) tersebut. Kemampuan dinamis UMKM perlu didukung oleh 
kemudahan akses sumberdaya (Temouri et al., 2020). Perubahan besar sering 
menyebabkan krisis keuangan, sehingga UMKM perlu mempunyai kapasitas 
keuangan untuk bertahan dalam kondisi krisis. Perubahan besar sering 
mamaksa organisasi untuk mengtransformasi proses produksi dan 
operasionalnya, sehingga kemampuan dinamis UMKM perlu didukung akses 
teknologi dan inovasi, seperti: modul protokol kesehatan, modul layanan 
delivery, teknologi dan inovasi untuk produk baru (Bogers et al., 2019). 
Teknologi informasi juga memfasilitasi UMKM untuk kolaborasi dalam 
mengatasi kendala efisiensi skala ekonomi (Temouri et al., 2020). Perubahan 
pasar membutuhkan kapasitas UMKM untuk akses informasi pasar. Skala 
organisasi yang kecil memberikan keterbatasan efisien skala ekonomi bagi 
UMKM dalam menghadai perubahan, sehingga kemampuan dinamis 
UMKM perlu didukung oleh kapasitas kolaborasi. Pada beberapa kondisi 
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UMKM dapat bekerja sendiri-sendiri, pada beberapa kondisi yang lain 
UMKM dapat berkolaborasi dengan organisasi lain baik dalam aliansi 
vertikal dan horizontal untuk adaptif dan inovatif terhadap perubahan .  
Selain kapasitas manajemen, sumberdaya pengetahuan merupakan 
sumberdaya penting bagi UMKM untuk adaptif dan menangkap peluang 
perubahan. UMKM perlu mempunyai kemampuan untuk belajar terhadap 
lingkungan pasar, teknologi, pesaing yang berubah secara dinamis. UMKM 
perlu mempunyai kemampuan pembelajaran organisasi secara berkelanjutan, 
baik pada level individu maupun organisasi. Pembelajaran organisasi 
merupakan driver penting terhadap inovasi dan kinerja (Chien & Tsai, 2012; 
Garrido & Camarero, 2009; Ghasemzadeh et al., 2019; Jimenez‐Jimenez & 
Sanz Valle, 2011; Luxmi, 2014; Majuri & Halonen, 2019; Patky, 2020; 
Soomro et al., 2020). Hubungan antara pembelajaran organisasi, inovasi dan 
kinerja sudah banyak dijelaskan dalam literatur teoritis dan empiris. Namun 
demikian, studi hubungan pembelajaran organisasi dan kemampuan dinamis 
masih terbatas (Chien & Tsai, 2012), sehingga perlu diperkaya. Hal tersebut 
menjadi motivasi penelitian ini.  
 
PEMBAHASAN  
Penelitian dilakukan pada 142 UMKM sebagai Mitra Binaan 
Perusahaan BUMN di Indonesia. UMKM yang dipilih adalah UMKM yang 
berada di sektor industri kreatif (fashion, handycraft, furniture, makanan dan 
minuman) dan jasa elektronik (repair shop).  Alasan pemilihan sektor 
tersebut dengan mempertimbangkan lingkungan sektor industri yang 
berkembang dinamis di beberapa sektor tersebut. Data penelitian merupakan 
data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner. Penelitian dilakukan pada 
periode ketidakpastian post pendemik-19 yaitu pada bulan Mei hingga Juli 
2020. 
Harvie (2004) mengemukakan bahwa akses sumberaya UMKM 
terdiri dari akses pasar, akses teknologi, akses sdm, akses keuangan, akses 
networking dan akses inovasi. Kapasitas akses sumberdaya diukur dari skala 
akses sumberdaya yang dikembangkan penelitian sebelumnya (Bamel & 
Bamel, 2018; Harvie, 2004; Imran et al., 2019; Zapata-Cantu et al., 2016). 
Kapasitas akses sumberdaya terdiri dari indikator kapasitas: akses informasi 
dan pasar (MC1), akses teknologi dan inovasi (MC2), akses keuangan 
(MC3), akses networking (MC4).  
Pembelajaran organisasi diukur dari skala pembelajaran organisasi 
untuk UMKM (Gomes & Wojahn, 2017) yang dikembangkan dari skala 
pembelajaran organisasi (Chiva et al., 2007). Pembelajaran organisasi terdiri 
dari indikator Experimentation (OL1), Risk Taking (OL2), Interaction with 
the external environment (OL3), Dialoge (OL4), Participative decision 
making (OL5). Kemampuan dinamis diukur dari skala kemampuan dinamis 
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yang dikembangkan penelitian seblumnya (Kump et al., 2019) dari Teece et 
al. (1997). Kemampuan dinamis terdiri dari indikator sensing (DC1), seizing 
(DC2) dan transforming (DC3). Pengukuran indikator menggunakan dengan 
skala likert (Lykert scale) diadakan scoring yakni pemberian nilai numerikal 
1 sampai 5 dimana  (1=sangat tidak setuju, 2=tidak setuju, 3=netral, 
4=setuju, 5=sangat setuju). 
Tabel 1.  
Variabel dan Indikator Variabel 







1. Akses informasi dan pasar (MC1) 
2. Akses teknologi dan inovasi (MC2) 
3. Akses keuangan (MC3) 
4. Akses networking (MC4) 
Harvie (2004), (Bamel & 
Bamel (2018), Imran et 
al., (2019), Zapata-Cantu 








1. Experimentation (OL1) 
2. Risk Taking (OL2) 
3. Interaction with the external environment 
(OL3) 
4. Dialoge (OL4) 
5. Participative decision making (OL5) 
Gomes & Wojahn 






1. Sensing (DC1) 
2. Seizing (DC2) 
3. Transformation  (DC3) 
 
Kump et al. (2018) 
Sumber: Dokumentasi peneliti yang diolah, 2020 
 
Hasil penelitian berdasarkan pengolahan data dengan Struktural Equetion 
Modeling (SEM) menemukan pengaruh yang signifikan dari kapasitas akses 
sumberdaya terhadap kapasitas dinamik (β=0.254, ρ < 0.05). Kapasitas 
UMKM yang terdiri dari kapasitas kapasitas akses informasi dan pasar, 
kapasitas akses teknologi dan inovasi, kapasitas akses keuangan, kapasitas 
akses networking  berpengaruh terhadap kapasitas dinamik UMKM era post 
normal covid-19. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya 
(Bamel & Bamel, 2018; Chen et al., 2007; Imran et al., 2019). Pada kondisi 
perubahan lingkungan UMKM memerlukan kemampuan untuk bertahan, 
beradaptasi dan melakukan inovasi untuk menangkap peluang perubahan. 
Perubahan lingkungan seperti karena pengaruh pendemik global memberikan 
pengaruh perubahan permintaan pasar, sering merubah cara-cara produk dan 
jasa didistribusikan, sehingga manajer UMKM memerlukan kapasitas 
informasi dan pasar (Bamel & Bamel, 2018; Chen et al., 2007; Imran et al., 
2019). Informasi dan pengetahuan pasar meningkatkan kemampuan 
penginderaan (sensing) terhadap kebutuhan dan peluang pasar baru post 
perubahan. Kapasitas keuangan (Harvie, 2004) diperlukan UMKM baik 
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untuk strategi bertahan, reaktif  maupun proaktif terhadap perubahan. 
Kapasitas kerjasama diperlukan untuk beradaptasi terhadap perubahan dalam 
rantai pasok dan rantai permintaan produk, maupun kerjasama horizontal 
dengan UMKM lain.  Pada kondisi perubahan seperti kondisi pendemik 
covid-19, UMKM memerlukan kapasitas akses inovasi dan teknologi untuk 
beradaptasi dengan perubahan. Akses inovasi dan teknologi UMKM 
diperoleh dari open inovation, kerjasama/kemitraan, inovasi internal. Inovasi 
dan teknologi terbuka lebih bersifat umum (tidak unik), bukan merupakan 
kompetensi inti, namun sering berharga untuk beradaptasi terhadap 
lignkungan baru yang komplek dan tidak pasti. Inovasi dan teknologi terbuka 
adalah seperti: standar protokol kesehatan, aplikasi layanan online delivery, 
standar mutu proses, produk dan layanan yang baru, aplikasi (hard dan atau 
soft) untuk kolaborasi, pemasaran dan keputusan investasi.  
Selain berpengaruh langsung terhadap kemampuan dinamik UMKM, 
kapasitas akses sumberdaya juga berpengaruh terhadap pembelajaran 
organisasi (β=0.834, ρ < 0.05). Kapasitas dan kemampuan organisasi bukan 
merupakan sesuatu yang statis, namun selalu berkembang seiring dengan 
pengalaman organsiasi dalam mengelola perubahan lingkungan (Gomes & 
Wojahn, 2017). Kapasitas organisasi akan mengalami peningkatan 
berkelanjutan melalui kegiatan pembelajaran organisasi. Kapasitas 
manajemen pemilik-manajer UMKM yang terdiri dari kapasitas akses 
informasi dan pasar, kapasitas keuangan, kapasitas kerjasama, kapasitas 
akses inovasi dan teknologi akan berkembang melalui kegiatan pembelajaran 
organisasi. Pembelajaran organisasi yang berkelanjutan diperlukan agar 
kemampuan organisasi selalu selaras dengan perkembangan lingkungan 
organisasi (Argote, 2011; Chiva et al., 2007). Pembelajaran organisasi 
dilakukan dengan penciptaan pengetahuan, akuisisi  pengetahuan, transfer, 
dan integrasi pengetahuan (Jankowicz, 2000; Majuri & Halonen, 2019). 
Hasil penelitian ini menemukan pengaruh yang signifikan dari pembelajaran 
organisasi terhadap kapasitas dinamik (β=0.432, ρ < 0.05). Hasil penelitian 
ini mendukung penelitian sebelumnya (Chien & Tsai, 2012). Untuk berhasil 
dalam lingkungan yang dinamis, manajer bisnis di UMKM memiliki peran 
penting untuk berorientasi pada peningkatan dan pembelajaran berkelanjutan 
yang melibatkan perolehan pengetahuan baru, baik dengan menemukannya 
atau dengan meniru praktik terbaik orang lain, akuisisi, open innovation 
(Bogers et al., 2019). Salah satu karakteristik perusahaan yang berumur 
panjang adalah sensitive terhadap perubahan yang direpresentasikan pada 
kemampuan perusahaan untuk belajar dan beradaptasi, menyesuaikan diri 
denga arah perubahan lingkungan. 
Selain berpengaruh langsung terhadap kemampuan dinamik UMKM, 
kapasitas manajemen pemilik-manajer UMKM juga berpengaruh terhadap 
kemampuan dinamik melalui pembelajaran organisasi. Pengaruh MC 
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terhadap DC melalui OL (β=0.361)  lebih besar dari pengaruh langsung 
terhadap DC (β=0.254) (Tabel 4). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
pengaruh kapasitas manajemen manajer-pemilik terhadap kemampuan 
dinamik UMKM akan efektif jika melalui pembelajaran organisasi. 
Pembelajaran organisasi akan membuat kapasitas inti dan pendukung 
UMKM berkembang secara berkelanjutan. Pembelajaran organisasi tidak 
hanya meningkatkan kapasitas manajemen yang bernilai bagi pengembangan 
organisasi, namun juga kompetensi inti yang unik dan bernilai yang tidak 
dapat ditiru dan tergantikan oleh organisasi yang lain. Kompetensi inti dan 
pendukung akan berkembang seiring dengan peubahan lingkungan (Argote, 
2011; Chiva et al., 2007). Organisasi yang berumur panjang jika nampu 
beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Organisasi pembelajar dihuni 
oleh sekumpulan individu yang memperluas dan memperdalam pengetahuan 
individualnya, serta pengetahuan tersebut ditransformasi menjadi 
pengetahuan organisasi melalui proses berbagi pengetahuan. 
Hasil penelitian ini memberikan implikasi manajerial bahwa berbagai 
kegiatan program peningkatan kapasitas UMKM seperti dukungan finansial, 
pendampingan fasilitasi pasar seperti informasi pasar dan pameran, akses 
teknologi, pembentukan koperasi UMKM, dukungan pengetahuan, 
ketrampilan dan ketrampilan bersifat bantuan jangka pendek. Dalam jangka 
panjang, UMKM harus bisa mengatur dirinya sendiri, termasuk dalam 
pengembangan kapasitas manajemen, kerjasama, akses informasi pasar, 
pesaing dan akses teknologi. Pengetahuan, keterampilan dan keterampilan 
yang diberikan kepada UMKM akan ketinggalan zaman, sehingga pengelola 
UMKM harus memiliki Pembelajaran Organisasi. Berbagai kegiatan 
program peningkatan kapasitas hanyalah pendorong awal untuk 




Hasil penelitian secara umum menemukan bahwa bahwa kapasitas 
manajemen pemilik-manajer UMKM berpengaruh signifikan terhadap 
kemampuan dinamik organisasi baik secara langsung maupun melalui 
pembelajaran organisasi. Pengaruh kapasitas manajemen pemilik-manajer 
UMKM terhadap kemampuan dinamik organisasi melalui pembelajaran 
organisasi lebih besar dari pengaruh langsung terhadap kemampuan dinamik. 
Hasil penelitian ini memberikan implikasi teoritis bahwa pengembangan 
kemampuan dinamik UMKM d tengah perubahan lingkungan yang dinamis 
memerlukan dukungan kapasitas manajemen pemilik-manajer UMKM baik 
dalam kapasitas informasi pasar, kapasitas keuangan, kapasitas kerjasama 
dan kapasitas akses teknologi dan inovasi. Pengembangan kapasitas 
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manajemen UMKM akan lebih efektif jika melalui pembelajaran mandiri 
yang berkelanjutan.  
Pembelajaran yang berkelanjutan mempunyai arti bahwa wirausaha 
harus lebih mandiri untuk merespon peluang dan kendala dari perubahan 
lingkungan. Self regulated learning  untuk berhasil dengan menangkap 
peluang baru, pengetahuan baru, cara-cara baru, pasar baru, baik dengan 
menemukannya maupun dengan meniru praktik terbaik milik orang lain. 
Langkah awal untuk mengambangkan self regulated learning  sebagai bagian 
dari kultur kewirausahaan adalah melalui pelatihan dan pendampingan yang 
intensif, berkelanjutan, dan mangarahkan pada pembelajaran mandiri serta 
dukungan pemerintah yang tepat program.  
Model yang diuji dalam penelitian ini terbatas hanya pada 
pengembangan kapasitas pada level personal yaitu kapasitas manajemen 
manajer-pemilik usaha pada UMKM. Penelitian yang akan datang dapat 
mengembangkan model lebih lanjut berkaitan dengan kapasitas level 
organisasi dan sistem. Faktor-faktor yang mempengaruhi dampaknya akan 
berbeda jika ditinjau dalam level yang berbeda, seperti: level organisasi 
(sentralisasi, formalisasi, dinamika organisasi, umur perusahaan), level 
sistem (faktor kelembagaan, konektivitas, kultur kewirausahaan dalam 
masyarakat). Penelitian ini hanya dilakukan pada UMKM mitra binaan 
pertamina di wilayah Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak dan Kendal 
yang dekat dengan pusat perekonomian di Jawa Tengah, ketersediaan akses 
sarana transportasi dan pasar. Hasil penelitian ini memungkinkan berbeda 
jika menggunakan setting penelitian yang berbeda, sehingga penelitian ini 
menyarankan untuk penelitian selanjutnya mengambil obyek wilayah yang 
lebih luas seperti Propinsi Jawa Tengah atau Luar Jawa atau negara lain. 
Faktor-faktor seperti: dukungan pemerintah daerah, dukugan infrastruktur, 
kerusuhan politik dan nepotisme, budaya, lingkungan hukum dapat 
memberikan hasil berbeda dalam wilayah yang berbeda. Penelitian dilakukan 
dengan tujuan hanya fokus pada perusahaan skala mikro dan kecil, sehingga 
penelitian ini belum dapat melibatkan sampel yang mencakup semua ukuran 
termasuk perusahaan besar, menengah, mikro dan kecil serta 
membandingkan diantara ketiganya. Dalam penelitian ini responden sebagai 
informan kunci adalah  manajer- yang merupakan pemilik usaha pada 
UMKM. Informan kunci ini tersebut digunakan karena mereka dianggap 
yang paling mengetahui dan memahami manajemen usaha yang diperlukan 
untuk penelitian ini. Penelitian selanjutnya di Indonesia dapat 
mempertimbangkan mewawancarai personel dari tingkat yang berbeda 
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COVID-19 DAN RESPON USAHA KECIL MENENGAH DI 
ASIA TENGGARA 
 
Angelina Ika Rahutami 





Sejak 11 Maret 2020, ketika WHO menetapkan COVID-19 sebagai 
pandemi global, virus tersebut telah menginfeksi 23,3 juta orang dan 
menewaskan 741.000 di 210 negara. Di Asia Tenggara, pada 17 Oktober 
2020, negara-negara anggota ASEAN telah mengkonfirmasi sedikitnya 
869.515 kasus dan 21.076 kematian (Djalante, 2020). Pandemi COVID-19 
tidak hanya menghancurkan secara kesehatan, namun juga secara social dan 
ekonomi.  
Wabah COVID-19 diperkirakan akan menyebabkan kontraksi PDB 
global sebesar 5,2 persen (Bank Dunia 2020). Pandemi membuat 
pertumbuhan regional menyusut sebesar 0,5 persen pada paruh pertama 
tahun 2020. Sampai dengan Desember 2020, gambaran pemulihan ekonomi 
secara regional masih belum cerah dan periode tekanan keuangan yang 
berkepanjangan diperkirakan juga masih terjadi di sebagian besar sektor 
(Fernandez, 2020). Pemulihan ekonomi membawa konsekuensi pada 
peningkatan hutang nasional. Pembatasan perdagangan dan rantai pasokan 
yang terganggu juga menempatkan beban yang belum pernah terjadi 
sebelumnya di Asia Tenggara.  
Salah satu sektor yang paling terpukul adalah Usaha Kecil Menengah 
(UKM). Pandemi COVID-19 memukul UMKM lebih dari kondisi krisis 
keuangan 2008 (OECD, 2020). Risiko yang dihadapi UMKM berupa 
penurunan daya beli masyarakat dan terjadinya krisis ―doom loop‖ 
menyebabkan tidak lebih dari 50 persen UKM yang dapat bertahan. 
Ambruknya UKM secara luas dapat berdampak pada kondisi ekonomi 
nasional dan global.  
Pandemi yang menggerus keberadaan UKM ternyata menumbuhkan 
peluang untuk meningkatkan ekosistem UKM (UNTAC, 2020). Berbagai 
kebijakan dilakukan oleh tiap negara dalam menjaga agar UKM tetap 
bertahan dan dapat bangkit kembali pasca COVID-19. Gentilini et.al. (2020) 
menyebutkan lebih dari 106 negara melakukan program perlindungan sosial 
dan intervensi pasar tenaga kerja sebagai respon atas COVID-19.  
Kajian ini membahas mengenai bagiamana pandemi COVID-19 
menurunkan aktivitas ekonomi terutama UKM di Asia Tenggara, serta 
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bagaimana pemerintah tiap negara anggota ASEAN merespon pandemi 
melalui kebijakan-kebijakan.   
 
PEMBAHASAN  
PUKULAN COVID-19 TERHADAP EKONOMI DAN UMKM 
Prediksi ekonomi yang dikeluarkan oleh OECD (2020) pada bulan 
Juni 2020 menunjukkan penurunan 6 persen dalam Prodeuk Domestik Bruto 
(PDB) global, dan penurunan 7,6 persen jika terjadi gelombang pandemi 
kedua pada akhir 2020.  ILO (2020) mengestimasi bahwa dampak COVID-
19 terhadap pengangguran akan meningkat sebesar 5,2 juta (bila 
menggunakan skenario yang paling ringan) dan 24,7 juta (bila menggunakan 
skenario yang tinggi).  
Pukulan COVID-19 ini paling dirasakan oleh UKM, karena sebagai bisnis 
yang kecil, UKM cenderung memiliki jumlah pemasok yang lebih terbatas 
serta sumber daya yang lebih sedikit untuk beradaptasi (International Trade 
Center, 2020). Pembatasan sosial pun akan menjadi penyebab menurunnya 
kondisi UKM karena sebagian besar kegiatan UKM masih menggunakan 
interaksi fisik dan metode tradisional. Survei OECD (2020) dan International 
Trade Center (2020) di beberapa negara, serta penelitian Rajagopaul, 
Magwentshu, dan Kalidas (2020)  menunjukkan bahwa secara umum lebih 
dari separuh UKM mengadapi masalah yang parah, dua pertiga dari 
perusahaan mikro dan kecil melaporkan bahwa krisis sangat mempengaruhi 
operasi bisnis mereka, seperlima mengindikasikan risiko penutupan secara 
permanen dalam tiga bulan dan 25 sampai 36 persen usaha kecil ditutup 
secara permanen dalam empat bulan pertama pandemi.  
 
 
Sumber: Rajagopaul, Magwentshu, Kalidas (2020) 
Gambar 1. Kondisi UKM akibat Pandemic COVID-19 
 
Gambar 1 menunjukkan bahwa hanya 28 persen UKM yang bertahan 
dan meneruskan usaha, sedangkan sisanya yaitu 72 persen memilih untuk 
menutup usaha (Rajagopaul, Magwentshu, dan Kalidas,2020). Di antara 72 
persen yang menutup usaha, terdapat 52 persen UKM menutup sebagian 
4% 
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usahanya atau mengurangi kapasitas bisnis sampai situasi ekonomi pulih, 4 
persen mengambil tindakan ekstrim yaitu menutup bisnis dan beralih pada 
aktivitas ekonomi yang lebih stabil, 6 persen menutup sementara waktu, dan 
10 persen tidak akan menutup bila ada pertolongan dari pemerintah.  
Angka 72 persen pada gambar 1 di atas menunjukkan betapa besar dampak 
pandemi bagi UKM. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana mekanisme 
transmisi dampak COVID-19 bagi UKM? Secara umum, dampak pandemi 
terhadap UKM terjadi melalui dua saluran transmisi yaitu penawaran dan 
permintaan (OECD, 2020). Di sisi penawaran, perusahaan mengalami 
pengurangan pasokan tenaga kerja, karena pekerja dalam kondisi tidak sehat 
atau perlu menjaga jarak.  Hal ini menyebabkan proses produksi terganggu, 
sehingga produksi pun menurun. Di sisi lain, rantai pasokan terputus akibat 
penutupan daerah juga akan berpengaruh terhadap proses produksi. Dari sisi 
permintaan, penurunan daya beli masyarakat menyebabkan permintaan 
kepada UKM akan menurun drastis dan pada akhirnya akan berpengaruh 
pada pendapatan UKM. 
Secara lebih rinci, UKM terdampak melalui 4 fase yang bisa terjadi secara 
berurutan maupun bersamaan. Fase-fase tersebut adalah: 
1. Kebijakan penutupan lokal/nasional/regional menyebabkan 
kegiatan ekonomi akan berhenti. Pemerintah akan berupaya untuk 
memberikan bantuan dan fokus untuk menjaga agar UKM tetap 
dapat bertahan.  
2. Adanya gangguan rantai pasokan yang berdampak besar pada 
produksi, impor dan ekspor. Penghentian perdagangan di negara 
mitra akan berdampak mengurangi input yang mungkin 
digunakan oleh UKM
1
. Tingkat keparahan dampak ditentukan 
oleh pola perdagangan dan rantai pasok.  
3. Adanya depresi permintaan, karena perusahaan mulai mengurangi 
investasi dan rumah tangga mengurangi pengeluaran konsumsi. 
Ekspektasi akan masa yang akan datang menentukan seberapa 
lama fase ini berjalan. 
4. Kondisi mulai pulih secara bertahap, dimana pemulihan UKM 
tergantung pada tingkat keparahan ekonomi dan kesehatan.  
  
                                                     
1
 Perlu dicatat, bahwa UMKM memiliki rentang skala usaha yang cukup panjang. Banyak 
usaha menengah yang memperoleh bahan baku atau mesinnya secara impor, dan menjual 
produknya ke luar negeri. 
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BENARKAH UKM ASEAN TERPUKUL? 
Asia Tenggara merupakan kawasan yang berkembang pesat, dengan 
pertumbuhan ekonomi yang tinggi walaupun terdapat ketidaksetaraan 
spasial. Populasi Asia Tenggara pada tahun 2020 adalah sekitar 649 juta 
orang, diman 218 juta orang bekerja di sektor informal. Penelitian Chong, Li  
dan Yip (2020) menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor risiko yang 
signifikan yang dihadapi ekonomi ASEAN yaitu pertumbuhan yang 
melambat, pemulihan perdagangan yang lamban dan transmisi pengangguran 
lintas negara. 
Kajian ini mengamati dampak pandemi pada negara-negara ASEAN 
karena tiga alasan yang utama. Pertama  adalah ASEAN memberikan 
kontribusi yang tidak kecil pada ekonomi global. Menurut data dari IMF, 
jumlah PDB  negara-negara ASEAN pada 2019, diukur dengan paritas daya 
beli, adalah 9,34 triliun USD. Kondisi ini membuat ekonomi ASEAN 
menjadi terbesar keempat setelah China, Amerika Serikat, dan India.  
Kedua, ASEAN masih memiliki masalah berupa perkembangan 
ekonomi yang tidak merata di antara negara-negara anggotanya dan koneksi 
ekonomi intra-regional yang lemah. Perkembangan ekonomi yang tidak 
merata terlihat dari perbedaan tingkat pertumbuhan dan PDB perkapita. Pada 
tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Singapura adalah 0,73 persen, sedangkan 
Vietnam tumbuh setinggi 7,01 persen (World Economic Outlook, 2020).  
Thailand dan Malaysia juga mengalami pertumbuhan antara 4 persen dan 5 
persen. Tantangan paling menonjol di ASEAN adalah perkembangan 
ekonomi yang asimetris di antara anggotanya. PDB per kapita Singapura 
adalah 58.829 USD pada harga konstan 2010, sedangkan  Laos hanya 
1.840,5 USD, kurang dari 1/30 Singapura.  
Terakhir,  ASEAN sangat bergantung pada perdagangan dengan Cina 
dan AS, sehingga membuat ASEAN memiliki kerentanan terpapar dampak 
guncangan.  Bila dibandingkan dengan perdagangan intra-ASEAN, maka 
terlihat proporsi yang kecil. Pangsa tahunan perdagangan intra-ASEAN 
adalah 23,6 persen, 23,1 persen, 22,9 persen, 23,0 persen dan 22,5 persen 
dari 2015 hingga 2019 (ASEAN Secretariat, 2020).  
Data dari ASEAN SME Transformation (2020) menunjukkan bahwa 
97 persen bisnis di ASEAN merupakan UKM. Sehingga mau tidak mau, 
akibat COVID-19 ini akan memukul masing-masing anggota ASEAN pada 
tingkat yang berbeda. Survey dari ASEAN SME Transformastion (2020) 
dengan menggunakan data di 5 negara ASEAN menunjukkan terjadinya 






Sumber: ASEAN SME Transfromation Survey, 2020 
Gambar 2. Perubahan Ekspektasi Pendapatan dari 2019 (sebelum 
COVID-19) ke 2020 (selama COVID-19) 
 
Gambar 2 menunjukkan bahwa pada tahun 2019, 1.000 UKM 
ASEAN (Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapore dan Vietnam) yang 
disurvei oleh ASEAN SME Transformantion (2020) cenderung mengatakan 
bahwa pendapatan mereka akan mengalami kenaikan. Namun selama 
COVID-19 hanya 8 persen yang mentakan bahwa pendapatan mereka 
mengalami kenaikan. Hanya 1 persen dari responden yang menyatakan 
bahwa pendapatan akan naik di atas 25 persen selama  pandemi, sedangkan 4 
persen menyatakan pendapatan akan tetap. Bila sebelum COVID-19 hanya 
terdapat 5 persen responden yang menyatakan bahwa pendapatan menurun 
lebih dari 25 persen, namun kondisi ini memburuk karena pada selama 
COVID-19, 40 persen responden menyatakan pendapatan UKM mereka 
turun di atas 25 persen. Pandangan pesimis UKM ASEAN terlihat sangat 



























   Sumber: ASEAN SME Transfromation Survey, 2020 
Gambar 3. Ekspektasi Pendapatan antar UKM di masing-masing 
negara selama COVID-19 
 
Bila selama pandemi terdapat 89 persen responden yang menyatakan 
bahwa pendapatannya akan menurun, maka gambar 3 menunjukkan UKM 
Thailand memiliki sikap yang paling pesimis di antara 5 negara ASEAN 
yang lain. Sedangkan UKM Singapura cenderung sedikit lebih optimis. Di 
Indonesia, sebesar 87 persen UKM menyatakan bahwa pendapatannya 
mengalami penurunan, sedangkan 4 persen menyatakan tetap dan 9 persen 
menyatakan mengalami kenaikan.  
 
PROFIL UKM DI ASEAN 
Berdasarkan dua gambar di atas dapat disimpulkan bahwa pandemi 
ini memang memukul UKM di ASEAN. Penurunan pendapatan yang rata-


























Catatan: Responden diminta untuk menjawab semua opsi pertanyaan, dan 
diperbolehkan memilih lebih dari satu jawaban.  
Sumber: ASEAN SME Transfromation Survey, 2020 
Gambar 4. Lima Bidang Investasi UKM sebelum dan selama COVID-19 
 
Survey terhadap 1000 UKM yang dilakukan oleh ASEAN SME 
Transformation (2020) menunjukkan bahwa secara keseluruhan UKM di 
ASEAN cenderung memilih investasi di bidang teknologi (61 persen), 
kemudian diikuti dengan pengembangan ketrampilan tenaga kerja, pabrik, 
tanah dan asset lain. Selama COVID-19 berlangsung, UKM mengubah 
orientasi strateginya. Perubahan yang tampak secara total terjadi pada 
kenaikan investasi di bidang teknologi. Hal ini dilakukan karena perubahan 
lingkungan bisnis yang mengarah ke digitalisasi menuntut infrastruktur 
teknologi yang kuat. Perubahan investasi berikut terlihat pada 
pengembangan ketrampilan tenaga kerja yang naik menjadi 51 persen. Hal 
ini dilakukan karena pemanfaatan teknologi hanya dapat berjalan apabila 
tenaga kerja mempunyai ketrampilan yang baik.  
Bila dilihat per negara, terlihat fenomena yang menarik untuk diamati. UKM 
di Singapura, Malaysia dan Vietnam, yang pada awalnya telah berinvestasi 
tinggi pada teknologi, maka selama masa pandemi ini mereka cenderung 
mengurangi dan mengalihkannya pada pengembangan ketrampilan tenaga 
kerja. Sedangkan Indonesia dan Thailand memiliki kecenderungan untuk 





Catatan: Responden diminta untuk menjawab semua opsi pertanyaan, dan 
diperbolehkan memilih lebih dari satu jawaban.  
Sumber: ASEAN SME Transfromation Survey, 2020 
Gambar 5. Fokus Strategi UKM sebelum dan selama COVID-19 
 
Sebelum virus mewabah, UKM ASEAN cenderung menempatkan kebutuhan 
untuk meningkatkan pengalaman pelanggan sebagai prioritas utama mereka 
(63 persen). Dengan wabah COVID-19, UKM di ASEAN mengkalibrasi 
ulang strategi mereka untuk fokus pada mengadopsi pemasaran digital 
sebagai prioritas utama mereka (mengalami kenaikan menjadi 58 persen), 
meneruskan digitalisasi (60 persen) dan mengurangi fokus pada peningkatan 
layanan pelanggan serta pemasaran tradisiional.  Strategi lain yang diambil 
oleh UKM ASEAN adalah dengan tetap melanjutkan digitalisasi. Pergeseran 
fokus dari peningkatan pengalaman pelanggan menjadi mengadopsi lebih 
banyak strategi digital merupakan indikasi realisasi UKM potensi digitalisasi 
untuk meningkatkan keberlanjutan bisnis. Pergeseran fokus dari peningkatan 
pengalaman pelanggan menjadi mengadopsi lebih banyak strategi digital 
merupakan indikasi realisasi UKM potensi digitalisasi untuk meningkatkan 
keberlanjutan bisnis. 
 
RESPON KEBIJAKAN DAN PERAN SWASTA 
Pergeseran fokus strategi dan ekspektasi UKM tentu saja tidak akan berhasil 



































Banyak negara menerapkan langkah-langkah untuk mendukung UKM 
selama masa pandemi ini. Fokus sebagian besar negara-negara tersebut 
adalah mempertahankan likuiditas jangka pendek. Secara umum, kebijakan 
yang dilakukan hampir semua negara adalah kebijakan moneter oleh Bank 
Sentral yang mendukung pemberian pinjaman dengan mengurangi kondisi 
moneter dan memungkinkan bank komersial untuk memberikan lebih banyak 
pinjaman kepada UKM, serta kebijakan fiskal yang bertujuan untuk 
meringankan beban UKM.  
Tabel 1. Respon kebijakan beberapa negara ASEAN dalam menghadapi 
COVID-19 
Sumber, OECD (2020) 
Sebelum virus mewabah, UKM ASEAN cenderung menempatkan kebutuhan 
untuk meningkatkan pengalaman pelanggan sebagai prioritas utama mereka 
(63 persen). Dengan wabah COVID-19, UKM di ASEAN mengkalibrasi 
ulang strategi mereka untuk fokus pada mengadopsi pemasaran digital 
sebagai prioritas utama mereka (mengalami kenaikan menjadi 58 persen), 
meneruskan digitalisasi (60 persen) dan mengurangi fokus pada peningkatan 
layanan pelanggan serta pemasaran tradisiional.  Strategi lain yang diambil 
oleh UKM ASEAN adalah dengan tetap melanjutkan digitalisasi. Pergeseran 
fokus dari peningkatan pengalaman pelanggan menjadi mengadopsi lebih 
banyak strategi digital merupakan indikasi realisasi UKM potensi digitalisasi 
untuk meningkatkan keberlanjutan bisnis. Pergeseran fokus dari peningkatan 
pengalaman pelanggan menjadi mengadopsi lebih banyak strategi digital 
merupakan indikasi realisasi UKM potensi digitalisasi untuk meningkatkan 
keberlanjutan bisnis. 
 
RESPON KEBIJAKAN DAN PERAN SWASTA 
Pergeseran fokus strategi dan ekspektasi UKM tentu saja tidak akan berhasil 
bertahan selama pandemi bila tidak didukung oleh kebijakan yang tepat. 
Banyak negara menerapkan langkah-langkah untuk mendukung UKM 
selama masa pandemi ini. Fokus sebagian besar negara-negara tersebut 
Negara 
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adalah mempertahankan likuiditas jangka pendek. Secara umum, kebijakan 
yang dilakukan hampir semua negara adalah kebijakan moneter oleh Bank 
Sentral yang mendukung pemberian pinjaman dengan mengurangi kondisi 
moneter dan memungkinkan bank komersial untuk memberikan lebih banyak 
pinjaman kepada UKM, serta kebijakan fiskal yang bertujuan untuk 
meringankan beban UKM.  
 
 
Tabel 1. Respon kebijakan beberapa negara ASEAN dalam menghadapi 
COVID-19 
Sumber, OECD (2020) 
 
Tabel 1 menunjukkan bagaimana Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand 
dan Vietnam merespon COVID-19 dalam bentuk kebijakan. Kebijakan yang 
dilakukan oleh kelima negara ini mencakup kebijakan tenaga kerja, 
penangguhan pajak, instrumem keuangan yang dikeluarkan oleh Bank 
Sentral dan kebijakan yang bersifat struktural. 
Peran pemerintah untuk membantu UKM bertahan dan mampu bersaing 
pada masa setelah pandemi sangat vital. Kebijakan yang dikeluarkan 
sebaiknya memiliki dua fungsi utama yaitu menciptakan daya tahan 
(resilience), kemampuan beradapatasi, dan berkembang secara berkelanjutan 
pada masa new normal (OECD, 2020; Febrantara, 2020; Asia Pacific 
Bulletin, 2020; Rajagopaul, Magwentshu, Kalidas, 2020). Peran pemerintah 
untuk menopang UKM yang dilakukan negara-negara ASEAN sebaiknya 
sejalan dengan perubahan kebutuhan dan strategi UKM dapat 
dikelompokkan sebagai berikut (OECD, 2020; Febrantara, 2020; Asia 
Pacific Bulletin, 2020; Rajagopaul, Magwentshu, Kalidas, 2020): 
Negara 
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1. Peningkatan daya tahan UKM selama pandemi (stimulus 
jangka pendek). Kebijakan dalam jangka pendek ini berada 
pada level nasional dan lokal, karena masih adanya 
pembatasan mobilitas barang dan manusia dan penutupan 
beberapa daerah.  
a. Untuk mengurangi kendala likuiditas, banyak negara 
telah memperkenalkan langkah-langkah penangguhan 
pajak, pembayaran jaminan sosial, pembayaran hutang 
dan pembayaran sewa dan utilitas. 
b. Dukungan pendanaan dari pemerintah untuk proses 
adopsi teknologi digital. Dukungan pendanaan untuk 
adopsi digital dinilai sangat penting di Thailand, 
Indonesia, dan Vietnam. Pinjaman untuk membantu 
perusahaan yang berhutang untuk mengembangkan 
rencana restrukturisasi hutang yang praktis dipandang 
penting di Vietnam dan Malaysia, sementara subsidi 
untuk meringankan beban yang disebabkan oleh 
kenaikan biaya tenaga kerja sangat disambut baik di 
Vietnam dan Thailand. 
c. Pemerintah mendorong dan memfasilitasi pmbukaan 
kembali ekonomi lokal karena pembatasan antar 
wilayah tetap berlaku. Pasar domestik menjadi pasar 
utama sebelum pasar luar negeri dibuka kembali. 
d. Pemerintah memfasilitasi kemandirian rantai pasok 
dalam negeri dan pengurangan ketergantungan 
eksternal. Pandemi ini mendorong banyak negara 
untuk menjadi lebih mandiri. Upaya tersebut memiliki 
efek ganda yaitu mengurangi permintaan daerah 
sekaligus meningkatkan permintaan lokal. UKM yang 
menghadapi hambatan dalam mengakses pasar luar 
negeri karena akses terbatas dan imobilitas akan 
melihat dukungan terhadap permintaan lokal ini 
sebagai alasan yang menarik untuk melihat tetap 
bertahan dan memastikan kelangsungan hidup bisnis 
dalam jangka pendek. 
2. Mendorong ekosistem kewirausahaan nasional 
a. Pemerintah dapat meningkatkan budaya 
kewirausahaan nasional dengan mempromosikan 
program yang memprioritaskan UKM sebagai 
pemasok pilihan. Pemerintah perlu mengidentifikasi 
dan menjembatani kesenjangan dalam pemberdayaan 
bisnis yang dapat menghambat pertumbuhan UKM.  
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b. Pemerintah juga dapat fokus pada peningkatan 
kesadaran di antara UKM tentang dukungan apa — 
finansial atau lainnya — yang tersedia bagi mereka. 
3. Melakukan investasi keterampilan dan kapabilitas yang 
dibutuhkan UKM saat ini 
a. Pemerintah dapat terus memastikan bahwa 
wirausahawan didukung dengan keterampilan dan 
kemampuan yang mereka butuhkan untuk membangun 
kembali dan mengembangkan bisnis mereka setelah 
krisis. 
b. Pemerintah juga dapat bekerja dengan industri dan 
sektor yang paling terancam oleh COVID-19 untuk 
mengembangkan strategi ketahanan dan membantu 
mereka menata kembali model bisnis mereka di masa 
depan. 
c. Peningkatan ketrampilan tenaga kerja agar mampu 
mengakses peluang regional.  
4. Mendorong inovasi, penelitian, dan pengembangan. Inovasi 
ini perlu disertai dengan penciptaan infrastruktur digital, 
termasuk database bisnis nasional. 
Selain kebijakan yang digulirkan oleh pemerintah, dukungan sektor swasta 
juga diperlukan untuk meningkatkan kelangsungan dan keberlanjutan mitra 
UKM. Perusahaan besar secara lebih umum dapat membantu UKM dengan 
fokus pengembangan pemasok dan daya saing.  
Secara regional, UKM di ASEAN diuntungkan dengan adanya kerjasama 
tingkat regional. Negara-negara anggota ASEAN memiliki Asean 
Coordinating Committee on Micro, Small And Medium Enterprises 
(ACCMSME) yang bertugas mengurus UMKM di Asia Tenggara. 
ACCMSME ini dibentuk karena ASEAN melihat bahwa UMKM memegang 
peran penting dalam perkembangan ekonomi kawasan karena sebagian besar 
dari total bisnis di kawasan Asia Tenggara dan lebih dari setengah dari total 
lapangan kerja di setiap negara anggota ASEAN adalah UMKM. 
Dibentuknya ACCMSME ini menunjukkan bahwa kesiapan regional penting 
untuk mendorong perkembangan UMKM. Kesiapan kawan ini juga 
memberikan ruang bagi UMKM untuk memanfaatkan integrasi ekonomi 
ASEAN dan mengggunakan konektivitas rantai pasokan regional seperti 
yang disepakati dalam Hanoi Plan of Action pada 19 Juni 2020.  
 
PENUTUP 
Tidak ada satu negara pun yang siap menghadapi COVID-19. Perekonomian 
mengalami kemunduran yang dalam. UKM merupakan salah satu sektor 
yang paling terpukul karena memiliki kapasitas bisnis yang kecil. Di sisi lain 
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COVID-19 telah mempercepat peralihan ke teknologi digital. ASEAN yang 
sebagian besar sektor ekonominya merupakan UKM, perlu memanfaatkan 
dan mendorong kerjasama regional melalui ACCMSME.  
Strategi pertama yang perlu dilakukan adalah kebijakan yang bersifat 
nasional dan lokal, karena pasar lokal akan memegang peran penting selama 
pandemi belum berlalu. Langkah berikutnya adalah UKM ASEAN perlu 
memfokuskan perhatian pada transformasi digital sebagai cara untuk 
mendorong aliran pendapatan online di tengah COVID-19. Langkah terakhir 
yang perlu dilakukan pasca pandemi adalah dengan memanfaatkan jejaring 
regional dalam rantai pasokan dan pasar intra-ASEAN. Hubungan 
perdagangan bilateral maupun multilateral menjadi hal yang penting untuk 
dikembangkan. Pengembangan rantai nilai dan rantai pasokan regional, 
peran potensial yang dapat dimainkan oleh UKM dalam pemulihan ekonomi 
pasca COVID-19 di ASEAN perlu dikuatkan untuk membangun ketahanan 
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Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia telah 
berkembang dengan pesat dan memberikan kontribusi yang besar terhadap 
perekonomian nasional. Perkembangan dan kontribusi yang besar terhadap 
perekonomian nasional tidak hanya terjadi di Indonesia saja, namun sebagian 
besar negara berkembang memiliki proporsi tertinggi dibandingkan dengan 
total usaha yang ada  di negara yang bersangkutan (Erdem & Erdem, 2011).  
UMKM Indonesia berkontribusi terhadap perekonomian baik dalam 
jumlah usaha, penyediaan lapangan kerja, pembentuk pendapatan nasional, 
sumber ekspor nonmigas dan investasi. Selain itu UMKM juga berfungsi 
sebagai penyedia jaring pengaman atau berfungsi sosial yaitu sebagai 
wahana kegiatan ekonomi produktif bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 
Pada kondisi krisis ekonomi UMKM juga mampu memberikan 
kontribusinya pada perkembangan ekonomi nasional (Putra, 2016). Pada 
umumnya hal tersebut dapat terjadi karena banyak sektor UMKM 
menggunakan bahan baku tidak tergantung sektor luar negeri dan banyak 
bergerak pada sektor pertanian. (Ramukumba, 2014) menyatakan bahwa 
UMKM berpotensi meningkatkan distribusi pendapatan, menciptakan 
lapangan kerja baru, mengurangi kemiskinan, dan memfasilitasi 
pertumbuhan ekspor. 
Berbeda dengan masa krisis ekonomi, dimasa pandemi Covid-19 
UMKM mengalami penurunan baik dalam omset penjualan, jumlah 
konsumen bahkan usahanya tidak laku. (Baker & Judge, 2020) menyatakan 
bahwa usaha kecil merupakan usaha yang sangat terdampak pandemi Covid 
19 dan mengakibatkan kebangkrutan. 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka kajian ini 
bertujuan untuk mendiskripsikan perkembangan UMKM serta kontribusinya 
dalam perekonomian nasional, tantangan dan peluang usahanya agar tetap 
eksis di era pandemi Covid-19. Metode  yang digunakan dalam penulisan 
kajian ini adalah  literatur review atau tinjauan literatur. Kajian ini 
menggunakan metode diskriptif dengan menggunakan data sekunder. Data 





Pasca krisis ekonomi 1997-1998 UMKM jumlahnya tidak berkurang, 
bahkan  bertambah, UMKM dapat  menyerap 85 juta sampai dengan 107 juta 
pekerja sampai dengan tahun 2012. Pada tahun tersebut, pengusaha di 
Indonesia berjumlah 56,539,560 unit. Dari jumlah tersebut, terdiri dari 
56,534,592 unit UMKM atau sebanyak 99,99%, dan sekitar 0,01% atau 
4.968 unit adalah pengusaha besar (Putra, 2016). Pada tahun 2018 jumlah 
UMKM di Indonesia sejumlah 64,19 juta UMKM atau 99,99%  dari total 
usaha di seluruh Indonesia. Dari jumlah 64,19 juta UMKM tersebut terdiri 
dari 63,35 juta atau 98,68% adalah usaha mikro, 783.132 atau 1,22%  adalah 
usaha kecil dan sejumlah 60.702 atau 0,09% adalah usaha menengah. Dari 
data tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha yang banyak dilakukan 
masyarakat adalah usaha mikro. Berdasarkan Undang Undang Nomor 
20/2008 (UU No. 20 Tahun 2008, 2008) usaha mikro memiliki omset 
penjualan maksimum Rp. 300.000.000,00 pertahun dan maksimum aset yang 
dimiliki Rp. 50.000.000,00. Hal inilah yang menyebabkan usaha mikro 
menjadi pilihan masyarakat untuk melaksanakan usaha. Selain itu juga 
pemerintah baik pusat maupun daerah selalu menumbuhkan iklim usaha 
dengan memberikan kemudahan dalam pendanaan, sarana prasarana, 
informasi usaha, kemitraan, perijinan usaha, promosi dagang  dan dukungan 
kelembagaan.  Namun demikian sumberdaya yang dimiliki oleh UMKM 
kualitasnya sangat rendah (Bismala, 2016). Hal ini menjadi kendala dari 
UMKM, oleh karena itu berbagai upaya pemberdayaannya telah banyak 
dilakukan oleh berbagai pihak terutama pemerintah agar UMKM semakin 
tumbuh dan berkembang. Perkembangan jumlah UMKM tahun 2015 sampai 
dengan 2018 berdasarkan data dari Kementrian Koperasi dan UKM yang 
diolah dari data Badan Pusat Statistik (BPS) tampak pada tabel berikut 
(Kementrian Koperasi dan UKM yang diolah dari Data BPS 2015-2016, 
n.d.)(Kementrian Koperasi dan UKM yang diolah dari Data BPS 2016-2017, 
n.d.)(Kementrian Koperasi dan UKM yang diolah dari data BPS tahun 2017-





Tabel 1. Perkembangan Jumlah UMKM dan Usaha Besar Tahun 2015-2018 
Keterangan Tahun (unit) 
2015 2016 2017 2018 
Unit Usaha (A+B) 
A. Usaha Mikro Kecil 
Menengah      (UMKM)  
 Usaha Mikro (Umi) 
 Usaha Kecil (UK) 
 Usaha Menengah (UM) 






     681.522 
       59.263 





      31.047 
       56.551 





     757.090 
       58.627 
         5.460 





     783.132 
       60.702 
         5.550 
Sumber: Kementrian Koperasi dan UKM yang diolah dari data BPS, 
tahun 2015-2018 
  
Secara grafis perkembangan jumlah UMKM dan  Usaha Besar Tahun 
2015-2018  
dapat dilihat pada gambar 1 berikut. 
 
 
Sumber: Kementrian Koperasi dan UKM yang diolah dari data BPS, 
tahun 2015-2018 
 
Gambar 1. Grafik Perkembangan Jumlah Usaha  Mikro, Kecil, Menengah 
Dan Besar 
Perkembangan UMKM dan  Usaha Besar Tahun 2015-2018 selalu terjadi 
walaupun dengan persentase yang semakin menurun. Untuk melihat 




Tabel 2. Persentase Perkembangan Jumlah UMKM 
 dan  Usaha Besar Tahun 2015-2018 
Keterangan Perkembangan (%) 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 
Unit Usaha (A+B) 
A.Usaha Mikro Kecil 
Menengah      (UMKM)  
 Usaha Mikro (Umi) 
 Usaha Kecil (UK) 
 Usaha Menengah (UM) 























Sumber: Kementrian Koperasi dan UKM yang diolah dari data BPS, 
tahun 2015-2018 
 
Untuk melihat lebih jelas lagi persentase perkembangan jumlah UMKM dan  
Usaha Besar Tahun 2015-2018 dapat dilihat pada gambar 2 persentase 
perkembangan jumlah usaha  mikro, kecil, menengah dan besar berikut. 
 
Sumber: Kementrian Koperasi dan UKM yang diolah dari data BPS, tahun 
2015-2018 
Gambar 2. Persentase Perkembangan Jumlah Usaha  Mikro, Kecil, Menengah 
dan Besar 
Persentase perkembangan jumlah UMKM selama periode tahun 2015-2018 
selalu mengalami peningkatan, kecuali untuk usaha menengah pada tahun 
2015-2016 mengalami penurunan hal ini kemungkinan karena usaha 
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menengah telah naik kelas. Ini tampak pada persentase pertumbuhan jumlah 
usaha besar dengan persentase pertumbuhan yang  paling tinggi pada periode 
tahun 2015-2016. 
Dari sisi penyerapan tenaga kerja, UMKM telah menyerap tenaga kerja 
dalam jumlah yang besar. Pada tahun 1997 jumlah tenaga kerja yang terserap 
oleh sektor UMKM sebanyak 65,5 juta tenaga kerja meningkat sebesar 74% 
menjadi 114,1 juta tenaga kerja pada tahun 2013 (Purwanto,2020). Sampai 
dengan tahun 2018 penyerapan tenaga kerja pada sektor UMKM sebesar 117 
juta pekerja atau 97% dari seluruh tenaga kerja yang terserap pada dunia 
usaha. Perkembangan penyerapan tenaga kerja disektor UMKM tahun 2015-
2018 terlihat pada tabel 3. 
 
 
Tabel 3. Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor UMKM 
 dan  Usaha Besar Tahun 2015-2018 
Keterangan Tahun (orang) 
2015 2016 2017 2018 
Tenaga Kerja (A+B) 
A. Usaha Mikro Kecil 
Menengah      
(UMKM)  
 Usaha Mikro 
(Umi) 
 Usaha Kecil (UK) 
 Usaha Menengah 
(UM) 






























Sumber: Kementrian Koperasi dan UKM yang diolah dari data BPS,tahun 
2015-2018 
 
Berdasarkan tabel 3 tampak bahwa penyerapan tenaga kerja yang terbanyak 
pada unit usaha mikro. Apabila dibandingkan dengan usaha berskala besar, 
penyerapan tenaga kerja didominasi oleh UMKM. Secara grafis 
perkembangan penyerapan tenaga kerja di Sektor UMKM  dan  Usaha Besar 




Sumber: Kementrian Koperasi dan UKM yang diolah dari data BPS, tahun 
2015-2018 
 
Gambar 3. Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja pada 
Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar 
 
Apabila dilihat dari persentase perkembangan penyerapan tenaga kerja pada 
UMKM dan  Usaha Besar Tahun 2015-2018, tampak pada tabel 4 sebagai 
berikut. 
 
Tabel 4 Persentase Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja pada UMKM 
 dan  Usaha Besar Tahun 2015-2018 
Keterangan Perkembangan (%) 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 
Tenaga Kerja (A+B) 
A.Usaha Mikro Kecil 
Menengah      (UMKM)  
 Usaha Mikro (Umi) 
 Usaha Kecil (UK) 
 Usaha Menengah (UM) 




























Dari tabel 4 dapat diketahui bahwa persentase perkembangan penyerapan 
tenaga kerja tahun 2015 – 2016 persentasenya negatif. Hal ini menunjukkan 
bahwa tenaga kerja yang berusaha disektor UMKM maupun usaha besar 
mengalami penurunan dan ini berakibat pada meningkatnya jumlah 
pengangguran. 
Grafik Persentase Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja pada UMKM  
dan  Usaha Besar Tahun 2015-2018 dapat dilihat pada gambar berikut. 
 
 
Sumber: Kementrian Koperasi dan UKM yang diolah dari data BPS, tahun 
2015-2018 
 
Gambar 4. Persentase Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja pada 
Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar 
 
Walaupun terjadi penurunan dalam penyerapan tenaga kerja disektor 
UMKM, sumbangan UMKM terhadap Produk Domestik Bruto pada tahun 
2015 sampai dengan 2018 mengalami kenaikan. Berikut ini adalah tabel 
perkembangan sumbangan   UMKM  dan  Usaha Besar terhadap PDB atas 





Tabel 5 Perkembangan Sumbangan UMKM 
 dan  Usaha Besar terhadap PDB atas dasar Harga Konstan 2000 Tahun 
2015-2018 
Keterangan Tahun (unit) 
2015 2016 2017 2018 
PDB Atas Dasar Harga 
Konstan  2000 (A+B) 
B. Usaha Mikro Kecil 
Menengah      (UMKM)  
 Usaha Mikro (Umi) 
 Usaha Kecil (UK) 
 Usaha Menengah 
(UM) 






























Sumber: Kementrian Koperasi dan UKM yang diolah dari data BPS, 
tahun 2015-2018 
 
Pada tabel 5 tampak bahwa UMKM maupun Usaha besar sumbangannya 
terhadap PDB selalu mengalami peningkatan walaupun dalam prosentase 
yang berfluktuasi. Perkembangan sumbangan UMKM dan Usaha Besar 
terhadap PDB atas dasar Harga Konstan 2000 tampak pada gambar berikut. 
 
Sumber: Kementrian Koperasi dan UKM yang diolah dari data BPS, tahun 
2015-2018 
Gambar 5. Perkembangan sumbangan UMKM dan Usaha Besar  
terhadap PDB atas dasar Harga Konstan 2000 
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Persentase tertinggi perkembangan sumbangan UMKM dan Usaha Besar 
terhadap PDB atas dasar Harga Konstan 2000 terjadi pada periode tahun 
2015-2016. Apabila dilihat dari prosentase  perkembangan sumbangan 
UMKM dan Usaha Besar terhadap PDB atas dasar Harga Konstan 2000 , 
tampak pada tabel sebagai berikut. 
 
Tabel 6 Persentase Perkembangan Sumbangan UMKM dan Usaha Besar  
terhadap PDB atas dasar Harga Konstan 2000 
 
Keterangan Perkembangan (%) 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 
PDB Atas Dasar Harga Konstan  
2000 (A+B) 
A.Usaha Mikro Kecil 
Menengah      (UMKM)  
 Usaha Mikro (Umi) 
 Usaha Kecil (UK) 
 Usaha Menengah (UM) 


























Sumber: Kementrian Koperasi dan UKM yang diolah dari data BPS, 
tahun 2015-2018 
 
 Dari tabel 6 tentang persentase perkembangan sumbangan UMKM 
dan Usaha Besar terhadap PDB atas dasar Harga Konstan 2000 dapat 
digambarkan secara grafis sebagai berikut. 
 
Sumber: Kementrian Koperasi dan UKM yang diolah dari data BPS, tahun 
2015-2018 
Gambar 6. Persentase Perkembangan sumbangan UMKM dan Usaha Besar 
terhadap PDB atas dasar Harga Konstan 2000 
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Berdasarkan grafik persentase perkembangan sumbangan UMKM dan Usaha 
Besar terhadap PDB atas dasar Harga Konstan 2000 tampak bawa 
sumbangan terbesar terhadap pendapatan nasional pada perode 2015-2016 
adalah dari sektor usaha mikro. Sedangkan pada tahun 2016-2017 dan 2017-
2018 sumbangan terbesar pada pendapatan nasional adalah dari usaha kecil.  
Dari data sebelumnya telah diketahui bahwa UMKM telah mengalami 
pekembangan dalam jumlahnya, demikian pula dalam hal sumbangannya 
terhadap pendapatan nasional juga telah mengalami peningkatan. Dalam hal 
penyerapan tenaga kerja, walaupun masih dalam proporsi penyerapan yang 
besar namun persentasi perkembangannya cenderung negatif. Disamping itu 
sumbangan terhadap sumbangan UMKM terhadap ekspor non migas 
kecenderungannya juga menurun. Perkembangan sumbangan UMKM dan 
Usaha Besar terhadap ekspor non migas tampak pada tabel berikut. 
 
Tabel 7. Perkembangan Sumbangan  UMKM 
 dan  Usaha Besar terhadap Ekspor  Non Migas 
Keterangan Tahun (unit) 
2015 2016 2017 2018 
 Total Ekspor Non Migas 
(A+B) 
C. Usaha Mikro Kecil 
Menengah      
(UMKM)  
 Usaha Mikro (Umi) 
 Usaha Kecil (UK) 
 Usaha Menengah 
(UM) 






























Sumber: Kementrian Koperasi dan UKM yang diolah dari data BPS, 
tahun 2015-2018 
 
Dari tabel 7 tentang Perkembangan Sumbangan  UMKM  dan  Usaha Besar 
terhadap ekspor  non migas, menunjukkan bahwa usaha besar besar 
kontribusinya pada ekspor non migas. Namun demikian persentase 
perkembangan sumbangan usaha besar terhadap sektor non migas 
mengalami penurunan pada tahun 2018. Grafik perkembangan sumbangan  









Sumber: Kementrian Koperasi dan UKM yang diolah dari data BPS, 
tahun 2015-2018 
 
Gambar 7. Perkembangan Sumbangan  UMKM  dan   
Usaha Besar terhadap Ekspor  Non Migas 
 
 
Dari grafik  perkembangan sumbangan  UMKM  dan  Usaha Besar terhadap 
Ekspor  Non Migas tampak bahwa terjadi penurunan ekspor non migas dari 
semua sektor usaha. Persentase penurunan tertinggi pada usaha kecil. 
Adapaun besarnya persentase perkembangan sumbangan  UMKM  dan  
Usaha Besar terhadap Ekspor  Non Migas tampak pada tabel berikut. 
 
Tabel 8. Persentase Perkembangan Sumbangan UMKM 
 dan  Usaha Besar terhadap Ekspor  Non Migas 
Keterangan Perkembangan (%) 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 
Total Ekspor Non Migas (A+B) 
A.Usaha Mikro Kecil Menengah      
(UMKM)  
 Usaha Mikro (Umi) 
 Usaha Kecil (UK) 
 Usaha Menengah (UM) 




























Dari tabel persentase  perkembangan sumbangan  UMKM  dan  Usaha Besar 
terhadap Ekspor  Non Migas dapat ditampilkan gambar dalam grafik berikut 
ini. 
 
Sumber: Kementrian Koperasi dan UKM yang diolah dari data BPS, 
tahun 2015-2018 
 
Grambar 8. Persentase  Perkembangan Sumbangan  UMKM 
 dan  Usaha Besar terhadap Ekspor  Non Migas 
 
Berdasarkan grafik persentase  perkembangan sumbangan  UMKM  dan  
Usaha Besar terhadap Ekspor  Non Migas, dapat diketahui bahwa pada tahun 
2015-2016 dan 2016-2017 mngalami peningkatan sumbangan UMKM  dan  
Usaha Besar terhadap Ekspor  Non Migas, walaupun pada tahun 2016-2017 
persentase perkembangannya semakin kecil. Sedangkan pada tahun 2017-
2018 sumbangan  UMKM  dan  Usaha Besar terhadap Ekspor  Non Migas 
perkembangannya negatif. Ini bersarti sumbangan UMKM  dan  Usaha Besar 
terhadap Ekspor  Non Migas mengalami penurunan. Apabila dilihat dari 
perkembangan sumbangan  UMKM  dan  Usaha Besar terhadap Investasi 
Atas Dasar Harga Konstan 2000, maka dari tahun 2015 sampai dengan 2018 
selalu mengalami peningkatan. Perkembangan sumbangan  UMKM  dan  
Usaha Besar terhadap Investasi Atas Dasar Harga Konstan 2000 tampak 




Tabel 9 Perkembangan Sumbangan UMKM dan Usaha Besar terhadap 
Investasi Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Rp. Milyar) 
Keterangan Tahun (unit) 
2015 2016 2017 2018 
Investasi Atas Dasar Harga 
Konstan 2000 (A+B) 
A. Usaha Mikro Kecil 
Menengah      (UMKM)  
 Usaha Mikro (Umi) 
 Usaha Kecil (UK) 
 Usaha Menengah (UM) 



































Sumber: Kementrian Koperasi dan UKM yang diolah dari data BPS, tahun 
2015-2018 
 
Dari tabel Perkembangan Sumbangan  UMKM dan  Usaha Besar terhadap 
Investasi Atas Dasar Harga Konstan 2000 secara umum dapat disimpulkan 
bahwa perkembangannya selalu mengalami peningkatan. Sumbangan 
UMKM terhadap terhadap Investasi dari sektor UMKM lebih besar 
dibandingkan dengan usaha besar. Untuk itu dukungan terhadap 
perkembangan UMKM selalu dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini 
tercermin dari adanya berbagai kebijakan yang mendukung  perkembangan 
UMKM. Kebijakan tersebut antara lain tercermin pada  arah kebijakan dan 
program pengembangan Operasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM)  
2020-2024 yang antara lain menyebutkan adanya penurunan suku bunga 
KUR sejak 2014 yaitu sebesar 22% pada tahun 2015 menjadi 12% , tahun 
2017 menjadi 9% dan tahun 2018 turun menjadi 7%. Penurunan tarif pajak 
juga dilakukan sejak tahun 2018 tarif PPH Final UMKM dari 1% diturunkan 
menjadi 0,5%. Grafik Perkembangan sumbangan  UMKM dan  Usaha Besar 





Sumber: Kementrian Koperasi dan UKM yang diolah dari data BPS, 
tahun 2015-2018 
Gambar 9. Grafik Perkembangan Sumbangan  UMKM  dan  Usaha Besar 
terhadap terhadap Invertasi Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Rp. Milyar) 
Besarnya persentase  perkembangan sumbangan  UMKM  dan  Usaha Besar 
terhadap Invertasi Atas Dasar Harga Konstan 2000terlihat pada tabel berikut. 
 
Tabel 10. Persentase Perkembangan Sumbangan  UMKM 
 dan  Usaha Besar terhadap Invertasi Atas Dasar Harga Konstan 2000 
 
Keterangan Perkembangan (%) 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 
Investasi Atas Dasar Harga 
Konstan 2000 (A+B) 
A.Usaha Mikro Kecil Menengah      
(UMKM)  
 Usaha Mikro (Umi) 
 Usaha Kecil (UK) 
 Usaha Menengah (UM) 


























Sumber: Kementrian Koperasi dan UKM yang diolah dari data BPS, 
tahun 2015-2018 
 
Berdasarkan tabel persentase  perkembangan sumbangan  UMKM  dan  
Usaha Besar terhadap Invertasi Atas Dasar Harga Konstan 2000 dapat 




Sumber: Kementrian Koperasi dan UKM yang diolah dari data BPS, 
tahun 2015-2018 
Gambar 10. Persentase  Perkembangan Sumbangan  UMKM 




Dari Grafik Persentase  Perkembangan Sumbangan  UMKM  dan  Usaha 
Besar terhadap terhadap Invertasi Atas Dasar Harga Konstan 2000 tampak 
bahwa rata-rata perkembangannya  pada tahun 2015-2016 melebihi 300%. 
Selanjutnya pada tahun 2016-2017 dan 2017-2018 rata-rata 
perkembangannya dibawah 10%.  
 
PENUTUP 
Dari hasil kajian perkembangan UMKM dan kontribusinya terhadap 
perekonomian Nasional, maka dapat disimpulkan bahwa UMKM merupakan 
roda penggerak perekonomian nasioal. Namun demikian UMKM masih 
memiliki tantangan yaitu sumbangan terhadap ekspor non migas masih 
rendah dibandingkan  Usaha Besar. Disamping itu pada era pandemi masih 
banyak UMKM yang mengalami punurunan dalam  usaha bisnisnya.  
Agar UMKM dapat berkontribusi besar terhadap ekspor non migas, maka 
kualitas sumber dayanya perlu ditingkatkan khususnya sumberdaya 
manusianya. Dalam hal ini ketrampilan kewirausahaannya perlu 
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ditingkatkan, pengetahuan dan ketrampilan baik dalam berproduksi maupun 
pemasarannya produknya juga perlu ditingkatkan. Selain itu minimal 
kemampuan dalam berbahasa Inggris juga perlu ditingkatkan agar 
kemampuan berkomunikasi secara internasional bisa lancar. Pandemi Covid-
19 harus ditangkap sebagai peluang untuk mengembangkan bisnis UMKM 
tidak perlu bertatap muka secara face to face dengan pembeli tetapi perlu 
memanfaatkan peluang menggunakan pemasaran secara digital. 
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Tidak dapat dipungkiri bahwa kasus pandemi Covid-19 yang 
berkembang begitu pesat tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi 
saja, namun telah mengakibatkan krisis di berbagai belahan dunia. Hal ini 
juga berpengaruh pada pencapaian agenda Internasional 2030 untuk Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs). 
SDGs merupakan Agenda 2030 Pembangunan Berkelanjutan hasil deklarasi 
yang telah disepakati oleh para Kepala Negara dan perwakilan dari 193 
negara pada bulan September 2015 yang bertujuan untuk mengakhiri 
kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan, yang 
dituangkan dalam 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai 
pada tahun 2030 (icctf.or.id, 2020). SDGs bertumpu pada 3 pilar, yaitu pilar 
sosial, ekonomi, dan lingkungan (Alisjahbana dan Murniningtyas, 2018).  
Kasus pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi ke tiga pilar baik 
ekonomi, sosial dan lingkungan. Pada pilar ekonomi memiliki dampak 
negatif terhadap stabilitas sektor riil baik pada sisi permintaan (demand) 
maupun sisi penawaran (supply), yang pada gilirannya akan menekan 
pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-
2020 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 2,41 
persen. Dari sisi produksi, penurunan disebabkan oleh kontraksi yang terjadi 
pada beberapa lapangan usaha. Dari sisi pengeluaran, penurunan disebabkan 
oleh kontraksi pada seluruh komponen  pengeluaran (BPS.go.id, 2020). 
Menurunnya aktivitas ekonomi dapat menciptakan ancaman pemutusan 
hubungan kerja yang berakibat pada penurunan pendapatan masyarakat yang 
pada gilirannya berimplikasi pada tingkat konsumsi dan daya beli 
masyarakat (Kemenkeu, 2020). 
Dampak negatif pandemi Covid-19 pada pilar sosial ditandai dengan 
meningkatnya resiko bagi wanita, anak-anak, lansia dan pekerja informal. 
Sedangkan pada pilar lingkungan justru membawa dampak positif dengan 
berkurangnya polusi akibat berkurangnya kegiatan ekonomi, terutama saat 




Dalam menghadapi Covid-19, pemerintah Indonesia telah menjalankan 
berbagai langkah dalam rangka memitigasi terdampaknya sejumlah target 
SDGs akibat pandemi Covid-19. Dalam rangka mencapai tujuan SDGs 
dalam jangka pendek, perlu perbaikan Pertumbuhan Ekonomi dan perbaikan 
bidang Industri, Inovasi dan Infrastruktur. (Suwignyo, 2020).  
Dampak pandemi Covid-19 di Indonesia paling dirasakan oleh Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini karena UMKM berada pada 
posisi strategis dalam perekonomian umum. Menurut menteri Koperasi dan 
UMKM menyebutkan sebanyak 47 persen UMKM gulung tikar karena 
terdampak pendemi virus corona Covid-19. (Cahyani, 2020). Hingga April 
2020,  sebanyak 37.000  pelaku UMKM  melaporkan diri  kepada 
Kementerian Koperasi  dan  UKM  terdampak  pandemi  Covid-19  
(Setiawan,  2020) 
Peran penting UMKM dalam pemulihan ekonomi nasional sejalan 
dengan pencapaian pilar ekonomi SDGs di Indonesia. Staf khusus Menteri 
Bidang Ekonomi Kreatif Fiki Satari mengemukakan bahwa UMKM dapat 
menjadi garda terdepan dalam pencapaian pilar ekonomi SDGs melalui 
penciptaan lapangan kerja, penciptaan kondisi kerja yang layak, inovasi 
bisnis, adaptasi dan mitigasi dampak negatif ekonomi, sosial dan lingkungan 
pada operasi bisnis untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan 
berkelanjutan (Cahyadi, 2020). 
Pemerintah sejak awal pandemi telah menempatkan UMKM sebagai 
prioritas utama penerima manfaat dalam pemulihan ekonomi nasional. 
Pemerintah telah memprioritaskan dukungan terhadap UMKM melalui 
alokasi anggaran yang besar. Berbagai kebijakan dirancang untuk 
melindungi dan memulihkan UMKM di tengah pandemi Covid-19. 
Pemerintah telah memberikan paket kebijakan stimulus untuk membantu 
UMKM diantaranya melalui skema restrukturisasi kredit untuk UMKM 
seperti penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu kredit, penundaan 
pembayaran pokok atau bunga, serta penambahan fasilitas kredit atau 
pembiayaan (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, 2020). 
Namun, hal ini belum cukup untuk memulihkan UMKM pada kondisi yang 
lebih baik. UMKM masih berkutat pada masalah modal dan keberlanjutan 
usahanya. Sebagian besar UMKM belum mampu melihat penurunan daya 
beli yang begitu tajam akibat pandemi. UMKM masih sulit untuk beralih 
pada produk-produk yang dibutuhkan masyarakat saat ini. Usaha yang 
berkembang hanya usaha yang memang sesuai dengan permintaan pasar saat 
ini. Mereka yang semula berusaha seperti usaha makanan kesehatan, bahan 
makanan, logistik, kebutuhan rumah tangga dan sektor digital sedang 
berkembang saat pandemi. Namun untuk usaha hotel, wisata, restoran, dan 
hiburan mengalami penurunan tajam.  
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Kembali bangkitnya UMKM tidak dapat hanya diatasi oleh pemerintah. 
Tanpa usaha sungguh-sungguh dari para pelaku UMKM, bantuan pemerintah 
pun akan sia-sia dan UMKM akan kembali menghadapi kehancuran. Jika 
pelaku UMKM mampu beralih dan mengembangkan usaha sesuai 
permintaan pasar, atau bahkan mampu berinovasi menciptakan daya beli 
masyarakat saat ini, maka akan meningkatkan aktivitas perekonomian 
nasional yang pada akhirnya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
yang menjadi salah satu tujuan SDGs. Pemenuhan permintaan masyarakat 
yang tepat akan dapat meningkatkan pertumbuhan sektor riil. Dengan 
melakukan itu, maka menyebabkan terjadinya akumulasi modal, dan pada 
akhirnya menopang pertumbuhan ekonomi. 
 
PEMBAHASAN 
Sustainable Development Goals (SDGs) 
Pembangunan berkelanjutan sudah diperkenalkan sejak Konferensi 
Lingkungan di Stockholm tahun 1972. Namun demikian, konsep dan cara 
pembangunan berkelanjutan memerlukan waktu lama untuk dapat diterima 
oleh pelaku di luar bidang lingkungan. Baru-baru ini dengan lahirnya 
Deklarasi tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable 
Development Goals (SDGs), masyarakat di semua negara mulai memandang 
penting pembangunan berkelanjutan untuk diimplementasikan (Alisjahbana 
dan Murniningtyas, 2018).  
Pada tanggal 25 September 2015 sebanyak 193 negara, termasuk 
Indonesia sudah mendeklarasikan dan menyepakati Sasaran-Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan yang kini memuat pula dimensi Millennium 
Development Goals yang titik-beratnya terletak pada pengentasan 
kemiskinan di seantero dunia di tahun 2030. (Alisjahbana dan 
Murniningtyas, 2018). SDGs merupakan kelanjutan Millennium 
Development Goals (MDGs) yang disepakati oleh negara anggota PBB pada 
tahun 2000 dan berakhir pada akhir tahun 2015 (Panuluh dan Fitri, 2016).  
SDGs bertumpu pada tiga pilar: (1) pilar Sosial, pembangunan manusia 
dalam ruang lingkup sosial; (2) pilar Ekonomi, pembangunan ekonomi; (3) 
pilar Lingkungan, termasuk Keanekaragaman hayati. Dan ketiga-tiga pilar 
ditopang oleh landasan institusi tata-kelola. Ketiga-tiga pilar dan landasan 
institusi ini bertumpu pada 17 Sustainable Development Goals yang diurai 
dalam 169 target-sasaran dan 241 indikator yang saling pengaruh-
mempengaruhi (Alisjahbana dan Murniningtyas, 2018).  
SDGs membawa 5 prinsip-prinsip mendasar yang menyeimbangkan 
dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, yaitu 1) People (manusia), 2) 
Planet (bumi), 3) Prosperity (kemakmuran), 4) Peace (perdaiaman), dan 5) 
Partnership (kerjasama). Kelima prinsip dasar ini dikenal dengan istilah 5P 
dan menaungi 17 Tujuan dan 169 Sasaran yang tidak dapat dipisahkan, 
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saling terhubung, dan terintegrasi satu sama lain guna mencapai kehidupan 
manusia yang lebih baik (Panuluh dan Fitri, 2016). 
SDGs Indonesia 
Penerapan  SDGs  di  Indonesia  telah  diatur  dalam  Peraturan  Presiden  
Nomor  59 Tahun  2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan, sebagaimana disampaikan secara langsung 
oleh Presiden dalam kesempatan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi 
(KTT) G20 di Hamburg Messe Und Congress, Jerman (Setkab.go.id, 2017). 
Perpres tersebut merupakan tonggak utama, yang menetapkan struktur dan 
mekanisme tata kelola SDGs nasional untuk perencanaan, penganggaran, 
pembiayaan, pemantauan dan pelaporan (UNDP Indonesia, 2018). 
UMKM dan SDGs 
Salah satu tujuan dari SDGs adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan 
menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua, dimana UMKM 
mengambil andil dalam pencapaian tujuan tersebut. UMKM memiliki peran 
yang sangat krusial dalam menggerakan perekonomian masyarakat, terutama 
dalam mendukung pengentasan kemiskinan dan menciptakan lingkungan 
usaha yang berkelanjutan dalam mewujudkan SDGs. Menteri Perencanaan 
Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro 
mengatakan, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan wirausaha berperan besar 
untuk mencapai aspek ekonomi SDGs terutama untuk mencapai tujuan 
pekerjaan layak, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, industri, dan inovasi. 
Pemerintah Indonesia menilai UKM dan kewirausahaan berkontribusi besar 
untuk penciptaan lapangan kerja dan pasar tenaga kerja di setiap lini 
ekonomi (Aliandu, 2018).  
Titik fokus pemberdayaan UMKM dalam SDGs memiliki target yang 
jelas terhadap kesejahteraan. Dimasukkannya variabel UMKM dalam 
pembangunan berkelanjutan merupakan pengakuan global terhadap 
kontribusi UMKM sepanjang dua dekade terakhir. Dan isu UMKM menjadi 
agenda utama kepala negara dalam hubungan mereka secara regional dalam 
mengembangkan ekonomi kawasan. Karena itu UMKM Indonesia harus 
terus didukung untuk menguatkan basis kesejahteraan masyarakat. UMKM 
dalam relasinya dengan SDGs dapat menjadi pilar menciptakan berbagai 
produk dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka 
meningkatkan kualitas standar hidupnya (Hamdani, 2019).  
Urgensi UMKM untuk merealisasikan SDGs juga telah diakui 
Department of Economic and Social Affairs (DESA) dari Perserikatan 
Bangsa-bangsa (PBB). Menurut lembaga internasional ini, 17 target SDGs 
hanya bisa dicapai jika seluruh aktivitas publik dan bisnis dilakukan secara 
berkelanjutan dan bersinergi, termasuk dengan melibatkan UMKM di 
dalamnya. Menurut Komisi Bisnis dan Pembangunan Berkelanjutan PBB, 
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model bisnis berkelanjutan dapat membuka peluang ekonomi senilai US$12 
triliun dan menciptakan 380 juta pekerjaan baru pada 2030. Penciptaan 
lapangan kerja yang banyak, dan pertumbuhan ekonomi masif di waktu 
bersamaan, akan membuat target-target SDGs semakin mudah direalisasikan 
(Banjarnahor, 2020).  
 
 Sumber : GRI dan IOE, 2017 
Gambar 1. Kebijakan Global menuju Implikasi Lokal 
 
Keterlibatan UMKM dalam mencapai SDGs berawal dari kebijakan 
Global yang mendorong kebijakan nasional, hingga pada akhirnya 
mendorong bisnis lokal atau UMKM. Hal ini dijelaskan melalui bagan pada 
Gambar 1. UKM dapat menggunakan tujuan dan target untuk menilai operasi 
mereka dengan mengidentifikasi, menilai dan mengukur bagaimana 
kontribusi mereka–atau bagaimana mereka melemahkan–setiap sasaran. Dari 
situ, SDG dapat berguna melalui dua cara: pertama, organisasi UKM dapat 
meminimalkan, mengukur dan melaporkan pengaruhnya terhadap SDGs dan 
mengimplementasikan ide baru yang dapat memperbaiki bisnis UKM, dan 
meminimalkan dampak keseluruhan. Kedua, organisasi dapat menggunakan 
SDGs sebagai inspirasi dan kriteria desain untuk pengembangan produk baru 
dan inovasi proses bisnis, mengembangkan produk, dan layanan yang 
berkontribusi dalam memecahkan tantangan global nyata sambil memenuhi 
kebutuhan manusia (GRI dan IOE, 2017). 
UMKM di Masa Pandemi 
Menurut Bank Indonesia (BI) & Lembaga Perkembangan Perbankan 
Indonesia (2015), Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha 
yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha 
ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2008. Perkembangan dan pertumbuhan UMKM di 
Indonesia juga semakin baik tiap tahunnya dan banyak berkontribusi bagi 
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perekonomian negara. Menurut data dari Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah Indonesia (Akumindo), kontribusi UMKM terhadap Produk 
Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2019 mencapai 65 persen atau 
sekitar Rp 2.394,5 triliun.  Sedangkan kontribusi UMKM terhadap sektor 
ketenagakerjaan, adalah 96 persen dari 170 juta tenaga kerja.  
Namun, pada saat pandemi COVID-19 terjadi, UMKM merupakan salah 
satu bagian dari sektor ekonomi yang terdampak secara signifikan dan 
mengalami penurunan. Permasalahan yang dihadapi UMKM adalah 
terjadinya penurunan penjualan, permodalan, distribusi, kesulitan 
mendapatkan bahan baku produksi sehingga mengakibatkan produksi 
menurun dan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) buruh. UMKM 
merupakan sektor usaha yang terbilang kecil dengan permodalan yang juga 
cukup terbatas, sehingga ketika adanya penurunan omzet akibat dari 
menurunnya daya beli masyarakat, UMKM sangat berisiko mengalami 
kehancuran. Berdasarkan data yang diterima Kementerian Koperasi dan 
UKM dari Maret hingga Juni 2020, tiga masalah terbesar bagi UMKM 
adalah permintaan menurun (22,9 persen), distribusi terhambat (20,01 
persen) dan permodalan (19,93 persen). Sementara sektor yang paling 
terdampak adalah perdagangan (40,92 persen), penyedia akomodasi dan 
makan minum (26,86 persen) serta industri pengolahan (14,25persen) 
(Hardum, 2020). 
Perubahan Perilaku Konsumen akibat Pandemi Covid-19 
Studi perilaku konsumen adalah mengenai bagaimana seorang individu 
membuat keputusan dan mengalokasikan sumber daya yang tersedia 
(Schiffman & Kanuk, 2015). Perilaku konsumen menurut Engel, Blackwell 
dan Miniard (2012) adalah bentuk tindakan-tindakan atas produk dan jasa, 
termasuk didalamnya adalah proses pengambilan keputusan yang mengawali 
serta mengikuti adanya tindakan pembelian tersebut. Tindakan tersebut akan 
terlibat secara langsung dalam proses untuk memperoleh, mengkonsumsi 
bahkan membuang atau tidak jadi membeli suatu produk atau jasa tersebut. 
Untuk mengenali perilaku konsumen tidaklah mudah, konsumen tidak selalu 
terus terang menyatakan kebutuhan dan keinginannya, namun sering pula 
mereka bertindak sebaliknya. Konsumen bahkan sering bereaksi untuk 
mengubah pikiran, dan konsumen baru pada menit-menit terakhir akhirnya 
memutuskan untuk melakukan pembelian. Untuk itulah para Pemasar perlu 
mempelajari keinginan, persepsi, prefensi, dan perilakunya dalam berbelanja 
(Nugroho, 2010).  
Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan konsumen harus mengubah gaya 
hidup mereka dan mampu beradaptasi dengan cepat. Hal ini terjadi akibat 
penerapan kebijakan work and school from home serta social distancing, 
yang sebagian besar orang harus melakukan kegiatan sehari-hari dari rumah 
saja baik untuk bekerja maupun belajar. Hasil survei yang dilakukan oleh 
 
62 
Nielsen (2020) menyebutkan sejak diberlakukannya imbauan tinggal di 
rumah untuk mencegah penyebaran Covid-19, sekitar 30 persen konsumen 
merencanakan untuk lebih sering berbelanja secara daring (online). Dari sisi 
konsumsi, sebanyak 49 persen konsumen menjadi lebih sering memasak di 
rumah. Nielsen (2020) juga menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia jadi 
lebih cenderung berbelanja di pasar modern. Produk yang diminati paling 
banyak adalah produk kesehatan (44 persen) dan 37 persen mengkonsumsi 
minuman bervitamin. 
Hasil penelitian dari ADA, sebuah perusahaan analisis data dan 
kecerdasan buatan (AI) yang menganalisis lebih dari 400 ribu aplikasi di 
ASIA dan satu juta lokasi yang biasa dikunjungi individu selama pandemi 
berlangsung untuk mengidentifikasi berbagai karakter berdasarkan reaksi 
mereka terhadap krisis. ADA menemukan, terdapat enam crisis persona baru 
yang muncul di Indonesia (Junida, 2020; Bella, 2020). Menurutnya 
setidaknya ada 6 perilaku konsumen baru yang teridentifikasi muncul di 
Indonesia, yaitu The Adaptive Shopper, The Brave One, The Market 
Observer, The Bored Homeday, The Health Nut dan The Yearning Traveler. 
The Adaptive Shopper berkaitan dengan cara memenuhi kebutuhan melalui 
belanja daring yang meningkat hingga 300 persen, The Bravo One 
merupakan pekerja di garis depan, The Market Observer adalah melihat 
implikasi finansial atau peluang pasar, The Bored Homeday adalah 
menghabiskan waktu dengan mencari hiburan, The Health Nut yaitu 
memonitor kondisi kesehatan melalui aplikasi, dan The Yearning Traveler 
merupakan tindakan konsumen merencanakan perjalanan setelah krisis 
berakhir.  
Meningkatkan produktivitas UMKM  
 
Pelaku UMKM yang usahanya terhenti di tengah pandemi Covid-19 
harus memutar otak agar aliran kas terus berjalan. Untuk itu para pelaku 
UMKM perlu mempelajari faktor-faktor apa saja yang dapat meningkatkan 
produktivitasnya dan mempelajari cara menciptakan minat beli konsumen 
terhadap produk yang akan ditawarkan. Untuk meningkatkan produktivitas 
UMKM dapat dilakukan bermacam-macam cara, yaitu sebagai berikut: 
1. Memberikan Pelatihan Kepada UMKM 
Pelatihan tentang pemahaman perilaku konsumen terutama  dalam 
mengenali minat beli konsumen perlu dilakukan terhadap pelaku UMKM. 
Menurut Kotler dan Keller (2012), minat beli adalah sebuah perilaku 
konsumen di mana konsumen mempunyai keinginan dalam membeli atau 
memilih suatu produk, berdasarkan pengalaman dalam memilih, 
menggunakan dan mengonsumsi atau bahkan menginginkan suatu produk.   
Di dalam mengenali minat beli konsumen perlu adanya pelatihan bagi 
UMKM tentang bagaimana melakukan adaptasi bisnis, adaptasi usaha, 
digitalisasi UMKM, serta inovasi produk. Pemerintah telah memfokuskan 
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terhadap pelatihan untuk membuat UMKM Go Online dan berfokus kepada 
promosi produk (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2017). Hal ini 
sangat bermanfaat di era pandemi ini. Namun, jika UMKM hanya diberi 
pelatihan untuk membuat UMKM Go Online dan sekedar mempromosikan 
produk yang menarik saja, maka produk tidak akan dibeli bila produk 
tersebut tidak sedang dibutuhkan oleh konsumen. Dengan kemampuan 
membangun minat beli masyarakat, pelaku UMKM akan mendapatkan 
banyak konsumen untuk produk mereka. 
2. Kemampuan Memahami Perubahan Perilaku Masyarakat 
UMKM harus mampu memahami perubahan perilaku konsumen. 
Sebenarnya konsumen tidak menghilang begitu saja. Mereka hanya berubah 
tempat dan perilaku. Pelaku UMKM harus mengetahui apa yang diminta 
masyarakat agar dapat menciptakan produk yang relevan dengan kondisinya. 
Cara yang dapat dilakukan adalah dengan sering mencari informasi 
perkembangan kasus wabah Covid-19. Perubahan kebijakan yang 
dikeluarkan oleh pemerintah karena perkembangan kasus Covid-19 juga 
harus dipahami oleh pelaku UMKM karena perubahan ini akan berdampak 
pada perubahan perilaku masyarakat yang begitu cepat.  
UMKM juga dapat mencoba mempelajari bagaimana cara mengetahui 
daya beli masyarakat, misalnya menggunakan Google Trends. Google 
Trends merupakan suatu layanan dari Google yang memberikan akses ke 
sampel yang sebagian besar tidak di filter terkait dengan permintaan 
pencarian sebenarnya yang dibuat ke Google. Data yang disajikan berupa 
real time, yang menyajikan sampel mencakup tujuh hari terakhir, dan non 
real time, yang berasal dari tahun 2004 hingga 36 jam sebelum pencarian 
dilakukan dan terpisah dari data real time (Google, 2020). Contohnya adalah 
bila pelaku usaha UMKM ingin membuka usaha minuman kopi, pelaku 
usaha dapat mencari topik kopi sebagai minuman, lalu melakukan filter 
sesuai negara, waktu, kategori, dan penelusuran yang diinginkan.  
Google Trends dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk acuan dalam 
membaca permintaan konsumen pada waktu yang diinginkan, namun Google 
Trends bukan merupakan kajian ilmiah dan berbeda dengan data survei. 
Kenaikan minat pencarian suatu topik yang ditangkap Google Trends tidak 
dapat menunjukkan bahwa topik tersebut benar-benar populer atau tidak. 
(Google, 2020). Maka dari itu, pengetahuan dasar untuk membaca 
permintaan konsumen tetap sangat penting dan tidak dapat hanya 
mengandalkan suatu pelayanan seperti Google Trends untuk mencapai 
keberhasilan dalam membuat produk sesuai dengan minat masyarakat. 
3. Fokus Pada Kebutuhan Konsumen 
Pelaku UMKM harus mampu melihat setiap peluang yang muncul. 
Peluang itu hadir dari adanya kebutuhan pasar yang belum dapat dipenuhi 
seluruhnya, atau persoalan pasar yang belum menemui solusi. Terdapat lima 
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sektor usaha yang mampu bertahan di saat krisis, antara lain adalah usaha 
kuliner, kebutuhan bahan pokok, produk kesehatan, usaha jasa pendidikan 
dan pelatihan, serta usaha sektor digital. UMKM harus cepat tanggap 
memenuhi kebutuhan konsumen akan produk-produk tersebut.  
4. Inovasi Produk dan Servis 
Hal penting yang juga harus dilakukan UMKM adalah inovasi produk. 
Inovasi tersebut bisa berupa ide untuk mengembangkan produk yang sudah 
ada atau menciptakan yang baru lagi. Inovasi produk harus didasarkan pada 
kebutuhan konsumen dan harus memperhatikan servis layanan yang baik 
agar dapat memuaskan konsumen. Diberlakukannya ketentuan agar 
masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan menjadikan permintaan 
masker meningkat. Banyak pelaku usaha fashion beralih kepada usaha 
menciptakan produk baru dengan membuat masker dengan berbagai model, 
sehingga masker bukan saja sebagai alat pelindung diri, namun sudah 
menjadi suatu mode. Contoh lain, pada UMKM batik, yang pada awal kasus 
pandemi terjadi, mereka mengalami penurunan penjualan yang luar biasa, 
namun kemudian mereka survive karena banting setir dengan berjualan 
produk masker, pakaian rumah, seperti daster, celana pendek, dan lain-lain, 
sehingga penjualan meningkat.  
Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang tinggal di rumah 
dapat memproduksi makanan beku yang dapat didistribusi hingga ke luar 
kota atau yang semula bergerak di usaha restoran, menjual bumbu-bumbu 
produk restoran untuk ditawarkan ke konsumen secara daring. Hal ini karena 
aturan WFH yang mengakibatkan para konsumen cenderung memasak di 
rumah. Memasuki era new normal berbagai usaha dapat mulai beroperasi 
kembali dengan menjalankan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh 
pemerintah. Bagi pelaku usaha, hal ini merupakan kesempatan untuk 
menggerakkan kembali roda perekonomian yang sempat melambat. Bila 
pandemi berakhir, produk-produk yang berkenaan dengan hiburan dan 
wisata akan mulai dibutuhkan oleh konsumen setelah sekian lama mereka 
tinggalkan.  
5. Pemahaman Digitalisasi 
Dari berbagai upaya pemenuhan permintaan konsumen yang harus 
dilaksanakan dengan menumbuhkan kreativitas dan inovasi produk, maka 
pelaku UMKM juga perlu pemahaman digitalisasi produk. Untuk 
menangkap peluang pasar yang ada pada saat pandemi Covid-19, maka 
digitalisasi menjadi suatu keharusan agar UMKM dapat menguasi pasar 
domestik dalam negeri. Merujuk pada Crisis Persona hasil riset ADA, 
menujukkan bahwa minat berbelanja masyarakat Indonesia tidak hilang. 
Terutama untuk belanja online, minat tersebut justru tumbuh pesat selama 
situasi krisis akibat kasus pandemi Covid-19 ini berlangsung. Dengan 
ditutupnya mayoritas pusat perbelanjaan, belanja online menjadi pilihan 
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utama dalam memenuhi kebutuhan, mulai dari harian hingga hobi. Melihat 
minat belanja yang tidak reda, hal ini membuka peluang bagi bisnis 
perbankan, finansial, dan servis keuangan lainnya. Apalagi, beberapa 
platform jual beli online menganjurkan pembeli dan penjual untuk 
melakukan transaksi secara cashless dengan memanfaat servis pembayaran 
seperti kartu kredit, transfer, atau e-wallet (Lubis, 2020). 
6. Membina kerjasama dengan reseller 
Berdasarkan laporan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bulan 
Juli 2020, jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja ( PHK) 
maupun dirumahkan mencapai 3,5 juta lebih dan bertambah menjadi 6,9 juta 
di bulan Oktober 2020 (Tri, 2020). Jumlah pengangguran di Indonesia per 
Agustus 2020 mencapai 9,77 juta orang (bps.go.id, 2020). Walaupun terjadi 
PHK, namun mereka tetap harus bisa beraktivitas dalam menjaga 
kelangsungan hidupnya. Untuk itu mereka harus memutar otak untuk dapat 
bertahan hidup dalam situasi yang tidak menentu. Salah satu solusi yang 
dapat dilakukan adalah melakukan sinergi dengan UMKM dengan menjadi 
reseller dari produk yang dihasilkan oleh UMKM. Hal ini dapat juga 
membantu UMKM agar UMKM lebih fokus dalam meningkatkan 
produktivitasnya. Dengan menjadi reseller suatu produk UMKM, maka dapat 
menambah penghasilan dan menambah jaringan pasar yang dapat dilakukan 
melalui media online.   Di sini terjadi simbiosis mutualisme antara UMKM 
dengan reseller. Dengan adanya reseller maka dapat memperluas jaringan 
pasar, dan akhirnya akan meningkatkan produktivitas baik bagi UMKM 
maupun bagi reseller.    
Hal-hal di atas dapat membantu UMKM dalam berkembang. Salah satu 
target dari tujuan SDGs adalah mendorong kebijakan yang berorientasi 
pembangunan yang mendukung aktivitas-aktivitas produktif, penciptaan 
lapangan kerja, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, serta mendorong 
pembentukan dan pertumbuhan UMKM termasuk melalui akses terhadap 
pendanaan/permodalan (International NGO Forum on Indonesian 
Development, 2017). UMKM yang berkembang dapat membantu pemerintah 
untuk mencapai target tersebut yang merupakan target dari tujuan 




SDGs dirancang untuk membantu masyarakat dan bisnis memfokuskan 
pemecahan tantangan keberlanjutan global. SDGs bertumpu pada 17 tujuan 
yang ditopang oleh tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yakni 
lingkungan, sosial dan ekonomi. Dalam menjaga keseimbangan tiga dimensi 
pembangunan, SDGs memiliki 5 pondasi utama yaitu manusia, planet, 
kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang dapat mengakhiri 
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kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim pada tahun 
2030.  
UMKM memiliki perang penting dalam membangun masa depan yang 
berkelanjutan. SDGs dalam mengatasi penyebab kemiskinan, maka perlu 
keterlibatan UMKM.  Dengan bertumpu pada SDGs, diharapkan dapat 
membantu UMKM untuk memahami skala tantangan keberlanjutan global 
melalui peningkatan produktivitas UMKM.  
Rekomendasi 
UMKM harus mampu memperhatikan sisi permintaan konsumen untuk 
mengembangkan produktivitasnya. Untuk mencapai ini ada beberapa solusi 
yang bisa dilakukan untuk membantu UMKM. Pelaku UMKM harus 
diberikan pelatihan agar mampu membangun minat beli masyarakat. Selain 
itu, UMKM juga harus mampu membaca minat beli masyarakat dengan baik. 
Setelah berhasil mengatasi minat beli masyarakat, UMKM harus mampu 
memenuhi kebutuhan dan permintaan masyarakat tersebut. Diperlukan juga 
inovasi yang harus dilakukan UMKM sehingga mampu menciptakan produk-
produk yang akan diminati masyarakat. UMKM dapat mengembangkan 
jaringan pasar melalui kerjasama dengan reseller.   
Dengan terjadinya kasus pandemi Covid-19 akan menjadi pelajaran 
berharga khususnya bagi pelaku UMKM dalam menjalankan usaha, bahwa 
segala sesuatu harus dijalankan dengan sungguh-sungguh, penuh kreativitas 
dan inovasi tinggi agar usaha tetap berlanjut. Peran pemerintah tetap 
diperlukan dengan memberikan regulasi-regulasi yang menguntungkan pihak 
UMKM agar UMKM dapat kembali memenuhi permintaan konsumen 
dengan mudah, sesungguhnya dibalik kesulitan terdapat kemudahan.  
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STRATEGI BERTAHAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM 
TERHADAP RESILIENSI UMKM MENGHADAPI 
PANDEMI COVID-19 
 
Efriyani  Sumastuti dan Qristin Violinda 





Dunia sedang digemparkan dengan menyebarnya virus corona 
(Covid-19) yang bersumber dari Kota Wuhan, China. Pandemi Covid-19 ini 
memiliki dampak besar pada semua sektor tidak terkecuali pada 
keberlangsungan bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). 
Berdasarkan hasil survei, sebanyak 96% pelaku UMKM mengaku bahwa 
bisnisnya sudah mengalami dampak negatif akibat Covid-19. UMKM yang 
mengalami  penurunan penjualan secara signifikan 75%. Pelaku UMKM, 
yang meyakini kemungkinan besar bisnis yang dijalankan hanya akan 
bertahan satu  hingga tiga bulan ke depan sekitar 51%. Sebanyak 67% pelaku 
UMKM mengalami ketidakpastian dalam memperoleh akses dana darurat, 
dan 75% merasa tidak mengerti bagaimana membuat kebijakan di masa 
krisis. Sementara, hanya 13% pelaku UMKM yakin memiliki rencana 
penanganan krisis dan menemukan solusi untuk mempertahankan bisnis  
(Alinea, Minggu 12 April 2020). 
 Sektor UMKM yang terpukul akibat pandemi Covid-19 sudah 
diprediksi Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 
(P2E LIPI). Kepala P2E LIPI,   memperkirakan bahwa sektor UMKM yang 
punya kaitan erat dengan industri pariwisata menjadi lini yang paling 
terpukul akibat Covid-19. ―Menurut data yang kami peroleh, UMKM yang 
bergerak di usaha makanan dan minuman mikro akan berada di angka 27%. 
Lalu terhadap usaha kecil akan berada di angka 1,77% dan usaha sedang di 
angka 0,07%,‖ tutur Agus kepada wartawan di kantornya bulan lalu. Senada 
dengan itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, 
UMKM yang biasanya menjadi bantalan ekonomi negara di tengah krisis, 
kini justru menjadi sektor yang paling terpukul. Sekarang, ketahanan 
(resilience) UMKM menghadapi krisis dan  betul-betul tengah diuji.―Tahun 
1997-1998 UMKM masih resilience. Sekarang UMKM terpukul paling 
depan karena ketiadaan kegiatan di luar rumah oleh semua masyarakat,‖ 
tutur Ani, sapaan akrab Menkeu, saat video conference di Jakarta, ( Alinea, 
Rabu 1 April 2020). 
 
71 
Pada tahun 1997-1998 ketika Indonesia mengalami krisis akibat 
runtuhnya konglomerasi perbankan, UMKM justru "kebal". Tidak hanya 
bertahan, UMKM bahkan bertumbuh. Data BPS pada 1998-1999 
menunjukkan, jumlah UMKM di Indonesia tumbuh dari 36,8 juta unit 
menjadi 37,9 unit di tahun berikutnya.Saat itu UMKM menjadi sektor yang 
paling banyak menyerap tenaga kerja. Pada tahun 2018, UMKM menyerap 
57,34 juta (88,66%) dari total tenaga kerja Indonesia, sementara perusahaan 
sedang 6,9 juta (10,78%), dan perusahaan besar hanya 364.000 (0,56%) , 
seperti pada  gambar 1.  
 
Gambar 1. Diagram Pangsa UMKM dan Usaha Besar Tahun 2018 
 
Gambar 1 menunjukkan UMKM merupakan salah satu unit usaha 
yang kebal tekanan krisis. Di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja 
(PHK) saat itu UMKM justru tetap menyerap tenaga kerja terbanyak 
dibandingkan sektor usaha lainnya. Saat itu UMKM dinobatkan sebagai 
'penyelamat ekonomi nasional'. Ini selaras yang diungkapkan Joseph Alois 
Schumpeter, ahli ekonomi Amerika, bahwa pertumbuhan ekonomi suatu 
negara sangat tergantung pada ketahanan UMKM saat menghadapi krisis. 
Sebaliknya, saat ini, seperti yang diungkapkan Ani di atas, sektor UMKM 
justru menjadi yang paling terpukul. Bisnis-bisnis kecil mengalami 
penurunan pendapatan yang drastis lantaran penerapan physical distancing. 
Saat ini, sekitar 62,9 juta unit UMKM terancam kehilangan penghasilan 
lantaran pandemi Covid-19 
Dampak pandemi Covid-19   juga memberikan akses negatif bagi  
sistem kapitalisme untuk melakukan kasus-kasus persaingan curang dan 
monopoli dalam dunia usaha. Dengan demikian  pebisnis kecil lokal dan 
menengah, baik dalam level domestik maupun pada level transaksi bisnis 
internasional semakin terpukul. Akses negatif yang  dialami oleh pelaku 
UMKM antara lain adalah : 
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1.  Tidak mendapatkan kesempatan dalam penguasaan pasar  
2. Keterbatasan akses permodalan dari lembaga keuangan (perbankan).  
Pengembangan UMKM merupakan tanggung jawab Pemerintah 
Pusat  maupun Pemerintah Daerah. Salah satu tanggung jawab pemerintah 
dibidang regulasi adalah dengan melahirkan berbagai peraturan 
perundangan-undangan yang berkaitan dengan Undang-Undang Usaha 
Mikro, Kecil dan menengah. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah 
UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Untuk 
dasar pelaksanaan diterbitkan    PP No. 17 Tahun 2013 tentang Peraturan 
Pelaksana UU No. 20 Tahun 2008.   Perlindungan hukum terhadap UMKM 
dalam pandemik Covid-19 belum sepenuhnya tertuang didalam Undang-
Undang yang sudah ada. Untuk itu perlindungan hukum yang tepat dalam 
menghadapi pandemik Covid-19 sangat dibutuhkan oleh pelaku UMKM, 
terutama untuk bisa bertahan. Berdasarkan beberapa permasalahan yang 
telah diuraikan, maka perlu untuk dianalisis tentang  bagaimana strategi 
bertahan terhadap resiliensi UMKM selama menghadapi pandemik Covid-
19.   
Penelitian dilakukan terhadap 139 UMKM di Jawa Tengah untuk 
menganalisis hubungan antara strategi bertahan, perlindungan hukum dan 
resiliensi UMKM pada masa pandemi Covid-19. Data penelitian dianalisis 




1. Strategi Bertahan Hidup UMKM 
Snel and Staring (Official, 2005: 6) menyatakan bahwa strategi 
bertahan hidup adalah sebagai serangkaian tindakan yang dipilih oleh standar 
oleh individu dan rumah tangga yang secara ekonomi menurun. Melalui 
strategi yang dilakukan oleh seseorang, dapat meningkatkan pendapatan 
melalui penggunaan sumber lain atau mengurangi pengeluaran melalui 
pengurangan kuantitas dan kualitas barang atau jasa. Selain itu, strategi 
bertahan menerapkan pola ganda yang merupakan bagian dari strategi 
ekonomi. 
Ada  beberapa pendapat ahli yang menjelaskan strategi pertahanan. 
Salah satunya adalah Mosser (Suharno, Edi, 2003: 13) menciptakan 
kerangka kerja analitis yang disebut "Kerangka Kerentanan Aset". Kerangka 
kerja ini mencakup berbagai manajemen aset yang dapat digunakan untuk 
melakukan penyesuaian atau mengembangkan strategi untuk 
mempertahankan kelangsungan hidup, yaitu 1). Aset tenaga kerja, 2). Aset 
modal manusia, 3). Aset produktif, 4). Aset hubungan rumah tangga atau 
keluarga, 5). Aset modal sosial Selain itu, Suharno, Edi, (2003: 31) 
menyatakan bahwa strategi coping dalam mengatasi guncangan dan tekanan 
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ekonomi dapat dilakukan dalam 3 cara, yaitu: a) Strategi aktif, yaitu strategi 
yang mengoptimalkan semua potensi keluarga. Misalnya melakukan 
aktivitas sendiri, memperpanjang jam kerja, memanfaatkan sumber atau 
tanaman liar di lingkungan sekitarnya dan sebagainya. b) Strategi pasif, yaitu 
mengurangi pengeluaran keluarga. Misalnya, biaya untuk pakaian, makanan, 
pendidikan, dan sebagainya. c) Strategi jaringan yang membuat hubungan 
dengan orang lain. Misalnya menjalin hubungan, baik formal maupun 
informal dengan lingkungan sosial dan lingkungan kelembagaan. Misalnya 
meminjam uang dari tetangga, meminjam dari toko-toko kecil, menggunakan 
program kemiskinan, meminjam uang dari bank dan sebagainya. 
Berbicara tentang strategi bertahan hidup UMKM untuk menghadapi 
pandemi Covid 19, menurut Deny Simano (2020) ada tiga faktor utama yang 
perlu dipertimbangkan oleh pelaku UMKM dalam kondisi ini, yaitu: 
a. Meningkatkan Kualitas dan Layanan Produk 
Periode krisis ini adalah saat yang tepat bagi pemilik UMKM untuk 
meningkatkan kualitas produk atau layanan mereka dan berhenti sejenak 
untuk mengembangkan strategi penawaran produk atau layanan produk yang 
merupakan dasar dari bisnis mereka (Violinda, 2018). Seringkali, pelaku 
bisnis tidak menyadari perbedaan antara peningkatan produk dan 
pengembangan penawaran. Pada dasarnya, produk adalah barang atau jasa 
yang dipasarkan dalam bisnis. Sedangkan penawaran adalah cara pelaku 
usaha memasarkan produk. Oleh karena itu, pelaku bisnis perlu membedakan 
antara produk dan penawaran berdasarkan perspektif konsumen. "Strategi 
menawarkan produk bukan dengan mempromosikan keunggulan produk itu 
sendiri, tetapi dengan menciptakan konten iklan yang menarik dengan 
komponen perhatian, minat, keinginan, dan tindakan," UMKM juga perlu 
meningkatkan strategi mereka dalam berkoordinasi dan berkolaborasi 
dengan mereka. tim. Pemanfaatan teknologi dan alat profesional yang 
tersedia saat ini dapat menjadi cara bagi pelaku bisnis untuk menentukan 
prioritas pekerjaan, memantau dan mengevaluasi pekerjaan yang telah 
dilakukan dalam periode tertentu 
b. Mengoptimalkan Penggunaan Teknologi 
Bisnis  disarankan untuk melakukan proses otomatisasi . Pada 
dasarnya, ada tiga bahan bakar utama dalam bisnis, yaitu waktu, energi, dan 
uang. Sebagian besar bisnis punya uang, tetapi tidak punya waktu dan energi 
karena dihabiskan untuk catatan manual dan metode tradisional. Ini biasanya 
menghambat pengembangan bisnis. Oleh karena itu, pelaku bisnis harus 
meningkatkan proses bisnis mereka, misalnya dengan mengubah catatan 
manual dengan perangkat lunak akuntansi online, mengubah proses 
pembayaran gaji karyawan yang semula manual menjadi sistem penggajian 
otomatis, atau mengubah sistem pembayaran pajak tradisional menggunakan 
perangkat lunak. Di jalur pemasaran, misalnya, dapat memanfaatkan 
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teknologi dengan pemasaran digital dan media sosial. Dalam hal penjualan, 
UMKM juga dapat memanfaatkan layanan pengiriman online yang saat ini 
sedang ngetren di masyarakat. 
c. Bersiap untuk Memperluas Bisnis 
Bisnis  perlu mengambil keuntungan dari periode pandemi Covid-19, 
khususnya untuk meningkatkan keahlian  dalam rangka pengembangan 
bisnis di masa depan. Misalnya, keahlian dalam pemasaran melalui digital 
atau mengembangkan platform e-commerce. Dengan demikian ketika bisnis 
berjalan normal, operasi bisnis dapat berjalan lebih cepat dari sebelumnya. 
Krisis saat ini tidak seperti krisis keuangan 2008 yang menyebabkan daya 
beli menurun secara drastis. Krisis saat ini lebih disebabkan oleh krisis 
kesehatan. Jika kondisi kesehatan warga dunia pulih dan mereda, ekonomi 
memiliki potensi untuk kembali normal dan daya beli dapat meningkat 
kembali.  Pengusaha UMKM perlu  mempersiapkan bisnis dan tim, untuk 
memastikan bahwa bisnis dapat terus berlanjut dan mampu bertahan dalam 
kondisi pandemi saat ini (Deny, 2020) 
 
2. Resiliensi 
Resiliensi merupakan adaptasi yang positif terhadap sistem selama 
kekacauan / gangguan terjadi (Masten dkk 2008). Didalam kondisi yang 
penuh tekanan, terdapat kekuatan yang dapat dimanfaatkan untuk menangkal 
efek-efek negatif bagi kesehatan psikis. Kekuatan itu disebut sebagai 
resiliensi, seperti yang dijelaskan Luthar, dkk (2000) bahwa resiliensi 
merupakan outcome positif yang dapat ditemukan oleh individu walaupun 
berada didalam  kondisi sengsara atau berisiko. Resiliensi dapat melindungi 
seseorang dari konsekuensi yang merugikan pada masa sulit (Yu & Zhang, 
2007). Resiliensi dibutuhkan bagi individu karena resiliensi dapat 
membangun harga diri (Engel,2007). Individu yang mempunyai resiliensi  
tinggi, akan memiliki  harga diri yang   tinggi. Selain harga diri, resiliensi 
merupakan faktor protektif serta sumber internal dan eksternal untuk 
mengatasi stress, memecahkan konflik, dan menguasai seluruh tugas-tugas 
perkembangan (Dankonski dkk,2006). 
Berdasarkan beberapa teori dan hasil penelitian di atas, dapat 
disimpulkan bahwa resiliensi adalah kemampuan individu dalam beradaptasi, 
bertahan dalam kondisi yang penuh tekanan, bangkit dari pengalaman buruk 
atau stress serta mampu berkembang menjadi lebih baik dengan proses yang 
relatif cepat.  Faktor resiliensi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lothe 
dan Heggen (2003) tentang individu dewasa muda Ethiopia yang bertahan dalam 
kelaparan diantaranya yaitu : keyakinan, harapan, memiliki keluarga/hidup dalam 
sebuah keluarga. Keyakinan yang terkait dengan resiliensi adalah keyakinan akan 
masa depan yang lebih baik, hal tersebut akan membuat individu mempunyai 
anggapan bahwa penderitaan yang dihadapi hanya bersifat sementara (Blum dalam 
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snyder & Lopez, 2007) . Faktor atau sumber resiliensi menurut Snyder dan lopez 
(2007) yang dapat digunakan sebagai strategi didalam mengembangkan resiliensi 
adalah sebagai berikut : 
a. Kemampuan kognitif yang bagus, termasuk problem solving 
b. Temperamen yang ramah 
c. Persepsi diri positif, efikasi diri 
d. Keyakinan dan rasa bermakna dalam hidup 
e. Pandangan positif dalam hidup 
f. Regulasi diri yang baik tentang pemunculan emosi dan gerak hati 
g. Bakat yang dinilai/ dihargai oleh diri dan masyarakat 
h. Mempunyai rasa humor 
i. Mempunyai daya pikat 
 Connor dan Davidson (2003) menjelaskan bahwa terdapat  lima 
aspek resiliensi yaitu sebagai berikut: 
a. Kompetensi pribadi, standart yang tinggi dan ketahanan. Aspek ini 
menyokong kekuatan seseorang untuk kuat dan setia pada satu tujuan 
ketika dihadapkan pada situasi yang traumatik. 
b. Kepercayaan seseorang pada naluri, toleransi pada pengaruh negatif, 
memiliki kekuatan dari pengaruh stress. Aspek ini memfokuskan 
seseorang pada ketenangan ,kepitusan dan ketepatan waktu ketika 
menyesuaikan diri dengan stress (fokus dan berfikir hati-hati) 
c. Penerimaan diri yang positif terhadap perubahan dan hubungan yang 
aman dengan orang lain. 
d. Kontrol diri untuk mencapai tujuan dan usaha serta dukungan dari orang 
lain 
e. Pengaruh spiritual yaitu keyakinan akan adanya pengaruh kekuatan tuhan 
dalam kehidupan individu. 
 
 
3. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah  
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki definisi yang 
berbeda pada setiap literatur menurut beberapa instansi atau lembaga bahkan 
undang-undang. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 
tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai 
berikut: 
a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau 
badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. 
b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, 
dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari 
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Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. 
Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri. 
Dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 
anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki dan dikuasai. Di 
samping itu juga bukan merupakan bagian,  baik langsung maupun tidak 
langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar. Jumlah kekayaan bersih 
atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UndangUndang. 
Pada prinsipnya, pembedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), 
Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB), didasarkan pada nilai aset 
awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau 
jumlah pekerja tetap. Definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda 
antara negara satu dengan Negara yang lain. Dengan demikian akan sulit 
untuk membandingkan  peran UMKM antar negara (Tambunan, 2012). 
Klasifikasi Usaha Miko, Kecil dan Menengah berdasarkan UU No. 20 Tahun 
2008 tentang UMKM seperti pada Tabel 1. 
 
Tabel 1. Klasifikasi UMKM berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 





Minimal 50 Juta 
>50 – 500 Juta 
>500 Juta – 10 Miliar 
Maksimal 300 Juta 
Maksimal 3 Miliar 
>2,5 – 50 Miliar 
Sumber: UU No. 20/2008  
   
Beberapa keunggulan UMKM dibandingkan dengan  usaha besar 
antara lain adalah sebagai berikut : 
a. Inovasi dalam teknologi yang telah dengan mudah terjadi dalam 
pengembangan produk.  
b. Hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil.  
c. Kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau 
penyerapannya terhadap tenaga kerja.  
d. Fleksibelitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar 
yang berubah dengan cepat dibanding dengan perusahaan besar yang pada 
umumnya birokrasi.  
e. Terdapatnya dinamisme manajerial dan peran kewirausahaan 
(Tiktik Sartika  & Abd. Rachman, 2004). 
 
3. Perlindungan Hukum 
 Perlindungan Hukum Secara yuridis, hukum dan peraturan yang 
memberikan perlindungan bagi UMKM di Indonesia dapat diklasifikasikan 
sebagai protektif atau fasilitatif. Perlindungan dalam bentuk protektif, seperti 
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halnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007 
tentang Kriteria dan Persyaratan untuk Pengaturan Bidang Usaha Tertutup 
dan Bidang Usaha Terbuka. Dalam Pasal 11 dinyatakan "Kriteria untuk 
menentukan bidang bisnis terbuka dengan persyaratan antara lain 
perlindungan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan 
Koperasi". Selanjutnya, dalam Pasal 13 dinyatakan "Pemerintah akan 
mendirikan bidang usaha yang diperuntukkan bagi UMKM dan Koperasi dan 
bidang usaha terbuka dengan ketentuan kemitraan". 
Sementara sifat fasilitatif, tercantum dalam pasal 18 Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Investasi, itu akan menegaskan fasilitas 
tertentu untuk investor yang bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, 
menengah atau koperasi; Demikian juga, Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) menyatakan bahwa "BUMN dapat menyisihkan sebagian 
dari pendapatan bersih mereka untuk keperluan membina usaha kecil / 
koperasi dan membina masyarakat sekitar BUMN ". 
Khususnya dalam UU UMKM Pasal 7 hingga Pasal 15 tentang 
Pertumbuhan Iklim Usaha dinyatakan bahwa pemerintah akan memberikan 
dukungan dalam hal (a). pendanaan; (b). sarana dan prasarana; (c). informasi 
bisnis; (d). kemitraan; (e). lisensi bisnis; (f). peluang bisnis; (g). promosi 
perdagangan; dan H). dukungan kelembagaan. Selanjutnya dalam Pasal 16 
ayat (1) UU UMKM secara tegas menyebutkan Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah memfasilitasi pengembangan usaha di bidang: (a) produksi dan 
pengolahan; (b) pemasaran; (c) sumber daya manusia; dan (d) desain dan 
teknologi. Sehubungan dengan Pandemi Covid-19 di Indonesia, harus diakui 
bahwa ini adalah peristiwa yang belum pernah terjadi dalam sejarah 
Indonesia, namun, Hukum Indonesia telah mengantisipasi hal itu dalam 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan di mana 
dalam Pasal 7 UU Karantina Kesehatan disebutkan bahwa setiap orang 
memiliki hak untuk menerima perlakuan yang sama dalam mengelola 
karantina kesehatan, dan untuk mendapatkan layanan kesehatan dasar sesuai 
dengan kebutuhan medis, kebutuhan makanan, dan kebutuhan hidup sehari-
hari lainnya selama karantina. . Kebutuhan pangan dan kebutuhan sehari-hari 
inilah yang perlu digarisbawahi karena salah satu bentuk pemenuhannya 
adalah melindungi UMKM. 
 
4. Hubungan Strategi bertahan, perlindungan hukum  dan resiliensi   
Strategi bertahan dan perlindungan hukum memiliki hubungan terhadap 
resiliensi UMKM di Jawa tengah. Hasil  regresi  terhadap  139  UMKM di 
Jawa Tengah seperti pada Tabel 2 dan koefisien determinasi dapat dilihat 


































     
Strategi Bertahan 
.734 .040 .886 
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Sumber : Data primer diolah (2020) 
 Berdasarkan Tabel 2, diketahui bahwa hubungan antara variabel Resiliensi  
dengan Strategi Bertahan   adalah  positif dan signifikan, sedangkan 
perlindungan hukum negatif tetapi tidak signifikan. 
 
Tabel 3. Koefisien Determinasi 
Mod











Change df1 df2 
Sig. F 
Change 
1 .859a .738 .734 .18523 .738 191.487 2 136 .000 
a. Predictors: (Constant),  Perlindungan  Hukum, Strategi Bertahan     
b. Dependent Variable: Resiliensi       
 Beradasarkan Tabel 3, diketahui bahwa koefisen determinasinya (R
2
) 
sebesar 0,738. Hal ini menunjukkan sumbangan   variabel bebas strategi 
bertahan dan perlindungan hukum dalam membentuk resiliensi   sebesar 
73,8%, sementara sisanya 26,2% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang 
tidak diteliti. Untuk mengetahui sumbangan efektif  dari strategi bertahan 
dan perlindungan hukum terhadap resiliensi dapat dihitung sebagai berikut : 
a.  Sumbangan efektif (SE) strategi bertahan 
SE = koefisien standar beta X korelasi zero order 
SE = (0,886) X (0,856) =0,758 
Hasil tersebut menunjukkan bahwa  sumbangan efektif dari variabel  strategi 
bertahan   dalam membentuk resiliensi   sebesar 75,8%. 
b. Sumbangan Efektif (SE) perlindungan hukum 
SE = koefisien standar beta X korelasi zero order 
SE = (-0,072) X (0,285) = -0,020 
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Hasil  ini menunjukkan sumbangan efektif dari variabel   Perlindungan 
Hukum   dalam membentuk Resiliensi sebesar -2,0%.  Dengan adanya 
perlindungan hukum membuat resiliensi menurun 2%. 
Pendukung utama yang paling relevan  dalam strategi bertahan dibedakan 
menjadi 2, yaitu : 
a. Dalam hal strategi aktif dan pasif, perlu dilakukan : 
1). Investasi dalam bisnis inti (dalam rangka meningkatkan jangkauan 
produk yang ditawarkan) 
2). Pengembangan bisnis dengan cara diversifikasi usaha, dapat dilakukan 
secara vertikal maupun secara horisontal  
3). Produk punya daya saing, sehingga dapat menetapkan harga yang 
lebih tinggi dalam kategorinya (harga tertinggi) 
4). Pemanfaatan teknologi secara optimal untuk meningkatkan tinkat 
penjualan dan penerimaan.  
b. Dalam hal memperbaiki kualitas produk dan layanan, perlu : 
1). Ketersediaan modal yang besar 
2). Mesin dan peralatan diupdate sesuai dengan perkembangan teknologi 
3).  Pengembangan produk baru yang efektif 
4). Layanan purna jual yang sangat baik dan prima 
 
Hubungan strategi bertahan dan resiliensi yang diuraikan diatas,  sesuai 
dengan penelitian   Alberti G (2018) yang berjudul Resilience: resources and 
strategies of SMEs in a new theoretical framework. Hasil penelitian Alberti 
mengungkapkan bahwa strategi bertahan memberikan sumbangan yang besar 
terhadap tingkat resiliensi UMKM sebesar 79%..  Hasil diatas juga sejalan 
dengan penelitian Herbane Brahim (2019) yang menyatakan bahwa 
kemampuan kinerja dan strategi bertahan memiliki hubungan yang sangat 
kuat terhadap tingkat resiliensi UMKM dalam menghadapi situasi yang tidak 
menentu akibat perubahan ekonomi,sosial,politik dan budaya.   Dalam hal ini 
Covid-19 telah merubah hampir semua tatanan kehidupan manusia, termasuk 
sektor sosial,ekonomi, budaya dan politik 
Sumbangan relatif perlindungan hukum bernilai negatif yaitu -2.7%. Hal 
ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang ada di Indonesia terhadap 
pelaku UMKM masih sangat rendah dirasakan manfaatnya bagi pelaku 
UMKM di Jawa Tengah. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Panjaitan (2013)  Dalam menghadapi persaingan pasar bebas ACFTA, 
UMKM memiliki kesulitan tersendiri, yaitu dalam membangun akses pasar. 
Pembangunan akses pasar berkaitan dengan informasi. UMKM masih sulit 
memperoleh informasi mengenai pemasaran produkproduknya keluar negeri. 
Keadaan ini tentunya akan mempengaruhi tingkat persaingan cukup tinggi, 
mengingat jumlah produk UMKM yang banyak, masih sulit dipasarkan 
kenegara-negara ACFTA lainnya diakibatkan karena kurangnya informasi 
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bagi para pengusaha. Pemberdayaan usaha kecil sebagai penguatan ekonomi 
rakyat dapat dilakukan melalui peningkatan aspek pemodalan, kebebasan 
pasar dan penguasaan teknologi. Kebijakan ekonomi ini hendaknya berpihak 
pada ekonomi rakyat demi dapat mengejar ketinggalan dalam persaingan 
usaha dan pasar bebas. Pemberdayaan yang dilakukan terhadap UMKM 
tidak dapat lepas dari perlindungan hukum, sebab penerapan pasar bebas 
tentunya akan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.13 Karena itu 
penting adanya perlindungan hukum yang dapat langsung dengan tegas 
membantu UMKM dalam menghadapi ACFTA. Perlindungan hukum yang 
dapat dilakukan   dengan 3 cara yaitu: pemberlakuan hukum Anti dumping, 




Terdapat hubungan  antara strategi bertahan, perlindungan hukum  
dan resiliensi UMKM di Jawa Tengah pada masa pandemi Covid-19. 
Sumbangan efektif dari variabel  strategi bertahan dalam membentuk 
resiliensi   sebesar 75,8%, sedangkan sumbangan efektif dari variabel 
perlindungan hukum sebesar -2,0%. Strategi bertahan UMKM terutama 
berkaitan dengan investasi, pengembangan bisnis, peningkatan daya saing, 
pemanfaatan teknologi, perbaikan kualitas produk dan layanan yang prima 
kepada konsumen.  Untuk meningkatkan resiliensi UMKM pada masa 
pandemi Covid-19, diperlukan sinergitas antar pelaku yang terkait secara 
berkelanjutan. Sinergitas ini diperlukan karena pada masa pandemi Covid-
19,  UMKM harus berhadapan dengan situasi yang tidak menentu akibat 
perubahan tatanan kehidupan di masyarakat. Dengan demikian diperlukan 
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Dengan adanya era Industri 4.0 merupakan tantangan besar bagi negara dan 
perusahaan. Berkaitan dengan hal tersebut, negara harus mengembangkan 
strategi nasional yang disesuaikan dengan spesifikasi dan kapasitas 
ekonominya, berdasarkan analisis mendalam tentang faktor, indikator, dan 
kondisi yang paling memengaruhi kondisi bisnis dan sistem produksi 
(Batchkova et al, 2018). Making Indonesia 4.0 mempunyai strategi prioritas 
yaitu pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Merujuk pada 
Undang-undang no.20 Pasal 1 Tahun 2008, pengertian UMKM, berdasarkan 
skala usaha yang dimiliki, yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, 
usaha besar dan dunia usaha, kepemilikan perorangan/badan usaha yang 
memenuhi kriteria usaha sebagaiamana yang diatur oleh undang-undang 
memiliki kekayaan bersih 50.000.000 hingga 10 Milyar, sedangkan hasil 
penjualan 300 juta hingga 500 Milyar pertahun. 
Kelemahan UMKM dalam meningkatkan kemampuan usaha 
sangatlah kompleks, mulai dari kurangnya permodalan, keterampilan 
manajerial, keterampilan beroperasi dalam mengorganisir, serta pemasaran. 
Selain itu, biasanya berupa penggunaan teknologi yang tidak menjadi 
prioritas hanya sedikit UMKM yang telah mengadopsi teknologi komputer 
untuk mendukung kegiatan proses bisnisnya. UMKM pada era sekarang 
masih mengalami kesulitan dalam mengaplikasikan teknologi industri 4.0, 
hal ini disebabkan karena tidak dimilikinya tenaga ahli, serta diluar 
jangkauan UMKM memasuki area baru dalam hal produk maupun produksi, 
dan juga tidak memungkinkannya investasi teknologi yang baru. Dalam 
mempersiapakn pengembangan UMKM dalam memasuki industri 4.0, 
diperlukan sebuah kesiapan pelaku UMKM. Menilai kesiapan suatu usaha 
untuk mengadopsi inovasi baru merupakan prasyarat penting untuk 
berkembang dan mengikuti perkembangan pasar, teknologi informasi dan 
komunikasi sangatlah berperan penting pada dunia bisnis dan industry.  
Menurut Prause (2019) dalam menyosong industri 4.0, pelaku usaha 
harus melakukan dua jenis inovasi, yaitu inovasi produk dan inovasi dalam 
proses produksi barang atau jasa. Dalam hal ini, UMKM di Indonesia 
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mengalami kesulitan dalam melakukan upaya inovasi dalam usahanya.  
Berdasar penelitian yang dilakukan oleh Prajanti, dkk (2019) mengenai 
pengukuran kesiapan UMKM Kota Semarang terhadap revolusi industri 4.0 
ditemukan bahwa UMKM Kota memiliki kesiapan yang kurang dalam 
menghadapi perkembangan teknologi yang semakin mutakhir. Penelitian 
tersebut mengukur kesiapan UMKM dalam 3 aspek, yaitu (a) aspek produk 
dan layanan, (b) Aspek model bisnis, (c) Aspek strategi dan organisasi. Hasil 
menunjukkan bahwa dalam aspek produk dan layanan, Sebanyak 84 % 
pelaku UMKM belum menggunakan metode pembayaran menggunakan  
EDC  (Electronic  Data  Capture)  dan  melalui  fin-tech.  untuk penggunaan 
EDC, rata-rata konsumen menggunakan transaksi tunai. Dalam Aspek model 
bisnis, Dari 99 pelaku UMKM yang disurvei, UMKM yang memiliki 
memiliki rekening bank dengan nilai 69%. Sekitar 64 % UMKM yang sudah 
membuat laporan transaksi penjualan secara berkala dan UMKM yang 
memiliki situs usaha hanya 9%. Dari Aspek strategi dan organisasi, terdapat 
hasil yang lebih baik dengan adanya Pemilik usaha beserta karyawannya 
yang memiliki kecakapan dalam penggunaan teknologi sangat tinggi sebesar 
87%.  
Hasil temuan di atas perlu disempurnakan dengan penguatan dari sisi 
kebijakan atau strategi untuk pengembangan UMKM yang lebih baik. Maka 
dari itu, tujuan penelitian adalah Menyusun formulasi strategi untuk 
mendorong literasi teknologi UMKM Kota Semarang dalam menghadapi era 
Industri 4.0.  
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat explorative, yang 
dimaksud dengan penelitian eksploratif yaitu penelitian yang tidak 
melakukan pengujian hipotesis (Khuzaini, 2006). Penelitian ini difokuskan 
pada pengidentifikasian kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang 
dihadapi oleh sector UMKM Kota Semarang menghadapi perkembangan 
industri 4.0.Data yang digunakan adalah data kuantitatif dan data kualitatif. 
Menurut Kuncoro (2013), data kuantitatif adalah data yang diukur dalam 
suatu skala numerik (angka). Data kualitatif adalah data yang tidak dapat 
diukur dalam skala numerik. Data tersebut diklasifikasikan atau dituangkan 
dalam data nominal dan data ordinal. Data kualitatif lebih bersifat 
mendalami (indepth) terhadap suatu fenomena atau hasil temuan dalam 
penelitian hingga unit-unit terkecil. Dalam penelitian ini menggunakan data 
primer dengan melakukan wawancara secara mendalam dengan informan 
kunci yaitu stakeholder yang berkaitan dengan UMKM, yaitu pelaku 
UMKM, dinas Koperasi dan UMKM dan Bappeda Kota Semarang. Hasil 
wawancara secara mendalam dan kuisioner kemudian dilakukan formulasi 






Analisis Faktor Internal 
Tabel 5.9 menampilkan hasil analisis Faktor-Faktor Internal 
dalam meningkatkan literasi teknologi UMKM dalam menghadapi 
industri 4.0 . 
 
Tabel 1. Faktor Strategis Internal 
Faktor Strategis Internal Bobot Rati
ng 
Skor  
(d) (e) (f) = 
(d)*(e) 
Kekuatan     
Sebagian besar masyarakat sudah memiliki literasi teknologi 
yang cukup baik 
             
0,15 
4 0,60 
Pelayanan publik pemerintah daerah sudah terintegrasi 
dengan teknologi, seperti perizinan usaha 
0,05 3 0,15 
Munculnya banyak start-up di Kota Semarang 0,15 3 0,45 
Peningkatan pola fikir yang lebih efisien, efektif dan inovatif 0,05 3 0,15 
 
Total Skor Kekuatan   1,35 
Kelemahan     
Beberapa wilayah belum terkoneksi internet secara penuh 
terutama daerah pedesaan 
0,15 2 0,30 
Rendahnya kesadaran mengenai kebocoran data 0,15 1 0,15 
Pelaku UMKM belum sepenuhnya terintegrasi dengan 
internet 
0,15 2 0,30 
Masih rendahnya SDM, Kemiskinan dan Ketimpangan 
Pendapatan 
0,15 2 0,30 
Total Skor Kelemahan 1,00  1,05 
Keterangan : faktor kekuatan (1 = sangat tidak penting, 2 = tidak penting, 3 = 
penting, 4 = sangat penting), Faktor kelemahan (1 = sangat penting, 2 = 
penting, 3 = tidak penting, 4 = sangat tidak penting) 
 
Berdasarkan tabel 2.1 di atas, dari faktor kekuatan yang paling 
dominan adalah Sebagian besar masyarakat sudah memiliki literasi 
teknologi yang cukup baik. Salah contohnya seperti penggunaan telepon 
genggam yang semakin banyak dilakukan oleh masyarakat. Dengan 
penggunaan Handphone, masyarakat dapat menggunakan aplikasi-aplikasi 
yang dapat membantu aktivitas sehari-hari, termasuk aktivitas bisnis, 
seperti menggunakan aplikasi Whatsapp, email atau melakukan transaksi 
e-commerce secara daring. Pelayanan publik juga semakin membaik 
dengan adanya dukungan teknologi. Masyarakat dapat mengurus 
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perizinan usaha yang tidak lagi terbelit-belit karena menggunakan 
teknologi.  
Namun terdapat beberapa kelemahan yang dominan, yaitu 
beberapa wilayah belum terkoneksi internet secara penuh terutama daerah 
pedesaan atau daerah wilayah dataran tinggi Kota Semarang. Pelaku 
UMKM juga belum sebagian besar yang terkoneksi dengan teknologi, 
seperti pembayaran barang / produk atau jasa secara non-tunai / digital. 
Sebagian besar masih menggunakan transaksi bisnis secara tunai.  
 
 
Analisis Faktor Eksternal 
Tabel 2menampilkan hasil analisis Faktor-Faktor Eksternal 
dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inovatif dan berkelanjutan.  
 
Tabel 2. Faktor Strategis Eksternal 





(d)     (e)       (f) = 
(d)*(e) 
Peluang       
Peningkatan kualitas infrastruktur ICT yang semakin baik 0.15 4 0,6 
Tuntuan pasar global yang membuat produk yang memiliki 
kualitas bagus 
0,10 4 0,40 
Kebijakan pemerintah pusat mengenai implementasi industri 
4.0 
0,05 3 0,15 
Semakin banyak bermunculan model-model bisnis baru 
yang inovatif 
0,15 3 0,45 
Total Skor Peluang   1,6 
Ancaman     
Kriminalitas dalam dunia siber (cyber crime) 0,3 1 0,3 
Kekhawatiran teknologi mesin menggantikan tenaga 
manusia 
0,25 1 0,25 
Total Skor Ancaman 1.00   0,55 
Keterangan : faktor kekuatan (1 = sangat tidak penting, 2 = tidak penting, 3 = 
penting, 4 = sangat penting), Faktor kelemahan (1 = sangat penting, 2 = 
penting, 3 = tidak penting, 4 = sangat tidak penting) 
 
Berdasarkan tabel 2.2, peluang yang dapat dimanfaatkan untuk 
meningkatkan penguasaan literasi teknologi UMKM, yaitu sudah adanya 
upaya peningkatan kualitas infrastruktur ICT yang semakin baik. 
Pembangunan infrastruktur tersebut banyak dibangun oleh pemerintah 
maupun pihak swasta , seperti provider telekomunikasi. Kemudian yang 
tidak kalah penting adalah Tuntuan pasar global yang membuat produk 
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yang memiliki kualitas bagus sehingga dapat mendorong UMKM untuk 
menciptakan produk yang berkualitas sehingga dapat menarik minat 
konsumen mancanegara. Salah ancaman yang harus diantisipasi adalah 
masih maraknya kejahatan dunia siber, seperti penipuan dalam penawaran 
produk.  
 
Positioning Strategi Kebijakan 
Setelah mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang disesuaikan 
dengamn skor dan bobotnya masing-masing, maka dilakukan positioning 
terkait situasi atau kondisi di Kota Semarang saat ini. Dalam menentukan 
positioning , ditentukan terlebih dahulu sumbu x dan sumbu y nya. 
Perhitungan sumbu x dan y sebagai berikut : 
Selisih total kekuatan – kelemahan = 1,35 – 1,05 = 0,25 (sumbu x) 
Selisih total peluang- tantangan = 1,6 – 0,55 = 1,05 (sumbu y) 





















Positioning Strategi Kebijakan 
 
Hasil positioning berada di kuadran I (1,05 ; 0,25) atau Progresif. 
Posisi tersebut menandakan bahwa upaya Kota Semarang dalam mendorong 
penguasaan teknologi UMKM telah berada posisi yang kuat atau sudah on-
the track. Untuk terus berada pada posisi tersebut, maka disusun strategi-
strategi berikut : 
KUADRAN I 
KUADRAN II KUADRAN III IIIIII 
























      EFE 
STRENGTHS (S) 
1. Sebagian besar 
masyarakat sudah 
memiliki literasi 
teknologi yang baik 




3. Munculnya start-up di 
Kota Semarang 
4. Peningkatan pola fikir 
yang lebih efisien, 
efektif dan inovatif 
WEAKNESS (W) 
1. Beberapa wilayah belum 
terkoneksi internet secara 
penuh terutama daerah 
pedesaan 
2. Rendahnya kesadaran 
mengenai kebocoran data 
3. Pelaku UMKM belum 
sepenuhnya terintegrasi 
dengan internet 




1. Peningkatan kualitas 
infrastruktur ICT yang 
semakin baik 
2. Tuntuan pasar global 
yang membuat produk 
yang memiliki kualitas 
bagus 




4. Semakin banyak 
bermunculan model-




























1. Kriminalitas dalam 
dunia siber (cyber 
crime) 





1. Perlindungan data 
masyarakat 





1. Penambahan titik 








Beberapa strategi khusus yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota 
Semarang dalam mendorong penguasaan teknologi UMKM , seperti 
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Pelatihan ICT bagi UMKM, Memberikan bantuan permodalan bagi UMKM 
untuk mengembangkan teknologi pada usahanya, Pelatihan dalam 
meningkatkan kompetensi SDM UMKM dan Mempermudah perizinan bagi 
pelaku UMKM. Kemudian kebijakan umum terkait literasi teknologi 
masyarakat Kota Semarang, seperti Perlindungan data masyarakat, 
penambahan titik hotspot (wi-fi) di tempat-tempat umum dan pembangunan 
infastruktur ICT secara merata.  
Beberapa rekomendasi yang diberikan dalam kajian ini adalah harus ada 
upaya peningakatan sinergitas yang kuat antara pemerintah daerah, 
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LAPORAN KEUANGAN UMKM DI MASA PANDEMI: 
TARIK ULUR KEBUTUHAN DAN KENDALA 
 
Vena Purnamasari, Agnes Advensia Chrismastuti 





Covid-19 merupakan virus yang akhirnya merubah hampir seluruh 
wajah dunia, tak terkecuali wajah dunia bisnis. Bermula pada tanggal 31 Des 
2019, China Melaporkan ke WHO tentang wabah di Wuhan, kemudian pada 
tanggal 2 Maret 2020, Presiden Jokowi melaporkan kasus pasien pertama di 
Indonesia dan kurang lebih dua minggu berikutnya, tepatnya 13 Maret 2020, 
OJK Mengeluarkan POJK no 11/2020 tentang stimulus Perekonomian. 
Selain itu Pemerintah Indonesia juga mengambil beberapa kebijakan 
ekonomi untuk mengatasinya, yaitu; Paket Stimulus I, penguatan 
perekonomian domestik melalui: (a) Akselerasi proses penyebaran 
pengeluaran modal (capital expenditure), penunjukkan pejabat 
perbendaharaan resmi, implementasi lelang, dan penyaluran bantuan sosial 
(bansos); (b) Transfer Dana Desa; dan (c) Ekspansi jumlah penerima manfaat 
Kartu Sembako. Paket stimulus tambahan diluncurkan April 2020, dengan 
menggunakan APBN sebesar Rp.405,1 trilliun pemerintah membuat jaring 
pengaman. Salah satu jaring pengamannya adalah Jaring Pengaman Ekonomi 
sebesar Rp 70,1 triliun untuk ekspansi stimulus fiskal kedua dan subsidi 
bunga kepada debitur KUR, PNM dan Pegadaian, serta Program Pemulihan 
Ekonomi Nasional sebesar Rp 150 triliun untuk paket stimulus di bidang 
keuangan. Pemerintah membuat dua p[rogram ekonomi prioritas yang 
diformulasikan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020. Dua proigram 
tersebut adalah Program ekuitas infrastruktur dan wilayah serta program 
penembangan ekonomi bernilai tambah. Program ekuitas infrastruktursalah 
satunya adalah Infrastruktur ekonomi untuk menjamin proses produksi dan 
distribusi untuk mempertahankan sektor UMKM dan ekonomi informa 
(Ramadhani, 2020). 
Jika kita mencermati uraian diatas tampak bahwa pemerintah sejak 
awal telah kosen dengan mempertahankan sektor UMKM. Berdasarkan hasil 
survei BPS (2020a) dengan sampel 34.559 UMK dan UBM di Indonesia, 
hasilnya menunjukkan bahwa 6 dari 10 perusahaan masih dapat beroperasi 
meski dalam masa pandemi. Gambar 1 menunjukkan bahwa meskipun 
beroperasi namun sebagian besar pelaku usaha mengakui bahwa terjadi 
penurunan pendapatan, yaitu 82,85 persen, atau dapat dikatakan 8 dari 10 
pelaku usaha mengalami penurunan pendapatan. Sektor usaha yang paling 
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terdampak Covid-19-19-19 adalah Akomodasi dana makanan 92,47 persen, 
sektor jasa lainnya 90,90 persen dan sektor transportasi dan pergudangan 
sebesar 90,34 persen. Penurunan pendapatan tersebut menyebabkan 
terjadinya kendala keaungan yang berdampak pada operasional perusahaan, 
kurang lebih 62,21 persen pelaku usaha mengalami hal ini  (BPS, 2020a).  
 
Gambar  1: % Perubahan Pendapatan(Bps, 2020a) 
 
 BPS juga melakukan survei dampak Covid-19  di Jawa Tengah dan 
hasilnya tidak jauh berbeda dengan kondisi nasional. Dengan sampel 3.802 
pelaku usaha di Jateng 5 dari 10 pelaku usaha masih beroperasi seperti biasa. 
Namun demikian perusahaan membuat kebijakan antara lain berhenti 
beroperasi, beroperasi dengan penerapan WFH sebagian pegawai, beroperasi 
dengan penerapan WFH seluruh pegawai, beroperasi dengan pengurangan 
kapasitas. Kondisi pelaku uaha di Jateng juga mengakui telah terjadi 
penurunan pendapatan yaitu sekitar 85,6 persen (BPS, 2020b). Sekitar 63,10 
persen UMK dan 50,70 persen UMB menghadapi kendala keuangan terkait 
pegawai dan operasional. Kendala-kendala tersebut disikapi oleh pelaku 
usaha dengan beberapa kebijakan.  
Sebagian kecil pelaku usaha mampu meningkatkan pendapatan, 
kurang lebih 2 persen. gambar 2 menunjukkan kebijakan yang mereka buat, 
antara lain adalah 44,2 persen mengaku meningkatkan kapasitas produksi, 
sebanyak 24,7 persen melakukan penambahan modal kerja, sebanyak 15,6 
persen melakukan penambahan tenaga kerja, dan sebanyak 15,5 persen 





Gambar  2: Kebijakan Pelaku 
Usaha Agar Tetap Bertahan 
(BPS, 2020B) 
 
Gambar  3: Bantuan Yang 
Dibutuhkan UMK (BPS, 
2020B) 
 
UKM dan Usaha mikro beradaptasi terhadap kejadian luar biasa yang 
sedang berlangsung ini. Salah satu yang ditempuh oleh UMKM adalah 
melakukan diversifikasi. Diversifikasi usaha merupakan upaya menjalankan 
proses bisnis seperti biasa namun ada penambahan produk, bidang usaha dan 
lokasi bisnis untuk meningkatkan pendapatan. Berdasarkan data BPS tiga 
sektor usaha yang paling tinggi persentasenya dalam melukan diversifikasi 
adalah Penyedia akomodasi sebanyak 26 persen, industri pengolahan 24,9 
persen dan Perdagangan Besar danEceran; Reparasi Mobil dan Sepeda 
Motor sebesar 21.9 persen.   Sedangkan 6.3 persen perusahaan memilih 
untuk beralih kesektor yang berbeda (BPS, 2020b).  
Kondisi di Jawa tengan tersebut perlu disikapi bijak olah banyak 
pihak. Usaha-usaha bertahan hidup para pelaku usaha tersebut tentu saja 
tidak dapat dilakukan secara benar-benar mandiri, mereka membutuhkan 
bantuan. Bantuan yang dibutuhkan oleh UMK antara lain modal kerja serta 
kemudahaan pengajuan pinjaman, relaksasi/ penundaan pembayaran 
pinjaman, keringanan tagihan listrik untuk operasional serta penundaan 
pembayaran pajakgambar 3 menujukkan hal tersebut. Tujuh dari setiap 10 
pelaku usaha UMK membutuhkan bantuan modal usaha sebagai bantuan 
yang paling diperlukan di masa pandemi 
Bantuan modal usaha yang merupakan bantuan bagi UMK yang 
paling dibutuhkan dapat diperoleh melalui banyak sumber. Berdasarkan UU 
No. 20 Tahun 2008 pasal 8 dijelaskan bahwa UMK dapat memperluas 
sumber pendanaan melalui akses kredit perbankan dan lembaga keuangan 
bukan bank. Pengajuan pinjaman oleh UMK sering kali mengahdap kendala 
antara lain adalah penyediaan informasi keuangan perusahaan. Pelaku usaha 
biasanya akan diminta menyediakan laporan cashflow dan laporan transaksi 
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keuangan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan serta kinerja 
usaha. UMK sering tidak mampu menyediakan informasi tersebut karena 
kedala pengetahuan, terlebih lagi sejak 2018 telah ditetapkan standar 
akuntansi untuk Entitas Mikro Menengah dan Kecil (SAK EMKM). SAK 
EMKM ini sebenarnya membuat informasi keuanga lebih terstruktur dan 
lebih mudah di bandingkan karena adanya keseragaman, namun demikian 
kembali lagi pada kapabilitas pelaku usaha. Lagi-lagi pelaku usaha terbentur 
pada kapabilitasnya untuk dapat menyediakan informasi keuangan sebegai 
bagian dari syarat administrasi peminjaman dana modal. Chapter dari buku 
ini akan membahas lebih dalam tentang tarik ulur kendala dan kebutuhan 
akan penyediaan informasi keuangan dalam dunia UMK.  
 
PEMBAHASAN 
USAHA MIKRO DAN KECIL 
Pasal 1 UU no 20 tahun 2008 mejelaskan tentang apa yang dimaksud 
dengan Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan 
dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. 
Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 
anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 
menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah 
atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. 
Pasal 6 UU no 20 tahun 2008 menjelaskan kriteria Usaha Mikro 
adalah sebagai berikut: a). memiliki kekayaan bersih paling banyak 
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan 
bangunan tempat usaha; atau b). memiliki hasil penjualan tahunan paling 
banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Kriteria Usaha Kecil 
adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh 
juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil 
penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) 
sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus 
juta rupiah). Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: a). memiliki 
kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai 
dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak 
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b). memiliki hasil 
penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta 
rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh 
milyar rupiah).(Pemerintah RI, 2008) 
SAK EMKM 
Sebagai sebuah lembaga profesi Ikatan Akuntan Indonesia telah 
menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro Kecil dan 
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Menengah (SAK EMKM). Sesuai dengfan ruang lingkup SAK EMKM, 
Entitas mikro, kecil, dan menengah adalah entitas tanpa akuntabilitas publik 
yang signifikan, yaitu yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, 
kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia, setidaktidaknya selama dua tahun 
berturut-turut.(DSAK-IAI, 2018) 
Tujuan diterbitkannya laporan keuangan adalah untuk menyediakan 
informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang 
bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan 
ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan 
keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Laporan 
keuangan lengkap EMKM minimum terdiri dari: 
a) Laporan posisi keuangan pada akhir periode 
b) Laporan laba rugi selama periode 
c) Catatan atas laporan keuangan, yang berisi tambahan dan rincian akun-
akun tertentu yang relevan. 
Laporan Posisi Keuangan, merupakan informasi posisi keuangan 
entitas yang terdiri dari informasi mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas 
entitas pada tanggal tertentu, dan disajikan dalam laporan posisi 
keuangan.Aset merupakan harta entitas yang memiliki manfaat ekonomi 
masa depan artinya aset tersebut untuk memberikan kontribusi, baik secara 
langsung maupun tidak langsung, terhadap arus kas kepada entitas. Entitas 
dapat menyajikan sebagai aset lancar dan aset tidak lancar.Entitas 
mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar jika diperkirakan akan direalisasi 
atau dimiliki untuk dijual atau digunakan, dalam jangka waktu siklus operasi 
normal entitas, dan berupa kas atau setara kas, kecuali jika dibatasi 
penggunaannya dari pertukaran atau digunakan untuk menyelesaikan 
liabilitas setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.Entitas 
mengklasifikasikan semua aset lainnya sebagai tidak lancar. Jika siklus 
operasi normal entitas tidak dapat diidentifikasi dengan jelas, maka siklus 
operasi diasumsikan 12 bulan. 
Liabilitas, yaitu kewajiban entitas saat ini untuk bertindak atau 
melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu. Entitas mengklasifikasikan 
liabilitas dapat berupa liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. 
Disajikan sebagai liabilitas jangka pendek jika diperkirakan akan 
diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi entitas dan entitas 
tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas 
setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.Entitas 
mengklasifikasikan semua liabilitas lainnya sebagai liabilitas jangka panjang. 
Liabilitas dicatat sebesar jumlah yang harus dibayarkan.Liabilitas 
dikeluarkan atau dihentikan pengakuannya ketika liabilitas tersebut telah 
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dilunasi dengan kas atau setara kas dan/atau aset nonkas telah dibayarkan 
kepada pihak lain sebesar jumlah yang harus dibayarkan. 
Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh 
liabilitasnya. Salah satu bagian dari entitas adalah modal yang disetor oleh 
pemilik dana dapat berupa kas atau setara kas atau aset nonkas yang dicatat 
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku 
Laporan laba rugi, laporan ini berisi informasi kinerja keuangan 
entitas terdiri dari informasi mengenai penghasilan dan beban selama periode 
pelaporan, dan disajikan dalam laporan laba rugi. Unsur-unsur tersebut 
adalah: Penghasilan (income.),dan Beban (expenses).  
Catatan atas laporan keuangan (CALK) memuat, a) pernyatan bahwa 
laporan keuangan dan b) ikthisar kebijakn akuntansi. CALK merupakan 
informasi tambahan dan rincian akun tertentu yang digunakan untuk 
menjelaskan transaksi penting dan material sehingga memiliki manfaat bagi 
pengguna dalam memahami laporan keuangan.  
 
DAMPAK PANDEMI COVID-19   
Pada bulan November 2020 kami melakukan uji coba software 
akuntansi pada 30 UMK (Usaha Mikro dan Kecil) di Semarang. Peserta 
workshop diminta untuk mengisi survey tentang dampak pandemic Covid-19  
pada usaha mereka, apakah berdampak negative, tidak berdampak, atau 
berdampak positif.  Sangat menarik bahwa ternyata hasil survey 
menunjukkan bahwa yang terdampak negatif adalah sebesar 52 persen. 
Bahkan 21 persen justru menyatakan mendapat dampak positif dari situasi 
pandemic, sementara 28 persen menyatakan tidak terdampak. Artinya, 
sebagian usaha-usaha kecil ini ternyata cukup menunjukkan ketahanan dari 
hantaman krisis pandemi Covid-19 .  
Pada usaha yang terdampak negatif, 17 persen di antaranya 
mengalami penurunan pendapatan hingga antara 76 persen-100 persen. 
Bagian terbanyak yaitu 39 persen di antaranya mengalami penurunan 
pendapatan antara 51 persen-75 persen dan 33 persen mengalami penurunan 
antara 26 persen-75 persen. Sebagai upaya bertahan dari kondisi yang sulit, 
UMKM melakukan berbagai perubahan. Perubahan terbesar dilakukan pada 
pemasaran, yang paling banyak adalah pada metode pemasaran, kemudian 
diikuti juga dengan perubahan area atau daerah pemasaran. Sebanyak 87,9 
persen UMKM harus mencari strategi metode pemasaran baru. Hal yang 
wajar mengingat social distancing yang memaksa toko-toko tutup selama 3 
sampai 4 bulan masa pandemi. Pemasaran digital merupakan strategi 
alternatif yang memungkinkan usaha-usaha dapat bertahan, bahkan menjadi 
strategi baru yang dimulai dari kondisi yang memaksa namun menjadi 
berkah bagi UMKM untuk memiliki channel pemasaran digital. Konsisten 
dengan perubahan metode pemasaran, perubahan area atau daerah pemasaran 
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juga dilakukan oleh 78,8 persen UMKM. Dengan metode pemasaran digital, 
area pemasaran menjadi terbuka lebih luas, bahkan mempunyai potensi 
menjangkau pasar tak terbatas.  
Perubahan pada produk utama dialami oleh 72,7 persen UMKM. 
Enam puluh tujuh persen (67 persen) UMKM, bahkan harus melakukan 
perubahan jenis usaha (dagang, jasa, manufaktur), dari perubahan yang 
sedikit (21 persen), perubahan besar (45,5 persen), bahkan perubahan yang 
fundamental (3 persen). Pengurangan tenaga kerja menjadi pilihan bagi 51,5 
persen UMKM, sementara 48.4 persen masih mempertahankan jumlah 
karyawan mereka. 
 
Gambar  4: Dampak 
Pandemi 
 
Gambar  5: Penurunan 
Pendapatan 
 
Gambar  6: Perubahan Bisnis Akibat 
Pandemi 
 
Gambar  7: Dampak Negatif 
Pandemi 
 
Gambar  8: Dampak Positif 
Pandemi 
Di sisi lain, pandemi Covid-19 justru dirasakan memberikan berkah 
kepada 21 persen UMKM. Permintaan terhadap produk mereka justru 
meningkat dengan rata-rata harga jual yang juga meningkat. Dengan 
demikian produksi meningkat dan pendapatan pun mengalami peningkatan. 
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Kelompok UMKM ini adalah kelompok yang sudah menggunakan strategi 
digital sebelum pandemi. Diantaranya adalah usaha frozen food, makanan 
siap saji yang dibekukan. Kemudian jasa kurir, yang justru bertumbuh 
selama masa pandemi.  
Ketika sebagian besar masyarakat harus bekerja berada di rumah, 
bekerja dari rumah (work from home), demikian juga pelajar dan mahasiswa 
harus belajar dari rumah, sementara pada 4 (empat) bulan pertama pandemi 
masyarakat juga masih takut berbelanja ke pasar maupun tukang sayur 
keliling, maka makanan beku atau frozen food yang dipasarkan secara online 
juga, menjadi solusi yang tepat. Kebutuhan masyarakat akan makanan siap 
saji yang dibekukan meningkat. Pandemi membawa peluang baru bisnis 
makanan rumahan (Handayani (2020); Sutriyanto (2020)]. Peningkatan 
permintaan produk frozen food dan amakanan rumahan lainnya yang 
dipasarkan secara online, otomatis mendorong pula perminataan akan jasa 
kurir atau pengantaran (delivery). Meskipun sebagian pangsa masih dikuasai 
oleh armada pengantar besar, seperti GoFood dan GrabFood, namun juga 
terbuka peluang untuk mengambil niche market untuk usaha-usaha kecil jasa 
kurir atau pengantar. 
 
MANFAAT DAN KEBUTUHAN UMKM AKAN LAPORAN 
KEUANGAN 
Di tengah krisis pandemi Covid-19, pemerintah memberikan berbagai 
stimulus untuk menggiatkan kembali perekonomian nasional. Beberapa 
kebijakan perpajakan yang diberikan berupa pembebasan Pajak Penghasilan 
Pasal 21 untuk karyawan, pembebasan Pajak Penghasilan Pajak 22 Impor 
untuk sektor tertentu selama 6 bulan. pengurangan besaran angsuran Pajak 
Penghasilan Pasal 25 sebesar 30 persen untuk beberapa sektor yang telah 
ditentukan, percepatan restitusi Pajak dan penurunan tarif Pajak Penghasilan 
badan.  
Pemerintah juga melakukan melakukan upaya-upaya untuk 
menyelamatkan UMKM melalui perbankan. Sejak awal Covid-19 menjadi 
pandemi yaitu pertengahan Maret 2020 pemerintah memfokuskan perbaikan 
kredit dari sisi UMKM. Mulai dari restrukturisasi, hingga subsidi 
bunga(Alfi, 2020). Pada awal Juli 2020, pemerintah memberikan stimulus 
kredit modal kerja UMKM berupa subsidi bunga dan premi penjaminan 
kredit modal kerja. Namun demikian, tidak semua UMKM terjangkau kredit 
perbankan. Akses perbankan memerlukan beberapa persyaratan. Satu di 
antaranya adalah laporan keuangan. Ditengah upaya meningkatkan stimulus 
kredit pada UMKM, perbankan juga harus sangat hati-hati memilih debitur 
yang usahanya masih sehat dan mampu memenuhi kewajibannya. Perbankan 
membutuhkan laporan keuangan UMKM guna menilaifeasibility UMKM 
untuk mendapatkan pendanaan perbankan.  
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UMK sebenarnya sudah cukup mempunyai kesadaran akan manfaat 
laporan keuangan. Mereka memahami bahwa laporan keuangan bermanfaat 
untuk mengetahui kondisi keuangan usaha dan kinerja usaha. Tidak hanya 
itu, UMK juga mengetahui bahwa laporan keuangan juga bermanfaat untuk 
membuat perencanaan ke depan. Justru persepsi atas manfaat laporan 
keuangan untuk mengakses pendanaan perbankan dan sumber eksternal 
lainnya, belum terlalu menjadi perhatian mereka. Manfaat untuk internal 
dipersepsikan lebih tinggi dibandingkan manfaat laporan keuangan untuk 
mencapatkan sumber pendanaan eksternal. Jika dilihat dari struktur 
pendanaannya, memang tampak bahwa 85 persen UMK ini sepenuhnya 
menggunakan modal sendiri. Sebagian UMK merasa belum mempunyai 
keberanian untuk mengakses perbankan dan sumber pendanaan eksternal 
lain, karena mempertimbangkan bunga pinjaman yang harus dibayarkan. 
Mereka berpendapat lebih aman menggunakan modal sendiri. Meskipun 
pertumbuhan usaha menjadi sangat tergantung pada laba yang diperoleh saja, 
namun risiko yang ditanggung lebih rendah. 
 
 
Gambar  9: Persepsi Manfaat Laporan Keuangan 
Keterangan: Skor 1 – 5 








Hal yang menarik adalah bahwa persepsi atas manfaat dan kebutuhan 
laporan keuangan tersebut tidak dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19 
pada usaha mereka. Uji kausalitas dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh 
dari dampak pandemi Covid-19 yang dialami pada UMK terhadap persepsi 
mereka atas manfaat dan kebutuhan akan laporan keuangan (sig 0,16).  Jika 
dilihat dari persepsi UMK atas manfaat laporan keuangan yang tinggi, maka 
dapat dianalisis bawah tinggi rendahnya perubahan bisnis UMK akibat 
pandemi tidak mengubah kebutuhan mereka akan tersedianya laporan 
keuangan. UMK secara umum memahami manfaat laporan keuangan, 
terutama untuk dapat mengevaluasi kinerja, memonitor dan mengelola 
keuangan, dan mengambil keputusan yang lebih tepat. Jadi faktor utamanya 
justru kebutuhan internal, lebih tinggi daripada kebutuhan untuk mengakses 
pendanaan perbankan atau lembaga keuangan lainnya. 
 
KENDALA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 
Tujuh puluh tujuh persen (77 persen) UMK menyatakan memiliki 
laporan keuangan, namun 52 persen hanya memiliki laporan arus kas. Itupun 
laporan arus kas dalam pemahaman mereka adalah mutasi kas atau buku kas. 
Kemudian 26 persen menyatakan memiliki laporan arus kas dan laporan laba 
rugi. Neraca hanya dimiliki oleh 11 persen UMK. Kondisi ini menunjukkan 
bahwa kondisi sebenarnya dapat dikatakan bahwa kemampuan UMK 
menyusun laporan keuangan masih sangat terbatas. 
 
 





Gambar  12: Laporan Keaungan yang Dimiliki 
 
Persoalan yang dihadapi adalah masih kurangnya kemampuan UMK 
menyusun laporan keuangan. Hasil survey (dengan skala 1 sampai dengan 5) 
memperlihatkan bahwa kemampuan paling tinggi adalah menghitung harga 
pokok produksi. Penghitungan harga pokok produksi merupakan kebutuhan 
utama UMK sebagai dasar penentuan harga jual. Namun komponen yang 
dihitung dalam harga pokok produk umumnya hanya biaya bahan baku dan 
penolong. Mereka belum memahami bagaimana membebankan biaya tenaga 
kerja langsung dan biaya overhead pabrik dalam perhitungan harga pokok 
produksi. Ketika pelatihan diberikan untuk dapat menghitung secara detil, 
semua komponen biaya produksi, banyak yang menyatakan bahwa 
perhitungan harga pokok selama ini terlalu rendah. 
Di bawah kemampuan menghitung harga pokok produksi, adalah 
kemampuan membaca laporan keuangan. Dalam hal menyusun laporan 
keuangan, kemampuan tertinggi adalah menyusun laporan laba rugi, namun 
masih berada pada skala sedang (rata-rata 3.14 dari rentang skor 1 sampai 
dengan 5). Pendapatan dan beban masih diakui sebatas dasar kas (cash 
basis), belum termasuk akun-akun akrual. Saat pelatihan menyusun Neraca 
dilakukan, UMK peserta workshop belum memahami bagaimana 
perhitungan beban penyusutan aset tetap. Kemampuan menyusun Neraca 
adalah yang terendah dibandingkan kemampuan menyusun laporan laba rugi 
dan arus kas (rata-rata 2,89 dari rentang skor 1 sampai dengan 5). UMK 
masih merasakan kesulitan yang cukup tinggi dalam menyusun laporan 
keuangan. Ditambah dengan keterbatasan waktu yang dimiliki untuk 




Gambar  13: Kemampuan Menyusun Laporan Keuangan 
Sumber: Data Penelitian (2020) 
Keterangan: Skor 1 – 5 
 
PERAN AKUNTAN & DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI 
Akuntan melalui Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan perguruan 
tinggi dapat mengambil peran penting dalam membantu peningkatan 
kapasitas UMK melalui laporan keuangan. Akuntan dapat menyelenggarakan 
workshop / pelatihan penyusunan laporan keuangan. Hasil survei 
menunjukkan baru 29% UMK yang memperoleh pengetahuan akuntansi 
melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh institusi. Peran aktif IAI dan 
perguruan tinggi masih sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pengetahuan 
dan ketrampilan UMK mencatat transaksi dan menyusun laporan keuangan.   
Namun demikian, masih ada keterbatasan lain bagi UMK untuk dapat 
mencatat transaksi dan menyusun laporan keuangan, yaitu waktu. 
Pengelolaan UMK umumnya masih berada penuh di tangan pemilik usaha. 
Pemilik atau pengusaha melakukan semua aktivitas manajerial dan 
operasional di sepanjang rantai nilai usaha, dari pengadaan barang, produksi, 
hingga pemasaran. Fokus pada aktivitas nilai utama (primaryactivities) 
sudah menyita waktu dan energi. Proses akuntansi yang memang menyita 
waktu, tidak mendapat alokasi waktu yang cukup.   
 




Gambar  15: Persepsi Manfaat Software 
Keterangan : Skor 1 – 5 
Sumber : Data Penelitian (2020) 
 
Perkembangan teknologi informasi, menawarkan berbagai 
keunggulan untuk pengelolaan bisnis, termasuk menyediakan aplikasi sistem 
informasi akuntansi. Software akuntansi mengotomatisasi pencatatan 
akuntansi dan pelaporan keuangan. Penggunaan software akuntansi 
memberikan solusi bagi pengguna yang tidak mempunyai pengetahuan 
akuntansi. Pengguna hanya perlu menginput data transaksi saja, software 
akan secara otomatis menjurnal transaksi secara double entry dan 
menghasilkan laporan keuangan secara real time. Penggunaan aplikasi sistem 
informasi akuntansi oleh UMKM akan sangat membantu mereka menyusun 
laporan keuangan.  
UMK menilai bahwa penggunaan software akuntansi sangat 
bermanfaat (skor rata-rata diatas 4,5 dalam rentang 1 sampai dengan 5). 
Software akuntansi dinilai berguna untuk menjalankan usaha, menyelesaikan 
pekerjaan dengan cepat, meningkatkan produktifitas, dan meningkatkan 
kesempatan memperoleh kinerja lebih baik. Minat UMK untuk 
menggunakan software akuntansi sangat tinggi.  
 
Tabel 1: Minat Menggunakan Software Akuntansi  
Variabel Indikator Skor Nilai 
Intention to use 
Ingin menggunakan 4,61 Sangat Berminat 
Akan menggunakan 4,67 Sangat Berminat 
Berencana menggunakan 4,67 Sangat Berminat 




Tantangan bagi UMK adalah memilih software akuntansi yang memenuhi 
kebutuhan pemrosesan transaksi hingga pelaporan keuangan. Software 
akuntansi sudah banyak dikembangkan untuk UMK, namun kapasitasnya 
hanya dapat memenuhi kebutuhan sub sistem saja dari keselutuhan proses 
bisnis perusahaan. Banyak software tersedia dengan kemampuan sebagai 
poin of sales system (POS) yang digunakan untuk mencatat penjualan. 
Namun software tidak mencakup siklus transaksi lain dan tidak tidak 
menghasilkan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi EMKM. 
Sementara software sistem informasi akuntansi terintegrasi yang ada, lebih 
tepat melayani segmen usaha dengan skala yang lebih besar, karena mahal 
dan kompleks. Software juga perlu didesain user friendly, mudah 
dioperasikan oleh UMK dengan keterbatasan kemampuang dan sumber daya 
manusia yang tersedia. 
Tantangan berikutnya adalah mempersiapkan UMK untuk dapat 
mengimplementasikan software akuntansi. Pekerjaan awal setting data dalam 
sistem memang merupakan tahapan yang terberat, detil, dan membutuhkan 
waktu relatif lama. Selanjutnya pencatatan transaksi sangat mudah 
dilakukan. Kendalanya bukan terletak pada pengoperasian sistem, namun 
pada kesiapan data. Rata-rata UMK tidak siap dengan data, karena selama ini 
tidak mempunyai pencatatan yang memadai. UMKM yang sebagian besar 
hanya mempunyai catatan berupa buku kas saja, membutuhkan 
pendampingan untuk dapat mempersiapkan datadata master dan Neraca awal 
yang akan di-input dalam software akuntansi. 
Ketika kendala data sudah teratasi sepenuhnya, maka diharapkan 
akan meningkat persepsi atas kemudahan sistem. Karena pengguna akan 
merasakan mudahnya proses input transaksi dan dapat menampilkan laporan-
laporan secara otomatis dan real time dapat ditampilkan langsung setiap saat. 
Peningkatan kemampuan mengoperasikan software akuntansi dan tingginya 
persepsi UMK atas manfaat sotware akuntansi akan meningkatkan adopsi 
software akuntansi oleh UMK(Davis, 1989, 1993; Davis, Bagozzi, & 
Warshaw, 1989). Kendala pencatatan akuntansi atas transaksi dan 
penyusunan laporan keuangan dapat teratasi.  
Mata rantai selanjutnya diharapkan terjadi rekayasa sosialkarena 
dengan kemampuan UMKMemproses transaksi lebih mudah, otomatis 
catatan akuntansi dan laporan keuangan tersedia, kemampuanUMK dapat 
mengelola, memonitor dan mengevaluasi kinerja usahanya meningkat. 
Laporan keuangan menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih baik. 
Akses UMK pada sumber-sumber pendanaan lembaga keuangan meningkat. 
Pada akhirnya meningkatkan potensi UMK untuk berkembang ke skala 




Pandemi Covid-19  membuat semua sektor usaha harus mengalami 
perubahan bahkan mengalami sebuah loncatan besar. Perubahan tersebut 
mendorong munculnya kebutuhan untuk berinovasi agar bisnis tetap dapat 
berjalan. UMK yang sebagian besar adalah usaha perorangan tentunya 
membutuhkan dukungan pendanaan yang untuk apat bertahan atau 
melakukan perubahan. Hal tersebut memunculkan kebutuhan akan informasi 
akuntansi dan keuangan, baik sebagai informasi sebagai dasar pengambilan 
keputusan bisnis maupun sebagai pemenuhan syarat ketika akan mengajukan 
pendanaan kepada bank atau lembaga keuangan. Disisi lain hal ini 
berhadapan langsung dengan kendala penyediaannya. Pelaku usaha 
seringkali terkendala kapabilitas untuk dapat membuat laporan keuangan. 
Dunia akademisi dan juga lembaga profesi akuntan memiliki peran penting 
untuk dapat membantu peningkatan kapasitas dan kapabilitas UMK dalam 
penyediaan informasi akuntansi. Berdasarkan hasil survei, baru 29% UMK 
yang memperoleh pengetahuan akuntansi melalui pelatihan yang 
diselenggarakan oleh institusi. Selain peningakatan kapabilitas melalui 
workshop, dunia pendidikan dapat memeitigasi kendala penyusunan laporan 
keuangan di UMK dengan penyediaan sarananya, yaitu berupa softwsre 
akuntansi. Software akuntansi yang mudah digunakan akan mendorong para 
pelaku usaha mempu menyediakan informasi akuntansi tersebut tanpa 
kendala. Jika semua sinergi ini terlaksana maka UMK dapat mengelola, 
memonitor dan mengevaluasi kinerja usahanyaserta mereka memiliki dasar 
pengambilan keputusan yang lebih baik. Hal yang tak kalah pentingnya 
adalah akses UMK pada sumber-sumber pendanaan lembaga keuangan 
meningkat dan akhirnya UMK mampu bertahan bahkan berkembang menjadi 
usaha dengan skala yang lebih tinggi. 
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MANAJEMEN RESIKO KEUANGAN UMKM 








Krisis yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 sejak bulan Maret 
2020 sampai sekarang telah menggoyahkan perekonomian Indonesia dalam 
dua kuartal terakhir. Bahkan Indonesia resmi mengalami resesi setelah 
ekonomi tumbuh negatif dalam dua kuartal berturut-turut. Banyak 
bisnis yang harus menyusun ulang strategi bisnis untuk bertahan menghadapi 
krisis Covid-19 ini. Penyesuaian harus dilakukan di semua aspek, model 
bisnis, saluran penjualan, dan bahkan metode komunikasi. Pada saat terjadi 
krisis moneter 1998, UMKM adalah sektor yang Tangguh. Oleh karena itu 
pada saat menghadapi krisis akibat dampat pandemi Covid-19 ini, sektor 
UMKM diharapkan dapat menjadi penyelamat keterpurukan ekonomi akibat 
pandemi. Harapan ini dilandasi pertimbangan bahwa UMKM memiliki 
kelebihan dibanding sektor industri korporasi, dikarenakan fleksibilitasnya. 
UMKM dapat dengan mudah mengubah bisnis mereka mengikuti peluang 
bisnis yang tersedia. Ketika bisnis UMKM jatuh, mereka dapat berpindah 
bisnis lain yang lebih potensial. Fleksibilitas ini yang tidak dimiliki oleh 
korporasi besar. 
Fenomena yang terjadi saat ini menurut Ariyati (2020), bila pandemi 
ini berakhir pada paruh  kedua tahun 2020 dan aktivitas ekonomi kembali 
normal, maka ekonomi Indonesia diprediksi  bisa tumbuh hingga 8,2 persen, 
sementara perekonomian dunia akan tumbuh hingga 5,8 persen. Pandemi 
virus Covid-19 mengancam krisis  ekonomi global dimana diprediksikan 
perekonomian dunia akan merosot hingga ke minus tiga persen sampai 
dengan tahun ini (World Economic Outlook April 2020, IMF). Namun 
demikian tidak semua bisnis mengalami pertumbuhan negatif, ada pula yang 
mendapatkan pertumbuhan positif. Oleh karena itu sektor bisnis harus 
mampu beradaptasi. 
Dengan adanya pembatasan sosial baik skala global maupun lokal 
mendorong konsumen untuk lebih berbelanja produk lokal. Dengan begitu 
kunci keberhasilan bagi UKM untuk bertahan menghadapi krisis hanya satu, 
yaitu inovasi. UMKM perlu lebih cerdas dalam melihat peluang dan 
mengkreasikan produk dengan memaksimalkan bahan-bahan lokal. Dengan 
begitu, pandemi Covid-19 justru akan menjadi momentum agar brand lokal 
bangkit sehingga pasca krisis nanti, ekonomi Indonesia akan lebih kuat 
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dengan produk nasional. Tidak hanya inovasi produk dan layanan melainkan 
juga inovasi dalam hal saluran penjualan. Apalagi di era digitalisasi seperti 
ini, UMKM harus segera beradaptasi agar dapat bersaing di masa pandemi 
ini, dengan memanfaatkan teknologi yang semakin berkembang.  
Disamping itu, hal penting yang harus dikelola dengan baik dalam 
menjalankan usaha adalah adanya resiko bisnis. Oleh karena itu setiap usaha 
harus memperhitungkan resiko usaha dan berusaha meminimalisir resiko 
dengan perencanaan yang matang. Manajemen risiko merupakan suatu hal 
yang mutlak lakukan jika kita ingin menghindari kerugian dalam usaha. 
Risiko merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan 
(anticipated) maupun yang tidak dapat diperkirakan (unanticipated) yang 
berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan. Esensi dari 
penerapan manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi 
pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha tetap terkendali pada batas yang 
dapat diterima serta menguntungkan. Dengan pengelolaan yang baik maka 
suatu bisnis dapat terhindar dari kerugian bahkan kebangkrutan. Demikian 
juga dengan usaha kecil mikro dan menengah yang kecukupan modal belum 
banyak, dan operasional yang belum maksimal sangat rentan terhadap 
perubahan resiko. Sektor UMKM menjadi sektor usaha yang terkena dampak 
pandemic Covid 19. Ketidakmampuan mereka melakukan analisis risiko dan 
sulitnya melakukan pemulihan pasca bencana merupakan permasalahan 
utama UMKM saat ini.  
Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Setyawan et al., dalam Aris 
Susetyo dan Anton Prasetyo (2020), UMKM sangat jarang terlibat dengan 
perbankan atau lembaga keuangan, karena dianggap tidak layak perbankan 
(unbankable). Kondisi ini terjadi karena ketidakmampuan pelaku usaha 
UMKM dalam mempersepsikan prospek dan risiko bisnis dalam 
menjalankan usaha. Penanganan dampak seperti ini hanya dilakukan pada 
saat proses pemulihan pasca pandemic dan sangat jarang dipersiapkan 
antisipasi ke depannya. Oleh karena itu  model manajemen risiko bisnis bagi 
UMKM adalah bagian dari strategi mempersiapkan institusi dalam 
mengantisipasi dampak sistemik atau dampak tidak langsung dari suatu 
bencana, termasuk akibat pandemic COVID 19. Hal ini yang menjadi alasan 
pentingnya manajemen risiko keuangan bagi Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah terutama dalam menghadapi COVID 19. Dengan demikian 
pengembangan kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) harus 
disertai dengan strategi pengelolaan dan mitigasi risiko agar UMKM bisa 






Dampak Pandemi Pada UMKM  
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memegang peranan 
utama dalam transisi ekonomi saat ini. UMKM diakui merupakan mesin 
penggerak dari pertumbuhan ekonomi dan sumber dari perkembangan yang 
berkelanjutan yang penting bagi restrukturisasi industri, pembukaan 
lapangan kerja baru, dan menciptakan pendapatan bagi masyarakat, 
meskipun pengangguran masih menjadi permasalah yang terus meningkat di 
masyarakat (Koyunchugil dan Ozgul- bas, dalam M. Farid Wajdi. Et al., 
2012). Usaha mikro kecil dan menengah yang masih dalam proses 
pertumbuhan akan menghadapi beberapa macam risiko yang dapat 
menghambat perkembangan dan pertumbuhan usaha. Chen (2010) 
mengemukakan bahwa 90% dari perusahaan tersebut akan bertahan lebih 
dari 3 tahun dan dapat tumbuh menjadi perusahaan yang sukses. Dengan 
demikian UMKM harus aktif dalam merespon pertumbuhan risiko yang telah 
menjadi permasalahan penting.  
Pandemi Covid-19 membawa berbagai dampak pada perekonomian 
seperti terjadi kesusahan dalam mencari lapangan pekerjaan, susah untuk 
memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tidak mempunyai penghasilan dalam 
memenuhi kebutuhan untuk sehari-hari dan juga banyak kesusahan yang di 
terima dari semua sektor perekonomian dalam semua bidang juga merasakan 
dampak dari Covid-19 (Hanoatubun, 2020). Sampai dengan 17 April 2020, 
sebanyak 37.000 pelaku UMKM melaporkan diri kepada Kementerian 
Koperasi dan UKM terdampak pandemi Covid-19 (Setiawan, 2020b). 
Kesulitan yang dialami oleh UMKM selama pandemi itu terbagi dalam 
empat masalah yaitu : 1) terdapat penurunan penjualan karena berkurangnya 
aktifitas masyarakat di luar luar sebagai konsumen; 2) kesulitan permodalan 
karena perputaran modal yang sulit sehubungan tingkat penjulan yang 
menurun; 3) adanya hambatan distribusi produk karena adanya pembatasan 
pergerakan penyaluran produk di wilayah-wilayah tertentu; dan 4) adanya 
kesulitan bahan baku karena sebagai UMKM menggantungkan ketersediaan 
bahan baku dari sektor industri lain. Tabel 1 menunjukan adanya dampak 
penurunan penjualan menjadi persoalan terbesar yang dirasakan oleh pelaku 
UMKM. Dampak pandemi terhadap UMKM diyakini dapat lebih besar, 
karena tingginya tingkat kerentanan dan minimnya ketahanan akibat 
keterbatasan sumber daya manusia, supplier, dan opsi dalam merombak 





Tabel 1 Dampak Covid-19 Terhadap UMKM 
 
 Sumber: Setiawan (2020b) dan Kemenkop UKM (2020) 
 
Pandemi COVID 19 telah mempengaruhi pola usaha UMKM. Oleh 
karena itu UMKM membutuhkan suatu strategi, bagaimana pengelolaan 
risiko-risiko yang berkaitan dengan pengembangan usahanya. Hal ini karena 
sektor UMKM menyumbang sebesar 60 persen dari total PDB Indonesia dan 
menyediakan hampir 90 persen dari total lapangan pekerjaan, serta berperan 
penting dalam hal ekspor dan investasi. Oleh karena itu pemerintah 
sangat concern sekali dengan sektor UMKM ini, hingga dalam lima tahun ke 
depan ditargetkan akan menaikkan nilai ekspor sebesar 18 persen, yang 
mana saat ini UMKM menyumbang nilai ekspor sebesar 14 persen. 
Beberapa rancangan pemerintah untuk pengembangan UMKM, yaitu 
pengembangan UMKM yang dilakukan dengan pendekatan kelompok atau 
klaster, penentuan prioritas komoditi berorientasi ekspor dan substitusi 
impor, pemberdayaan UMKM yang dilakukan secara lintas sektoral 
dengan one gate policy, serta dengan cara modernisasi dan inovasi dari 
berbagai hal. Oleh karena itu, penting sekali bagi para pelaku UMKM untuk 
lebih memperhatikan manajemen risiko dalam usahanya, terlebih di saat 
pandemi COVID 19 seperti saat ini. Kegiatan mengatur risiko bisa dilakukan 
dengan cara identifikasi, analisis, menilai, meminimalisir dan menghilangkan 
risiko yang tidak dikehendaki dan mengatur kondisi agar dapat 
menanggulangi risiko terhadap pendapatan bisnis dengan pendekatan yang 
terintegrasi. 
 
Manajemen Resiko Bagi UMKM  
Risiko merupakan sesuatu yang wajar dan harus dihadapi terutama 
bagi dunia usaha. Risiko muncul karena adanya ketidakpastian dan dunia 
usaha yang penuh dengan ketidakpastian. Hal ini berarti risiko menjadi hal 
yang tidak mungkin dihindari. Dalam konteks penggunaan modal risiko 
didefinisikan sebagai variabilitas dari keuntungan atau pendapatan yang 
diharapkan terjadi. Risiko bisnis adalah ketidakpastian pada perkiraan 
pendapatan operasi perusahaan dimasa yang akan datang karena kurang atau 
tidak tersedianya cukup informasi tentang apa yang akan terjadi. Usaha kecil 
dan menengah yang masih dalam proses pertumbuhan akan menghadapi 
 
111 
beberapa macam risiko yang dapat menghambat perkembangan dan 
pertumbuhan usaha.  
Dalam aspek manajemen keuangan kurangnya modal menjadi 
masalah yang banyak ditemui UMKM. Banyak UMKM yang merasa yakin 
bahwa usahanya akan tumbuh dan dapat memperluas pemasaran, namun 
terkendala dari sisi modal yang terbatas. Bahkan sebagian dari UMKM 
masih belum tersentuh lembaga keuangan (bank), sehingga mengambil jalan 
untuk memanfaatkan lembaga keuangan mikro walaupun dengan beban dan 
resiko yang cukup berat.  
Manajemen keuangan menjadi core berkembangnya bisnis dan 
permasalahan banyak pelaku UMKM. Dengan memiliki arus kas yang kuat 
dapat membuat bisnis berjalan baik. Pengelolaan arus kas yang salah akan 
menimbulkan masalah pada bisnis. Pengelolaan keuangan yang tidak efisien 
akan menimbulkan masalah, yaitu adanya pengeluaran keuangan lebih besar 
dari pemasukan. Hasil penelitian dari Aris Susetyo dan Anton Prasetyo 
(2020) mengemukakan bahwa beberapa pelaku UMKM di Kebumen tidak 
memperhatikan pengelolaan keuangan bisnis. Hal tersebut tentunya berakibat 
pengelolaan keuangan tidak bekerja secara efisien. Salah satu solusi 
permasalahan UMKM mengenai manajemen keuangan yaitu dengan 
melakukan pembukuan keuangan untuk mengetahui cashflow bisnis. 
Masalah lain yang sering dihadapi UMKM adalah kendala dari sisi pelaporan 
keuangan pembukuan yang masih manual. Pembukuan termasuk dalam 
pengelolaan keuangan yang menjadi salah satu inti keberhasilan usaha. 
Kesulitan dalam memperhitungkan omset, laba kotor sampai dengan laba 
bersih karena pembukuan yang masih manual seringkali menghambat 
UMKM untuk bisa growth dan scale up bisnisnya. 
Banyak UMKM yang terlalu fokus pada proses produksi tanpa 
memperhatikan pemasaran, distribusi barang & pemasaran kurang tepat, 
kurangnya channel untuk pendistribusian barang, rekomendasi teman dan 
pemasaran dari mulut ke mulut bahkan menjadi channel favorit pelaku 
UMKM dalam memasarkan produknya. Kenyataan di lapangan, pelaku 
UMKM yang didominasi oleh generasi X ini hanya berfokus pada kualitas 
produksi barang, sehingga terkadang distribusi menjadi kurang fokus dan 
ditempatkan pada nomor ke sekian. Padahal Salah satu permasalahan 
UMKM yang sering dihadapi oleh usaha kecil adalah distribusi dan 
pemasaran yang kurang tepat.  
Dalam setiap pengelolaan risiko, sebagai pemilik usaha dituntut 
cermat dan tepat mengambil keputusan bukan hanya untuk jangka pendek 
dan menengah tapi juga dalam jangka panjang. Kunci utama dalam 
manajemen risiko adalah menetapkan prioritas masalah yang harus 
diselesaikan dengan memperkirakan skenario terburuk yang mungkin akan 
terjadi. Manajemen resiko merupakan proses yang melekat pada setiap 
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proses bisnis di setiap bagian dan level dalam perusahaan atau organisasi 
skala UMKM, sehingga mampu memberikan keyakinan tercapainya tujuan 
dan mengurangi ketidakpastian yang melekat pada suatu proses bisnis yang 
pada akhirnya akan menciptakan kesempatan atau opportunity secara lebih 
sistematis.  
Secara teoritik dalam manajemen resiko bentuk resiko ada dua yaitu 
Pure Risk (Risiko Murni), yang merupakan suatu risiko yang bilamana 
terjadi akan memberikan kerugian dan apabila tidak terjadi maka tidak 
menimbulkan kerugian namun juga tidak menimbulkan keuntungan. Risiko 
ini akibatnya hanya ada dua jenis yaitu rugi atau break event. Contohnya 
adalah pencurian, kecelakaan atau kebakaran. Kedua speculative risk (risiko 
Spekulatif), yaitu risiko yang berkaitan dengan terjadinya tiga kemungkinan, 
yaitu peluang mengalami kerugian, break even atau memperoleh 
keuntungan. Contohnya adalah dalam kegiatan investasi.  
Resiko yang sering muncul di UMKM meliputi : 1) risiko produk 
atau jasa. Risiko ini biasanya muncul jika barang terlalu lama ada di stok, 
kualitas barang turun, transportasi barang terhambat, kenaikan harga bahan 
baku, risiko penurunan kualitas layanan untuk jenis usaha jasa. Setelah 
mengidentifikasi risiko yang ada pada produk, dapat segera mencari dan 
memutuskan solusi untuk menyelesaikan persoalan. Jika risiko yang muncul 
melibatkan pihak lain seperti dalam transportasi barang, negosiasikan solusi 
dan jangan menunda untuk pindah layanan saat dibutuhkan; 2) risiko 
pemasaran dan promosi. Jumlah omset yang terus turun ataupun penurunan 
bahkan kehilangan pelanggan adalah indikasi utama pemasaran UMKM 
bermasalah. Persaingan pada usaha sejenis juga mempengaruhi pemasaran 
pada usaha kita. Oleh karena itu harus mencari invoasi pemasaran berbiaya 
rendah yang mampu mempertahankan jumlah penjualan. Dalam pemasaran 
dan layanan, mempertahankan pelanggan atau pembeli untuk tetap setia 
kepada kita lebih baik dibanding terus mencari pelanggan baru; 3) risiko 
keuangan, yang terkait dengan bidang lainnya karena saling terkait. Jika 
punya masalah dengan produksi ataupun layanan maka permasalahan 
keuangan juga akan terdapat di situ. Jika harus mengganti layanan distribusi 
barang maka biaya logistik baru juga muncul. Risiko keuangan juga berarti 
harus menghitung penyusutan setiap aset yang dimiliki serta imbal hasil 
investasi usaha terkait inflasi dan biaya produksi. Pengelolaan hutang juga 
akan menjadi bagian dari manajemen risiko keuangan karena terkait 
likuiditas aset yang dapat dipakai untuk menutup hutang.  
Hasil penelitian M. Farid Wadji (2012) yang mengembangkan model 
manajemen resiko untuk UMKM Kota Surakarta mengungkapkan bahwa 
model manajemen risiko bagi UMKM disusun dengan dua tahapan yaitu:  
1. Tahap I yaitu menganalisis persepsi risiko bisnis dari pelaku usaha 
UMKM dan Pemerintah Kota Surakarta berdasarkan Rencana 
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Penanggulangan Bencana Nasional 2010-2014. Pada tahap I ini 
dibangun sebuah expert choice model dari Analytic Hierarchy Process 
yang mengukur bobot risiko bencana di Kota Surakarta berdasarkan 
persepsi responden baik pelaku usaha UMKM, dan pemerintah daerah.  
2. Tahap II yaitu membangun model manajemen risiko bagi UMKM Kota 
Surakarta, berdasarkan analisis pembobotan variabel bencana dan 
risiko bisnis. Tahap II merupakan sebuah usaha membangun model 
manajemen risiko berdasarkan beberapa variabel risiko bisnis. 
Variabel-variabel yang merupakan faktor risiko bisnis UMKM adalah 
risiko kehilangan asset, risiko kehilangan pendapatan dalam jangka 
pendek, risiko kehilangan pendapatan dalam jangka panjang, risiko 
kehilangan pasar, risiko kehilangan tenaga kerja, risiko kehilangan 
pasokan bahan baku dan risiko permodalan.  
 
Hasil penelitian yang dilakukan terhadap 315 pelaku usaha UMKM 
di Kota Surakarta terebut menunjukkan sebanyak 70% dari pengusaha 
UMKM belum mempunyai pengetahuan tentang persepsi bencana yang 
mungkin menimpa usaha mereka. Persepsi resiko bencana belum begitu 
dipahami oleh pelaku usaha UMKM. Antisipasi bencana belum merupakan 
sesuatu yang dipandang penting selama bencana belum terjadi dan 
berdampak langsung kepada pelaku usaha UMKM. Kejadian bencana akibat 
pandemic COVID 19 ini merupakan gambaran nyata bahwa hampir seluruh 
wilayah Indonesia berpotensi terdampak bencana. Pengetahuan terhadap 
bencana yang mungkin terjadi harus dipahami oleh masyarakat. Potensi dari 
bencana yang mungkin terjadi akan memberikan gambaran terhadap 
antisipasi yang akan dilakukan oleh masyarakat. Sosialisasi terhadap 
antisipasi bencana harus dilakukan oleh semua pihak sehingga muncul 
kesadaran antisipasi terhadap dampak dari bencana.  
Pelaku usaha UMKM memandang resiko bencana sebagai sesuatu 
yang tidak pernah diperhitungkan atau tidak pernah dibayangkan karena 
mereka menganggap bencana sebagai sesuatu yang kecil kemungkinan 
terjadi jika mereka berhati-hati. Pelaku usaha UMKM hanya melakukan 
antisipasi dengan menerapkan standar keamanan kerja misalnya memisahkan 
tepat usaha dengan tempat tinggal, menempatkan peralatan/alat produksi 
yang mudah menimbulkan kebakaran di bagian paling belakang dari tempat 
tinggal, atau membuat rumah berlantai dua untuk mengantisipasi terjadinya 
banjir. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang benar akan pentingnya 
manajemen risiko keuangan bagi para pelaku UMKM. 
Usaha mikro kecil dan menengah bisa jadi lebih rentan terhadap 
berbagai ancaman yang tidak diinginkan yang dapat membuat gulung tikar 
usaha. Hal ini disebabkan oleh fluktuasi kondisi ekonomi dan ganguan bisnis 
lainnya seperti adanya pandemi seperti sekarang ini. Oleh karena itu pelaku 
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UMKM dianjurkan memiliki asuransi sebagai proteksi dan terhadap 
ancaman yang datang dalam usaha. Untuk menghindari resiko seperti ini 
UMKM dianjurkan untuk memiliki asuransi sebagai proteksi dalam 
usahanya. Ada beberapa manfaat asuransi bagi UMKM antara lain : 1) 
Perlindungan aset. Asuransi ini bisa memberikan perlindungan terhadap 
kepemilikan aset hingga seluruh produk dari usaha. Perlindungan dapat 
diberikan untuk kasus- kasus perampokan dan pencurian asset; 2) 
Perlindungan terhadap karyawan. Manfaat asuransi UMKM juga apat 
dirasakan bukan hanya saat terjadi bencana, tetapi bisa dirasakan oleh para 
karyawan. Manfaat dari asuransi dapat mengantisipasi karyawan dari 
berbagai jenis kecelakaan dan cacat. Selain itu juga memberikan 
perlindungan terhadap kesehatan dan jiwa pemegang polis pelaku UMKM 
termasuk ketika sakit dan harus rawat inap; dan 3) Perlindungan bisnis, 
manfaat lain yang dirasakan oleh pelaku usaha dengan adanya asuransi 
UMKM ini dapat melindungi setiap proses bisnis yang sedang dikerjakan 
dan beberapa aktivitas dari kerusakan hingga pencurian.  
Menurut Titisari (2020), untuk meminimalkan resiko keuangan 
perusahaan, ada beberapa hal yang perlu dilakukan para palaku UMKM 
yaitu : 
a. Memeriksa kondisi keuangan perusahaan. UMKM harus dapat 
mengukur kemampuan likuiditas yang dimiliki dan seberapa lama 
likuiditas dapat menghidupi usahnya. 
b. Memeriksa status asset dan utang. Pelaku UMKM harus membuat 
rincian asset dan hutang, sehingga mengetahui berapa modal kerja 
yang dimiliki. Pelaku UMKM perlu memanfaatkan kebijakan 
permerintah terkait retrukturisasi pinjaman apabila kondisi keuangan 
bisnis mengalami gangguan yang signifikan. 
c. Membuat business plan baru. Setelah mempryeksikan kelangsungan 
perusahaan, pelaku UMKM harus membuat business plan baru yang 
memuat strategi distribusi, system permodalan, dan pola pengeluaran. 
Dengan menggunakan strategi digital marketing dapat menghemat 
budget promosi dan strategi distribusi untuk memperluas jangkauan 
bisnis. 
d. Mencatat pola pengeluaran seperti biaya operasional. Kewajiban 
berkaitan dengan upah atau gaji pekerja, dan investasi. 
e. Melakukan manajemen resiko. Pelaku UMKM harus merumuskan 
strategi untuk menghadapai potensi kerugian dengan melakukan 
identifikasi dan analisis risiko yang mungkin terjadi. Stretegi 
manajemen resiko dapat dilakukan dengan cara antara lain menanggung 
sendiri kerugian yang mungkin disebabkan oleh sebuah risiko; menghindari 
risiko; mengurangi potensi risiko; dan mengalihkan pengelolalaan risiko dan 
kerugian yang mungkin timbul kepada pihak kedua. 
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f. Menerapkan Konsep AEA, yaitu assess (menilai), Engage (terlibat), 
dan Act (bertindak). Konsep ini perlu diterapkan secara berulang-
ulang. 
 
Lebih jauh Titisari (2020) mengemukakan bahwa untuk mengurangi 
risiko keuangan, pelaku UMKM perlu menerapkan strategi berikut : 
a. Membuat Stress Test. Teknik simulasi ini dilakukan untuk 
mengidentifikasi area-area kerentanan dan kelemahan dalam bisnis 
sehingga dapat dirancang dan diimplementasikan rencana-rencana 
untuk mengatasinya secara cepat dan proaktif setiap ada bencana. 
b. Merancang Cash Flows Management  
Efisiensi biaya dapat dilakukan dengan cara : a) menunda atau 
membatalkan investasi yang telah direncanakan; b) menutup sementara 
outlet/lini produk yang kehilangan pelanggan; c) mengurangi biaya 
sewa mobil level tertentu manajemen dan beban utilitas; dan d) 
mengurangi beban lembur, dan menghindari pembayaran bonus. 
c. Melakukan strategi sumber pendanaan yang tepat 
Dalam situasi dimana arus kas tidak mencukupi untuk operasional 
usaha, maka perlu mempertimbangkan untuk berkomunikasi dengan 
kreditur agar dapat diberikan relaksasi atas pembayaran pokok atau 
bunga yang jatuh tempo. 
 
Sementara itu Aryati (2020) mengemukakan bahwa untuk merespon 
dampak pandemi Covid-19 pelaku usaha UMKM perlu melakukan usaha 
berikut : 
a. Melakukan e-marketing. Dengan menggunakan e-marketing maka 
akan memudahkan kegiatan marketing, dan menghasilkan low bubget, 
namun high impact, sehingga pemasaran lebih efektif dalam 
menjangkau customer. 
b. Change the strategy, not the budget. Pelaku UMKM perlu mengubah 
strategi dari hard selling menjadi soft selling dengan menggunakan 
konsep story telling. Disamping itu pelaku UMKM perlu 
menggunakan pendekatan perilaku konsumen untuk mengetahui 
keinginan konsumen dan yang terakhir adalah menggunakan 
sumberdaya semaksimal mungkin dengan konsep baru sebagai strategi 
bisnis. 
c. Creative marketing strategy. Strategi marketing kreatif dapat dilakukan 
dengan cara mengembangkan kreativitas baik produk maupun market; 







Untuk menghadapi pandemi Covid-19 yang sampai sekarang belum 
berakhir, maka para pelaku UMKM harus mampu melakukan hal-hal berikut : 
a. Pelaku UMKM harus melakukan manajemen resiko dalam pengelolaan 
usahanya, tidak hanya agar dapat bertahan di masa pandemi, bahkan 
justru semakin berkembang. 
b. Selain itu para pelaku UMKM harus menyesuaikan target atau 
strategi usaha mereka untuk menghadapi era new normal. Oleh 
karena itu para pelaku UMKM di masa pandemi harus selalu 
melihat perubahan perilaku konsumen sebagai langkah untuk 
membuat strategi bisnis. 
 
Adapun rekomendasi yang diberikan dalam kajian ini adalah 
pentingnya UMKM memahami pentingnya manajemen risiko dan 
meningkatkan kemampuan mengakses permodalan langsung kepada 
perbankan, melakukan pecatatan keuangan dalam bisnis, lebih fokus pada 
proses pemasaran, dan distribusi barang. Untuk meghindari resiko dan 
ancaman yang datang dalam usahanya maka UMKM dapat membuat 
antisipasi dari awal. Selaianitu dalam menanggulangi risiko, UMKM juga 
dapat mengalihkan risiko bisnisnya dengan menggunakan produk asuransi 
yang telah tersedia. 
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Pandemi covid_19 belum juga berakhir dan tidak hanya berdampak pada 
masalah kesehatan, namun juga berdampak pada masalah ekonomi. Kedua 
dampak tersebut, saling mempengaruhi satu dengan yang lain, dan menjadi 
perdebatan ―masalah mana‖ yang harus diselesaikan terlebih dahulu: 
menyelesaikan masalah kesehatan terlebih dahulu, atau masalah ekonomi 
dahulu, atau diselesaikan secara bersamaan. Pandemi covid_19 ini 
menyebabkan krisis ekonomi yang dampaknya berbeda dengan krisis 
tahun 1998 maupun krisis tahun 2008. Krisis 1998 maupun 2008 
merupakan krisis keuangan yang hanya mempengaruhi sektor korporasi, 
tetapi saat itu UKM justru bisa bertahan, karena modal yang digunakan 
UKM bukan modal pinjaman dan bahan baku yang digunakan UKM 
mayoritas bahan baku lokal. Namun pandemi covid_19 ini menyebabkan 
krisis ekonomi yang berdampak pada hampir semua pihak, baik UKM, 
korporasi, maupun masyarakat.  
Berbagai kebijakan sudah dilakukan oleh pemerintah untuk memutus 
rantai penularan covid_19, antara lain dengan PSBB (Pembatasan Sosial 
Berskala Besar), lockdown, social distancing, physical distancing, dan work 
from home. Kebijakan ini ternyata berdampak pada masalah ekonomi, yang 
ditunjukkan oleh kolapnya  beberapa UKM, karena masih banyak UKM 
yang melakukan bisnisnya dengan cara kontak secara fisik, serta masih 
banyak UKM yang belum mampu memanfaatkan teknologi digital dengan 
baik. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah  
menunjukkan bahwa pada bulan Juni 2020, jumlah koperasi yang terkena 
dampak covid_19 sebanyak 2.322 koperasi dan 185.184 pelaku usaha.  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  memprediksi bahwa tingkat 
pengangguran terbuka pada tahun 2020 sebesar 8,1% sampai 9,2% dan 
tingkat pengangguran  naik 4 hingga 5,5 juta orang,  pemutusan hubungan 
kerja sebesar 15.66% dan 40% pekerja mengalami penurunan pendapatan. 
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Pandemi covid_19 sangat berisiko bagi UKM, dengan demikian UKM 
harus mensikapi risiko tersebut secara profesional. Ada beberapa dampak 
terbesar dari pandemi covid-19 terhadap UKM, antara lain:  kenaikan harga 
bahan baku, produksi terhambat, penurunan permintaan, penurunan 
penjualan atau pendapatan, serta kesulitan keuangan. Dampak ini merupakan 
rangkaian dari aktivitas bisnis UKM yang saling mempengaruhi satu dengan 
yang lain, artinya  jika UKM mengalami kenaikan harga bahan baku, maka 
proses produksi akan terhambat yang selanjutnya akan mempengaruhi 
penurunan permintaan dan penjualan. Apalagi si masa covid_19 ini daya beli 
masyarakat menurun, yang selanjutnya akan mempengaruhi pendapatan 
UKM. Jika pendapatan UKM menurun, maka  akan mempersulit UKM 
dalam membayar cicilan utang tepat waktu. Dengan rangkaian tersebut, 
menunjukkan bahwa risiko tertentu akan mempengaruhi risiko lain, sehingga 
diperlukan solusi yang terintegrasi  
     Abor, Joshua (2007) menyatakan bahwa struktur modal mempengaruhi 
kinerja keuangan, meskipun tidak secara eksklusif. Secara umum, hasilnya 
menunjukkan bahwa struktur modal, terutama rasio hutang jangka panjang 
dan total, berpengaruh negatif terhadap kinerja UKM. Hal ini menunjukkan 
bahwa UKM selama ini menggunakan jumlah utang yang justru menurunkan 
kinerja keuangan. Berarti juga bahwa mengambilan keputusan financing bagi 
UKM belum maksimal, sehingga menjadi dasar untuk secara cermat 
melakukan evaluasi sumber-sumber pendanaan, sehingga dapat 
meningkatkan kinerja UKM. 
 
Selama ini, strategi untuk menangani risiko UKM sudah dilakukan, 
misalnya karena adanya kesulitan keuangan (modal), maka pemerintah 
mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 
terkait dengan retrukturisasi kredit bagi UMKM yang terkena dampak 
covid_19. Isinya antara lain: penurunan suku bunga, perpanjangan jangka 
waktu pelunasan kredit, pengurangan tunggakan pokok dan bunga, 
penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau konversi 
kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara (PMS).  
Restrukturisasi kredit hanya solusi pada sisi keuangan atau financing saja 
dan hanya akan efektif dalam jangka pendek, namun tidak akan mampu 
memberikan solusi bagi ―sustainability” UKM dalam jangka panjang. 
Logikannya adalah ketika UKM melakukan restrukturisasi kredit dengan 
mengurangi nilai cicilan utang atau penundaan pembayaran cicilan maka 
tidak akan memberikan solusi dalam jangka panjang jika dalam waktu yang 
bersamaan, UKM  tidak melakukan diversifikasi usaha bisnis atau investasi. 
Seharusnya UKM mengevaluasi kembali sumber pendanaan yang selama ini 
digunakan, sumber mana saja yang berisiko tinggi, maupun rendah. Hal ini 
dilakukan sebagai dasar menyusun kembali sumber pendanaan dengan 
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melakukan diversifikasi financing, tujuannya untuk menurunkan risiko dan 
meningkatkan benefit. Hal ini dijelaskan oleh Trade-off Theory (Martinez, 
Scherger, & Guercio, 2019) (Wan Shahdila Shah Shahar, et al. (2015) bahwa 
utang pada jumlah tertentu akan dapat meningkatkan kinerja bisnis, namun 
jika  jumlah utang melebihi jumlah tertentu, maka utang justru akan 
menurunkan kinerja bisnis. Dengan demikian, harus lakukan diversifikasi 
sumber pendanaan yang ideal, yang bisa menurunkan risiko dan 
meningkatkan kinerja bisnis UKM.  Selain itu, dalam waktu yang 
bersamaan, UKM juga harus melakukan diversifikasi unit bisnisnya, mulai 
dari jenis inovasi produk, jenis dan metode pelayanan, lokasi, segmen pasar 
dan sebagainya.   Hal ini dijelaskan oleh Portofolio Theory dari Markowitz 
(1952), yaitu:  ―don’t put your eggs in one basket, but put your eggs in many 
basket‖. Seharusnya diversifikasi dilakukan pada dua sisi dalam waktu yang 
bersamaan secara terintegrasi yaitu:  diversifikasi sumber pendanaan 
(financing diversification) yang akan menentukan jumlah aliran kas keluar 
(cash outflow), dan dalam waktu yang bersamaan juga melakukan 
diversifikasi usaha bisnis (investment diversification) untuk menentukan 
aliran kas masuk (cash infow). Kedua hal tersebut harus terintegrasi, dimana 
diversifikasi harus tepat, sehingga kas masuk (cash inflow) lebih besar dari 
kas keluar (cash outflow), sehingga UKM mempunyai dana yang memadai 
untuk melakukan aktivitas bisnisnya, sehingga kinerja UKM meningkat dan 
sustainability UKM terwujud.  
Oleh karena itu, rumusan masalah nya adalah bagaimana mitigasi risiko 
bisnis bagi UKM  berbasis pada financing diversification  dan investment 
diversification secara terintegrasi, dengan tujuan agar UKM tetap dapat 
bertahan dalam kondisi covid-19  yang penuh ketidak pastian, dan UKM 
dapat sustainable dalam jangka panjang.  
 
PEMBAHASAN  
          Dalam pembahasan ini dimulai dari: Peran Strategis Usaha Kecil 
Menengah  Di Indonesia,  Karakteristik Usaha Kecil Menengah di Indonesia,  
Identifikasi Risiko Bagai Usaha Kecil Menengah,  Analisis Risiko dan  
Mitigasi Risiko Bagi Usaha Kecil Menengah  yang terintegrasi antara 
financing integration dan investment integration, dengan tujuan agar UKM 
lebih tangguh dan mempunyai daya tahan dalam menghadapi ketidakpastian, 
seperti pandemi covid_19. Selain itu, UKM akan dapat meningkatkan kinerja 
maupun sustainability di masa yang akan datang.          
 
Peran Strategis Usaha Kecil Menengah  Di Indonesia 
UKM di Indonesia mempunyai peran strategis dalam pertumbuhan 
ekonomi nasional, karena jumlah unit usaha di Indonesia didominasi oleh 
UKM, dan sektor ini menyerap jumlah tenaga kerja dalam jumlah besar. 
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Berdasarkan data Kementrian Koperasi dan UKM 2019 menunjukkan bahwa 
sebanyak 99,9% pelaku usaha di Indonesia merupakan UMKM. Sektor ini 
juga berkontribusi terhadap Gross Domestic Product  sebesar 60% dan 
menyerap 97% tenaga kerja nasional.  Perhatian pemerintah ditunjukkan juga 
oleh adanya peraturan yang mendukung perkembangan UKM, antara lain: 
Undang-undang no 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah. Undang-undang ini menjadi acuan untuk pemberdayaan dan 
pengembangan UMKM. Peraturan lainnya adalah Peraturan Pemerintah 
no.17 tahun 2013 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mengatur 
pengembangan usaha bisnis UMKM, kemitraan, perizinan bagi UKM, 
koordinasi dan pengendalian UMKM. Berarti pula bahwa UKM harus 
dikembangkan dengan baik, karena jika UKM terpuruk maka jumlah 
pengangguran dan kemiskinan meningkat. Demikian juga sebaliknya, jika 
UKM tumbuh dengan baik, maka akan dapat memperluas lapangan kerja, 
meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.  
 
Karakteristik Usaha Kecil Menengah di Indonesia 
  Karakteristik Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia tentu berbeda 
dengan UKM di negara lain.  Di Indonesia, definisi UKM menurut Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
(UMKM) adalah: a). Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang 
perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha 
Mikro yang  sudah di atur padaUndang- Undang ini. Usaha mikro memiliki 
aset maksimal Rp 50 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan yang 
digunakan sebagai tempat usaha) dan omzet maksimal Rp 300 juta per tahun. 
b). Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 
anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 
menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah 
atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha kecil mempunyai aset lebih dari 
Rp 50 juta hingga Rp 500 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan yang 
digunakan sebagai tempat usaha) dan omzet maksimal lebih dari Rp 300 juta 
hingga Rp 2,5 miliar per tahun. c). Usaha Menengah adalah usaha ekonomi 
produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau 
badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang 
perusahaan yang dimiliki saat itu, dikuasai, atau menjadi bagian baik 
langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar 
dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang sudah 
diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha menengah memiliki aset lebih dari 
Rp 500 juta hingga Rp 10 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan yang 
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digunakan sebagai tempat usaha) dan omzet lebih dari Rp 2,5 miliar hingga 
Rp 50 miliar per tahun.  
   Adapun Badan Pusat Statistik (2020) mengelompokkan UMKM berdasarkan 
jumlah tenaga kerja.  Menurut BPS, usaha mikro didefinisikan sebagai usaha yang 
mempekerjakan 1- 4 orang, usaha kecil adalah usaha yang memperkerjakan 5-19 
orang, dan usaha sedang adalah usaha yang mempekerjakan 20-99 orang. 
   Selain itu, UKM di Indonesia mempunyai beberapa karakteristik lain   
(Falkner & Hiebl , 2015) antara lain: a). UKM sebagai organisasi internal 
yang sangat sederhana, sehingga lebih fleksibel dan lebih cepat beradaptasi 
terhadap perubahan lingkungan dibanding perusahaan besar. Dengan 
demikian dengan adanya pandemi covid_19, UKM lebih lincah dalam 
melakukan perubahan.  b). UKM relatif rentan terhadap kejadian eksternal 
dibandingkan dengan perusahaan yang lebih besar UKM, yang kelangsungan 
hidupnya lebih mudah terancam karena kelompok mereka yang lebih kecil 
dari - sumber daya keuangan dan non-keuangan c). UKM bersifat padat 
karya atau menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. UKM di Indonesia 
mempunyai  struktur organisasi yang sangat sederhana dan biasanya dimiliki 
oleh keluarga. 
 
Identifikasi Risiko Bagai Usaha Kecil Menengah 
Model manajemen risiko bisnis bagi UMKM adalah bagian dari strategi 
mempersiapkan serta mengantisipasi dalam menjalani proses institusi dalam 
mengantisipasi bencana         Pandemi covid_19 sangat berisiko bagi UKM, 
dengan demikian UKM harus mensikapi risiko tersebut secara professional. 
Crovini, Santoro, & Ossola (2020) menyatakan bahwa UKM sudah 
mengimplementasikan proses  manajemen risiko bisnis, namun tidak 
terformalkan, pendekatan yang digunakan RM-DM (Risk Model-Decision 
Making) 
 Beberapa tahapan dalam proses manajemen risiko (Lima, P. et.al, 2020), 
antara lain: a). Identifikasi risiko untuk mengetahui jenis risiko yang muncul 
sedhingga mempermudah dalam memberi solusi, b). Evaluasi risiko, yaitu 
menentukan probabilitas dan konsekuensi kemunculan risiko yang sudah 
teridentifikasi, c). Mengelola risiko, yaitu bagaimana  cara untuk mengurangi 
terjadinya atau konsekuensi dari risiko yang dapat diterima dan bagaimana 
mengurangi dampak dari risiko yang tidak dapat diterima dan memilih 
jawaban yang tepat mereka), d).  Memonitor dan mengevaluasi solusi risiko, 
untuk menentukan efektif tidaknya atas mitigasi risiko yang telah 
diimplementasikan tersebut. Langkah awal bagi pelaku UKM dalam 
manajemen risiko adalah mengidentifikasi  sumber-sumber kerugian (risiko) 
dan jenis risiko yang menyebabkan penurunan kinerja UKM. Ada tiga 
metode berbeda yang dapat digunakan manajer UKM untuk mengidentifikasi 
risiko kerugian, yaitu: tinjauan sistematis terhadap semua data tentang aset 
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bisnis, kegiatan dan staf; menggunakan laporan keuangan untuk 
mengidentifikasi sumber potensi kerugian keuangan  dan  menggunakan 
diagram alir untuk menganalisis semua operasi atau aktivitas perusahaan. 
Macam-macam risiko yang dialami oleh UKM antara lain:  risiko 
operasional, risiko pasar, teknologi, risiko kredit dan risiko likuiditas 
Agyapong (2020). Risiko operasional merupakan  peluang kerugian yang 
berasal dari orang, sistem, prosedur dan kejadian eksternal. Risiko kredit   
merupakan tingkat ketidakpastian yang terkait dengan debitur gagal bayar. 
Di antara masalah yang dipertimbangkan di sini termasuk risiko gagal bayar 
kredit, risiko penyelesaian, risiko konsentrasi, risiko pemulihan dan risiko 
deteksi kredit. Risiko likuiditas adalah  risiko yang terkait dengan aset likuid 
yang tidak memadai. Item yang dipertimbangkan di sini termasuk risiko 
likuiditas aset, ketidakmampuan untuk memenuhi keuangan jangka pendek 
persyaratan dan risiko pembiayaan kembali. Risiko pasar sebagai peluang 
kerugian yang timbul dari peningkatan suku bunga, kondisi likuiditas yang 
lebih buruk dan penurunan kualitas kredit. Itu diukur menggunakan 
konstruksi yang terkait dengan suku bunga, mata uang, bahan mentah, 
produk akhir, arus kebijakan moneter dan risiko kinerja ekonomi. Risiko 
teknologi  diukur menggunakan konstruksi termasuk risiko dari kerusakan 
sistem operasi; biaya yang terkait dengan perolehan infrastruktur teknologi; 
eksposur terhadap serangan cyber atau pelanggaran data; masalah 
telekomunikasi dan konektivitas dan integritas data.  
 
Analisis Risiko dan  Strategi Mitigasi Risiko Bisnis Bagi Usaha Kecil 
Menengah           
        Analisis risiko dilakukan dengan mengukur dan  memperkirakan 
potensi frekuensi kerugian dan potensi dampak risiko pada aktivitas bisnis 
UKM.  Hasil analisis ini kemudian  dirangking menurut tingginya dampak 
risiko terhadap bisnis UKM, dan kemudian  ditentukan prioritas risiko yang 
harus segera dimitigasi.  UKM bersifat unik, jumlah asetnya maupun jumlah 
sumber keuangan nya kecil, sehingga lebih rentan terhadap goncangan 
pandemi covid_19, dengan demikian perlu analisis dan solusi terhadap risiko 
secara profesional. UKM mempunyai aktivitas bisnis yang saling terkait 
antara financing dengan investment,  dengan demikian harus menerapkan 
Strategi Penanganan Risiko Bagi Usaha Kecil Menengah secara terintegrasi.        
        Diversifikasi Pendanaan bagi UKM. Diversifikasi ini disebut juga 
Financing Diversification. Modal merupakan faktor penting bagi UKM 
dalam menjalankan bisnisnya karena akan mempengaruhi kinerja bisnis. Hal 
ini dijelaskan pada Trade-of theory. Teori ini menyatakan bahwa utang pada 
jumlah tertentu itu akan efektif dalam meningkatkan kinerja UKM, namun 
setelah jumlah utang terlalu banyak, maka utang justru menurunkan kinerja 
UKM. Hal ini disebabkan karena utang yang terlalu banyak akan 
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mempersulit UKM dalam melunasi utangnya karena tingginya tingkat bunga, 
yang juga dipengaruhi adanya siklus bisnis. Siklus bisnis mulai dari 
perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Dengan demikian, 
manajer UKM harus mengidentifikasi dan mengevaluasi sumber-sumber 
pendanaan yang digunakan selama ini, dan hal tersebut sebagai dasar untuk 
menyusun diversifikasi pendanaan. Dalam melakukan diversifikasi 
pendanaan dengan tetap mempertimbangkan risiko dan benefit masing-
masing jenis sumber pendanaan. Sumber pendanaan bagi UKM bervarias, 
antara lain: utang bank, utang non bank (misalnya: koperasi, BMT, dan 
sebagainya), atau modal sendiri. Biaya untuk menggunakan masing-masing 
pendanaan tersebut disebut dengan biaya modal (cost of capital). Utang 
diperbolehkan, jika benefit utang (return on investment) > biaya utang (cost 
of capital). Kombinasi penggunaan sumber pendanaan disebut Weighted 
Average Cost of Capital (WACC). Filipe Sardo, Zelia Serrasqueiro, (2017) 
menyarankan agar pengelola / pemilik usaha kecil dan menengah perusahaan 
untuk menghindari level utang jangka panjang  jauh dari level target karena 
tingginya total biaya modal. Diversifikasi ini dilakukan dengan cara 
mengidentifikasi kembali, sumber-sumber pendanaan yang digunakan oleh 
UKM, dengan mempertimbangkan risiko dan benefitnya, dimana benefit > 
cost of capital. Dengan demikian, ketika ada perubahan faktor eksternal 
(seperti pandemi covid_19), maupun ada perubahan internal (misalnya 
penjualan turun), maka UKM akan mampu bertahan dengan lebih baik.  
           Divesifikasi Usaha Bisnis UKM. Diversifikasi ini disebut juga 
Investment Diversification. UKM di Indonesia mempunyai  struktur 
organisasi yang sangat sederhana dan biasanya dimiliki oleh keluarga, 
sehingga lebih lincah dalam melakukan perubahan dibanding perusahaan 
besar. Badan Pusat Statistik (2020) menunjukkan bahwa berdasarkan hasil 
survei tentang ―Analisis Hasil Survei Dampak Covid-19 Terhadap Pelaku 
Usaha‖, menunjukkan bahwa ada sekitar 45 persen pelaku usaha yang 
melakukan diversifikasi usaha optimis perusahaanya mampu bertahan lebih 
dari 3 bulan. Diversifikasi usaha dilakukan dengan cara menjalankan proses 
bisnis seperti biasa namun ada penambahan produk, bidang usaha dan lokasi. 
Ketika pandemi covid_19 terjadi, UKM harus siap dan harus secara cepat 
melakukan penyesuaian untuk menghadapi pandemi covid_19 ini. UKM 
harus melakukan diversifikasi bisnis. Hal ini ditunjukkan dengan variasi 
produk, variasi layanan dan sebagainya. Harapannya adalah agar UKM bisa 
bertahan dalam gempuran pandemi covid_19 yang sangat mengancam 
keberlansungan bisnisnya. Namun sebelum menentukan diversifikasi bisnis, 
harus melakukan analisis terlebih dahulu, baik analisis non keuangan 
maupun analisis keuangan. Analisis non keuangan, misalnya: analisis 
perilaku konsumen, analisis potensi pasar, analisis pesaing, analisis 
operasional, dan analisis Sumber Daya Manusia. Analisis keuangan disebut 
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juga Capital Budgetting Analysis, yang meliputi: Net Present Value, Internal 
Rate of Return (IRR), Break Event Point (BEP), Averate Rate of Return 
(ARR), dan Payback Period.  
          Diversifikasi Terintegrasi antara Financing Side dengan 
Investment Side. Diversifikasi investasi dalam hal ini adalah kombinasi 
jenis, metode melakukan bisnis, jenis layanan, jenis input-output dengan 
tujuan agar risiko bisnis bisa diminimumkan dan keuntungan bisa 
ditingkatkan.  Misalnya pada masa covid_19 saat ini, beberapa UKM yang 
sudah menjalankan bisnisnya dengan cara kontak fisik, maka saat ini harus 
dikombinasikan dengan menjual secara on-line. Apalagi konsumen sudah 
sangat ―aware‖ penggunaaan teknologi digital.  Diversifikasi tidak hanya 
dilakukan secara terpisah dan sendiri-sendiri, misalnya hanya melakukan 
diversifikasi financing saja atau hanya menjalankan diversifikasi investasi 
saja. Namun kedua diversifikasi tersebut harus terintegrasi. Dengan demikian 
cash inflow dari investment diversication lebih besar dari cash outflow dari 
financing diversification. Dengan demikian dalam kondisi perubahan 
lingkungan eksternal seperti pandemi covid_19, pendapatan UKM tetap 
meningkat, UKM dapat sustainable dalam jangka panjang.  
 
PENUTUP 
  Pandemi covid_19 menyebabkan krisis ekonomi yang  mempengaruhi 
hampir semua aktivitas bisnis, termasuk UKM. Berbagai risiko yang dialami 
oleh UKM, antara lain:   penurunan permintaan, penurunan penjualan atau 
pendapatan,  kenaikan harga bahan baku, produksi terhambat dan kesulitan 
permodalan. Risiko-risiko ini merupakan risiko yang terjadi pada  rangkaian 
aktivitas bisnis yang saling mempengaruhi satu dengan yang lain.   Artinya 
bahwa jika UKM mengalami kenaikan harga bahan baku, maka akan 
mempengaruhi penurunan permintaan dan penjualan, hal ini akan 
mempengaruhi pendapatan UKM, yang selanjutnya akan mempersulit UKM 
dalam membayar cicilan utang tepat waktu. Berbagai upaya sudah dilakukan 
oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan UKM, salah satunya adalah 
Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 terkait dengan retrukturisasi kredit 
bagi UMKM yang terkena dampak covid_19. Namun, solusi tersebut hanya 
bisa bertahan dalam jangka pendek, dan tidak memberikan solusi terhadap 
mitigasi risiko secara komprehensif.        
  Oleh karena itu, diperlukan identifikasi risiko, analisis risiko, dan 
strategi mitigasi risiko secara terintegrasi baik financing diversification 
maupun dan investment diversification. Financing diversification dilakukan 
dengan menganalisis dan mengevaluasi kembali sumber-sumber pendanaan 
(financing) bagi UKM dengan mempertimbangkan risiko dan benefit 
masing-masing pendanaan. Investment diversification dilakukan dengan 
mengkombinasikan macam-macam bisnis, inovasi produk atau pelayanan, 
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dan elemen yang terkait dengan aktivitas bisnis. Hal ini harus dianalisis 
kelayakan investasinya dengan mempertimbangkan risiko dan benefitnya.  
Integrasi antara financing diversification dan Investment diversification harus  
dilakukan analisis secara cermat, sehingga cash inflow lebih besar dari cash 
outfow. Dengan demikian pendapatan UKM meningkat, cicilan utang UKM 
dapat dibayar dengan baik, dan sustainability UKM dapat terwujud. Untuk 
mengimplementasikan konsep tersebut diperlukan beberapa hal, antara lain: 
kompetensi pelaku UKM yang memadai, komitmen semua stakeholders, 
budaya, dan leadership.  
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MODEL PENINGKATAN INKLUSI KEUANGAN UMKM 









Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah sektor yang 
terbukti tidak hanya mampu memberikan kontribusi positif terhadap 
perekonomian namun juga kebal terhadap krisis. Dikarenakan kondisi 
UMKM yang baik akan dapat memberi dampak positif tidak hanya terhadap 
entitas bisnis tersebut namun juga terhadap perekonomian nasional 
(Prasetyo, 2008), maka upaya yang perlu dilakukan agar kondisi UMKM 
menjadi lebih baik adalah sebuah keharusan. Sebab, dunia bisnis saat ini 
menghadapi banyak tantangan. Namun faktanya, upaya untuk meningkatkan 
kondisi UMKM terkendala oleh banyak faktor. Salah satu faktor yang 
banyak menjadi perhatian adalah kekurangan modal (Shaban et al., 2014). 
Problem inklusi keuangan yang dihadapi UMKM berupa kesulitan atau 
terbatasnya akses untuk mendapatkan pendanaan bagi usahanya tersebut bisa 
diakibatkan oleh faktor permintaan (demand) maupun penawaran (supply).  
Dari sisi permintaan, masalah tersebut bisa timbul akibat literasi 
keuangan masyarakat yang masih rendah (Hidajat, 2015). Sebab, literasi 
keuangan adalah prediktor permintaan layanan keuangan (Cole et al., 2009). 
Dengan kata lain, penduduk yang memiliki tingkat literasi keuangan yang 
rendah (tinggi) akan berkorelasi dengan inklusi keuangan yang rendah 
(tinggi).  Dengan kondisi tingkat literasi keuangan di Indonesia yang hanya 
20% dan  jauh lebih rendah dibandingkan dengan Filipina (27%), Malaysia 
(66%), Thailand (73%), dan Singapura (98%) (DEFINIT, 2013), maka dapat 
disimpulkan bahwa inklusi keuangan masyarakat Indonesia rendah.  
Simpulan ini konsisten dengan survei yang dilakukan Bank Dunia 
pada tahun 2010 yang memberikan gambaran bahwa hanya 49% rumah 
tangga Indonesia yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal, 
52% penduduk Indonesia hidup di daerah pedesaan dan 60% diantaranya 
tidak memiliki akses ke jasa keuangan formal. Faktor lain dari sisi permintan 
yang menjadi penyebab adalah faktor budaya berupa kebiasaan meminjam 
uang secara informal, umur usaha yang baru berjalan sehingga tidak 
bankable, administrasi keuangan yang buruk, dan sebagainya.   
Dari sisi penawaran, rendahnya tingkat inklusi keuangan disebabkan 
oleh ketidaksesuaian kredit yang ditawarkan dengan jenis usaha, 
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kompleksitas prosedur administrasi, prinsip kehati-hatian yang terlalu ketat, 
jangkauan pelayanan yang terbatas, dan sebagainya.  Padahal, Indonesia 
merupakan global leader di bidang microfinance (Rosengard and 
Prasetyantoko, 2011). Kondisi ini merupakan sebuah paradoks karena di satu 
sisi UMKM membutuhkan dana namun di sisi lain pihak bank yang memiliki 
kelebihan dana terkendala oleh berbagai persyaratan yang membuat bank 
tersebut tidak dapat memberikan pinjaman.  
Beberapa model sudah dilakukan untuk mengatasi problem inklusi 
keuangan seperti no-frills accounts banking, branchless banking (business 
correspondent model), bank tanpa bank, micro lending, dan sebagainya 
(Bansal, 2012). Strategi tersebut sudah dilakukan diantaranya di Afrika 
Selatan (No-Frills Banking), Brazil (Branchless Banking),  Kenya (Bank 
without a Bank), dan Meksiko (micro credit) (Gwalani and Parkhi, 2014). Di 
Indonesia, upaya-upaya untuk mempromosikan inklusi keuangan sudah 
banyak dilakukan meskipun terkendala oleh faktor geografi dan perubahan 
peraturan seperti yang dibuktikan dengan keberhasilan beberapa program 
seperti TabunganKu, Kredit Usaha Rakyat, mobile banking dan keuangan 
mikro (Rillo, 2014).  
Di tengah situasi tersebut, pembiayaan melalui mekanisme crowd 
sourcing atau crowd funding muncul sebagai salah satu solusi untuk 
mengatasi masalah sumber pendanaan terutama untuk mendanai proyek yang 
baru berjalan (start-up). Crowdfunding adalah ekonomi digital di mana 
sejumlah besar individu (the crowd) mengumpulkan dan mendistribusikan 
dana melalui platform secara online kepada orang maupun institusi (Langley, 
2016). Istilah crowdfunding dipopulerkan oleh sebuah grup musik Marillion 
asal Inggris yang pada tahun 1997 menggalang dana untuk membiayai tur ke 
Amerika Serikat secara online dari penggemar mereka.  
Beberapa manfaat crowdfunding bagi pihak yang membutuhkan 
modal menurut Prive (2012) adalah memberikan akses terhadap sumber 
modal, mengurangi risiko, menjadi media pemasaran, meyakinkan pihak lain 
terhadap konsep bisnis yang dimiliki, mendapatkan kritik dan masukan dari 
pihak lain, media untuk mempromosikan konsep usaha kepada calon 
pemberi modal, prosedur yang lebih mudah daripada pembiayaan tradisional, 






Sumber : Lam and Law (2016) 
Gambar 1 Beberapa Model Crowdfunding 
 
Manurut Harrison (2013), terdapat lima model crowdfunding yaitu 
donation, reward, pre-purchase, lending (peer-to-peer) dan equity. Model 
donation tidak akan memberikan sesuatu kepada kontributor karena sifatnya 
yang lebih kepada membantu kegiatan-kegiatan amal atau sosial.  Model 
reward akan memberikan kontributor berupa reward dalam bentuk tertentu. 
Model pre-purchase hampir sama dengan model reward, namun memberikan 
kontributor berupa produk yang dibiayai oleh proyek tersebut. Lending 
(peer-to-peer) akan memberikan pendapatan bagi kontributor karena model 
ini merupakan pinjaman usaha.  Model equity akan berbagi bisnis atau 
keuntungan kepada kontributor karena sifatnya sebagai penyertaan modal. 
Dalam prakteknya, terdapat beberapa variasi dalam model ini (Vasileiadou et 
al., 2016).  
Dengan melihat karakteristik setiap model tersebut, crowdfunding 
dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah pembiayaan usaha 
yang dihadapi UMKM. Saat ini, banyak sekali bermunculan situs 
crowdfunding seperti Gofundme, Kickstarter, Indiegogo, Teespring, Patreon, 
YouCaring, dsb. Di Indonesia, kita bisa melihat kehadiran KitaBisa.com. 
Meskipun tidak semua proyek yang didanai berhasil, namun ada banyak 
kisah sukses proyek yang didanai melalui crowdfunding. Sebagai contoh, 
beberapa proyek yang berhasil beserta jumlah dana yang diperoleh 
diantaranya adalah proyek video game Star Citizen ($93,041,722), jam pintar 
Pebble Time ($20,338,986), desain produk Coolest Cooler ($13,285,226), 
smartphone Ubuntu Edge ($12,814,196), desain produk madu Flow Hive 
($12,174,187), kartu permainan Exploding Kittens ($8,782,571), dan 
sebagainya.  
Di Indonesia, sebagian besar crowdfunding adalah modal donasi . 
Beberapa contoh proyek yang berhasil didanai diantaranya adalah produksi 
film Ketika Mas Gagah Pergi, Efek Rumah Kaca, Rumah Harapan, 
Momentum Pergerakan SaveMaster, dan sebagainya. Dan sepertinya, 
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UMKM di Indonesia memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan 
dengan menggunakan crowdfunding yang dibuktikan dengan kedatangan 
lembaga asing yang mengoperasikan crowdfunding. Sebagai contoh, sebuah 
perusahaan fintech dari Singapura yaitu Crowdo telah mengumumkan 
peluncuran platform crowdfunding pinjaman untuk startup dan usaha kecil 
dan menengah (UKM) di Indonesia. Crowdo memiliki target memberikan 
pinjaman modal kerja ke aktivitas bisnis yang belum terlayani oleh sistem 
keuangan konvensional. 
Fakta ini membuktikan bahwa crowdfunding merupakan model yang 
bisa dilakukan untuk meningkatkan inklusi keuangan UMKM. Model 
pembiayaan melalui crowdfunding merupakan hal yang relatif baru namun 
mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap dunia usaha. 
Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari implementasi model ini adalah 
menjadi alternatif pendanaan bagi UMKM untuk mendapatkan pembiayaan 
modal usaha dengan cara yang lebih murah, cepat, luas dan adil; 
meningkatkan inklusi/ akses UMKM terhadap sumber modal dengan lebih 
mudah tanpa terkendala waktu dan tempat; alternatif wadah investasi bagi 
pemodal (crowdfunder) dan diversifikasi investasi bagi pemodal dengan 
menempatkan dananya di beberapa UMKM. Atas dasar hal tersebut, tulisan 




Deskripsi Model Bisnis  
Untuk menyelesaikan problem inklusi keuangan yang dihadapi 
UMKM, tulisan ini mendiskusikan sebuah model pembiayaan melalui 
crowdfunding yang menggunakan Kanvas Model Bisnis (Business Model 
Canvas) melalui prinsip bagi hasil. Kanvas Model Bisnis adalah model 
bisnis yang menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana organisasi 
menciptakan, memberikan dan menangkap nilai (Osterwalder and Pigneur, 
2010). Model ini ini memiliki sembilan elemen yaitu Customer Segment, 
Value Proposition, Channel, Customer Relationship, Revenue Stream, Key 
Resourcess, Key Activities, Key Partnership dan Cost Structure. 
Prinsip bagi hasil ini sama dengan akad mudharabah dalam keuangan 
syariah.  Prinsip bagi hasil dengan akad mudharabah digunakan dalam 
model ini karena akad ini merupakan salah satu akad tijarah, yaitu adalah 
akad yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan finansial namun 
dengan tetap berpegang pada prinsip syariah. Akad mudharabah merupakan 
akad yang lebih adil dan tepat dibandingkan dengan akad konvensional 
karena dalam akad konvensional, pemilik modal sudah pasti mendapatkan 
keuntungan meskipun penerima modal mengalami kerugian.  
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Mudharabah merupakan akad kerjasama profit sharing, trust 
investment atau trust financing antara pemilik modal (sahib al-mal) dengan 
pengusaha (mudharib). Modal yang diberikan oleh pemilik modal akan 
dikelola oleh pengusaha tanpa ada jaminan bahwa pengusaha akan 
mendapatkan keuntungan. Apabila terdapat keuntungan yaitu hasil yang 
didapat sebagai kelebihan dari modal, keduanya akan berbagi keuntungan 
usaha sesuai kesepakatan. Namun apabila terjadi kerugian, pemilik modal 
akan menanggung kerugian tersebut (Hidayat, 2011). 
 
 
Sumber : Hidayat (2011) 
Gambar 2 Skema Mudharabah 
 
Model bisnis crowdfunding ini terdiri dari tiga pelaku utama yaitu 
UMKM sebagai pihak yang membutuhkan modal, crowdfunders sebagai 
pihak yang memberikan modal, dan operator crowdfunding sebagai pihak 
yang mempertemukan dan memfasilitasi antara UMKM dengan 
crowdfunders. Komponen  lain yang mendukung adalah website dengan 
platform crowdfunding serta bank sebagai payment gateway. 
 
 
Gambar 3  Model Pembiayaan Crowdfunding 
Mekanisme kerja dari model ini adalah sebagai berikut : 
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1. UMKM mendaftarkan diri melalui website crowdfunding.  
2. Operator crowdfunding melakukan seleksi untuk menentukan 
UMKM yang layak untuk didanai dan menambahkan UMKM terpilih 
tersebut dalam website.  
3. Calon crowdfunder mengunjungi website untuk memilih dan 
menentukan UMKM yang ingin didanai. 
4. Crowdfunder mentransfer uang melalui bank yang ditunjuk. 
5. Crowdfunder melakukan konfirmasi kepada operator bahwa 
pengiriman uang sudah dilakukan.  
6. Bank melakukan konfirmasi kepada operator bahwa pengiriman uang 
dari crowdfunder sudah dilakukan.  
7. Operator memberikan otoritas kepada bank untuk mengirim uang 
kepada UMKM.  
8. Bank mengirim uang kepada UMKM. 
9. UMKM menggunakan dana tersebut untuk membiayai proyek. 
10. Apabila proyek tersebut dapat menghasilkan keuntungan, maka  
11. UMKM mendapatkan profit sharing dari keuntungan sesuai 
kesepakatan.  
12. Crowdfunder mendapatkan profit sharing dari keuntungan dan 
pengembalian modal pokok yang ditransfer melalui bank. 
13. Bank mengirim profit sharing dari keuntungan dan pengembalian 
modal pokok kepada crowdfunder. 
 
Dalam model ini, Kanvas Model Bisnis memiliki sembilan elemen yang 
menggambarkan bagaimana organisasi ini menciptakan, memberikan dan 
menangkap nilai. Penjelasan sembilan elemen dalam model bisnis 
crowdfunding ini adalah sebagai berikut :   
 




 Customer Segment.  
Customer Segment dalam model ini adalah UMKM dan penyandang 
dana (crowdfunders). UMKM merupakan customer terpilih yang 
memiliki kesempatan untuk mendapatkan suntikan dana dari 
crowdfunders. Crowdfunders itu sendiri terbagi menjadi para 
individu, organisasi dan institusi pemilik dana.  
 Value Preposition  
Value yang diberikan kepada customer adalah pembiayaan usaha bagi 
UMKM dan profit sharing hasil usaha bagi crowdfunders.  
 Channels 
Saluran yang dipakai untuk dapat mencari atau berhubungan dengan 
customer adalah melalui jejaring sosial (Facebook, Twitter, Path), 
organisasi/ komunitas bisnis dan perguruan tinggi yang memiliki 
desa/ kelompok usaha binaan.  
 Customer Relationship 
Untuk membangun hubungan dengan customer, dapat dilakukan 
dengan membuat laporan hasil penilaian/ seleksi calon UMKM yang 
akan didanai, laporan sumber dan jumlah dana yang terkumpul dan 
laporan penggunaan dana. 
 Revenue Stream 
Pendapatan dari usaha ini diperoleh dari fee administrasi, profit 
sharing hasil keuntungan UMKM, iklan berbayar (paid per click/ 
paid per impression) dan iklan dari sponsor yang ditayangkan di 
website crowdfunding.  
 Key Resources 
Platform crowdfunding berupa website merupakan key resources 
dalam model ini. Dalam website tersebut, terdapat daftar UMKM 
yang layak didanai dimana crowdfunder bebas memilih UMKM yang 
ingin didanai, daftar proyek yang sudah selesai dilakukan, laporan 
daftar kemajuan proyek dan laporan pertanggungjawaban keuangan.  
 Key Activities 
Aktivitas kunci model ini adalah melakukan seleksi terhadap UMKM 
yang layak untuk didanai serta menjadi perantara pendanaan UMKM.  
 Key Partnership 
Membentuk kemitraan dengan pihak lain agar dapat mengoptimalkan 
layanan yang dapat terdiri dari bank sebagai tempat penyaluran dan 
penyimpanan dana,  perguruan tinggi sebagai tenaga konsultan/ 
pendamping bagi UMKM dan organisasi/ komunitas bisnis sebagai 
sumber informasi keberadaan UMKM. Ketiga komponen ini penting 
karena untuk membantu memberdayakan UMKM, diperlukan peran 
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akademisi, pebisnis dan komunitas (Ghazali and Martini, 2012, 
Martini et al., 2012).  
 Cost Structure 
Komponen biaya yang paling penting dalam bisnis ini adalah biaya 
seleksi/ screening UMKM,  sewa domain dan hosting untuk website,  
biaya akses internet, biaya auditor dan gaji pegawai. 
2.1 Dampak Inovasi 
Inovasi yang dilakukan dari implementasi model ini dapat 
memberikan dampak positif kepada UMKM dan masyarakat pemodal yang 
pada akhirnya akan memberi dampak kepada masyarakat umum. Beberapa 
dampak tersebut adalah sebagai berikut: 
- Memberikan pemodal (crowdfunder) alternatif wadah investasi selain 
di pasar uang, pasar modal dan sektor riil.  
- Melakukan diversifikasi investasi bagi pemodal dengan 
menempatkan dananya di beberapa UMKM. 
- Menghilangkan kendala yang dihadapi UMKM untuk memperoleh 
pembiayan dari lembaga keuangan konvensional.  
- Pebisnis pemula (start up) bisa mendapatkan akses permodalan 
meskipun belum memiliki rekam jejak  – sesuatu yang tidak bisa 
diperoleh dari lembaga keuangan konvensional.  
- UMKM tidak lagi menjadikan faktor permodalan sebagai persoalan 
sehingga akan lebih memprioritaskan pada upaya pengembangan 
usaha.  
- UMKM akan berupaya untuk memiliki reputasi atau kinerja yang 
baik agar peluang untuk mendapatkan pendanaan kembali juga 
semakin besar.  
- Semakin banyak UMKM yang berhasil diberdayakan, akan membuat 
masyarakat tertarik untuk memulai dan mengembangkan usaha 
sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran dan menaikkan 
tingkat kesejahteraan masyarakat. 
 
Model ini sangat mungkin diterapkan di banyak tempat melalui 
pendekatan kebijakan, edukasi dan sosialisasi, infrastruktur serta 
komunikasi. 
- Pendekatan Kebijakan. 
Model bisnis ini bisa dilakukan di banyak lembaga dengan membuat 
pedoman atau panduan pelaksanaan yang disesuaikan dengan 
karakteristik UMKM yang akan didanai. Sebagai contoh, pemerintah 
daerah dapat membuat kebijakan untuk membentuk lembaga yang 
akan berperan sebagai operator crowdfunding untuk mendanai 
UMKM yang memproduksi batik.   
- Pendekatan Edukasi dan Sosialisasi. 
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Edukasi dapat dilakukan melalui seminar, workshop, pelatihan, dan 
sebagainya. Aktivitas ini bisa dilakukan melalui kerjasama dengan 
perguruan tinggi, Bumdes, komunitas-komunitas bisnis, dan 
organisasi yang memiliki tenaga ahli. Untuk sosialisasi, informasi 
dapat disebarluaskan melalui majalah, koran, blog, jejaring sosial dan 
sebagainya.  
- Pendekatan Infrastruktur. 
Model ini tidak banyak membutuhkan perangkat sehingga mudah 
untuk direplikasi. Sebagaimana ditunjukkan dalam Kanvas Model 
Bisnis, key resources dalam model ini adalah website sebagai 
platform crowdfunding. Dengan demikian, model bisnis ini bisa 
dilakukan melalui internet tanpa harus memiliki kantor secara fisik. 
Infrastruktur pokok yang diperlukan adalah berupa akses internet dan 
website crowdfunding.   
 
- Pendekatan Komunikasi.  
Komunikasi dua arah dalam model bisnis ini dapat dilakukan jarak 
jauh dengan mudah melalui email, telepon, video conference, dan 
sebagainya. Selain itu, jejaring sosial  seperti Facebook dan Twitter 




Terbatasnya akses terhadap modal adalah salah satu kendala yang 
dihadapi oleh pelaku UMKM di Indonesia. Tulisan ini mengajukan sebuah 
model pembiayaan melalui mekanisme crowdsourcing atau crowdfunding 
yang saat ini muncul sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah 
sumber pendanaan terutama untuk mendanai proyek yang baru berjalan 
(start-up). Model crowdfunding yang diusulkan adalah lending (peer-to-peer) 
dengan menggunakan prinsip bagi hasil seperti akan mudharabah.  
Prinsip bagi hasil digunakan dalam model ini karena merupakan 
mekanisme yang lebih adil dan tepat dibandingkan dengan akad 
konvensional. Model bisnis crowdfunding ini terdiri dari tiga pelaku utama 
yaitu UMKM sebagai pihak yang membutuhkan modal, crowdfunders 
sebagai pihak yang memberikan modal, dan operator crowdfunding sebagai 
pihak yang mempertemukan dan memfasilitasi antara UMKM dengan 
crowdfunders. Komponen  lain yang mendukung adalah website dengan 
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Kemandirian dan ketahanan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
(UMKM) dalam menghadapi krisis ekonomi merupakan bukti dari potensi 
UMKM sebagai tumpuan perekonomian nasional. Belum lagi kemampuan 
UMKM dalam menyerap tenaga kerja yang besar, sesuatu yang sulit dicapai 
oleh jenis usaha lain. Kontribusi UMKM sangat signifikan bagi 
perekonomian dan penyediaan lapangan kerja. Oleh karena itu, peningkatan 
keunggulan dan kontribusi UMKM menjadi bagian penting bagi seluruh 
pemangku kepentingan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif. 
Kemandirian dan ketahanan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 
dalam menghadapi krisis ekonomi merupakan bukti potensi UMKM sebagai 
tumpuan perekonomian nasional. Belum lagi kemampuan UMKM dalam 
menyerap tenaga kerja yang besar, sesuatu yang sulit dicapai oleh jenis usaha 
lain. Kontribusi UMKM sangat signifikan bagi perekonomian dan 
penyediaan lapangan kerja. Oleh karena itu, peningkatan keunggulan dan 
kontribusi UMKM menjadi bagian penting bagi seluruh pemangku 
kepentingan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif. 
Permasalahan yang dihadapi UMKM adalah produktivitas yang 
rendah (Susilo, 2005), hal ini terkait dengan berbagai sumber daya dan 
kapabilitas yang dimiliki UMKM, yaitu: 1) Faktor Pendidikan dan 
Kompetensi Sumber Daya Manusia; 2) Kemampuan Manajerial; 3) 
teknologi, akses pasar; 4) dan kemampuan sumber pembiayaan (permodalan) 
(Susilo, 2010; Hafsah, 2004). Hambatan lain bagi tumbuh kembang UMKM 
adalah: 1) Iklim usaha yang tidak kondusif; 2) Terbatasnya sarana dan 
prasarana usaha, 3) implikasi terhadap otonomi daerah dan peran pemerintah 
daerah, 4) terbatasnya akses pasar, 5) dan pengaruh pasar / perdagangan 
bebas. 
Oleh karena itu, pemberdayaan usaha-usaha tersebut baik dalam 
berbagai bentuk koperasi maupun perorangan perlu dilakukan secara 
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sistematis dan terstruktur. Sektor usaha kecil dan menengah daerah 
ditargetkan sebagai andalan penopang perekonomian nasional melalui 
peningkatan ekspor, apalagi kelompok ini dinilai mampu bertahan pada saat 
krisis ekonomi terjadi. Usaha Mikro dan Menengah ini tersebar di seluruh 
Kota Kabupaten di Indonesia, termasuk di Kudus Jawa Tengah. 
Kudus, salah satu kabupaten di Jawa Tengah dengan luas wilayah 
terkecil di 29 kabupaten dan 6 kota di Jawa Tengah. Kabupaten ini terdiri 
dari 9 (sembilan) kecamatan, 123 desa, 9 desa (Kudus dalam angka, 2016). 
Kudus dikenal sebagai Kota Kretek, dan masyarakatnya juga dikenal sebagai 
masyarakat pedagang yang juga religius, sehingga istilah JIGANG (Ngaji 
dan Dagang) menjadi Jargon pokok bagi masyarakat Kudus. Kudus 
merupakan kawasan industri dan perdagangan yang mampu menyerap tenaga 
kerja yang besar dan memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB. 
Ada berbagai macam industri yang ada di Kabupaten Kudus. Semangat dan 
jiwa wirausaha masyarakat diakui tangguh, semboyan jigang yang dimiliki 
masyarakat mengungkapkan sebuah karakter dimana selain menjalankan 
bisnis ekonomi juga mengutamakan mencari ilmu. Dengan kondisi geografis 
yang berada di persimpangan jalur transportasi utama Jakarta-Semarang-
Surabaya dan Jepara-Grobogan, Kabupaten Kudus merupakan wilayah yang 
sangat strategis dan berkembang pesat serta memiliki peran utama sebagai 
pusat kegiatan ekonomi. 
Saat ini data UMKM Kabupaten Kudus yang termasuk proposal ke 
desa / kelurahan adalah 10.048 UMKM, sedangkan jumlah UMKM yang 
telah dibina oleh Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM adalah 13.200 
UMKM (Bappeda Kudus, 2016). Nah, dari jumlah tersebut perlu dikaji 
kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi UMKM di wilayah Kudus, 
agar skema penyaluran bantuan dan pinjaman modal dapat tepat sasaran dan 
dapat menjadi kredit produktif bagi para pelaku usaha tersebut. 
Lokasi penelitian ini adalah wilayah Kudus di berbagai sentra UKM. 
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif. Dalam penelitian kualitatif seperti Moleong (2005), yaitu 
penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang 
dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, 
dan lain-lain secara holistik, dan melalui deskripsi dalam bentuk rangkaian. 
kata, kalimat dan bahasa, dalam konteks alami khusus dan dengan 
menggunakan metode alami. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan 
sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber 
aslinya (Kuncoro, 2009). Teknik pengumpulan data selanjutnya yang 
digunakan adalah melalui wawancara, yaitu proses komunikasi atau interaksi 
untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti 
dengan informan atau subjek penelitian (Emzir, 2010). Pada hakikatnya 
 
141 
wawancara merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh informasi yang 
mendalam tentang suatu masalah atau tema yang diangkat dalam penelitian. 
Atau, merupakan proses pembuktian informasi atau informasi yang telah 
diperoleh melalui teknik lain sebelumnya. Ada dua jenis wawancara yaitu 
wawancara mendalam (in-depth interview), dimana peneliti menggali 
informasi secara mendalam dengan cara terlibat langsung dengan kehidupan 
informan dan mengajukan pertanyaan secara bebas tanpa pedoman yang 
disiapkan sebelumnya sehingga suasana menjadi hidup, dan dilakukan 
berkali-kali, dan wawancara terpandu dimana peneliti menanyakan kepada 
informan tentang hal-hal yang telah disiapkan sebelumnya. Dalam penelitian 
ini menggunakan jenis wawancara mendalam (in-depth interview). 
Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif. 
Metode deskriptif bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara 
detail yang menggambarkan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau 
memeriksa kondisi dan praktek yang berlaku, membuat perbandingan atau 
evaluasi, dan menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi 
masalah yang sama dan belajar dari pengalamannya kepada menentukan 
rencana dan keputusan di masa depan (Hasan, 2002). Metode ini juga 
merupakan metode analisis yang mengidentifikasi karakteristik fenomena 
yang diamati atau mengeksplorasi kemungkinan hubungan dua fenomena 
atau lebih (Leedy & Ormrod, 2005). 
Teknik analisis dalam penelitian UMKM ini menggunakan Analisis 
Swot, yang bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang 
dan ancaman UMKM di Kudus kemudian menyusun pola pembiayaan yang 
disesuaikan dengan hasil analisis SWOT. 
 
PEMBAHASAN 
Secara umum Kudus dan Jawa Tengah pada umumnya didukung oleh 
kegiatan UMKM yang bergerak baik di bidang perdagangan besar maupun 
eceran, Industri Manufaktur, jasa dan pertanian dalam arti yang luas. Selain 
kontribusinya terhadap pendapatan daerah, kondisi tersebut juga tercermin 
dari tingginya pembiayaan yang diserap UMKM di sektor tersebut. Sektor 
UMKM di Jawa Tengah memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif 
sebagai modal daya saing dalam menghadapi segala bentuk persaingan. 
Berdasarkan jumlah responden yang diteliti untuk mengamati kondisi 
dan situasi organisasi UMKM sebanyak 250 responden, diperoleh peta 
Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (KeKePAn), dan 
implikasinya sebagai berikut. 
Berdasarkan hasil kajian dan kajian yang dilakukan oleh Bank Jateng 
terdapat beberapa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi pelaku 




Tabel 1. SWOT ANALYSIS /KEKEPAN UMKM Di Kudus 
 
           STRENGTH /KEKUATAN WEAKNESES/KELEMAHAN 
Jumlah UMKM yang relatif banyak, 
bisnis tersebar dan paling beragam 
Mayoritas pelaku UMKM 
berpendidikan rendah 
Bahan bakunya berasal dari lokal / 
nasional (domestik) jadi tidak begitu 
terguncang jika terjadi perubahan 
kurs mata uang 
Lokasi produksi relatif jauh dari 
pusat perdagangan. 
UKM lebih fleksibel Modal Keuangan Terbatas  
Memiliki keahlian khusus (seperti 




Lebih paham dengan lingkungan 
sekitar bisnis. 
Keterbatasan pembinaan UMKM 
Situasi bisnis di Kudus sangat 
kondusif dan aman 
Penggunaan teknologi informasi 
terbatas (efisiensi rendah) 
Lokasi strategis. Liberalisasi perdagangan 
Biaya investasi relatif murah 
dibandingkan dengan daerah lain. 
Banyaknya produk impor yang 
masuk 
Ketersediaan tenaga kerja yang 
relatif banyak dan murah serta tidak 
terlalu peka terhadap masalah 
Komitmen kualitas yang masih 
rendah dari para pelaku UMKM 
Pemerintah Kabupaten Kudus 
memiliki dukungan yang sangat 
tinggi terhadap UMKM. 
Permintaan investor asing dan 
domestik lebih tinggi; dan 
Konsumen yang semakin kritis dan 
memiliki preferensi 
Pembangunan sejumlah infrastruktur 
baik di Kudus maupun Jawa Tengah 
sebagai kelanjutan dari Program 
MP3EI. (Jalan Tol, Jalan Provinsi, 
Kabupaten / Kota dan Fasilitas 
Lainnya). 
Bisnis asing lebih inovatif, 
didukung modal, teknologi, dan 
jaringan bisnis yang luas 
Sumber : Di Elaborasi dan Analisis untuk Studi ini, 2019. 
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Pada dasarnya UMKM di wilayah Kabupaten Kudus sudah mulai tertata 
dengan baik dan semakin tumbuh dan berkembang, namun masih banyak 
kelemahan dalam konteks kompetensi dan pengetahuan pelaku usaha, 
sehingga kreativitasnya masih terbatas dan harus senantiasa dilakukan. diberi 
bimbingan dan bimbingan teknis dan manajerial. . 
Selanjutnya dari kondisi dan situasi tersebut, dengan posisi Strengths, 
Weaknesses, Opportunities and Threats bagi UKM terdapat beberapa 
implikasi manajerial baik secara umum maupun bagi lembaga keuangan 
khususnya perbankan sebagai berikut: 
Tabel 2. IMPLIKASI MANAJERIAL 
  
IMPLIKASI UMUM  IMPLIKASI TERHADAP 
LEMBAGA PEMBIAYAAN/ 
PERBANKAN  
1. Terjaminnya ketersediaan barang 
dan jasa untuk perdagangan. 
2. UMKM dapat menggerakkan 
perekonomian daerah, 
meningkatkan penerimaan pajak / 
PAD (Pendapatan Asli Daerah) 
3. Kekuatan UMKM mampu 
menjaga keberlangsungan 
usahanya 
4. Meningkatkan daya saing 
5. Kualitas produk yang sulit ditiru 
6. Kelemahan tersebut berdampak 
pada penurunan daya saing 
UMKM di pasar. Mengurangi 
kualitas produk dan layanan yang 
dihasilkan. 
7. Penurunan produktivitas barang 
dan jasa 
8. Meningkatkan biaya produksi 
9. Mengurangi pendapatan 
10. Kuantitas rendah dari produk 
berkualitas. 
11. Rendahnya kompetensi UMKM 
12. Akses terbatas ke pasar. 
13. Meningkatkan arus distribusi 
barang dan jasa 
14. Meningkatkan aktivitas transaksi 
luar negeri dan pengumpulan 
devisa. 
1. Potensi penyaluran kredit ke sektor 
perdagangan dan sektor konsumen 
2. Tingkat perputaran uang yang tinggi. 
3. Hindari risiko bisnis 
4. Menjaga kemampuan pembayaran 
kembali debitur 
5. Mempertahankan kapasitas 
pembayaran kembali dan kapasitas 
usaha. 
6. Mengurangi kerugian kredit macet. 
7. Meningkatkan kapasitas dan 
kapabilitas debitur. 
8. Rendahnya aksesibilitas UMKM 
terhadap produk dan layanan bank. 
9. Rendahnya penggunaan produk dan 
layanan bank 
10. Penyaluran kredit yang terkonsentrasi 
pada sektor-sektor tertentu sehingga 
berpotensi menimbulkan risiko 
terjadinya konsentrasi kredit. 
11. Berpotensi menimbulkan risiko 
bisnis. 
12. Mengurangi kemampuan UMKM 
dalam mengembalikan pinjaman 
karena pendapatan menurun 
13. Meningkatkan penggunaan produk 
dan layanan perbankan serta layanan 
transaksi luar negeri. 
14. Menjaga kelangsungan produksi dan 
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15. Meningkatkan investasi 
16. Meningkatkan daya tarik investor 
17. Efisiensi bisnis 
18. Memperbaiki iklim usaha 
19. Mengancam produk dan layanan 
20. Mengancam upaya pengembangan 
UMKM 
21. Melemahkan daya saing UMKM 
Jawa Tengah 
22. Menurunnya kepercayaan 
konsumen terhadap kualitas dan 
keandalan produk 
23. Kenaikan biaya produksi 
24. Mengurangi pendapatan UMKM 
kegiatan usaha. 
15. Meningkatkan minat UMKM untuk 
mengembangkan usaha dengan 
fasilitas produk dan layanan bank. 
16. Membangun keberlanjutan bisnis. 
17. Sebagai bentuk mitigasi risiko dan 
jalan keluar kedua 
18. Meningkatkan aktivitas transaksi luar 
negeri. 
19. Meningkatkan potensi risiko bisnis 
bank. 
20. Mengurangi kemampuan UMKM 
untuk mengakses bank. 
21. 21. Meningkatkan potensi risiko 
bisnis bank. 
Sumber: Dianalisis dan Elaborasi untuk Studi ini, 2019. 
 
Karena kajian ini berfokus pada pembiayaan UMKM maka implikasi 
manajerial yang dijadikan pijakan adalah implikasi manajerial bagi 
perbankan. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa UMKM perlu 
menyediakan pembiayaan yang memudahkan mereka dalam mengakses, dan 
sesuai dengan kebutuhan pendanaan untuk usahanya. 
Berdasarkan kajian SWOT (KEKEPAN) ini, tingkat usaha yang paling 
banyak memiliki kelemahan dan keterbatasan dalam hal akses modal dan 
pasar adalah Usaha Mikro. Usaha mikro ini perlu diberdayakan secara 
finansial untuk mengembangkan usahanya, namun skema pembiayaannya 
tidak boleh berbelit-belit dan bebannya tinggi, agar kredit bisa terjangkau 
dan diminta oleh pelaku usaha. Terkait permodalan, sebagian besar UMKM 
mengeluhkan sulitnya mendapatkan modal dari perbankan. Hingga saat ini 
masih terdapat perbedaan persepsi antara UMKM dan perbankan, terutama 
terkait kelayakan kredit. UMKM memiliki usaha yang prospektif dan 
menguntungkan (feasible), namun secara bankable belum layak dilakukan 
karena kurangnya agunan, atau agunan yang dimiliki kurang untuk menutupi 
risiko kredit. Menurut Bharti dan Shylendra (2011) yang dikutip oleh 
Emmanuel (2012), akses permodalan sangat penting dalam mengembangkan 
usaha, khususnya usaha mikro. Senada dengan itu, Simtowe dan Phiri (2007) 
dan Muktar (2009) yang dikutip oleh Emmanuel (2012), menyatakan kredit 
sebagai prasyarat bagi pertumbuhan perusahaan. 
Berdasarkan fenomena empiris tersebut, Pemerintah Kabupaten Kudus 
membuat kebijakan pencairan Kredit Usaha Produktif (KUP) bekerjasama 
dengan Bank Jawa Tengah. Kredit Usaha Produktif (KUP) ini adalah Kredit 
Usaha Bagi Usaha Mikro yang mempunyai usaha produktif dengan skema 
penjaminan yang selanjutnya disebut Kartu KUP UKM. Di bawah ini 
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merupakan perincian jenis program kredit usaha produktif yang menjadi 
fokus kajian studi ini, sebagai berikut: 
Jenis Program : Kredit Usaha Produktif (KUP) dengan skema 
penjaminan, murni menggunakan dana perbankan 
Cakupan Wilayah : Seluruh wilayah Indonesia 




: Sesuai klasifikasi kartu 




: Maksimal selama 3 (tiga) tahun 
Coverage 
Penjaminan 
: Max 85% dari Kredit yang disalurkan 
Imbal Jasa 
Penjaminan 
: 2,85% per tahun x sisa kredit (regresif) 
Syarat Kepersertaan : WNI yang berada di wilayah RI berusia 18 tahun 
atau sudah sampai dengan 65 tahun 
 
Pemerintah Kabupaten Kudus menyelenggarakan KUP dimaksudkan untuk: 
1) Mendukung penguatan permodalan pelaku usaha mikro kecil 2) 
Meningkatkan produktivitas dan kualitas usaha; 3) Pemberian bimbingan 
administrasi, penagihan dan pemantauan; 4) Menyediakan data survei 
(Pemerintah Kabupaten Kudus, 2016). Sedangkan tujuan utama dari KUP ini 
adalah: Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro dan kecil serta 
Mengurangi pengangguran dengan meningkatkan lapangan kerja. 
• Perbedaan antara KUR konvensional dan KUP adalah sebagai berikut. 
Untuk KUR, ketentuannya sebagai berikut: Penerima UMKM Bankable / 
masih menggunakan agunan, Bunga 12% per tahun (semula 22%), 
Pertanggungan jaminan ke sektor mikro adalah 80% dari nilai pinjaman 
dengan Return on Guarantee Services (IJP) ) sebesar 3,25% per tahun, 
Sebagian besar dana yang disalurkan oleh sektor perdagangan dan jasa, 
Pinjaman Konvensional dikenakan biaya administrasi, provisi dan materai. 
• KUP, dengan ciri-ciri sebagai berikut: Target Penerima pada sektor usaha 
mikro produktif tanpa agunan, Bunga 0,9% perbulan, Maksimal kredit sesuai 
kriteria mulai dari maksimal Rp. 5 juta, Rp. 10 juta, Rp. 15 juta dan Rp. 20 
juta, Pertanggungan penjaminan untuk sektor mikro sebesar 85% dari nilai 
pinjaman dengan Biaya Jasa Penjaminan (IJP) sebesar 2,85%. Validasi data 
berdasarkan data dari Dinas Dukcapil Kabupaten / Kota berkoordinasi 
dengan BPS melalui pencacah yang terdiri dari BPS, SKPD terkait dan RT / 
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RW setempat. Tidak ada biaya masuk, biaya dan materai saat mengajukan 
KUP. Selanjutnya untuk proses pencairan dana kredit yang melibatkan 
berbagai stakeholders, mulai dari pendataan tingkat RT hingga BAPPEDA 
dan SKPD Teknis untuk verifikasi calon debitur, kemudian setelah itu 
diserahkan ke Bank pelaksana, kemudian setelah verifikasi bank selesai 
maka bank menerbitkan kartu untuk diserahkan kepada Debitur. Langkah 
terakhir adalah debitur yang telah menerima Kartu KUP melakukan 
penarikan kredit ke bank yang ditunjuk. 
 
Gambar 1. SOP PENGAJUAN KUP 
 
Pada proses awal pengajuan KUP ini terdapat rangkaian kegiatan yang perlu 
dan harus dilakukan oleh Pemerintah dengan melibatkan unsur RT dan RW 
yang mendata pelaku usaha mikro, kemudian kelurahan melakukan verifikasi 
pekerjaan dan usaha serta melakukan validasi hasil survei tingkat RT / RW. 
Setelah selesai di tingkat Kelurahan, direkapitulasi dan disahkan oleh Pihak 
Kecamatan. Jadi proses ini cukup untuk menyeleksi keabsahan pengusaha 
mikro yang akan diserahkan kepada penerima KUP, sebelum selanjutnya 
diserahkan kepada SKPD terkait yang menangani KUP ini. 
CALON DEBITUR
•Didata secara real oleh












BAPPEDA dan SKPD TEKNIS
•Mengklasifikasikan data





•Menerima hasil pendataan 












Gambar.2. Skema Pendataan Peserta KUP 
Lembaga yang terlibat langsung dalam program Kredit Usaha 
Produktif paling sedikit 4 (empat) unsur utama yaitu Kepala Desa / Lurah 
dan Camat, SKPD / BAPPEDA, Bank Jawa Tengah, danJAMKRINDO / 
ASKRINDO. Keempat lembaga tersebut memiliki perannya masing-masing 
dalam pelaksanaan Tabel 3. Peran dan Tanggung Jawab Lembaga 
KUP ini, sehingga jika peran tersebut dijalankan secara profesional, sesuai 
SOP dan dengan integritas, tidak menutup kemungkinan pengusaha mikro di 
daerah Kudus bahkan di daerah lain. Indonesia akan semakin sejahtera dan 
sejahtera. Peran-peran ini seperti yang tercantum dalam Tabel 3, 
Tabel 3. Peran dan Tanggung Jawab Lembaga 
 
Sumber : Pemkab Kudus, 2019  
 
 Melalui peran aktif seluruh pemangku kepentingan tersebut, jumlah 
penerima kredit KUP semakin meningkat. Peningkatan tersebut terus 
bertambah dari  data terahir yang dihimpun selama tahun 2018, 
perkembangan Kredit Usaha Produktif di Kabupaten Kudus adalah sebagai 
berikut (Tabel 4.). 
LURAH/KADES & CAMAT SKPD/ BAPPEDA BANK JATENG
JAMKRINDO/ 
ASKRINDO





4. Monitoring usaha di
tingkat desa/kelurahan/
kecamatan
5. Menyerahkan data ke
Bappeda
1. Menghimpun data pelaku
usaha mikro




4. Monitoring dan Pembinaan
kepada pelaku usaha mikro




















Tabel 4. Perkembangan Kredit Usaha Produktif di Kudus  
Tahun 2018 
 
   Sumber : Data diolah,  2019 
 
 Sejak Maret 2018, jumlah debitur baru 3 (tiga) orang dengan plafon 
kredit hanya mencapai 35 juta rupiah, kemudian tumbuh pesat di penghujung 
tahun 2018 Plafon mencapai Rp 6,7 miliar dengan total 720 pengusaha. 
Sedangkan jumlah debitur, penyerapan tenaga kerja pada tiap tingkat plafon 
kredit yang diberikan kepada usaha mikro adalah sebagai berikut, Tabel 5. 
 
Tabel 5. Plafond Kredit, dan Prediksi Penyerapan Tenaga Kerja 
 






Rp. 1.000.000 s.d . Rp. 5.000.000  255  1 - 2  382  
> Rp. 5.000.000 s.d . Rp. 10.000.000  287  3 - 4  1.004  
> Rp. 10.000.000 s.d.  Rp. 15.000.000  88  5 - 7  528  
> Rp. 15.000.000  90  8 - 10  810  
Jumlah  720   2.724  
  Sumber : Data diolah,  2019 
 
Jika 720 debitur usaha mikro berjalan sesuai rencana, maka sedikitnya 2.724 
tenaga kerja akan terserap untuk usaha mikro. Tentunya, upaya pemerintah 
untuk membantu usaha mikro menjadi salah satu sektor yang mampu 
Bulan Plafond
(Rp.)
Debitur Pertumb Plafond 
(%)
Maret 35.000.000 3 -
April 616.000.000 59 1660,00
Mei 1.395.000.000 126 126,46
Juni 1.722.000.000 159 23,44
Juli 2.084.000.000 204 21,02
Agustus 2.690.000.000 272 29,08
September 4.228.000.000 457 57,17
Oktober 5.079.000.000 547 20,13
Nopember 6.046.000.000 657 19,04
Desember 6.694.000.000 720 10,72
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mengurangi pengangguran bahkan mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu 
program penyaluran kredit usaha produktif kepada pengusaha mikro kecil ini 
sangat efektif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam 
pengentasan kemiskinan dan penurunan angka pengangguran. Sementara itu, 
Portofolio KUP pada pesektor 2018 di Kabupaten Kudus menunjukkan 
bahwa informasi mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 
pertumbuhan KUP baik dalam jumlah debitur maupun jumlah kredit. Per 
Agustus 2017, jumlah debitur adalah 1.378 debitur dengan plafon kredit Rp 
12,99 miliar dan saldo pinjaman sebesar Rp 5,7 miliar. Sektor yang paling 
banyak menyerap kredit adalah perdagangan eceran, manufaktur, 




Tabel 6. PORTOFOLIO KUP MIKRO 
BANK JATENG CABANG KUDUS PER SEKTOR 
 
 Sumber: Bank Jateng, 2019 
 
Lebih lanjut dari informasi pendanaan KUP ini terlihat bahwa untuk plafon 
kredit yang telah disalurkan tersebar di pagu kredit menjadi Rp. 5 juta 
sebesar 35,42%, 5 sampai Rp. 10 juta 39,8% sedangkan untuk 10 juta 
sebesar 24,72%. Informasi ini tertera pada Tabel 7. 
 
  
NO SEKTOR EKONOMI JML DEB PLAFOND OUTSTANDING 
1 Industri : (pengrajin logam, tahu,tempe) 361 3.597.200.000 1.998.952.881
2
Perdagangan Eceran : (sembako, sangkar
burung, pakan ternak, kue kering dll)
467 4.941.200.000 2.530.447.534
3




Komunikasi&Jasa : (penjahit, bubut kayu,
bengkel, catering,salon)
231 1.946.800.000 700.451.067
5 Restoran : (warung makan) 219 1.612.600.000 468.256.154
TOTAL 1.378 12.990.000.000 5.796.763.246
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Tabel 7. Kinerja Kredit Usaha Produktif 2018 
 
Plafond Debitur Share (%) 
Rp. 1.000.000 s.d . Rp. 5.000.000  255  35,42  
> Rp. 5.000.000 s.d . Rp. 10.000.000  287  39,86  
> Rp. 10.000.000 s.d.  Rp. 15.000.000  88  12,22  
> Rp. 15.000.000  90  12,50  
Jumlah  720  100,00  
         Sumber: Pemkab Kudus, 2019.   
Kredit usaha produktif telah dimanfaatkan oleh pengusaha mikro, jumlah 
pengusaha yang telah mengambil sebanyak 1.378 nasabah dengan plafon 
kredit sebesar Rp. 12 990.000.000. Dengan jumlah debitur tersebut, 
diharapkan jumlah tenaga kerja yang terserap lebih banyak lagi, diperkirakan 
mencapai 3.167 orang. Kredit ini juga berjalan aman, karena ada lembaga 
penjamin Jaskrindo / ASKRINDO. Berjalannya program ini sangat 
bergantung pada komitmen organisasi yang terlibat dalam program ini yaitu 
para pengusaha itu sendiri, bank yang berkomitmen untuk terus memberikan 
kredit dengan plafon tertentu, bunga rendah dan tanpa syarat pembayaran 
pungutan, materai yang memberatkan. KUP ini diharapkan dapat mencapai 
tujuan: meningkatkan pendapatan, memperluas lapangan kerja, mengurangi 
pengangguran dan mengurangi kemiskinan di Kabupaten Kudus. 
 
KESIMPULAN 
UMKM merupakan bidang usaha yang terbukti memiliki peran strategis 
dalam mengatasi dampak krisis ekonomi. Meski UMKM mampu bertahan di 
tengah krisis, namun tidak serta merta membuatnya berkembang dengan 
baik. Banyak faktor yang mempengaruhi lambatnya perkembangan usaha, 
termasuk akses sumber permodalan. Terkait permodalan, sebagian besar 
UMKM mengeluhkan sulitnya mendapatkan modal dari bank. Salah satu 
upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan akses sumber daya 
produktif melalui dukungan peningkatan kualitas pelayanan lembaga 
keuangan. 
1. Bisnis mikro memiliki akses yang rendah ke bank, tetapi beberapa di 
antaranya memiliki akses ke lembaga keuangan non-bank. Namun dilihat 
dari kepentingan perbankan, usaha mikro merupakan segmen pasar yang 
cukup potensial untuk dilayani dalam upaya meningkatkan fungsi 
intermediasinya. Usaha mikro mempunyai karakteristik positif dan unik 
yang tidak selalu dimiliki oleh usaha non mikro, diantaranya adalah 
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perputaran usaha (omset) usaha yang cukup tinggi, tidak peka terhadap 
suku bunga dan devisa, tetap tumbuh bahkan dalam situasi krisis 
ekonomi dan moneter. Secara umum karakter jujur, ulet dan bisa 
menerima bimbingan asalkan dilakukan dengan pendekatan yang tepat. 
Namun disadari sepenuhnya bahwa masih banyak pelaku usaha mikro 
yang sulit memperoleh layanan kredit perbankan karena berbagai kendala 
baik dari sisi usaha mikro maupun dari sisi perbankan itu sendiri. 
2. Usaha mikro memiliki akses yang rendah ke bank, namun beberapa 
diantaranya memiliki akses ke lembaga keuangan non bank. Namun 
dilihat dari kepentingan perbankan, usaha mikro merupakan segmen 
pasar yang cukup potensial untuk dilayani dalam upaya meningkatkan 
fungsi intermediasinya. Usaha mikro mempunyai karakteristik positif dan 
unik yang tidak selalu dimiliki oleh usaha non mikro, diantaranya adalah 
perputaran usaha (omset) usaha yang cukup tinggi, tidak peka terhadap 
suku bunga dan devisa, tetap tumbuh bahkan dalam situasi krisis 
ekonomi dan moneter. Secara umum karakter jujur, ulet dan bisa 
menerima bimbingan asalkan dilakukan dengan pendekatan yang tepat. 
Namun disadari sepenuhnya bahwa masih banyak usaha mikro yang sulit 
mendapatkan layanan kredit perbankan karena berbagai kendala baik dari 
sisi usaha mikro maupun dari sisi perbankan itu sendiri. 
3. Kredit Usaha Produktif adalah upaya membantu usaha mikro agar lebih 
berdaya dan berdaya saing tinggi. 
4. Perlu adanya komitmen dari pemerintah untuk bekerja sama dengan 
lembaga keuangan dan penjaminan agar penyaluran kredit perbankan 
dapat berjalan terarah, efektif dan efisien. 
5. Badan pengawas kredit harus selalu mendampingi pengusaha mikro yang 
telah mengambil KUP, agar uang yang terserap dapat digunakan sesuai 
dengan tujuannya. 
6. Penerapan KUP di Kabupaten Kudus harus dijadikan contoh bagi daerah 
lain karena program berjalan dengan lancar dan sangat bermanfaat baik 
bagi pengusaha maupun perbankan dan masyarakat luas. 
 
REKOMENDASI 
 Untuk menumbuhkan iklim usaha UMKM yang kondusif, setiap 
pemerintah daerah harus memiliki program yang dapat mengangkat harkat 
dan martabat pengusaha UMKM, terutama yang relatif belum memiliki akses 
ke lembaga keuangan. Pemodelan atau adopsi skema pengkreditan yang 
diterapkan di Kudus menjadi salah satu pilihan setiap daerah, tentunya 
dengan berbagai modifikasi sesuai dengan kebutuhan analisis 
SWOT/KEKEPAN di lingkungan UMKM masing-masing. Jika, ini dapat di 
implimentasikan maka pemberdayaan UMKM di berbagai daerah dapat lebih 
proaktif menyesuaikan diri dengan percepatan perubahan lingkungan saat 
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ini. Perubahan cepat untuk menyesuaikan diri (seperti: cepat memperoleh 
dana, akses teknologi dan akses/informasi pasar serta menghadapi 
persaingan dengan pelbagai produk (barang dana tau jasa) dari luar negeri. 
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Perkembangan dunia usaha saat ini yang semakin pesat diikuti dengan 
semakin meningkatnya tingkat persaingan usaha yang tidak dapat dihindari. 
Adanya persaingan membuat perusahaan dihadapkan pada berbagai peluang 
dan ancaman baik dari dalam negeri atau luar negeri. Pesaing dalam bisnis 
membuat pengusaha dituntut untuk dapat mengerti dan memahami apa yang 
terjadi di pasar dan mengetahui apa yang saat ini dibutuhkan oleh pasar. 
Pengusaha juga perlu mengetahui perubahan yang ada di lingkungan bisnis 
sehingga dapat bersaing  dengan perusahaan–perusahaan lain. Adanya 
persaingan usaha dari pesaing ini dihadapi oleh  semua perusahaan baik 
perusahaan besar maupun perusahaan kecil yang bergerak di tingkat Usaha 
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). 
Kriteria yang masuk UMKM pertama adalah usaha mikro. Yaitu suatu 
usaha atau perusahaan yang memiliki aset bersih usahanya kira-kira 50 juta 
perbulan. Biasanya untuk usaha jenis ini kekayaan yang berupa bangunan 
maupun perusahaan yang menjadi tempat usaha tidak masuk ke dalam 
kalkulasi. Selain itu usaha mikro memiliki ciri-ciri tertentu. Seperti belum 
pernah melakukan administrasi keuangan yang sistematis, sulit mendapat 
bantuan dari perbankan, barang yang dijual selalu berubah-ubah serta bentuk 
usahanya relatif kecil.  
Usaha kecil juga merupakan kriteria dari sebuah badan usaha UMKM. 
Usaha kecil ini merupakan satu usaha yang dikelola oleh personal namun 
tidak tergolong sebagai badan usaha. Kekayaan usaha yang tergolong usaha 
kecil ini biasanya berada di bawah 300 juta per tahun. Kekayaan ini 
merupakan kekayaan bersih yang sudah dikalkulasi secara sempurna. Usaha 
kecil juga memiliki ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri ini yaitu tidak memiliki sistem 
pembukuan, kesulitan untuk memperbesarkan skala usaha, usaha non ekspor 
impor serta masih memiliki modal yang terbatas. Jika dilihat dari perspektif 
ini tentu usaha kecil memiliki progres bisnis yang lebih tinggi dibandingkan 
usaha mikro.  
Sebuah badan usaha bisa disebut usaha menengah apabila laba bersih 
atau kekayaan aset dari perusahaan mencapai 500 juta perbulan. Namun 
sama dengan kriteria usaha yang lain kekayaan seperti tanah dan bangunan 
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sebagai tempat usaha di dalam jenis ini juga tidak dimasukkan ke dalam 
kalkulasi. Usaha menengah biasanya memiliki ciri-ciri manajemen usaha 
sudah lebih modern serta melakukan sistem administrasi keuangan sekalipun 
dengan model yang sangat terbatas. Selain itu tenaga kerja yang ada di dalam 
perusahaan dengan kriteria usaha menengah biasanya sudah mendapatkan 
jaminan kesehatan dan kerja. Sedangkan untuk perusahaannya sendiri maka 
minimal harus memiliki NPWP, izin tetangga dan legalitas yang lainnya.  
UMKM dapat juga diartikan sebagai suatu usaha perniagaan yang 
pengelolaannya dilakukan oleh individu atau perorangan serta badan usaha 
dengan lingkup kecil yang lebih dikenal dengan istilah mikro. UMKM 
merupakan suatu kegiatan yang mendominasi lebih dari 95 % struktur 
perekonomian nasional. Sektor ini memiliki peran yang sangat strategis baik 
secara sosial ekonomi maupun sosial politis. Fungsi ekonomi sektor ini 
antara lain menyediakan menyediakan barang dan jasa bagi konsumen 
berdaya beli rendah sampai sedang, menyumbangkan lebih dari separo 
pertumbuhan ekonomi  serta kontributif perolehan devisa negara.   Secara 
sosial politis  fungsi sektor ini juga sangat penting terutama dalam 
penyerapan tenaga kerja  serta upaya pengentasan kemiskinan. 
UMKM memiliki peran penting dalam pengembangan kegiatan 
ekonomi kerakyatan di berbagai sektor dan pemberdayaan masyarakat juga 
sebagai alternatif usaha di tengah krisis ekonomi global yang melanda para 
pelaku usaha besar Indonesia.  
Saat ini semua bangsa di dunia termasuk Indonesia sedang menghadapi 
masalah adanya pandemi covid 19. Hal ini juga berdampak pada para 
UMKM. Industri klaster bambu sebagai salah satu klaster UMKM juga 
terkena dampak pandemi ini. Masalah  yang  sering  dihadapi  oleh  UMKM  
adalah  rendahnya  produktivitas. Hal  tersebut  berkaitan  dengan:  (i)  
rendahnya  kualitas sumber daya manusia usaha skala mikro, dan (ii) 
rendahnya kompetensi kewirausahaan usaha skala  mikro.  Di  samping  itu, 
UMKM menghadapi  pula  faktor-faktor  yang  masih  menjadi kendala 
dalam peningkatan daya saing dan kinerja UMKM. Faktor-faktor tersebut 
adalah (i)  terbatasnya  terhadap  akses  permodalan,  (ii)  terbatasnya  
terhadap akses ke pasar,  dan (iii) terbatas akses informasi mengenai 
sumberdaya dan teknologi. 
Klaster bambu sebagai salah satu klaster yang ada di UMKM saat ini 
juga menghadapi masalah terkait dengan adanya pandemi. Banyak UMKM 
klaster bambu yang saat ini tidak bisa menjual hasil produksinya, bahkan ada 
juga yang tidak bisa memproduksi. Pemasaran sebagai salah satu aspek yang 
penting bagi pemasar di masa pandemi ini mengalami banyak masalah. 
Demikian pula pada industri klaster bambu yang juga tidak luput dari 
dampak pandemi ini.  
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Penelitian ini akan mengkaji bagaimana dampak pandemi terhadap 




Menurut Kotler & Keller (2009), pemasaran adalah suatu proses sosial yang 
didalamnya individu dan kelompok berusaha mendapatkan apa yang mereka 
butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas 
mempertukarkan produk yang bernilai dengan orang lain.  
Dari konsep pemasaran ini, bahwa pemasaran (marketing) adalah fungsi 
organisasi untuk mengkomunikasikan nilai kepada pelanggan dan mengelola 
hubungan dengan pelanggan yang bertujuan untuk mencapai kepuasaan yang 
berkelanjutan bagi pelanggan, karyawan, dan pemegang saham. 
Manajemen Pemasaran 
Konsep manajemen pemasaran adalah semua kegiatan perusahaan dalam 
perencanaan pemasaran dalam upaya mencapai kepuasan pelanggan sebagai 
tujuan perusahaan. Semua aktifitas yang menganut konsep pemasaran akan 
menentukan bagaimana nantinya manajemen pemasaran tersebut dikelola. 
Manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu dalam melakukan aktivitas 
perencanaan, penetapa harga, dan pendistribusian produk kepada pasar 
sasaran untuk mencapai kepuasan pelanggan yang merpakan tujuan dari 
organisasi. Pemasaran sangat berperan penting terhadap kelangsungan bisnis, 
seperti menentukan target pasar yang tepat, menentukan harga produk yang 
sesuai dan dapat dijangkau oleh target pasar, hingga menentukan cara 
mengemas produk atau jasa agar lebih mudah diterima oleh masyarakat. 
Menurut American Marketing Association dalam Kotler dan Keller (2009:5), 
pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk 
menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan 
dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan 
organisasi dan pemangku kepentingannya. Melihat definisi pemasaran 
menurut ahli, dapat disimpulkan bahwa pemasaran merupakan suatu 
kegiatan dalam menciptakkan, mengkomunikasikan dan memberikan nilai 
dan meningkatkan kepuasan kepada pelanggan untuk memenuhi kebutuhan 
pelanggan dan juga menjaga kelangsungan hidup perusahaan.  
 
Strategi Pemasaran 
Strategi pemsaran merupakan bagian yang terpenting dalam suatu proses 
pemsaran terhadap konsumen, karena strategi pemsaran merupakan salah 
satu hal yang dapat meningkatkan penjualan yang ada di perusahaan. 
Menurut Kotler dan Keller (2012:25) bauran pemasaran (marketing mix) 
adalah seperangkat alat yang digunakan untuk terus mencapai tujuan di pasar 
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sasarannya. Bauran pemsaran tersebut terdiri dari 4P yaitu : product 
(product), harga (price), tempat (place), dan promosi (promotion). 
a. Produk (product) 
Mencerminkan kombinasi ―barang dan jasa‖ yang ditawarkan 
perusahaan kepada pasar sasaran. Suatu yang dapat ditawarkan ke 
pasar untuk mendapatkan perhatian, agar produk yang dijual mau 
dibeli, digunakan atau dikomsumsi yang dapat memenui suatu 
keinginan atau kebutuhan dari konsumen.  
b. Harga (price) 
Mencerminkan jumlah uang yang harus dibayarkan pelanggan untuk 
mendapatkan produk. sejumlah nilai yang ditukarkan konsumen 
dengan manfaat dari memiliki atau menggunakan produk atau jasa 
yang nilainya ditetapkan oleh pembeli dan penjual melalui tawar 
menawar, atau ditetapkan oleh penjual  untuk satu harga yang sama 
terhadap semua pembeli. 
c. Tempat (place) 
Mencerminkan kegiatan-kegiatan perusahaan yang membuat produk 
tersedia untuk konsumen saasaran. Tempat diasosiasikan sebagi 
saluran distribusi yang ditujukan untuk mencapai target konsumen. 
Sistem distribusi ini mencakup lokasi, transportasi, pergudanga. 
d. Promosi (promotion) 
e. Mencerminkan kegiatan-kegiatan yang mengkomunikasikan 
keunggulan produk dan membujuk konsumen untuk membelinya. 
Promosi berarti aktivitas yang menyampaikan manfaat produk dan 
membujuk pelanggan membelinya. Hal yang perlu di perhatikan dalam 
promosi adalah bauran promosi. Bauran promosi adalah berbagai 
macam cara atau kegiatan promosi yang dilakukan untuk 
mempengaruhi target pasar. Menurut Kotler dan Keller (2009) ada 
delapan macam bauran komunikasi pemasaran yaitu: periklanan, 
promosi penjualan, hubungan masyarakat dan publisitas, penjualan 
pribadi, pemasaran langsung, pemasaran interaktif, acara dan 
pengalaman, word-of-mouth marketing.  
1. Periklanan (advertising) 
Periklanan adalah segala bentuk penyajian dan promosi  ide, 
barang atau jasa secara non-personal oleh suatu sponsor tertentu. 
Iklan merupakan komunikasi searah dari produsen kepada 
konsumen. 
2. Promosi penjualan (sales promotion) 
Promosi penjualan ini biasanya melputi pemberian intesif, diskon 
atau potongan harga suatu produk. Berbagai insentif jangka 
pendek untuk mendorong keinginan mencoba atau membeli suatu 
produk atau jasa.Alat promosi penjualan: kupon, kontes, harga 
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premi, dan lain-lain semuanya memberikan 3 manfaat yang 
berbeda: 
- Komunikasi: menarik perhatian dan memberikan informasi 
yang dapat mengarahkan konsumen ke produk yang 
bersangkutan. 
- Insentif: menggabungkan sejumlah kebebasan, dorongan, atau 
kontribusi yang memberi nilai bagi konsumen. 
- Ajakan: ajakan untuk melakukan transaksi pembelian sekarang. 
3. Publilitas (publicity) 
Publilitas ini biasanya dengan customer service atau pelayanan 
customer dimana membantu customer dalam memahami semua 
yang berkenan dengan produk, dan juga dengan public relation. 
4. Penjualan pribadi (personal selling) 
Penjualan ini biasanya dilakukan dengan menggunakan jasa 
salesman dalam menawarkan produknya ke konsumen. 
5. Pemasaran langsung (direct marketing) 
Pemasaran langsung ini biasanya dengan cara penggunaan website 
perusahaan atau institusi dalam memasarkan produknya. 
6. Pemasaran Interaktisf 
7. Acara dan Pengalaman 
8. Word of Mouth 
Bisa berbentuk online dan offline 
Terdapat 3 karakteristik penting: 
- Kredibel 
- Pribadi 
- Tepat waktu 
 
 
Pemasaran pada Klaster Bambu 
Kerajinan bambu saat ini berkembang cukup pesat di Jawa Tengah. 
Mengingat bambu merupakan bahan baku yang mudah diperoleh dan 
tumbuh subur di sekitar lokasi para pemilik UMKM bambu. Bambu sendiri 
termasuk tanaman yang mudah tumbuh di daerah yang tropis. Kegunaannya 
pun sangat beragam karena memang tekstur kayu yang dihasilkan juga 
sangat lentur dan mudah untuk dikreasikan. Hal ini menjadikan bambu 
memiliki nilai tambah dan nilai guna tinggi ketika dapat diubah menjadi 
suatu produk. Jenis bambu yang digunakan dan banyak tumbuh di sekitar 
desa pun beragam. Ada bambu jawa yang agak tebal serat kayunya, bambu 
apus yang agak kecil diameternya, bambu petung yang memiliki diameter 
paling besar namun tipis kayunya. Ada juga bambu ori yang kayunya agak 




Berdasarkan hasil survei pada 24 UMKM klaster bambu di Jawa Tengah 
maka didapatkan hasil sebagai berikut: 
Tabel 1. Deskripsi Responden 
No Keterangan Frekuensi Persentase (%) 
1 Jenis Kelamin Wanita 6 25,0 
Pria 18 75,0 
Total 100 100,0 
2 Usia 17-20 Tahun 1 4,2 
20-30 Tahun 5 20,8 
30-40 Tahun 6 25,0 
40-50 Tahun 9 37,5 
> 50 Tahun 3 12,5 
Total 100 100,0 
3 Pendidikan  SD 3 12,5 
SMP 4 16,7 
SMA 13 54,2 
S-1 4 16,7 
Total 100 100,0 
 
Berdasarkan jenis kelamin dari 24 pemilik UMKM ternyata 
didominasi pria sebanyak 75% atau 18 orang sedangkan wanita sejumlah 
25% atau 6 orang. Berdasarkan usia dari 24 pemilik UMKM, paling banyak 
berusia 40-50 tahun sebanyak 37.5% atau 9 orang, sebanyak 25% atau 6 
orang berusia30-40 tahun, sebanyak 20.8% atau 5 orang berusia 20-30 tahun, 
sebanyak 12.5% atau 3 orang berusia lebih dari 50 tahun, dan sebanyak 4.2% 
atau 1 orang berusia 17-20 tahun. Berdasarkan tingkat pendidikan pemilik 
UMKM didominasi pendidikan SMA sebanyak 54,2% atau 13 orang, diikuti 
SMP dan S-1 masing-masing sebanyak 16,7% atau 4 orang serta paling 









Tabel 2. Deskripsi Variabel Produk 
Indikator Frekuensi     Mean Median Mode Min Max 
 STS TS N S SS      
Jenis Produk 
yang diproduksi 








ini masih sama 
dengan sebelum 
masa pandemi. 
1 13 2 6 2 2,7917 2,0000 2,00 1,00 5,00 
Kualitas Produk 
yang diproduksi 












0 13 1 9 1 2,9167 2,0000 2,00 2,00 5,00 
Rata-rata      3,02085     
 
Berdasarkan hasil survei terkait dengan bagaimana produk UMK di 
masa pandemi ini menunjukkan hasil bahwa Jenis Produk yang diproduksi 
saat ini masih sama dengan sebelum masa pandemi ternyata sebagian besar 
responden menyatakan tidak setuju artinya jenis produk yang diproduksi saat 
ini berbeda dengan sebelum masa pandemi. Jenis produk selama masa 
pandemi ini ada perubahan karena permintaan berubah.Bahkan beberapa 
UMKM mengalami kerugian karena produk yang sudah terlanjur dibuat 
hanya menumpuk di gudang, tidak laku dijual dan akhirnya rusak. Ada juga 
UMKM yang beralih mengganti produk yang dijualnya yang laku di masa 
pandemi.Beberapa UMKM yang sudah bisa mengekspor produknya selama 
pandemi ini tidak bisa ekspor.  
Berdasarkan hasil survei terkait dengan bagaimana Kuantitas Produk 
yang diproduksi saat ini masih sama dengan sebelum masa pandemic 
menunjukkan hasil bahwa kuantitas produk yang dijual selama masa 
pandemi ini mengalami perubahan. Hal ini karena permintaan pasar berubah. 
Bisnis pariwisata selama pandemi ini sangat terpengaruh dengan ditutupnya 
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tempat wisata yang berdampak juga pada UMKM bambu yang sebagian 
besar menjual hasil kerajinan yang dijual di beberapa tempat pariwisata. 
Ekspor juga tidak ada sehingga kuantitas produk turun. 
Berdasarkan hasil survei terkait dengan Kualitas Produk yang 
diproduksi saat ini masih sama dengan sebelum masa pandemi sebagian 
besar pemilik UMKM menyatakan setuju artinya para UMKM tidak 
merubah kualitas produk yang diproduksinya sebelum dengan selama masa 
pandemi. Hal ini dilakukan karena untuk menjaga kepercayaan pelanggan. 
UMKM tetap menjamin dan menjaga kualitas produknya. 
Berdasarkan hasil survei terkait dengan Pasokan bahan baku untuk 
produksi masih sama dengan sebelum masa pandemi, sebagian besar 
menyatakan tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa pasokan bahan baku 
mengalami perubahan yaitu juga turun.  
 
Tabel 3. Deskripsi Variabel Price 
Indikator Frekuensi     Mean Median Mode Min Max 
 STS TS N S SS      
Harga Produk 
yang diproduksi 




1 9 4 9 1 3,0000 3,0000 2,00 1,00 5,00 
Harga Jual Produk 
yang diproduksi 




1 11 4 8 0 2,7917 2,5000 2,00 1,00 4,00 
Harga bahan baku 
untuk 
memproduksi saat 
ini masih sama 
dengan sebelum 
masa pandemi. 




ini masih sama 
dengan sebelum 
masa pandemi. 
2 13 2 7 0 2,5833 2,0000 2,00 1,00 4,00 
Rata-rata      2,8021     
 
Berdasarkan survei terkait dengan Harga Produk yang diproduksi saat 
ini masih sama dengan sebelum masa pandemi ternyata ada beberapa 
UMKM yang harga tetap sama namun ada juga yang menerapkan harga 
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tidak sama. Berdasarkan survei terkait dengan Harga Jual Produk yang 
diproduksi saat ini masih sama dengan sebelum masa pandemi ternyata harga 
jual Berdasarkan survei terkait harga bahan baku untuk memproduksi saat ini 
masih sama dengan sebelum masa pandemi, sebagian besar UMKM 
menyatakan setuju. Hal ini menunjukkan bahwa harga bahan baku tidak 
mengalami perubahan baik sebelum pandemi maupun di masa pandemi. 
Bahan baku utama di sini adalah bambu yang memang masih mudah 
diperoleh sehingga harga tidak mengalami perubahan. 
Berdasarkan survei terkait dengan harga bahan pembantu untuk 
memproduksi saat ini masih sama dengan sebelum masa pandemi, ternyata 
sebagian besar menyatakan tidak setuju, artinya untuk harga bahan pembantu 
ada perubahan. 
Tabel 4. Deskripsi Variabel Place 
Indikator Frekuensi     Mean Median Mode Min Max 
 STS TS N S SS      
Saluran Distribusi 
Produk yang 




2 11 6 5 0 2,5833 2,0000 2,00 1,00 4,00 
Jumlah outlet 
untuk pemasaran  
produk yang 




1 11 5 7 0 2,7500 2,5000 2,00 1,00 4,00 
Jumlah pemasar 
untuk pemasaran  
produk yang 




2 16 3 3 0 2.2917 2,0000 2,00 1,00 4,00 
Rata-rata      2,5417     
 
 
Berdasarkan survei terkait saluran distribusi produk yang diproduksi 
saat ini masih sama dengan sebelum masa pandemi, sebagian besar pemilik 
UMKM tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa selama pandemi ini maka 
saluran distribusi berubah. 
Berdasarkan survei terkait jumlah outlet untuk pemasaran  produk 
yang diproduksi saat ini masih sama dengan sebelum masa pandemi, 
sebagian besar pemilik UMKM menyatakan tidak setuju. Hal ini 
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menunjukkan bahwa selama pandemi maka jumlah outlet juga berubah 
karena banyak yang tutup terutama yang di kawasan wisata. 
Berdasarkan survei terkait jumlah pemasar untuk pemasaran  produk 
yang diproduksi saat ini masih sama dengan sebelum masa pandemi, 
sebagian besar pemilik UMKM menyatakan tidak setuju. Hal ini 
menunjukkan bahwa selama pandemi jumlah pemasar berkurang.    
 
Tabel 5. Deskripsi Variabel Promosi 
Indikator Frekuensi     Mean Median Mode Min Max 
 STS TS N S SS      
Promosi Produk 
yang diproduksi 




1 6 4 13 0 3,2083 4,0000 4,00 1,00 4,00 
Jumlah media 
untuk pemasaran  
produk yang 
diproduksi saat 
ini masih sama 
dengan sebelum 
masa pandemi. 
0 5 8 10 1 3,2917 3,0000 4,00 2,00 5,00 
Biaya promosi 
untuk pemasaran  
produk yang 
diproduksi saat 
ini masih sama 
dengan sebelum 
masa pandemi. 
2 6 7 8 1 3,0000 3,0000 4,00 1,00 5,00 
Bauran promosi 
untuk pemasaran  
produk yang 
diproduksi saat 
ini masih sama 
dengan sebelum 
masa pandemi. 
1 6 7 9 1 3,1250 3,0000 4,00 1,00 5,00 
Rata-rata      3,1563     
 
Berdasarkan survei terkait promosi produk yang diproduksi saat ini 
masih sama dengan sebelum masa pandemi maka sebagian besar pemilik 
UMKM menyatakan setuju. Hal imi menunjukkan bahwa tidak ada 
perbedaan promosi sebelum pandemi dengan di masa pandemi ini.  
Berdasarkan survei terkait jumlah media untuk pemasaran  produk 
yang diproduksi saat ini masih sama dengan sebelum masa pandemi maka 
sebagian besar pemilik UMKM menyatakan setuju. Hal imi menunjukkan 
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bahwa tidak ada perbedaan jumlah media untuk pemasaran yang diproduksi 
sebelum pandemi dengan di masa pandemi ini.  
Berdasarkan survei terkait Biaya promosi untuk pemasaran  produk 
yang diproduksi saat ini masih sama dengan sebelum masa pandemi maka 
sebagian besar pemilik UMKM menyatakan setuju. Hal imi menunjukkan 
bahwa tidak ada perbedaan biaya promosi sebelum pandemi dengan di masa 
pandemi ini.  
Berdasarkan survei terkait Bauran promosi untuk pemasaran  produk 
yang diproduksi saat ini masih sama dengan sebelum masa pandemi maka 
sebagian besar pemilik UMKM menyatakan setuju. Hal imi menunjukkan 
bahwa tidak ada perbedaan bauran promosi untuk pemasaran produk yang 
diproduksi sebelum pandemi dengan di masa pandemi ini.  
Dari kajian strategi pemasaran UMKM klaster bambu di Jawa 
Tengah ditinjau dari strategi produk, price, place dan promosi maka dapat 
dilihat bahwa permasalahan yang ada di UMKM klaster bambu adalah 
terkait dengan strategi produk dan saluran distribusi. Untuk strategi harga 
dan promosi dalam UMKM klaster bambu di Jawa Tengah cenderung tetap 
mempertahankan seperti dimasa pandemi. Harga jual tidak mengalami 
kenaikan atau penurunan meskipun dilihat dari produksi turun. Beberapa 
pemilik UMKM masih mempertahankan harga yang ada meskipun penjualan 
turun dan pasar sepi. Demikian pula dari startegi promosi. Promosi yang 
dilakukan sebelum masa pandemi dengan sekarang di masa pandemi tetap 
sama. Para pemilik UMKM klaster bambu di Jawa Tengah ini sepakat 
bergabung dalam asosiasi kluster bambu yang diberi nama AKRAB 
JATENG. Dengan tergabungnya dalam asosiasi ini maka diharapkan bisa 
saling bekerjasama dan bahu membahu serta bersinergi dalam menghadapi 
persaingan. Dengan bergabung dalam asosiasi maka sesama UMKM klaster 
bambu adalah sebagai mitra dalam pemasaran sehingga diharapkan UMKM 
klaster bambu semakin berkembang dan survive dalam menghadapi 
persaingan serta kondisi apapun. 
 
PENUTUP 
Berdasarkan pembahasan strategi pemasaran pada UMKM klaster 
bambu di Jawa Tengah maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang ada 
adalah pada strategi produk dan saluran distribusi sedangkan untuk strategi harga 
dan promosi tidak mengalami masalah.  Para UMKM klaster bambu sepakat 
untuk membentuk asosiasi UMKM klaster bambu yang diberi nama AKRAB 
JATENG.  Dengan adanya AKRAB JATENG ini maka UMKM bisa 
menghadapi permasalahan secara bersama-sama dan lebih kuat dalam 
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MODEL PERTUMBUHAN INDUSTRI UMKM 








‖Matinya‖ bisnis banyak disebabkan oleh karena perusahaan  terlalu 
berfokus kepada  produk perusahaan, dan kurang memperhatikan kebutuhan  
serta  keinginan konsumen. Bisnis ‖mati diusia muda‖ karena beberapa 
faktor utama, faktor yang  pertama adalah terlalu fokus terhadap produk, 
tidak ada kreatifitas, tidak rasional bahkan emosional dan tidak ada modal 
kerja ( run out of cash).  
Pertumbuhan industri  dibutuhkan oleh nasional karena 
pertumbuhannya akan menyerap banyak tenaga kerja, peningkatan 
pendapatan negara sebagai bagian dari percepatan pembangunan ekonomi 
nasional. Pengembangan  usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta 
koperasi menjadi pilihan strategis untuk meningkatkan taraf hidup sebagian 
besar rakyat Indonesia. Hal itu dilakukan mengingat jumlah populasi 
UMKM mencapai 48,9 juta unit usaha atau 99,9 persen dari jumlah unit 
usaha di Indonesia, dan jumlah tenaga kerjanya mencapai 85,4 juta  orang 
atau 96,2 persen dari seluruh tenaga kerja Indonesia pada tahun 2006 
(Dinas Koperasi dan UMKM  Jawa Tengah, 2011). Ekspor hasil  industri 
UMKM Indonesia mencapai Rp. 81,4 Triliun atau 9,1 % dari total ekspor 
nasional dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 5,4 juta jiwa. Selain itu 
produktivitas per tenaga kerja UMKM pada tahun 2006 telah  menunjukkan 
kenaikan, yang berdasarkan harga konstan tahun 2000 tumbuh sebesar 2,70 
persen walaupun hanya sedikit lebih tinggi daripada produktivitas nasional 
yang meningkat 2,68 persen. Stusi ini berfokus   pada  industri UMKM 
karena industri ini merupakan bagian dari inti pembangunan nasional yang 
termasuk dalam kategori industri padat karya (tenaga kerja).  
Studi  ini akan berfokus untuk mengkaji tentang faktor-faktor yang 
menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen di setiap cluster industri 
UMKM di Jawa Tengah.  Hasil studi  Assael  (2009) menjadi acuan awal  
ditemukan bahwa beberapa faktor internal seperti kebutuhan nilai (value), 
persepsi, sikap, gaya hidup dan kepribadian konsumen berpengaruh terhadap 
keputusan konsumen dalam membeli barang dan jasa, dan faktor eksternal 
seperti budaya, kelas sosial, kelompok yang saling berhubungan (keluarga, 
teman) merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan 
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membeli barang. Sunadi (2000), dalam studinya menunjukkan bahwa faktor 
internal individu seperti tingkat pendidikan, nilai-nilai yang diyakini 
berpengaruh positif terhadap keputusan konsumen.  Sedangkan faktor 
eksternal yang mempengaruhi keputusan konsumen adalah dukungan 
finansial, dukungan riset dan pengembangan pihak luar, penggunaan 
intelectual property rights (Hak Kekayaan Intelektual/ HKI ).  Berdasarkan 
uraian tersebut diatas,  maka studi  tentang Model Pertumbuhan Industri 
UMKM berbasis Potensi Cluster dan perilaku Konsumen pada UMKM di 
Jawa Tengah diperlukan dan bagaimana  model tersebut cocok diterapkan di 
Industri UMKM di Jawa Tengah.  
 
PEMBAHASAN 
Deskripsi Variabel Penelitian Kluster Produk Tekstil 
Deskripsi Variabel Kualitas Produk 
Berdasarkan pengamatan peneliti melalui kuestioner dan wawancara 
mendalam dengan  responden konsumen  kluster produk tekstil  pada Dinas 
Koperasi dan UMKM Jawa Tengah didapatkan hasil  penelitian sebagai 
berikut : 
a. Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap indikator  kemanfaatan produk 
pada kluster produk tekstil  pada dinas koperasi dan UMKM Jawa 
Tengah, Sebanyak 95 % responden menyatakan bahwa kemanfaatan 
produk penting adanya, karena berdasarkan penjelasan responden 
kemanfaatan produk merupakan tujuan utama dalam membeli produk. 
Semakin tinggi nilai manfaat dari produk tersebut semakin tinggi 
keinginan konsumen dalam membeli produk.  
b. Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap indikator  variasi produk pada 
kluster produk tekstil  pada dinas koperasi dan UMKM Jawa Tengah, 
Sebanyak 98 % responden menyatakan bahwa variasi produk penting 
adanya, karena berdasarkan penjelasan responden variasi produk 
membuat konsumen memiliki banyak pilihan dalam membeli produk. 
Semakin banyak variasi yang ditawarkan dari produk tersebut semakin 
tinggi keinginan konsumen dalam membeli produk.  
c. Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap indikator  kenyamanan produk 
pada kluster produk tekstil  pada dinas koperasi dan UMKM Jawa 
Tengah, Sebanyak 98 % responden menyatakan bahwa kenyamanan 
produk penting adanya, karena berdasarkan penjelasan responden 
kenyamanan produk dapat menimbulkan rasa puas dan hal ini 
dipertimbangkan konsumen dalam membeli produk. Semakin tinggi 
kenyamanan produk tekstil dipakai konsumen semakin tinggi 
keinginan konsumen dalam membeli produk.  
d. Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap indikator  bahan baku produk pada 
kluster produk tekstil  pada dinas koperasi dan UMKM Jawa Tengah, 
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Sebanyak 96 % responden menyatakan bahwa bahan baku produk 
penting adanya, karena berdasarkan penjelasan responden bahan baku 
produk dapat menimbulkan  rasa sejuk dantidak panas serta dapat 
menyerap keringat apa tidak dan hal ini dipertimbangkan konsumen 
dalam membeli produk. Semakin baik bahan baku yang dipakai atau 
semakin tidak panas dan semakin dapat menyerap keringat bahan baku 
yang digunakan produk tekstil, semakin tinggi keinginan konsumen 
dalam membeli produk 
e. Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap indikator  model disain produk 
pada kluster produk tekstil  pada dinas koperasi dan UMKM Jawa 
Tengah, Sebanyak 96 % responden menyatakan bahwa model disain 
produk penting adanya, karena berdasarkan penjelasan responden 
model disain memiliki unsur seni dan dapat menciptakan keindahan 
bagi pemakainya dan hal ini dipertimbangkan konsumen dalam 
membeli produk. Semakin indah model disain produk tekstil yang 
dipakai konsumen semakin tinggi keinginan konsumen dalam membeli 
produk.  
f. Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap indikator  warna produk pada 
kluster produk tekstil  pada dinas koperasi dan UMKM Jawa Tengah, 
Sebanyak 92 % responden menyatakan bahwa warna produk penting 
adanya, karena berdasarkan penjelasan responden warna produk dapat 
menimbulkan rasa senang dan hal ini dipertimbangkan konsumen 
dalam membeli produk. Semakin menyenangkan warna produk tekstil 
yang dipakai konsumen semakin tinggi keinginan konsumen dalam 
membeli produk. 
 
Saran responden dalam kaitan dengan kualitas produk adalah kualitas produk 
akan sangat menentukan kenyamanan dan kepuasan konsumen. Oleh karena 
itu produk tekstil harus memperhatikan kualitas produk ini baik dari bahan 
bakunya, model disainnya, variasinya, kemanfaatannya serta warna yang 
sesuai dengan peruntukannya. 
  
Deskripsi Variabel Kualitas Layanan 
Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap indikator keramahan dalam 
layanan konsumen pada  variabel kualitas layanan, terdapat sebanyak 93 % 
responden menyatakan bahwa keramahan dalam layanan terhaap konsumen 
penting adanya, karena berdasarkan penjelasan responden keramahan 
layanan membuat konsumen betah dan senang. hal ini dipertimbangkan 
konsumen dalam membeli produk. Semakin tinggi keramahan layanan pada 
konsumen semakin tinggi keinginan konsumen dalam membeli produk 
Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap indikator jam waktu buka 
toko dalam layanan konsumen pada  variabel kualitas layanan, terdapat 
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sebanyak 89 % responden menyatakan bahwa jam buka toko dalam layanan 
terhaap konsumen penting adanya, karena berdasarkan penjelasan responden 
jam buka toko membuat konsumen dapat berbelanja sesuai kebutuhannya. 
hal ini dipertimbangkan konsumen dalam membeli produk. Semakin sesuai 
dengan kebutuhan konsumen mengenai jam buka toko semakin tinggi 
keinginan konsumen dalam membeli produk. 
Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap indikator Sales promotion 
girl (SPG) dalam layanan konsumen pada  variabel kualitas layanan, terdapat 
sebanyak 84 % responden menyatakan bahwa penggunaan SPG dalam 
layanan terhadap konsumen relatif penting adanya, karena berdasarkan 
penjelasan responden penggunaan SPG menunjukkan keprofesionalan. hal 
ini dipertimbangkan konsumen dalam membeli produk. Semakin tinggi 
penggunaan SPG dalam layanan pada konsumen semakin tinggi keinginan 
konsumen dalam membeli produk.  Beberapa responden menyatakan juga 
ketidaksetujuannya dengan adanya SPG ini yaitu sebanyak 7%. Alasan 
responden yang tidak setuju dengan penggunaan SPG dalam layanan 
konsumen setelah diwawancarai secara mendalam, SPG yang seksi dan 
terlalu seksi mengganggu kenyamanan konsumen, bahkan ketika disurvey 
terhadap konsumen keseluruhan, hampir semua konsumen  lebih suka 
dengan pelayanan yang sopan dan rapi bukan yang seronok dan berpakaian 
seksi. 
Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap indikator pemakaian 
seragam dalam layanan konsumen pada  variabel kualitas layanan, terdapat 
sebanyak 92 % responden menyatakan bahwa pemakaian seragam dalam 
layanan terhaap konsumen penting adanya, karena berdasarkan penjelasan 
responden pemakaian seragam dalam layanan membuat konsumen nyaman. 
hal ini juga dipertimbangkan konsumen dalam membeli produk.  
Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap indikator senyum dan sapa 
dalam layanan konsumen pada  variabel kualitas layanan, terdapat sebanyak 
96 % responden menyatakan bahwa senyum dan sapa dalam layanan 
terhadap konsumen penting adanya, karena berdasarkan penjelasan 
responden senyum dan sapa membuat konsumen dihargai. hal ini 
dipertimbangkan konsumen dalam membeli produk. Semakin tulus senyum 
dan sapa dalam layanan pada konsumen semakin tinggi keinginan konsumen 
dalam membeli produk. 
Saran konsumen dalam kualitas layanan ini adalah semakin baik 
pelayanan terhadap konsumen, seperti keramahan, senyum dan sapa 
membuat konsumen betah, senang dan merasa dihargai. Hal ini tentu 





Deskripsi Variabel Kualitas Harga 
Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap indikator harga produk pada  
variabel harga, terdapat sebanyak 91 % responden menyatakan bahwa harga 
produk penting adanya, karena berdasarkan penjelasan responden harga 
produk akan membuat konsumen mampu membayar apa kurang mampu 
membayar produk tekstil tersebut. Hal ini menjadi pertimbangan konsumen 
dalam membeli produk. Semakin pas harga produk yang ditetapkan semakin 
tinggi keinginan konsumen dalam membeli produk. 
Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap indikator harga pas pada  
variabel harga, terdapat sebanyak 97 % responden menyatakan bahwa harga 
pas penting adanya, karena berdasarkan penjelasan responden harga pas akan 
membuat konsumen tidak tertipu bila salah tawar. Hal ini menjadi 
pertimbangan konsumen dalam membeli produk. Semakin pas harga produk 
yang ditetapkan semakin tinggi keinginan konsumen dalam membeli produk. 
Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap indikator potongan harga 
produk pada  variabel harga, terdapat sebanyak 99 % responden menyatakan 
bahwa potongan harga produk penting adanya, karena berdasarkan 
penjelasan responden potongan harga produk akan membuat konsumen 
merasa mendapat diskon tanpa menaikkan produk tekstil terlebih dahulu. Hal 
ini menjadi pertimbangan konsumen dalam membeli produk. Semakin 
banyak potongan harga produk yang ditetapkan atau semacam cuci gudang 
semakin tinggi keinginan konsumen dalam membeli produk. 
Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap indikator cara pembayaran 
produk pada  variabel harga, terdapat sebanyak 97 % responden menyatakan 
bahwa cara pembayaran produk penting adanya, karena berdasarkan 
penjelasan responden cara pembayaran produk akan membuat konsumen 
nyaman baik dengan menggunakan kartu kredit atau kartu debit. Hal ini 
menjadi pertimbangan konsumen dalam membeli produk. Semakin fleksibel 
cara pembayaran produk yang ditetapkan semakin tinggi keinginan 
konsumen dalam membeli produk. 
 
Deskripsi Variabel Kualitas Promosi 
Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap indikator sosialisasi produk 
pada  variabel kualitas promosi, terdapat sebanyak 92 % responden 
menyatakan bahwa sosialisasi produk penting adanya, karena berdasarkan 
penjelasan responden sosialisasi produk akan membuat konsumen 
mengetahui dan mengerti tentang produk yang ditawarkan. Hal ini menjadi 
pertimbangan konsumen dalam membeli produk. Semakin pas sosialisasi 
produk yang diinfokan semakin tinggi keinginan konsumen dalam membeli 
produk. 
Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap indikator pendapat teman 
pada  variabel kualitas promosi, terdapat sebanyak 91 % responden 
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menyatakan bahwa pendapat teman penting adanya, karena berdasarkan 
penjelasan responden pendapat teman akan membuat konsumen merasa lebih 
yakin apa yang dipilihnya karena merasa telah mendapat rekomendasi. Hal 
ini menjadi pertimbangan konsumen dalam membeli produk. Semakin 
banyak pendapat teman untuk membeli produk tersut semakin tinggi 
keinginan konsumen dalam membeli produk. 
Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap indikator model artis pada  
variabel kualitas promosi, terdapat sebanyak 96 % responden menyatakan 
bahwa model artis penting adanya, karena berdasarkan penjelasan responden 
model artis akan membuat konsumen merasa trendi. Hal ini menjadi 
pertimbangan konsumen dalam membeli produk. Semakin bagus model artis 
yang mengenakannya semakin tinggi keinginan konsumen dalam membeli 
produk. 
 
Deskripsi Variabel Kualitas Tempat 
Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap indikator lokasi penjualan 
produk pada  variabel kualitas tempat, terdapat sebanyak 98 % responden 
menyatakan bahwa lokasi penjualan produk penting adanya, karena 
berdasarkan penjelasan responden lokasi penjualan produk akan membuat 
konsumen mudah mendapatkan produk yang ditawarkan. Hal ini menjadi 
pertimbangan konsumen dalam membeli produk. Semakin dekat lokasi 
penjualan produk semakin tinggi keinginan konsumen dalam membeli 
produk. 
Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap indikator keluasan parkir 
pada  variabel kualitas tempat, terdapat sebanyak 99 % responden 
menyatakan bahwa keluasan parkir penting adanya, karena berdasarkan 
penjelasan responden keluasan parkir akan membuat konsumen nyaman dan 
mudah mendapatkan produk yang ditawarkan. Hal ini menjadi pertimbangan 
konsumen dalam membeli produk. Semakin luas parkir yang disediakan 
semakin tinggi keinginan konsumen dalam membeli produk. 
 Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap indikator kenyamanan toko pada  
variabel kualitas tempat, terdapat sebanyak 97 % responden menyatakan 
bahwa kenyamanan toko penting adanya, karena berdasarkan penjelasan 
responden kenyamanan toko akan membuat konsumen betah dan nyaman 
memilih produk yang ditawarkan. Hal ini menjadi pertimbangan konsumen 
dalam membeli produk. Semakin baik kenyamanan toko semakin tinggi 
keinginan konsumen dalam membeli produk. 
 
Deskripsi Variabel Penelitian Kluster Produk Makanan 
Deskripsi Variabel Kualitas Produk 
Berdasarkan pengamatan peneliti melalui kuestioner dan wawancara 
mendalam dengan  responden konsumen  kluster produk makanan  pada 
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Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Tengah didapatkan hasil  penelitian 
sebagai berikut : 
a. Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap indikator  kemanfaatan produk 
pada kluster produk makanan  pada dinas koperasi dan UMKM Jawa 
Tengah, Sebanyak 99 % responden menyatakan bahwa kemanfaatan 
produk penting adanya, karena berdasarkan penjelasan responden 
kemanfaatan produk merupakan tujuan utama dalam membeli produk. 
Semakin tinggi nilai manfaat dari produk tersebut semakin tinggi 
keinginan konsumen dalam membeli produk.  
b. Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap indikator  variasi produk pada 
kluster produk makanan  pada dinas koperasi dan UMKM Jawa 
Tengah, Sebanyak 98 % responden menyatakan bahwa variasi produk 
penting adanya, karena berdasarkan penjelasan responden variasi 
produk membuat konsumen memiliki banyak pilihan dalam membeli 
produk. Semakin banyak variasi yang ditawarkan dari produk tersebut 
semakin tinggi keinginan konsumen dalam membeli produk.  
c. Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap indikator  kenyamanan rasa 
produk pada kluster produk makanan  pada dinas koperasi dan UMKM 
Jawa Tengah, Sebanyak 100 % responden menyatakan bahwa 
kenyamanan rasa produk penting adanya, karena berdasarkan 
penjelasan responden kenyamanan rasa produk dapat menimbulkan 
rasa puas dan hal ini dipertimbangkan konsumen dalam membeli 
produk. Semakin tinggi kenyamanan rasa produk makanan semakin 
tinggi keinginan konsumen dalam membeli produk.  
d. Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap indikator  bahan baku produk pada 
kluster produk makanan pada dinas koperasi dan UMKM Jawa 
Tengah, Sebanyak 96 % responden menyatakan bahwa bahan baku 
produk penting adanya, karena berdasarkan penjelasan responden 
bahan baku produk dapat menimbulkan kesehatan bagi konsumen dan 
hal ini dipertimbangkan konsumen dalam membeli produk. Semakin 
baik bahan baku yang digunakan, semakin tinggi keinginan konsumen 
dalam membeli produk. 
e. Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap indikator  model disain produk 
pada kluster produk makanan  pada dinas koperasi dan UMKM Jawa 
Tengah, Sebanyak 95 % responden menyatakan bahwa model disain 
produk penting adanya, karena berdasarkan penjelasan responden 
model disain memiliki unsur seni dan dapat meningkatkan selera bagi 
konsumen dan hal ini dipertimbangkan konsumen dalam membeli 
produk. Semakin menarik model disain produk makanan yang 
disajikan semakin tinggi keinginan konsumen dalam membeli produk.  
f. Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap indikator  warna produk pada 
kluster produk makanan  pada dinas koperasi dan UMKM Jawa 
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Tengah, Sebanyak 86 % responden menyatakan bahwa warna produk 
penting adanya, karena berdasarkan penjelasan responden warna 
produk yang mencolok dihawatirkan pewarna bukan makanan dan 
dapat menimbulkan efek samping dan hal ini dipertimbangkan 
konsumen dalam membeli produk. Semakin sesuai warna produk 
makanan atau tidak mencolok semakin tinggi keinginan konsumen 
dalam membeli produk. 
 
Saran responden dalam kaitan dengan kualitas produk adalah kualitas 
produk akan sangat menentukan kenyamanan dan kepuasan konsumen. Oleh 
karena itu produk makanan harus memperhatikan kualitas produk ini 
terutama rasa dan harga. 
 
Deskripsi Variabel Kualitas Layanan 
Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap indikator keramahan 
dalam layanan konsumen pada  variabel kualitas layanan, terdapat sebanyak 
98 % responden menyatakan bahwa keramahan dalam layanan terhadap 
konsumen penting adanya, karena berdasarkan penjelasan responden 
keramahan layanan membuat konsumen betah dan senang. hal ini 
dipertimbangkan konsumen dalam membeli produk makanan. Semakin 
tinggi keramahan layanan pada konsumen semakin tinggi keinginan 
konsumen dalam membeli produk. 
Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap indikator jam waktu buka 
toko dalam layanan konsumen pada  variabel kualitas layanan, terdapat 
sebanyak 92 % responden menyatakan bahwa jam buka toko dalam layanan 
terhadap konsumen penting adanya, karena berdasarkan penjelasan 
responden jam buka toko membuat konsumen dapat berbelanja sesuai 
kebutuhannya. hal ini dipertimbangkan konsumen dalam membeli produk. 
Semakin sesuai dengan kebutuhan konsumen mengenai jam buka toko 
semakin tinggi keinginan konsumen dalam membeli produk. 
Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap indikator Sales promotion 
girl (SPG) dalam layanan konsumen pada  variabel kualitas layanan, terdapat 
sebanyak 6% saja responden setuju dalam penggunaan SPG dalam layanan 
terhadap konsumen sedangkan 77% responden menyatakan tidak setuju dan 
17 responden netral. Berdasarkan data ini SPG tidak direkomendasikan 
untuk produk makanan. Hal ini berarti semakin tinggi penggunaan SPG 
dalam layanan pada konsumen semakin rendah keinginan konsumen dalam 
membeli produk.  Alasan responden yang tidak setuju dengan penggunaan 
SPG dalam layanan konsumen setelah diwawancarai secara mendalam, SPG 
yang seksi dan terlalu seksi mengganggu kenyamanan konsumen, bahkan 
ketika disurvey terhadap konsumen keseluruhan, hampir semua konsumen  
lebih suka dengan pelayanan yang ramah dan sopan, bukan yang seronok dan 
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berpakaian seksi apalagi untuk produk makanan responden menganggapnya 
tidak relevan. 
Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap indikator pemakaian 
seragam dalam layanan konsumen pada  variabel kualitas layanan, terdapat 
sebanyak 79 % responden menyatakan bahwa pemakaian seragam dalam 
layanan terhadap konsumen penting adanya, karena berdasarkan penjelasan 
responden pemakaian seragam dalam layanan membuat konsumen nyaman. 
hal ini juga dipertimbangkan konsumen dalam membeli produk.  
Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap indikator senyum dan sapa 
dalam layanan konsumen pada  variabel kualitas layanan, terdapat sebanyak 
98 % responden menyatakan bahwa senyum dan sapa dalam layanan 
terhadap konsumen penting adanya, karena berdasarkan penjelasan 
responden senyum dan sapa membuat konsumen dihargai. hal ini 
dipertimbangkan konsumen dalam membeli produk. Semakin tulus senyum 
dan sapa dalam layanan pada konsumen semakin tinggi keinginan konsumen 
dalam membeli produk. 
Saran konsumen dalam kualitas layanan ini adalah semakin baik 
pelayanan terhadap konsumen, seperti keramahan, senyum dan sapa 
membuat konsumen betah, senang dan merasa dihargai. Hal ini tentu 
mempengaruhi konsumen dalam membeli produk makanan. 
 
Deskripsi Variabel Kualitas Harga 
Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap indikator harga produk pada  
variabel harga, terdapat sebanyak 97 % responden menyatakan bahwa harga 
produk makanan penting adanya, karena berdasarkan penjelasan responden 
harga produk akan membuat konsumen mampu membayar apa kurang 
mampu membayar produk makanan tersebut. Hal ini menjadi pertimbangan 
konsumen dalam membeli produk. Semakin pas harga produk yang 
ditetapkan semakin tinggi keinginan konsumen dalam membeli produk 
Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap indikator harga pas pada  
variabel harga, terdapat sebanyak 96 % responden menyatakan bahwa harga 
pas penting adanya, karena berdasarkan penjelasan responden harga pas akan 
membuat konsumen tidak tertipu bila salah tawar. Hal ini menjadi 
pertimbangan konsumen dalam membeli produk. Semakin pas harga produk 
yang ditetapkan semakin tinggi keinginan konsumen dalam membeli produk. 
Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap indikator potongan harga 
produk pada  variabel harga, terdapat sebanyak 63 % responden menyatakan 
bahwa potongan harga produk penting adanya sedangkan 37 % responden 
netral. Hal ini berarti tidak begitu menjadi pertimbangan konsumen dalam 
membeli produk.  
Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap indikator cara pembayaran 
produk pada  variabel harga, terdapat sebanyak 93 % responden menyatakan 
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bahwa cara pembayaran produk penting adanya, karena berdasarkan 
penjelasan responden cara pembayaran produk akan membuat konsumen 
nyaman baik dengan menggunakan kartu kredit atau kartu debit. Hal ini 
menjadi pertimbangan konsumen dalam membeli produk. Semakin fleksibel 
cara pembayaran produk yang ditetapkan semakin tinggi keinginan 
konsumen dalam membeli produk. 
 
Deskripsi Variabel Kualitas Promosi 
Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap indikator sosialisasi produk 
pada  variabel kualitas promosi, terdapat sebanyak 95 % responden 
menyatakan bahwa sosialisasi produk penting adanya, karena berdasarkan 
penjelasan responden sosialisasi produk akan membuat konsumen 
mengetahui dan mengerti tentang produk yang ditawarkan. Hal ini menjadi 
pertimbangan konsumen dalam membeli produk. Semakin lengkap 
sosialisasi produk yang diinfokan semakin tinggi keinginan konsumen dalam 
membeli produk. 
Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap indikator pendapat teman 
pada  variabel kualitas promosi, terdapat sebanyak 93 % responden 
menyatakan bahwa pendapat teman penting adanya, karena berdasarkan 
penjelasan responden pendapat teman akan membuat konsumen merasa lebih 
yakin apa yang dipilihnya karena merasa telah mendapat rekomendasi. Hal 
ini menjadi pertimbangan konsumen dalam membeli produk. Semakin 
banyak pendapat teman untuk membeli produk tersebut semakin tinggi 
keinginan konsumen dalam membeli produk. 
Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap indikator model artis pada  
variabel kualitas promosi, terdapat sebanyak 88 % responden menyatakan 
bahwa model artis penting adanya, karena berdasarkan penjelasan responden 
model artis akan membuat konsumen merasa mengerti manfaatnya. Hal ini 
menjadi pertimbangan konsumen dalam membeli produk tersebut. Semakin 
sesuai model artis yang memerankannya semakin tinggi keinginan konsumen 
dalam membeli produk. 
 
Deskripsi Variabel Kualitas Tempat 
Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap indikator lokasi penjualan 
produk pada  variabel kualitas tempat, terdapat sebanyak 99 % responden 
menyatakan bahwa lokasi penjualan produk penting adanya, karena 
berdasarkan penjelasan responden lokasi penjualan produk akan membuat 
konsumen mudah mendapatkan produk yang ditawarkan. Hal ini menjadi 
pertimbangan konsumen dalam membeli produk. Semakin dekat lokasi 




Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap indikator keluasan parkir 
pada  variabel kualitas tempat, terdapat sebanyak 99 % responden 
menyatakan bahwa keluasan parkir penting adanya, karena berdasarkan 
penjelasan responden keluasan parkir akan membuat konsumen nyaman dan 
mudah mendapatkan produk yang ditawarkan. Hal ini menjadi pertimbangan 
konsumen dalam membeli produk. Semakin luas parkir yang disediakan 
semakin tinggi keinginan konsumen dalam membeli produk. 
Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap indikator kenyamanan toko 
pada  variabel kualitas tempat, terdapat sebanyak 98 % responden 
menyatakan bahwa kenyamanan toko penting adanya, karena berdasarkan 
penjelasan responden kenyamanan toko akan membuat konsumen betah dan 
nyaman memilih produk yang ditawarkan. Hal ini menjadi pertimbangan 
konsumen dalam membeli produk. Semakin baik kenyamanan toko semakin 
tinggi keinginan konsumen dalam membeli produk 
 
Model Pertumbuhan Industri UMKM Berbasis Kluster dan Perilaku 
Konsumen UMKM Di Jawa Tengah Berdasarkan Harapan Responden 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan baik berdasarkan 
pertanyaan tertutup, pertanyaan terbuka serta wawancara yang mendalam 
dengan responden, maka Model Pertumbuhan Industri UMKM berbasis 
kluster dan perilaku konsumen pada UMKM di Jawa Tengah disajikan 




Gambar 1 Model Pertumbuhan Industri UMKM Berbasis Kluster 
 dan Perilaku Konsumen Pada UMKM di Jawa Tengah 
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Berdasarkan hasil penelitian dan survey dengan responden tidak ada 
variabel laten penelitian yang dihapus artinya responden penelitian setuju 
dengan variabel-variabel penelitian yang ditawarkan peneliti. Variabel- 
variabel penelitian yang diajukan peneliti dalam model awal sebelum survey 
didasarkan pada referensi-referensi yang relevan dan didasarkan pada hasil 
penelitian empiris sebelumnya. Namun berdasarkan hasil penelitian dan 
survey dengan responden ada beberapa indikator variabel laten yang tidak 
diperlukan yaitu untuk kluster industri makanan dan minuman tidak 
diperlukan sales promotion girl (SPG) dalam meningkatkan kualitas  
pelayanan dengan kosumen, sedangkan untuk kluster produk tekstil 




Berdasarkan hasil studi  yang telah dilakukan pada UMKM di Jawa 
Tengah  pada faktor faktor penting dalam Model Pertumbuhan Industri 
UMKM berbasis kluster dan perilaku konsumen pada UMKM di Jawa 
Tengah sebagai berikut : 
1. Responden menghendaki kualitas produk ditingkatkan baik dari segi 
variasi, kreatifitas, kemanfaatan, kenyamanan dan bahan baku yang 
dipakai. 
2. Adanya kualitas layanan yang memadai seperti keramahan pelayanan, 
senyum dan sapa serta kesesuaian jam buka toko. 
3. Adanya penentuan harga yang pas atau sesuai dengan kualitas produk 
termasuk kemudahan dalam membayar seperti tunai, kartu kredit maupun 
kartu debit. 
4. Adanya sosialisasi dan promosi yang tepat  
5. Adanya kualitas lokasi atau tempat usaha seperti keluasan parkir, lokasi 
dan kenyamanan toko.  
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Dimasa Pandemi Covid 19 ini tingkat persaingan yang semakin 
kompetitif serta konsumen yang semakin kritis dalam memilih produk 
menuntut perusahaan untuk lebih inovatif dalam menghasilkan suatu produk 
karena konsumen akan menilai apakah produk tersebut mempunyai 
keunggulan dibanding produk sejenis yang ada di pasar guna memuaskan 
keinginanya. 
Pandemi Covid 19 membuat lingkungan bisnis berubah dengan cepat 
maka salah satu tantangan UMKM adalah menentukan strategi pemasaran 
yang tepat dengan menggunakan sumber daya yang terbatas . Inovasi produk 
merupakan faktor yang paling penting  untuk memuaskan konsumen. Inovasi 
Produk adalah suatu ide, praktek, atau objek yang dipersepsikan baru oleh 
individu (Rogers, 2003). 
Drucker 1954 dalam Berthon, P., Hulbert, J. M., & Pitt, L. F. (1999) 
menyatakan bahwa inovasi produk merupakan suatu hal yang potensial 
untuk menciptakan pemikiran dan imajinasi orang yang pada akhirnya akan 
menciptakan kepuasan konsumen. Neely , Andy (2001) mengatakan bahwa 
inovasi produk menunjukkan pada pengembangan dan pengenalan produk 
baru atau dikembangkan yang berhasil di pasar berupa perubahan desain , 
komponen dan arsitektur produk.  
Berbagai upaya produksi dan inovasi produk dilakukan oleh 
pengusaha dan pelaku UMKM agar produk yang dihasilkan disukai dan 
digemari oleh konsumen sehingga mendorong konsumen untuk membeli 
produk yang mereka jual. Inovasi produk pun terus dikembangkan dan 
dilakukan dengan tujuan memberikan kepuasan kepada konsumen sehingga 
mendorong konsumen agar tetap setia dengan produknya.  
Beberapa penelitian terkait inovasi produk, kepercayaan dan 
kepuasan konsumen telah dilakukan oleh beberapa peneliti dalam beberapa 
tahun terakhir. Sukarmen, Sularso, & Wulandari (2015) tmelakukan 
penelitian tentang pengaruh inovasi produk terhadap kepuasan konsumen. 
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Isnaeni & Muchamad (2016) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif 
yang signifikan antara inovasi produk terhadap kepuasan konsumen Darwin 
dan Kunto (2014) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan 
antara kepuasan. dan kepercayaan konsumen. Kepercayaan konsumen terkait 
dalam upaya untuk mengurangi risiko yang dirasakan dari transaksi, 
diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan dalam penelitiannya (Hong 
& Cha, 2013). 
Darwin & Kunto (2014) kepercayaan konsumen terhadap suatu 
produk atau jasa biasanya muncul karena pelanggan dapat menilai 
penampilan atau desain produk dengan apa yang mereka lihat, pahami dan 
yang mereka rasakan. Oleh karena itu penting bagi UMKM untuk 
membangun rasa kepercayaan konsumen terhadap produk yang ditawarkan, 
agar tingkat kepercayaan konsumen menjadi lebih tinggi dan akan tercipta 
kepuasan konsumen. Kepercayaan tersebut juga mengurangsi risiko dalam 
bermitra dan membangun hubungan jangka panjang serta meningkatkan 
komitmen dalam berhubungan baik antara UMKM dengan konsumen atau 
pelanggan. 
Tjiptono (2008) terciptanya kepuasan konsumen dapat memberikan 
beberapa manfaat, diantaranya hubungan antara perusahaan dengan 
pelangganya menjadi harmonis sehingga memberikan dasar yang baik bagi 
pembelian ulang dan terciptanya kesetiaan terhadap merek serta membuat 
satu rekomendasi dari mulut ke mulut (Word of mouth) sehingga 
menguntungkan bagi perusahaan,  
Kotler & Keller (2015) mengungkapkan bahwa kepuasan adalah 
perasaan seseorang kesenangan yang dihasilkan dari membandingkan kinerja 
produk yang dirasakan dengan harapan. Jika kinerja jatuh, jauh dari harapan, 
maka pelanggan tidak puas. Jika sesuai harapan, pelanggan puas. Jika 




Kabupaten Kudus merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah 
yang secara geografis berbatasan dengan K abupaten Jepara di bagian 
barat, kabupaten Pati di bagian timur serta kabupaten Grobogan dan 
kabupaten Demak di bagian selatan. Selain terdapat industri- industri besar, 
di Kabupaten Kudus juga dikenal banyak menghasilkan berbagai macam 
produk dari  Usaha Mikro Kecil  dan Menengah (UMKM), salah 
satunya adalah usaha di bidang Kerajinan Bordir.   
Kerajinan Bordir  merupakan salah satu produk Unggulan Kabupaten 
Kudus Dari Sebelas Produk Unggulan Daerah Kabupaten Kudus, selain 
Furniture dari Kayu, Kerajinan Ukir Gebyok, Barang-barang dari kulit 
buatan, Alas kaki, Konveksi/garment, Jenang/dodol,  Kopi, Krupuk, Tahu, 
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Tempe, Gula Tumbu/Gula Merah, Kapuk Randu, Barang dari logam, 
Percetakan,  Rokok Kretek,  Kerajinan batik, Handicraft (resin),  Kaligrafi, 
Elektronik, Handicraft limbah, Olahan ikan (Dinas tenaga kerja, 
Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus . 
2018) 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan juga termasuk 
dalam penelitian kausal karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
hubungan kausal antara variabel inovasi produk yang dapat mempengaruhi 
kepuasan konsumen, dengan kepercayaan konsumen sebagai variabel 
mediasi. Penelitian ini dilakukan pada klaster bordir di Karang Malang, 
Kabupaten Kudus. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang UMKM Bordir, 
peneliti mengadakan Forum Diskusi Kelompok (FGD) di klaster Bordir  
Teratai Jaya Abadi  yang telah berdiri sejak tahun 1990. Sebelas UMKM 
bordir menjadi peserta penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah 
konsumen bordir di Klaster Teratai Jaya Abadi Karang Malang Kabupaten 
Kudus. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive 
sampling yaitu konsumen yang pernah membeli produk bordir di klaster 
Karang Malang Kabupaten Kudus dan diketahui nomor Handphonenya. 
dengan jumlah 165 responden. Variabel bebas penelitian ini adalah  Varabel 
Eksogen (inovasi produk) Variabel Endogen Kepuasan Konsumen dan 
Variabel Mediasi (Kepercayaan Konsumen). Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang diisi secara lengkap 
oleh responden melalui penyebaran formulir Google dan. Skala ukur yang 
digunakan adalah skala likert. 
 
1. Karakteristik Konsumen 
Gambaran karaktristik konsumen bordir diidentifikasikan dengan 
rincian sebagai berikut: 
Tabel 1. Karakteristik Konsumen 
Karakteristik Kategori Frekuensi Prosentase 
Umur  < 20 Tahun 0 0 
20-30 Tahun 27 16.4  
30-40 Tahun 67 40.6  
40-50 Tahun 57 34.5  
> 50 Tahun 14 8.5  
Jenis kelamin Laki-laki 25 15.2 
Perempuan 140 84.8 
Pendidikan SMP/SLTP 0 0 
SMA/SMK/SLTA 37 22.4 
D1/D2/D3 19 11.5 
S1 86 52.1 
S2 21 12.7 
S3 2 1.2 
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Pekerjaan Guru  17 10.3 
Dosen  16 9.7 
Swasta  50 30.3 
ASN 11 6.6 
Ibu Rumah Tangga 59 35.8 
Lainnya  12 7.3 
Kota asal Kudus  118 71.5 
Pati  4 2.4 
Jepara   7 4.2 
Demak   2 1.2 
Semarang  9 5.5 
Lainnya 25 15.2 
Sumber: Data primer 2020 
 
Tabel 1 menunjukkan bahwa karakteristik konsumen dilihat dari umur 
tertinggi berumur 30-40 tahun (40,6%) dan terendah lebih dari 50 tahun 
(8,5). Hasil ini memberikan gambaran bahwa sebagian besar konsumen 
bordir berusia produktif, tetapi juga ada yang berusia di atas 50 tahun. Jenis 
kelamin perempuan mendominasi produk bordir (84,8%). Konsumen dilihat 
dari tingkat pendidikan tertinggi adalah S1 (52,1%) dan terendah 
berpendidikan S3 (1,2%). Konsumen berdasarkan pekerjaan tertinggi adalah 
ibu rumah tangga (35,8%) dan terendah ASN (6,6%). Konsumen dilihat dari 





Hasil deskripsi variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2 
berikut ini: 
 
Tabel 2. Data Deskrispi Variabel Inovasi Produk (X) 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 
X_1 165 2 5 3,78 0,578 
X_2 165 2 5 3,81 0,604 
X_3 165 2 5 3,79 0,593 
X_4 165 2 5 3,75 0,581 
X_5 165 3 5 3,92 0,574 
Valid N (listwise) 
Rata-rata 
165 
   
3,81 
 




Pada tabel 2 dapat diketahui bahwa hasil statistik deskriptif responden dalam 
memberikan penilaian variabel inovasi produk (X) dengan jumlah rata-rata 
3,81 dengan skor terendah yaitu 3,75 pada pernyataan keempat dengan 
indikator mengikuti perkembangan jaman dan skor tertinggi adalah 3,92 
pada pernyataan kelima dengan indikator keunggulan produk. 
 
Kepercayaan Konsumen 
Data mengenai deskripsi variabel kepercayaan konsumen (Y1) dapat 
diketahui sebagai berikut: 
 
Tabel 3. Data Deskripsi Variabel Kepercayaan Konsumen (Y1) 
 
Sumber: Data diolah 
 N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 
Y1_1 165 3 5 3,76 0,493 
Y1_2 165 2 5 3,85 0,580 
Y1_3 165 3 5 3,82 0,544 
Y1_4 165 3 5 3,81 0,573 
Y1_5 165 2 5 3,75 0,589 
Valid N (listwise) 
Rata - rata 
165 





Pada tabel 3 dapat diketahui bahwa statistik deskriptif responden dalam 
memberikan penilaian variabel kepercayaan konsumen (Y1) dengan jumlah 
rata-rata 3,79 dengan skor terendah yaitu 3,75 pada pernyataan kelima 
dengan pernyataan manfaat produk dan skor tertinggi adalah 3,85 pada 
pernyataan kedua dengan indikator hubungan baik. 
 
Kepuasan Konsumen 






Tabel 4. Data Deskrispi Variabel Kepuasan Konsumen (Y2) 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Y2_1 165 2 5 3,67 0,638 
Y2_2 165 2 5 3,90 0,580 
Y2_3 165 2 5 3,85 0,566 
Y2_4 165 2 5 3,98 0,703 
Valid N (listwise) 
Rata-rata 
165 




Sumber: data diolah 2010 
 
Pada tabel 4 dapat diketahui bahwa statistik deskriptif responden 
dalam memberikan penilaian variabel kepuasan konsumen (Y2) dengan 
jumlah rata-rata 3,85 dengan skor terendah yaitu 3,67 pada pernyataan 
pertama dengan pernyataan konfirmasi harapan dan skor tertinggi adalah 





Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah diagram 
jalur hubungan kausal. Setelah melalui uji validitas diketahui bahwa semua 
item pernyataan kuesioner pada indikator inovasi produk, kepercayaan 
konsumen, dan kepuasan konsumen diperoleh rata-rata variabel yang 
diekstraksi (AVE) lebih besar dari 0,5 yang menunjukkan bahwa indikator 
masing-masing variabel valid dan dapat digunakan untuk mengukur variabel 
dengan tepat. Setelah dilakukan uji reliabilitas diketahui bahwa reliabilitas 
konstruk dari variabel composite reliability lebih tinggi dari 0,7. Dengan 
demikian dapat dikatakan bahwa semua variabel reliabel. 
 















Kepuasan konsumen 0,850 0,586 
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Tabel 5. Hasil Pengujian Contruct Reliability dan Variance Extracted 
Sumber: data diolah 2020 
 
Hal ini dapat dihitung dengan construct reliability dan variance 
exctracted. Cut of value dari construct reliability dipersyaratkan 0,7 dan cut 
of value dari variance exctracted dipersyaratkan 0.5. Menurut Ferdinand 
(2014:2) untuk penelitian yang bersifat eksploratori angka di bawah 0,7 
masih bisa diterima sepanjang disertai dengan alasan empirik. Dalam 
penelitian eksploratori reliabilitas yang sedang adalah 0,5 sampai dengan 0,6 
sudah cukup untuk menjustifikasi hasil penelitian. 
 
Hasil Uji Hipotesis 
Pengujian hipotesis hasil pengolahan menggunakan SEM dilakukan dengan 
melihat tingkat signifikansi hubungan antar variabel yang ditunjukkan oleh 
rasio kritis (cr) dan nilai signifikansi setiap hubungan antar variabel. Berikut 
adalah output dari tabel pengujian hipotesis penelitian dengan menggunakan 
alat uji AMOS berupa keluaran Bobot Regresi seperti pada tabel 6.  
 
Tabel 6. Tabel Regression Weights 
   
Estimate S.E. C.R. P Label 
KK <--- IP 0,190 0,096 1,985 0,047 par_15 
KUP <--- IP 0,233 0,093 2,509 0,012 par_13 
KUP <--- KK 0,623 0,114 5,464 0,000 par_11 
Sumber : Data primer diolah (2020) 
Dari tabel 6 apakah pengaruhnya signifikan atau tidak diketahui dari nilai P. 
Signifikansi (alpha = 0) yang digunakan adalah 0,05. Jika P-value kurang 
dari 0,05 maka hipotesis diterima. Dan nilai CR ≥ 1,645. Hipotesis diterima 





Tabel 7. Hasil Pengujian Hipotesis 
 
No  Hipotesis  P Batasan CR Batasan Keterangan 
1 
Inovasi Produk 
berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap 
Kepercayaan konsumen 






berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap 
Kepuasan Konsumen 







positif dan signifikan 
terhadap Kepuasan 
Konsumen 




Sumber : Data primer diolah (2020) 
 
Analisis jalur menunjukkan bahwa inovasi produk berpengaruh 
signifikan terhadap kepercayaan konsumen karena nilai p (0,047) <0,05 
sehingga terdapat pengaruh yang signifikan dan hipotesis diterima. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa suatu inovasi produk. karakteristik seperti 
kualitas produk, variasi, desain, pembaharuan, dan keunggulan, terdapat 
hubungan positif antara perusahaan dengan tingkat kepercayaan yang tinggi, 
memberdayakan masyarakat untuk menciptakan suatu inovasi (Charterina et 
al., 2018). 
Inovasi produk merupakan peran penting dalam meningkatkan 
kepercayaan konsumen yang bermuara pada peningkatan penjualan UKM 
―Bordir‖. Reputasi produk atau layanan melekat pada kepercayaan 
konsumen. Setiap produk yang dihasilkan akan membawa gengsi konsumen 
yang mengenakan Bordir. Hubungan yang baik dengan pelanggan akan 
meningkatkan kepercayaan konsumen yang mengarah pada kerjasama yang 
berkelanjutan di masa depan. Konsumen merasakan keamanan dalam produk 
Bordir dan akan meningkatkan kepercayaan konsumen, kenyamanan dalam 
menggunakan produk Bordir, model atau kerapian jahitan, meningkatkan 
kepercayaan konsumen. Beberapa keunggulan produk Bordir adalah untuk 
mempercantik tampilan kemeja, topi, atau benda lain yang meningkatkan 
kepercayaan diri konsumen. Hasil analisis menunjukkan bahwa p-value 
(0,044)> 0,05. Ini menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan. 
Dengan demikian hipotesis diterima.  
Hasil analisis p-value (0,012) <0,05 menunjukkan pengaruh penting 
sehingga inovasi produk berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan 
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konsumen. Hal ini ditunjukkan dengan jawaban responden yaitu inovasi 
produk yang memiliki indikator Kualitas Produk, Varian Produk, Desain 
Produk, Update (mengikuti perkembangan zaman), dan Keunggulan Produk. 
Inovasi produk mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan 
konsumen, dengan hasil penelitian bahwa inovasi produk mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan konsumen (Isnaeni & 
Muchamad, 2016). Menjaga Kualitas Produk diperlukan untuk mengontrol 
Produk Bordir. Dengan demikian konsumen akan semakin puas. Selain itu, 
menambahkan Varian Produk Bordir dapat memberikan kepuasan 
konsumen. Selanjutnya, di tengah pandemi Covid-19 ini, munculkan inovasi 
produk, masker, untuk melindungi diri dari penyebaran virus corona. 
Namun, ada fungsi lain sebagai fashion agar lebih menarik dan percaya diri 
dengan penampilan Anda. Selain itu, topeng bordir juga dianggap prestise 
bagi sebagian konsumen. Desain Produk yang Hebat akan meningkatkan 
kepuasan terhadap bordir tersebut, mungkin dari segi pola dan motif dari 
Bordir itu sendiri. 
Produk bordir yang selalu dinamis membuat konsumen tetap bertahan 
dengan produknya yang lebih klasik, etnik, dan tidak ketinggalan zaman. 
Sebuah inovasi yang memunculkan keunggulan produk yang memiliki ciri 
khas yang kuat dari Kawasan Kudus akan diminati oleh pelanggan. 
Keunggulan lainnya seperti lebih awet dan tahan aus dibandingkan sablon, 
model klasik dan variasi yang bagus, dapat diaplikasikan pada pakaian, tas, 
sepatu, topi, hijab agar konsumen lebih puas dengan produk bordir. Hasil 
analisis statistik menunjukkan p value (0,000) <0,05, sehingga kepercayaan 
konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen 
dan hipotesis reseptif. Kepercayaan yang baik dari pelanggan memiliki 
beberapa indikator seperti reputasi produk atau layanan, hubungan baik 
dengan pelanggan, keamanan produk atau layanan, kemudahan dalam 
menggunakan produk, produk atau layanan yang bermanfaat. Peningkatan 
kepuasan konsumen dipengaruhi oleh kepercayaan konsumen, konsumen 
merasa puas dan akan membeli untuk kedua kalinya hingga menjadi 
konsumen setia. Pelanggan yang puas akan menginformasikan produk 
tersebut kepada orang lain yang dikenal dengan istilah 'word of mouth' 
dengan merekomendasikan produk tersebut kepada orang lain berdasarkan 
kepercayaan konsumen. Pelanggan yang puas akan menyampaikan saran dan 
kritik yang bersifat konstruktif dan akan memberikan testimoni yang baik 
untuk suatu produk. Penelitian yang dilakukan oleh (Darwin & Kunto 2014 ) 
menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara kepercayaan 
konsumen dan kepuasan konsumen.  
Forum Group Discussion  (FGD) yang dilakukan peneliti terhadap 
pengusaha Bordir pada kluster Karang Malang kabupaten Kudus, didapati 
bahwa Bordir yang sebelumnya dikerjakan secara manual yang memakan 
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waktu lama dan hanya menghasilkan Bordir yang terbatas, telah mengalami 
inovasi produk yaitu Bordir Juki dengan mesin yang tentu saja akan lebih 
cepat dari segi pengerjaanya dibandingkan yang manual, adapaun 
perkembangan inovasi produk lainnya yaitu dengan Bordir Komputer yang 
telah menggunakan Mesin Bordir Komputer sehingga mesin yang digunakan 
membuat bordir secara otomatis, mesin Bordir akan mengahsilkan lebih 
banyak dalam waktu yang relatif lebih singkat. 
  
Pengaruh Inovasi Produk terhadap Kepercayaan konsumen  
Inovasi berarti mengamati konsumen untuk menemukan dan 
memuaskan konsumen dengan menawarkan produk baru (Buchari, 2004). 
Dengan menciptakan inovasi, suatu produk dapat mengambil posisi strategis 
di pasar, memiliki siklus hidup yang lebih lama, bertahan dari serangan 
pesaing, dan menanggapi permintaan pasar (konsumen). Inovasi adalah 
produk atau layanan, ide, dan persepsi baru seseorang yang dipersepsikan 
oleh konsumen sebagai produk atau layanan baru (Kotler et al., 2009). 
Dengan kata lain, inovasi dapat diartikan sebagai terobosan yang berkaitan 
dengan produk baru. Neely dkk.  
Inovasi produk mampu menunjukkan perkembangan dan peluncuran 
produk baru. Oleh karena itu, dapat dikembangkan untuk mencapai 
keberhasilan pemasaran (Sukarmen et al., 2015). Menurut Buchari, inovasi 
berarti mengamati konsumen untuk menemukan dan memuaskan konsumen 
dengan menawarkan produk baru (Buchari, 2004). Dengan menciptakan 
inovasi, suatu produk dapat mengambil posisi strategis di pasar, memiliki 
siklus hidup yang lebih lama, bertahan dari serangan pesaing, dan 
menanggapi permintaan pasar (konsumen).  
Inovasi adalah produk atau layanan, ide, dan persepsi baru seseorang 
yang dipersepsikan oleh konsumen sebagai produk atau layanan baru (Kotler 
et al., 2009). Dengan kata lain, inovasi dapat diartikan sebagai terobosan 
yang berkaitan dengan produk baru. Inovasi produk dapat berupa 
transformasi desain produk, komponen, dan konsepsi (Isnaeni & Muchamad, 
2016). Inovasi produk merupakan hal yang potensial untuk menciptakan 
pelanggan dengan menghasilkan pemikiran dan ide orang. Inovasi produk 
diharapkan mampu beradaptasi dengan pasar, teknologi, dan persaingan. 
Indikator inovasi produk dalam penelitian ini adalah: Kualitas Produk, 
Varian Produk, Desain Produk, Pembaruan (mengikuti perkembangan 
zaman), dan Keunggulan Produk.  
Inovasi produk berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan 
konsumen karena.  Reputasi yang dimiliki produk atau jasa menambah 
kepercayaan konsumen sehingga pada setiap produk yang dihasilkan akan 
membawa prestis bagi pelanggan yang menggunakan Bordir. Hubungan 
yang baik dengan pelanggan akan meningkatkan kepercayaan konsumen 
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sehingga saling berkesinambungan di masa yang akan datang. Keamanan 
dalam menggunakan produk Bordir akan dirasakan oleh pelanggan sehingga 
akan menambah kepercayaan pada diri pelanggan. Kenyamanan dalam 
menggunakan produk Bordir menambah kepercayaan konsumen, dari segi 
modelnya atau kerapihan jahitannya. Manfaat yang ada dalam produk Bordir 
seperti untuk mempercantik tampilan baju, topi, atau objek lain sehingga 
mampu menambah kepercayaan konsumen.  
Hasil analisis statistik diperoleh inovasi produk berpengaruh positif 
signifikan terhadap kepercayaan konsumen. Hasil analisis jalur diketahui 
bahwa inovasi produk berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan 
konsumen karena nilai p (0,047) < 0.05 sehingga menunjukkan pengaruh 
positif signifikan sehingga hipotesis diterima. Hal ini ditunjukkan bahwa 
sebuah inovasi produk yang memiliki indikator meliputi Kualitas Produk, 
Varian Produk, Desain Produk, Update (mengikuti pekembangan jaman), 
Keunggulan produk.  
Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu (Charterina et 
al., 2018) bahwa ada hubungan positif antara perusahaan dengan tingkat 
kepercayaan yang tinggi memperkuat kemampuan inovasi produk. Inovasi 
produk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan konsumen. 
Inovasi produk dapat berupa transformasi desain produk, komponen, dan 
konsepsi (Isnaeni & Muchamad, 2016). Pada akhirnya, inovasi produk 
adalah hal yang potensial untuk menciptakan pelanggan dengan 
menghasilkan pemikiran dan ide orang. Inovasi produk diharapkan mampu 
beradaptasi dengan pasar, teknologi, dan persaingan. Indikator inovasi 
produk dalam penelitian ini adalah: Kualitas Produk, Varian Produk, Desain 
Produk, Pembaruan (mengikuti perkembangan zaman), dan Keunggulan 
Produk 
 
Pengaruh Kepercayaan konsumen terhadap Kepuasan Konsumen 
Menurut bahasanya, kepercayaan diartikan sebagai kepercayaan. Darwin & 
Kunto (Darwin & Kunto, 2014) kepercayaan konsumen terhadap suatu 
produk atau layanan biasanya muncul karena pelanggan dapat menilai 
penampilan atau desain produk dari apa yang mereka lihat, pahami, dan 
rasakan. Oleh karena itu UMKM perlu membangun rasa kepercayaan 
konsumen terhadap produk yang ditawarkan, sehingga tingkat kepercayaan 
konsumen dapat semakin tinggi dan juga kepuasan dari konsumen. 
Kepercayaan ini juga mengurangi resiko dalam bermitra dan membangun 
hubungan jangka panjang, juga meningkatkan komitmen hubungan baik 
antara UMKM dengan konsumen atau pelanggan.  
Kepercayaan konsumen terhadap suatu produk atau layanan biasanya 
muncul karena pelanggan dapat menilai penampilan atau desain produk dari 
apa yang mereka lihat, pahami, dan rasakan. Oleh karena itu UMKM perlu 
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membangun rasa kepercayaan konsumen terhadap produk yang ditawarkan, 
sehingga tingkat kepercayaan konsumen dapat semakin tinggi dan juga 
kepuasan dari konsumen. Kepercayaan ini juga mengurangi resiko dalam 
bermitra dan membangun hubungan jangka panjang, juga meningkatkan 
komitmen hubungan baik antara UMKM dengan konsumen atau pelanggan.  
Indikator kepercayaan konsumen adalah sebagai berikut: Reputasi 
produk atau layanan, Hubungan baik dengan pelanggan, Keamanan dalam 
menggunakan produk atau layanan, Kenyamanan dalam menggunakan 
produk atau layanan, Manfaat dalam produk atau layanan.  
 
Pengaruh Inovasi Produk terhadap Kepuasan konsumen  
Hasil analisis mendapatkan nilai p (0,012) < 0,05 yang menunjukkan 
pengaruh signifikan sehingga sehingga inovasi produk berpengaruh positif 
signifikan terhadap kepuasan konsumen. Hal ini ditunjukkan dari hasil 
jawaban responden yaitu inovasi produk yang memiliki indikator kualitas 
produk, varian produk, desain produk, update (mengikuti pekembangan 
jaman) serta keunggulan produk 
 Menjaga Kualitas Produk sangat dibutuhkan untuk mempertahankan 
Produk Bordir sehingga pelanggan akan lebih puas. Dengan menambah 
Varian Produk Bordir juga mampu memberikan kepuasan konsumen. 
Terlebih dimasa pandemi Covis-19 seperti sekarang ini muncul inovasi 
produk berupa masker bordir yang secara fungsi digunakan untuk 
melindungi diri kira dan orang lain dari sebaran virus korona yang sedang 
melanda, akan tetapi muncul fungsi lain yaitu sebagai hiasan diri agar lebih 
menarik dan percaya diri dalam penampilan, bukan hanya itu tetapi masker 
bordir juga dianggap sebagai prestis bagi Sebagian pelanggan bordir. 
Desain Produk yang baik akan meningktkan kepuasan terhadap Bordir 
mungkin dari segi corak dan motif dari Bordir itu sendiri. Produk Bordir 
yang selalu mengikuti pekembangan jaman (update) menjadikan pelanggan 
bertahan menggunakan produk karena lebih dianggap klasik yang etnik 
bukan sesuatu yang ketinggalan jaman. Inovasi yang akan memunculkan 
Keunggulan produk yang memiki ciri khas yang kuat dari daerah Kudus 
akan diminati konsumen, Keunggulan lainnya seperti lebih awet dan tahan 
lama dibandingkan sablon, model yang klasik dan variasi yang baik, dapat 
diaplikasikan pada baju, tas, sepatu, topi, jilbab atau yang lainnya, sehingga 
mereka lebih puas tehadap produk Bordir. Penelitian yang dilakukan oleh 
(Isnaeni & Muchamad, 2016) menunjukkan bahwa inovasi produk memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan konsumen,  
 
Pengaruh Kepercayaan konsumen terhadap Kepuasan konsumen 
Hasil analisa statistik mendapatkan nilai p (0,000) < 0,05 sehingga 
kepercayaan konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
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kepuasan konsumen dan hipotesis diterima. Kepercayaan yang baik dari 
pelanggan beberapa indikator yaitu reputasi yang dimiliki produk atau jasa, 
hubungan yang baik dengan pelanggan, keamanan dalam menggunakan 
produk atau jasa, kenyamanan dalam menggunakan produk atau jasa, 
manfaat yang ada dalam produk atau jasa.  
Untuk menumbuhkan rasa kepuasan konsumen  yang dipengaruhi oleh 
rasa kepercayaan konsumen sehingga mereka para pelanggan yang puas akan 
melakukan pembelian ulang dan menjadi pelanggan tetap. Mereka para 
pelanggan yang puas akan menginformasikan produk kepada orang lain atau 
lebih dikenal dengan word of mouth dengan merekomendasikan produk 
kepada orang lain didasari rasa percaya dalam diri konsumen. Pelanggan 
yang puas akan memberikan saran dan kritik yang baik yang bersifat 
membangun serta memberikan testimoni yang baik terhadap suatu produk. 
Penelitian yang dilakukan oleh (Darwin & Kunto, 2014) menunjukkan ada 
hubungan yang signifikan antara kepercayaan konsumen dengan kepuasan 
konsumen.  
 
Pengaruh Inovasi Produk Terhadap Kepuasan konsumen dengan 
Kepercayaan konsumen sebagai Variabel Mediasi 
Hasil analisa jalur didapatkan pengaruh inovasi produk secara 
langsung terhadap kepuasan konsumen adalah sebesar 0,214, sedangkan 
pengaruh secara tidak langsung (Indirect effect) menunjukkan nilai 0,109. 
Hasil tersebut seperti dalam tabel berikut ini. 
 
Tabel 8. Pengaruh Langsung Variabel Laten 
 
 
IP KK KUP 
KK 0,198 0,000 0,000 
KUP 0,214 0,548 0,000 
Sumber : Data primer diolah (2020) 
 
Tabel 9. Pengaruh Tidak Langsung Variabel Laten 
 
 
IP KK KUP 
KK 0,000 0,000 0,000 
KUP 0,109 0,000 0,000 
 Sumber : Data primer diolah (2020) 
 
Hasil ini menunjukkan bahwa kepercayaan konsumen secara signifikan 
menjadi mediasi antara inovasi produk terhadap kepuasan konsumen. Inovasi 
produk mengacu pada reputasi yang dimiliki produk atau jasa menambah 
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kepercayaan konsumen, hubungan yang baik dengan pelanggan akan 
meningkatkan kepercayaan konsumen, keamanan dalam menggunakan 
produk Bordir menambah kepercayaan konsumen, kenyamanan dalam 
menggunakan produk Bordir menambah kepercayaan konsumen, serta 
manfaat yang ada dalam produk Bordir menambah kepercayaan konsumen, 
sehingga akan mampu membantu dalam meningkatkan kepuasan konsumen, 
Kepercayaan konsumen yang ditunjukkan dengan berbagai inovasi produk 
yang dilakukan oleh pengusaha ―Bordir‖ akan menjadikan kepuasaan bagi 
para pelanggan. Penelitian yang dilakukan oleh (Isnaeni & Muchamad, 
2016) menunjukkan bahwa inovasi produk memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap kepuasan konsumen, dengan hasil penelitian 
menunjukkan bahwa inovasi produk memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap kepuasan konsumen. 
 
KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:  
Inovasi produk memberikan pengaruh positif yang signifikan 
terhadap kepercayaan konsumen. Dari pernyataan tersebut dapat 
digambarkan bahwa ketika UMKM melakukan inovasi produk maka 
kepercayaan konsumen akan semakin bertambah meningkat.  
Inovasi produk berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan 
konsumen. Artinya semakin tinggi inovasi produk yang dilakukan UMKM 
maka kepuasan konsumen akan semakin meningkat.  
Kepercayaan konsumen berpengaruh positif signifikan terhadap 
kepuasan konsumen. Pernyataan itu dapat ditentukan dengan meningkatnya 
kepercayaan konsumen maka kepuasan konsumen juga akan meningkat 
Kepercayaan konsumen secara signifikan menjadi mediasi antara 
inovasi produk terhadap kepuasan konsumen. Pernyataan tersebut dapat 
diartikan bahwa ketika inovasi produk meningkat, maka tingkat kepuasan 
konsumen akan mengalami peningkatan pula dengan dimediasi oleh 
kepercayaan konsumen. 
Hasil penelitian ini telah mengkonfirmasi berbagai faktor yang 
diguga mendorong peningkatan kepuasan konsumen di Klaster UMKM 
Bordir Karang Malang Kudus, antara lain inovasi produk dan kepercayaan 
konsumen. Dengan inovasi produk yang selalu menjaga kualitas produk, 
menambah varian dan desain produk, dan mengikuti perkembangan jaman 
serta memunculkan keunggulan produk maka dapat meningkatkan kepuasan 
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Afeksi adalah perasaan atau reaksi emosional terhadap objek tertentu. 
 
Akselerasi adalah peningkatan kecepatan. 
 
Analisis SWOT adalah  tindakan menelaah aspek-aspek bisnis berupa 
Strengths (Kekuatan), Weaknesses (Kelemahan), Opportunities 
(Peluang), dan Threats (Ancaman). 
 
APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 
 
Aset adalah seluruh kekayaan milik suatu perusahaan. 
 
Asosiasi UMKM adalah ikatan perkumpulan UMKM yang memiliki 
kepentingan yang sama. 
 
 
Bankable adalah prasyarat yang dapat diterima oleh bank bila kita ingin 
berbisnis dengan Bank. 
 
BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 
 
Bauran promosi adalah formula khusus dari iklan, penjualan, 
pribadi, promosi penjualan dan hubungan masyarakat yang 
dipergunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran. 
 
Beban utilitas adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan setiap bulan. 
 
Biaya overhead adalah pengeluaran tambahan yang tidak berkaitan 
langsung dengan proses bisnis atau produksi yang dilakukan. 
 
BPS adalah Badan Pusat Statistik. 
 
Cashless adalah kegiatan pembayaran yang dilakukan secara non-tunai. 
 





Debitur adalah pihak yang berhutang kepada pihak lain. 
 
Diversifikasi terintegrasi adalah melakukan kombinasi dua atau lebih 
(investasi atau  pembiayaan) secara terintegrasi dengan tujuan 
meminimumkan risiko serta memperoleh keuntungan maksimal. 
tertentu.  
 
Doom Loop adalah spiral negatif yang dapat terjadi dalam aktivitas ekonomi 
 
Entitas adalah setiap unit yang menjalankan kegiatan usaha atau finansial 
untuk kepentingan diri sendiri. 
 
E-wallet adalah sebuah aplikasi atau fitur yang dikembangkan untuk 
memudahkan pengguna dalam melakukan pembayaran secara digital 
 
Feasibility adalah kelayakan. 
 
Financing diversification adalah melakukan kombinasi pembiayaan dari 
berbagai sumber dan jenis, dengan tujuan untuk meminimumkan 
risiko. 
 
Fluktuasi adalah fenomena perubahan yang berupa naik turunnya variabel 
nilai tertentu yang disebabkan oleh perubahan di dalam mekanisme 
pasar. 
 
Green Economi adalah uatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk 
meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, 
sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan. 
 
Hard selling adalah metode pendekatan penjualan yang bersifat langsung 
dan gamblang. 
 
Industri kecil adalah industri yang membutuhkan modal dan tenaga kerja 
yang relatif kecil. 
 
Industri klaster bambu adalah industri yang bergerak dibidang kerajinan 
bambu. 
 
Inklusi keuangan adalah kemudahan dalam mengakses/menggunakan 
produk layanan jasa keuangan seperti perbankan, asuransi, investasi, 




Intermediasi adalah perantara. 
 
Investasi adalah penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh sebuah 
perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu demi 
memperoleh imbal balik yang lebih besar di masa depan. 
 
Investment diversification adalah melakukan kombinasi investasi baik dari 
jenis produk, cara memasarkan produk dan variasi lokasi dan 
segmen pasar  dengan tujuan untuk meminimumkan risiko. 
 
JAMKRINDO adalah Jaminan Kredit Indonesia. 
 
Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan 
oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. 
 
Lending (peer-to-peer) adalah  penyelenggaraan layanan jasa keuangan 
untuk mempertemukan pemberi pinjaman (lender) dengan penerima 
pinjaman (borrower) dalam rangka melakukan perjanjian pinjam 
meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem 
elektronik dengan menggunakan jaringan internet. 
 
Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam 
memenuhi kewajiban jangka pendek yang dimilikinya pada saat 
jatuh tempo. 
 
Lingkungan bisnis adalah segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas 
bisnis dalam suatu lembaga organisasi atau perusahaan. 
 
Literasi keuangan adalah pengetahuan dan kecakapan untuk 
mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan risiko, 
keterampilan agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam 
konteks finansial untuk meningkatkan kesejahteraan finansial, baik 
individu maupun sosial, dan dapat berpartisipasi dalam lingkungan 
masyarakat. 
 
Lockdown adalah sebuah kebijakan yang mengharuskan sebuah wilayah 
menutup akses masuk maupun keluar orang ataupun aktivitas. 
 
Manajemen aset adalah pengelolaan kekayaan yang mencakup proses 
merencanakan kebutuhan aset, mendapatkan, menginventarisasi, 
melakukan legal audit, menilai, mengoperasikan, memelihara, 
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membaharukan atau menghapuskan hingga mengalihkan aset secara 
efektif dan efisien. 
 
Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, 
monitoring, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi untuk 
meminimalisir risiko. 
 
Microfinance adalah  lembaga  keuangan yang disediakan untuk nasabah 
dengan penghasilan rendah.  
 
Micro lending disebut juga kredit mikro, yaitu pinjaman dalam jumlah kecil 
untuk orang miskin dengan tujuan agar mereka bisa berwirausaha. 
 
Mitigasi risiko bisnis adalah merupakan pengambilan langkah – langkah 
untuk mengurangi kerugian yang dapat ditimbulkan dari dampak 
atas risiko. 
 
Monopoli adalah suatu kondisi bisnis dimana hanya satu perusahaan yang 
memiliki layanan yang dibutuhkan oleh banyak orang. 
 
New Normal adalah tatanan baru untuk beradaptasi dengan COVID-19 
(coronavirus_19). 
 
Niche market adalah bagian dari sebuah industri dengan target pasar dan 
konsumen yang lebih spesifik. 
 
Non real time adalah suatu sistem yang tak mempunyai batas waktu, 
walaupun tentunya respons yang cepat atau performa yang tinggi 
tetap diharapkan 
 
Omset adalah jumlah uang hasil penjualan barang/jasa selama periode 
tertentu 
 
Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
 
Pandemi covid19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit koronavirus 2019 
 
Paradoks adalah pernyataan yang bertentangan (berlawanan) dengan 




Payment gateway adalah  sistem transaksi online yang meng-otorisasi 
proses pembayaran, baik yang menggunakan kartu kredit, transfer 
bank, atau pembayaran langsung. 
 
Pemasaran interaktif adalah kegiatan dan program online yang dirancang 
untuk melibatkan konsumen, yang secara langsung atau tidak 
langsung dapat meningkatkan kesadaran akan merek, memperbaiki 
citra brand atau produk, dan menciptakan penjualan produk serta 
jasa. 
 
Perdagangan bilateral adalah hubungan perdagangan yang dilakukan oleh 
dua negara.  
 
Perdagangan multilateral adalah hubungan perdagangan yang dilakukan 
oleh tiga negara atau lebih. 
 
Platform e-commerce adalah  solusi teknologi dengan perangkat lunak yang 
memungkinkan untuk membangun skema bisnis yang berkaitan 
dengan penjualan produk atau layanan. 
 
PNM adalah Permodalan Nasional Madani. 
 
Point of sales system adalah suatu sistem yang digunakan oleh berbagai 
macam usaha ritel untuk menyelesaikan transaksi jual beli. 
 
PPH adalah Pajak Penghasilan. 
 
Produk domestik bruto (PDB) adalah jumlah atas suatu produksi barang 
dan jasa yang mampu dihasilkan negara dalam kurun waktu tertentu. 
 
Profit sharing adalah bagi hasil diantara dua pihak setelah mengumpulkan 
dana dan menginvestasikannya.  
 
Physical distancing adalah upaya untuk mencegah penyebaran virus corona 
di masyarakat dengan jaga jarak, atau tidak berdekatan satu dengan 
yang lain. 
 
PSBB adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar  
 
Rantai Nilai adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan suatu perusahaan 




Rantai Pasokan adalah sebuah sistem rangkaian kegiatan yang meliputi 
koordinasi, penjadwalan dan pengendalian yang terdiri atas 
organisasi, sumber daya manusia, aktivitas, informasi, dan sumber-
sumber daya lainnya terhadap pengadaan, produksi, persediaan dan 
pengiriman produk ataupun layanan jasa dari produsen ke konsumen 
akhir.  
 
Reseller adalah orang yang menjual kembali produk yang diperoleh dari 
pihak supplier kepada konsumen. 
 
Resilience adalah kemampuan individu untuk bisa bangkit dan bertahan 
dalam menghadapi kondisi ketidakpastian ekonomi yang 
mempengaruhinya. 
 
Responden adalah penjawab (atas pertanyaan yg diajukan untuk 
kepentingan penelitian). 
 
Risiko bisnis adalah ketidakpastian yang dihadapi perusahaan dan dapat 
menyebabkan kerugian atau kegagalan bisnis. Ketidakpastian 
menyulitkan perusahaan untuk mencapai target. 
 
Risiko kredit   merupakan tingkat ketidakpastian yang terkait dengan 
debitur gagal bayar. Di antara masalah yang dipertimbangkan di sini 
termasuk risiko gagal bayar kredit, risiko penyelesaian, risiko 
konsentrasi, risiko pemulihan dan risiko deteksi kredit.  
 
Risiko likuiditas adalah  risiko yang terkait dengan aset likuid yang tidak 
memadai, misalnya: risiko likuiditas aset, ketidakmampuan untuk 
memenuhi persyaratan keuangan jangka pendek dan risiko 
pengembalian dana jangka pendek  
 
Risiko operasional merupakan  peluang kerugian yang berasal dari orang, 
sistem, prosedur dan kejadian eksternal.  
 
Risiko pasar sebagai peluang kerugian yang timbul dari peningkatan suku 
bunga, kondisi likuiditas yang lebih buruk dan penurunan kualitas 
kredit. Itu diukur menggunakan konstruksi yang terkait dengan suku 
bunga, mata uang, bahan mentah, produk akhir, arus kebijakan 




Risiko teknologi  adalah kerugian atau dampak negatif karena teknologi, 
misalnya: risiko dari kerusakan sistem operasi; infrastruktur 
teknologi; serangan cyber atau pelanggaran penggunaan data; 
masalah telekomunikasi,  konektivitas dan integritas data.  
 
Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam 
kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan 
untuk memenuhi kewajibannya. 
 
Return on Guarantee Services adalah keuntungan dari layanan atas 
jaminan yang diberikan 
 
Sektor riil adalah sektor yang berhubungan langsung dengan kegiatan 
ekonomi masyarakat yang sangat mempengaruhi atau 
keberadaannya dapat dijadikan tolak ukur untuk mengetahui 
pertumbuhan ekonomi. 
 
Sistem kapitalisme adalah sistem ekonomi di mana perdagangan, industri 
dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan 
tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar. 
 
Social distancing  adalah upaya untuk mencegah penyebaran virus corona di 
masyarakat dengan tidak melakukan aktivitas-aktivitas  sosial, 
seperti: tidak berkumpul. 
 
Soft selling adalah pendekatan sales dengan menggunakan bahasa yang 
cenderung halus dan membuat orang penasaran. 
 
SOP adalah Standard Operating Procedure. 
 
Strategi coping adalah suatu cara atau metode yang dilakukan tiap individu 
untuk mengatasi dan mengendalikan situasi atau masalah yang 
dialami dan dipandang sebagai hambatan, tantangan, serta ancaman 
yang  merugikan. 
 
Strategi digital adalah tindakan dan keputusan bisnis yang menggunakan 
teknologi digital.  
 
Sustainable adalah berkelanjutan. 
 




Usaha ekonomi produktif adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan 
untuk memberikan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan 
produktifitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan 
kemitraan usaha yang saling menguntungkan yang ditujukan bagi 
PMKS secara perorangan. 
 
Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan  usaha produktif milik orang 
perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi 
kriteria Usaha Mikro (asset: Maks. Rp 50 Juta, dan omzet: Maks. 
Rp 300 juta rupiah); Usaha Kecil (asset: Rp 50 juta – Rp 500 juta, 
omzet: Rp 300 juta – Rp 2,5 Miliar rupiah). dan Usaha Menengah 
(asset: 500 juta – Rp 10 Miliar, dan omzet: >Rp 2,5 Miliar – Rp 50 
Miliar rupiah). 
 
Usaha perniagaan adalah usaha perdagangan  baik yang aktif maupun pasif 
yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. 
 
User friendly adalah suatu kondisi dimana pengguna dapat menggunakan 
sesuatu dengan mudah dan nyaman. 
 
Word of Mouth Marketing adalah bentuk promosi yang dilakukan dari 
mulut ke mulut, misal: rekomendasi untuk membeli produk tertentu, 
ataupun memberikan informasi-informasi tentang produk dan 
layanan yang diberikan oleh perusahaan.  
 
Work from home (WFH) adalah bekerja dari rumah untuk mengurangi 
penularan pandemi covid_19. 
 
 
 
 

